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ABSTRAKSI

Menyusun suatu undang-undang memang bukan merupakan suatu
pekerjaan yang mudah, Oleh karena segenap substansi yang terkandung dalam
undang-undang dimaksud menjadi acuan untuk penegakan hukum oleh
kalangan para penegak hukum. Sehingga apabila ada satu saja substansi pasal
yang normanya tidak diatur secara jelas, maka akan mengakibatkan timbulnya
Interpretasi yang bermacam-macam sehingga tujuan kepastian hukum akan
semakin sulit dicapas.

UU No. 4 Th. 1998 (yang agar mudah dipahami dalam tesis ini
disingkat menjadi UU Kepailitan) adalah salah satu contoh UU dengan
beberapa pengaturan norma yang tidak jelas. Substansi Pasal | ayat (1) tidak
memuat norma yang jelas perihal apa yang dimaksud dengan “utang”.
Sehingga dalam pelaksanaannya hal tersebut menimbulkan interpretasi vang
berbeda-beda perihal kedudukan Kantor Pajak ¢.g. Dirjen. Pajak dalam proses
permohonan pernyataan pailit. Mengenai apakah Kantor Pajak c.q. Dirjen.
Pajak dapat dipersamakan dengan kreditor-kreditor lain sehingga diakui
keberadaannya ataukah sebaliknya, sampai saat ini masih belum ada kejelasan
dan kesatuan pendapat, baik di kalangan Hakim Pengadilan Niaga (yang
pernah memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit yang salah
satu kreditornva adalah Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak) maupun para ahli di

bidang Hukum Kepailitan. Apabila permasalahan tersebut dianalisis

Kedudukan Kantor Pajak ... Yuliarini Shinta Permata Putri, S.H.



Tesis

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

berdasarkan substansi Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan yang dalam
penjelasannya hanya menyebutkan bahwa makna utang yang dimaksud adalah
utang pokok dan bunga, maka tidaklah keliru apabila utang pajak vang juga
dapat menimbulkan bunga, dikategorikan sebagai utung vang dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan. Apalagi utang yang ditimbulkan dari adanya
suatu perikatan, berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata dapat bersumber dari
perjanjian dan undang-undang. Sehingga tidaklah keliru apabila makna “utang”
yang dimaksud dalam Pasal | ayat (1) UU Kepailitan tersebut diartikan pula
sebagai utang yang timbul dan undang-undang, 1n casu utang pajak. Walaupun
dalam praktiknva ternyata pernah ada Hakim vang secara implisit mengakut
eksistensi Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak sebagai kreditor (walaupun ttdak
disebutkan dengan jelas apa yang menjadi pertimbangan hukumnya), namun
ada pula Hakim yang tidak mengakuinya. Bahkan yang mengherankan, dalam
salah satu tanggapannya justru Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak yang ditarik
sebagai kreditor lain oleh Pemohon Pernyataan Pailit menyatakan bahwa
dirinya bukanlah kreditor yang dimaksud dalam Pasal 1 avat (1) UU Kepailitan
dengan dalih bahwa Kantor Pajak ¢.q. Dinen. Pajak memiliki prosedur sendin
sdalam penagihan pajak. Padahal dalam UU Kepailitan sendiri tidak ada
larangan yang menyatakan bahwa Kantor Pajak c.q. Difjen. Pajak tidak boleh

bertindak sebagai kreditor dalam suatu permohonan pemyataan pailit.

X1
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BAB I

PENDAHULUAN

l. [.atar Beiakang dan Rumusan Masalah

Apabila kita berbicara mengenai Hukum Kepailitan di indonesia,
tentunya hal tersebut tidak dapat dilepaskan dar1 Peraturan Kepailitan vang
pernah maupun yang saat ini berlaku di Indonesia.

Sebelum tahun 1945 di Indonesia berlakn 2 (dua) jems peraturan
kepailitan, yattu:

1 kepailitan untuk kasus pedagang (pengusaha) Indonesia diatur dalam

Buku ketiga Wetboek van Kopehandel;'

2. peraturan kepailitan bukan untuk pedagang (pengusaha) yang diatur
dalam Buku Ketiga, Bab Ketujuh Reglement op de Rechtsvordering.”
Pada tahun 1905 Pemenntah Hindia Belanda mengundangkan Verordening op
het Faillissement en de Surseance van hetaling voor de europeanen in
Nederlands Indie (Peraturan untuk Kepatlitan dan Penundaan Pembayaran
untuk Orang-Orang Fropa) (Stb. 1905 No. 217) (selanjutnya disingkat
Peraturan Kepailitan). Berdasarkan Verordening ter invoering van de

Faillissementsverordening (Stb. 1906 No. 348), maka Peraturan Kepailitan

'Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan—-Memahami Faillissementsverordening
Juncto Undang-Undang No. 4 tahun 1998, Cetakan Pertama, Pustaka Utama Grafit, Jakaria,
2002, h. 25

* Ihid
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dinyatakan mulai berlaku di Indonesia terhitung sejak tanggal 1 Nopember
1906.° Setelah Indonesia merdeka, yaitu pada kurun waktu {ahun 1945 sampal
dengan 1947, ketentuan Peraturan Kepailitan diberlakukan di Indonesia
berdasarkan ketentuan Pasal 11 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945
dan dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai Peraiuran Kepailitan.

Pada tahun 1947, Pemerintah Pendudukan Belanda di Jakarta
menerbitkan  Peraturan  Darurat  Kepailitan 1947 (Noodsregeling
Faillissementen 1947). Mengingat bahwa tujuan diterbitkannya peraturan
darurat ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi penghapusan putusan
kepailitan yang terjadi sebelum jatuhnya Jepang telah selcsal, maka Peraturan
Darurat Kepailitan 1947 imi sudah tidak berlaku lagi* dan Peraturan Kepailitan
kembali diberlakukan di Indonesia.

Seiring dengan timbulnya keinginan Rakyat Indonesia untuk
menggulirkan isu reformasi di scgala bidang pada masa tahun 1997-an, maka
Pemerintah Republik Indoncsia (untuk selanjutnya disebut Pemerintah R.1)
memandang periu untuk melaksanakan reformasi di bidang hukum dan
perundang-undangan. Salah satunya adalah dilakukannya perubahan dan
pcnambahan terhadap Peraturan Kepailitan yang telah ada. Oleh karena itu,
pada tanggal 20 April 1998 Pemerintah R.I. telah menetapkan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Th. 1998 tentang Perubahan atas

? Ibid, h. 25-26

* Ibid, h. 28
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Undang-Undang tentang Kepailitan (Lembaran Negara R.I. Th. 1998 No. 87,
Tambahan Lembaran Negara R.1. No. 3761; selanjutnya disingkat Perpu No. 1
Th. 1998). Kemudian pada tanggal 9 September 1998, Dewan Perwakilan
Rakyat menyetujui Perpu No. 1 Th. 1998 untuk ditetapkan menjadi undang-
undang, dengan nama Undang-Undang No. 4 Th. 1998 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Th. 1998 tentang
Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara R.I. Th. 1998 No. 135, Tambahan Lembaran Negara R.I.
No. 3778; untuk selanjutnya disebut UU Kepailitan).

Hingga saat ini terhitung sudah lebih dari 5 (lia) tahun UU Kepailitan
berlaku di Indonesia. Selama kurun waktu tersebut, banyak kritikan yang
muncul baik dan kalangan akademisi maupun praktisi yang pada intinya
menyatakan bahwa UU Kepailitan tidak memberikan pengaturan vang jelas
mengenai beberapa konsep dasar diajukannya permohonan pernyataan pailit.
Salah satu yang menjadi masalah, di antaranya, adalah tidak diberikannya
pengertian umum mengenai jenis utang dan kreditor yang dimaksud dalam UU
Kepailitan. Hal tersebut dapat berdampak pada berbagai bidang, misalnya yang
terkait dengan kedudukan Kantor Pajak dalam permohonan pernyataan pailit,
dimana Kantor Pajak berkedudukan sebagai kreditor terthadap wajib pajak yang
hendak dimohonkan pailit.

Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan menyebutkan:
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Pasal 1
(1) Seorang debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan
tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu
dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan
yang berwenang, scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik
atas permohonannya sendiri, maupun atas permintaan scorang
atau lebih krediturnya.
Penjelasan Pasal | ayat (1) UU Kepailitan tersebut pada intinya hanya
menyebutkan bahwa komponen utang yang dimaksud adalah utang pokok dan
bunga. Sedangkan sebagai perbandingan, RUU Kepailitan yang rencananya
hendak disahkan sebagai pengganti UU Kepailitan mendefinisikan utang dalam
Pasal 1 butir 4 sebagai benkut:
Pasal |
4 Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan
dalam jumlah uwang baik dalam mata wang Indonesia maupun
mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul
di kemudian hari (kontinjen), yang timbul karena perjanjian atau
undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila
tidak dipenuhi membernt hak kepada kreditor untuk mendapat
pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.
Apabila ditilik dari rumusan Pasal 1 butir 4 RUU Kepailitan tersebut di atas,
maka Pasal tersebut lebih memberikan kepastian hukum bahwa pengertian
utang yang dimaksud daiam suatu permohonan pernyataan pailit adalah utang
dalam arti luas, yaitu tidak hanya utang yang ditimbulkan oleh perjanjian utang
piutang saja, namun juga mencakup utang vang ditimbuikan oleh undang-
undang.

Salah satu contoh utang yang ditimbulkan oleh undang-undang adalah

utang pajak. Pasal 1 butir 9 UU No. 16 Th. 2000 juncto UU No. ¢ Th. 1954
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junecto UU No. 6 Th. 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(selanjutnya disebut UU KUP) mendefinisikan utang pajak yang dalam UU
KUP di atas disebut dengan nama pajak terutang, sebagai berikut:
Pasal 1
9. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,

dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian
Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan.

Mengingat bahwa utang pajak lahir karena undang-undang, maka pelunasan
utang pajak tersebut didahulukan demi hukum. Sedangkan kedudukan istimewa
utang pajak sebagai utang yang didahufukan pelunasannya diatur dalam
ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU KUP yang menyatakan “Negara mempunyai
hak mendahulu uniuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung
pajak”. Dengan demikian Kantor Pajak memiliki hak istimewa untuk
didahulukan pelunasannya piutangnya oleh undang-undang.

Pengertian utang dalam terminologi kepailitan tersebut sangatlah
penting, oleh karena berpengaruh pada dapat tidaknya seorang kreditor untuk
mengajukan permohonan pernyataan pailit atau ditanik sebagai kreditor lain
dalam permohonan pernyataan pailit. Apabila pernyataan pailit dimohonkan
oleh kreditor yang tidak dapat atau tidak memenuhi syarat adanya 2 (dua)
kreditor atau lebih dan syarat [ (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat
ditagih, maka tentu konsekuensinya permohonan pernyataan pailit tersebut

akan ditolak oleh Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan tersebut.
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Namun demikian tidak jelasnya pengaturan mengenai pengertian utang,
mengakibatkan timbulnya 2 (dua) pendapat yang berbeda mengenai penafsiran
makna utang dan makna kreditor yang berkaitan dengan dapat tidaknya Kantor
Pajak c.q. Direktorat Jenderal Pajak (“Dirjen. Pajak ) dalam mengajukan
permohonan pernyataan pailit. Beberapa pendapat menyatakan Kantor Pajak
c.q. Dirjen. Pajak ” tidak dapat mengajukan permohonan pemyataan pailit,
namun ada pula yang menyatakan bahwa sepanjang UU Kepailitan tidak
mengatur sebaliknya, maka Kantor Pajak c¢.q. Difjen. Pajak dapat bertindak
sebagai kreditor dalam permohonan pernyataan pailit, schingga instansi yang
bersangkutan dapat mengajukan permchonan pernyataan pailit,

Bagaimanapun tidak jelasnya definisi mengenai utang dalam kepailitan
tersebut akan mengakibatkan inefisiensi waktu, biaya, tenaga baik bagi
kalangan lawver, apabila ketidakjelasan defimisi tersebut berakibat pada
ditolaknya permohonan pailit yang diajukan oleh /awyer yang bersangkutan.
Sementara bagi Hakim di Pengadiian Niaga, ketidakjelasan tersebut akan
menimbulkan perbedaan pendirian bagi hakim. Akibatnya putusan-putusan
kepailitan yang dihasilkan oleh instifusi peradilan cenderung berbeda-beda,
baik di tingkat Pengadilan Niaga maupun di tingkat Mahkamah Agung R.1. Hal
ini tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal tujuan dibuatnya
suatu undang-undang adalah untuk menciptakan kepastian dan ketertiban

hukum,
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Untuk membahas tesis yang berjudul Kedudukan Kantor Pajak c.g.
Dirjen. Pajak scbagal Kreditor dalam Permohonan Pernyataan Pailit Menurut
Undang-Undang Kepailitan ini, maka permasalahan yang akan diangkat dalam
penelitian adalah scbagai bertkut:

a. klasifikasi utang dalam perspektif Hukum Kepailitan;
b. kewenangan Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak untuk bertindak sebagai

pemohon dalam permohonan permyataan patlit

2. Tujuan Penclitian

Tujuan penclitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan perihal:
a. klasifikasi utang dalam perspektif Hukum Kepailitan:
b. kewenangan Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak untuk bertindak sebagai

pemohon dalam permohonan pernyataan pailit.

3 Manfaat Penelittan

Melafui penelitian tesis ini diharapkan dapat memberi satu
masukan/wacana baru di bidang Hukum Kepailitan dan Hukum Pajak yang
berkaitan dengan:

a klasifikasi utang dalam perspektif Hukum Kepailitan;
b. kewenangan Kantor Pajak ¢.q. Dirjen. Pajak untuk bertindak sebagai

pemohon dalam permohonan pemyataan pailit.
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b. kewenangan Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak untuk bertindak sebagai

pemohon dalam permohonan pernvataan pailit.

4. Kapan Teontis dan Konsepiual

Penelitian ini pada tntinya mencoba untuk menehti dan membahas
perihal Kedudukan Kantor Pajak c¢.q. Dirjen. Pajak Dalam Permohonan
Pernyataan Pallit.

Pajak pada intinya merupakan pungutan wajyib yang dikenakan oleh
negara terhadap rakyatnya sclaku wajib pajak berdasarkan ketentuan
perundang-undangan pajak vang berlaku pada svatu masa (tahun) pajak
tertentu. Atas pembayaran suatu pajak, masyarakat wapb pajak tidak mendapat
imbalan (tegen prestasi) sccara langsung dan pemernintah. Itulah sebabnya
mengapa pajak dikatakan merupakan bentuk suatu prestasi sepihak. Beberapa
ahli Hukum Pajak mengungkapkan pengertian pnajak sebagai berikut:

1 Rochmat Soemitro, menvatakan bahwa pajak adalah iuran
rakyat kcpada kas ncpara berdasarkan undang-undang (yang
dapat dipaksakan} dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra
prestast), vang langsung dapat ditunjukkan dan vang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum,

2. Soecparman Soemahamidjaja, menyatakan bahwa pajak 1alah
inran wajib | berupa uang atau barang, vang dipungut olch
penguasa berdasarkan norma-norma hukum, pguna menutup

biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam
mencapai kesejahteraan umum.”

Y. Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, Andi. Yogyakarta, 2002, h. 2
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Pajak memiliki fungsi budgetair dan regulerend. Pada fungsi budgetair, pajak
berfungsi sebagai pemasukan pada kas negara untuk membiayal pembangunan.
Pada fungsi regulerend, pajak diharapkan dapat mengatur perilaku masyarakat
dengan mengenakan pungutan/cukai yang tinggi untuk jenis pajak tertentu.
Misalnya untuk mengatur agar masyarakat tidak mengkonsumsi minuman
keras, maka terhadap minuman keras dikenakan cukai yang tinggi. Setelah
masa pajak (tahun pajak) berakhir, maka wajib pajak diwajibkan untuk
membayar pajak terutang yang menjadi kewajibannya. Menurut Pasal 1 butir 9
UU KUP Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak
menunut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tiap-tiap jenus
pajak memiliki batas waktu jatuh tempo yang berbeda. Periode jatuh tempo
pengenaan suatu pajak bergantung pada masa pajak (tahun pajak) yang telah
ditetapkan oleh perundang-undangan pajak. Misalnya untuk Pajak Penghasilan,
masa jatuh tempo pembayaran pajaknya adalah 3 (tiga) bulan setelah tahun
pajaknya berakhir.

Dalam suatu masa pajak (tahun pajak) tertentu, apabila wajib pajak
belum membayar pajak terutang yang menjadi kewajibannya maka timbuliah
utang pajak. UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mendefinisikan Utang
Pajak sebagai pajak yang harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa
bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau

surat sejemisnya berdasarkan perundang-undangan. Untuk meneguhkan
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lahirnya utang pg.ja.k atas diri wajib pajak, Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak yang
dalam hal ini diwakili oleh pemungut pajak (fiskus) menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak yang pada intinya menyatakan bahwa wajb pajak yang
bersangkutan memiliki utang pajak kepada negara. Pemenuhan utang pajak
tersebut dapat dipaksakan, yaitu melalui mekanisme Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa secara seketika dan sekaligus. Hak-hak negara atas pemenuhan
pajak ini juga dijamin oleh Pasal 21 ayat (1) UU KUP yang pada intinya
menyatakan bahwa negara mempunyai hak mendahulu terhadap hasil eksekusi
barang-barang milik wajib pajak (penanggung pajak) atas utang pajak yang
belum dilunasinya.

Pada dasarnya, pemenuhan prestasi dapat dilakukan dengan jalan
mengajukan gugatan pemenuhan prestasi di pengadilan negen. Namun dapat
juga dilakukan melalyi permohonan pemyataan pailit. Sebenarnya, kedua
meknisme tersebut bertujuan sama, yaitu untuk memperoich pemenuhan
kewajiban (prestasi) dari pithak debitor. Namun akibat hukumnya berbeda. Pada
gugatan pemenuhan prestasi, maka pihak debitor selaku tergugat dapat tetap
melakukan perbuatan hukum yang menyangkut aset-asetnya. Namun dalam
permohonan pernyataan pailit, seorang termohon pailit yang telah dinyatakan
pailit tidak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya kecuali
atas ijin kuratornya, atau dengan kata lain menjadi tidak cakap hukum
(onbekwaamj. Demikian pula dalam pemenuhan utang pajak. Meskipun

Hukum Pajak telah mempunyai mekanisme yang mengatur secara tersendiri
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(lepas dari kekuasaan peradilan) perihal penagihan pajak, namun
bagaimanapun juga eksistensi Hukum Pajak yang berkaitan dengan harta benda
juga tidak dapat lepas dari Hukum Perdata meskipun pelaksanaannya juga
melibatkan aspek Hukum Administrasi. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan
Pasal 1137 KUHPerdata yang pada intinya mengungkapkan bahwa hak dan
Kas Negara, Kantor Lelang dan lain-lain badan yang dibentuk oleh pemerintah
didahulukan pemenuhannya. Sebagaimana telah diuraikan, salah satu fungsi
pajak adalah fungsi budgetair yaitu sebagai salah satu sumber kas negara.
Namun demikian, mengingat sifat pemenuhannya yang dapat dipaksakan,
maka pemungutan pajak juga harus didasarkan pada perundang-undangan yang
sah. Dalam hal ini dasar wewenang pemungutan pajak harus jelas. Oleh karena
sebagaimana falsafah pajak yaitu taxarion without representation is a robbery,
maka wewenang yang diberikan oleh negara kepada Kantor Pajak c.q. Dijen.
Pajak haruslah jelas dan sah.

Apabila dikaitkan dengan Hukum Perdata perihal pemenuhan prestas
yang wujudnya adalah untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada Kantor
Pajak c.q. Dirjen. Pajak selaku kreditor, maka seharusnya permasalahan utang
pajak juga dapat dihubungkan dan diselesaikan dalam ruang hingkup Hukum
Kepailitan. Berbicara mengenan Hukum Kepailitan, maka perlu. kiranya
disinggung pula mengenai prinsip-prinsip yang berlaku dalam Hukum
Kepailitan yang berkaitan dengan hak istimewa yang dimiliki oleh Kantor

Pajak, yakm prinsip pari passu pro rata parte. Apabila prinsip ini dikuti, maka
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apabila temyata dari hasil penjualan harta benda milik debitor, temyata belum
mencukupt untuk pemenuhan piutang kreditor, maka kreditor dengan hak
istimewa memiliki hak untuk memperoleh sisa piutang yang belum terlunasi
bersama-sama dengan Kkreditor konkuren lainnya dengan prosentase yang
berimbang sesuai dengan besarnya piutang. Namun untuk memasukkan Kantor
Pajak sebagai kreditor vang berhak untuk menjadi pemohon dalam
permohonan pernyataan pailit masih merupakan suatu dilema. Mengingat Pasal
1 ayat (1) UU Kepailitan tidak memberikan konsep yang jelas perihal utang
yang dimaksud dalam UU Kepailitan tersebut. Padahal konsep yang jelas
perthal utang dan kreditor adalah merupakan hal yang wrgenr dalam
diajukannya suatu penmohonan pernyataan pailit. Seandainya konsep perihal
utang im diperjelas dan utang pajak dimasukkan sebagai utang yang dapat
dimohonkan pernyataan pailit, maka hal ini dapat membawa dampak positif
bagl pemungutan pajak di Indonesia. Setidak-tidaknya mekanisme pemungutan
pajak menjadi bertambah disamping mekanisme-mekanisme pemungutan yang
telah diatur dalam perundang-undangan pajak. Bukan merupakan rahasia lagi
apabila banyak sekali wajib pajak-wajib pajak di negen ini (yang ironisnya
justru wajib pajak yang memiliki kekayaan berlimpah) namun sangat enggan
untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Penyelundupan-penyelundupan
pajak seringkali dilakukan untuk menghindari pajak. Bagi wajib pajak yang
tentunya merasa bahwa nama baik adalah penting dalam melakukan bisnis dan

menjaga harga diri di mata orang fain, tentunya ancaman bahwa tidak
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dibayarnya utang pajak dapat berdampak pada dipailitkannya wajib pajak,
maka “peringatan” ini kurang lebih diharapkan dapat menjadi shock therapy
bagi wajib pajak yang membandel.

Mengingat banyak sekali jenis-jenis pajak dan Kantor Pajak c.q. Dirjen.
Pajak yang berlaku dan ada di Indonesia, maka pengertian Kantor Pajak ¢.q.
Dirjen. Pajak dalam tesis ini dimaksudkan sebagai scluruh mnstansi pemerintah
yang berwenang untuk melakukan penagihan pajak terhadap wayb pajak
Dengan demikian istilah utang pajak dalam hal ini dimaksudkan sebagai utang
pajak dalam ruang lingkup yang bersifat umum yaitu tidak merujuk pada
makna utang terhadap jenis-jenis pajak tertentu. Yang terpenting adalah bahwa
utang pajak tersebut telah jatuh tempo berdasarkan jangka waktu yang diatur
oleh tiap-tiap perundang-undangan pajak.

Dalam beberapa hal, terminologi utang dan kreditor dalam Rancangan
UU Kepailitan dimasukkan dalam pembahasan pada Bab il dan Bab I,
dengan tujuan agar pembatasan vang dilakukan komprchensif dan beronentast
pada berlakunya UU Kepailitan baru, yang saat ini masth berupa rancangan
undang-undang,

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan masalah.
Penelitian in1 adalah penelittan hukum yang dimaksudkan untuk

mclakukan pembahasan secara teoritis mengenai permasalahan-permasalah
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yang diangkat dengan menggunakan beberapa pendekatan masalah yang
relevan dengan pokok permasalaban dalam penelitian .

Kesatu, pendekatan terhadap perundang-undangan (stafute approach)
berupa penelusuran berbagai hukum positif yang tertuang dalam perundang-
undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU Kepaihitan, UU
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa dan Peraturan Kepailitan sepanjang yang ketentuannya tidak
dicabut oleh UU Kepailitan.

Kedua, pendckatan konseptuai, yaitu melakukan kegiatan penelitian
dengan melakukan penelusuran terhadap teori dan konsep hukum serta asas-
asas hukum tertentu yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
b. Bahan hukum.

Bahan hukum yang dikumpulkan dan digunakan untuk menjawab
pokok permasalahan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer, menyangkut perundang-undangan yang berkaitan
dengan Hukum Kepailitan dan Hukum Pajak.

Bahan hukum sekunder, berkaitan dengan pendapat para sarjana yang
dituangkan dalam buku-buku, Iliteratur-literatur  manpun tulisan yang

diterbitkan dalam ruang lingkup Hukum Kepailitan dan Hukum Pajak.
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C. Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum.

Bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini dicari
dengan cara menginventarisit perundang-undangan dan mengumpulkan
bacaan-bacaan melalui studi kepustakaan yang sesuai dengan rumusan
masalah. Hasil dari penclusuran tersebut dituangkan kedalam kartu catatan
yang memuat kutipan pendapat para ahli, ide, usul maupun argumentasi yang
berkaitan dengan rumusan masalah dimaksud.® Selanjutnya terhadap bahan
hukum tersebut dilakukan pengolahan dengan cara menyusunnya secara
sistematis untuk kemudian dilakukan klasifikasi maupun identifikasi bahan
hukum berdasarkan pokok bahasan dalam penelitian ini.

d Analisis bahan hukum.

Setelah melalui tahap-tahap inventarisasi, klasifikasi dan identifikasi
terhadap bahan hukum yang relevan, yaitu bahan hukum primer dan bahan
hukum sekunder, maka langkah berikutnya adalah melakukan sistematisast
terhadap keseluruhan bahan hukum yang ada, balk yang menyangkut
perundang-undangan dan kajian pustaka maupun data penunjang lainnya.
Proses sistematisasi ini juga berlaku terhadap teori-teori, konsep-konsep dan
bahan rujukan lainnya. Analisis terhadap bahan penelitian difokuskan pada

norma yang termuat dalam perundang-undangan.

¢ Philipus M. Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum, disampaikan pada Penataran dan
Lokakarya Sehari “Menggagas Format usulan dan Laporan Penelitian Hukum Normatif” di
Fakuitas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 22 Pebruar 1997
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6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam 4 (empat) bab. Bab I adalah pendahuluan.
Pada intinya bab ini menjelaskan laiar belakang masalah yang hendak dibahas
dalam penelitian dan mctode serta bahan-bahan hukum yang digunakan untuk
melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian
1ni.

Dalam Bab I dibahas mengenai kategorisast utang pajak sebagal utang
vang dimaksud dalam pcrmohonan pernvataan pailit, yang diuratkan menjadi 2
(dua) sub bab wvaitu: (1) perbedaan pemahaman tentang utang dan (2)
pembahasan  Putusan  Pengadilan  Niaga  Jakarta  Pusat  No.
27/Pailit/1998/PN Niaga/Jkt.Pst.  Tegl. 12 Januari 1999 juncto Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 04.K/N/1999 Tgl. 3 Maret 1999
(Kasasi) juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.
05 PK/N/1999 Tgl. 14 Mei 1999 (Peminjauan Kembali) yang mengulas tentang
dianutnva utang dalam arti sempit olen Mahkamah Agung R.1.

Selanjutnya pada Bab 11 dibahas tentang kewenangan Kantor Pajak c.q.
Dinjen. Pajak untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan pernyataan
pailit, yang terbagi atas sub bab (1) kewenangan Kantor Pajak ¢.q. Dirjen.
Pajak atas ulang pajak dan (2) pendirian Hakim mengenai kedudukan Kantor
Pajak c.q. Dirjen. Pajak scbagai kreditor dalam permohonan pernyataan pailit.

Bab [V adalah bab penutup vang berisi kesimpulan dan saran.

Kesimpulan merupakan inti sari pembahasan yang dilakukan terhadap
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permasalahan-pcrmasalahan, masing-masing sebagaimana diuraikan dalam
Bab II dan Bab III. Sedangkan saran dimaksudkan untuk memben masukan
terhadap tiap-tiap kekurangan yang ditemukan pada pembahasan yang telah

dilakukan dalam Bab II dan Bab 111
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BAB Il

KLASIFIKASI UTANG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM KEPAILITAN
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BAB II
KLASIFIKASI UTANG DALAM PERSPEKTIF

HAUKUM KEPAILITAN

i. Perbedaan Pemahaman tentang Utang

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, UU Kepailitan tidak
memberikan definisi yang jelas perihal makna utang dalam yang dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan. Oleh karena itu timbulnya berbagai
penafsiran perihal jenis utang yang dapat diajukan permohonan pernyataan
pailit di antara kalangan praktisi maupun akademisi, akan dibahas dalam bab
ni.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepailitan, maka salah satu
syarat untuk mengajukan permohonan permyataan pailit adalah debitor harus
dalam keadaan berhenti membayar (insolven), yakni bila seseorang debitor
sudah tidak mampu atau tidak man membayar utang-utangnya. Apabila
dibandingkan dengan rumusan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan, maka
sebenamya UU Kepailitan tidak mensyaratkan harus dalam keadaan berhenti
membayar, melainkan cukup dengan keadaan tidak membayar saja.
Berdasarkan ketentuan Pasal 168 Peraturan Kepailitan, keadaafl tidak
membayar (insolven) baru akan berlaku demi hukum, apabila tidak rencana
perdamaian tidak ditawarkan, atau bila perdamaian yang ditawarkan telah

ditolak atau pengesahan perdamaian tersebut dengan pasti telah ditolak, maka

18
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debitor demi hukum akan dinyatakan berada dalam keadaan tidak mampu
membayar. Namun demikian, pengertian tidak membayar tersebut juga dapat
diakibatkan karena debitor tidak mau membayar utangnya yang iclah jatuh
tempo dan dapat ditagih kepada kreditomnya. Karena debitor memang tidak

Apapun alasannya, baik karena tidak mau atau tidak mampu membayar,
tentunya undang-undang harus memberni perlindungan terhadap kreditor dalam
rangka memperoleh kembali hak-haknya, baik melalui prosedur gugatan
maupun permohonan pernyataan pailit. Apabila merujuk kepada ketentuan UU
Kepailitan, maka prosedur pengajuan permohonan pernyataan pailit i relanf
letih cepat dibandingkan dengan prosedur gugatan. Oleh karena waktunya
yang cepat inilah, maka pembuktian dalam permohonan pernyataan pailit juga
harus bersifat sederhana. Artinya pengadilan dalam memerksa perkara
kepailitan itu idak perlu terikat dengan sistem pembuktian dan alat-alat bukti
vang ditentukan dalam hukum acara perdata.” Berikut akan diuraikan mengenai
perbedaan-perbedaan pemahaman yang muncul tentang utang dalam
permohonan pernyataan pailit.

Mengingat diajukannya permohonan pernyataan pailit nantinya akan
berpengaruh terhadap keberadaan harta kekayaan si debitor (yang mﬁngkin
pula menjadi jaminan atas perikatan lain yang dibuat oleh debitor), maka UU

Kepailitan perlu mensyaratkan bahwa debitor (termohon pailit) harustah

7 Zainal Asikin, Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia,
Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan Pertama, Januari, 1991, h. 31
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memiliki setidak-tidaknya 2 (dua) orang kreditur. Adapun rasio yang
mendasari timbulnya syarat tersebut adalah mengingat bahwa konsekuensi
dikabulkannya permohonan pailit adalah cukup besar, yaitu debitor dinyatakan
tidak lagi cakap untuk melakukan perbuatan hukum atau dengan kata lain ia
berada di bawah pengampuan. Maka selayaknyalah apabila permohonan
pemenuhan prestasi yang diajukan oleh kreditor terhadap debitor melalui
permohonan pernyataan pailit tersebut, dilakukan secara hati-hati. Jangan
sampai terjadi seorang debitor dimohonkan pernyataan pailit hanya karena ia
memiliki 1 (satu) orang kreditor saja. Karena apabila scorang debitor hanya
memiliki 1 (satu) orang kreditor saja, maka permohonan pemenuhan utang dari
kreditor terhadap debitor dimaksud cukup dilakukan melalui gugatan
wanprestasi di pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata
yang berlaku.

Perihal eksistensi kreditor dalam permohonan pernyataan pailit ini,
Sutan Remy Sjahdeini pada intinya mengemukakan:

Pasal 1 ayat (1) mengandung 2 (dua) pengertian kreditor yang harus
dibedakan.

1. Pengertian kreditor lain diartikan sebagai Kreditor yang
mempunyai piutang kepada debitor, sehingga penekanannya
lebih kepada bahwa debitor tidak bebas dari utang. Dengan
demikian yang dimaksud dengan kreditor lain adaiah seluruh
kreditor (baik konkuren maupun separatts);

2. Pengertian kreditor dalam arti yang berhak mengajukan
permohonan pemyataan pailit. Dalam hal im hanya berhak
diajukan oleh kreditor konkuren oleh karena kreditor separatis
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telah terjamin sumber pelunasan tagihannya dari hak jaminan
kebendaan tertentu vide Pasal 56 UU chailitan.3

Pendapat Sutan Remy Sjahdeini tersebut berbeda dengan pendapat
Majelis ITakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung R.I.
dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.
26/Pailit/1999/PN Niaga/Jkt. Pst. Tgl. 31 Met 1999 juncto Putusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia No. 015 K/N/1999 Tgl. 14 Juli 1999 (vide
Lampiran C). Dalam kedua putusan tersebut disimpulkan bahwa Majelis
Hakim yang bersangkutan telah sepakat untuk tidak memperbolehkan Kantor
Pajak ¢.q. Dirjen. Pajak untuk “ikut campur” dalam suvatu permohonan
pernyataan pailit, karcna piutang Kantor Pajak c¢.q. Dirjen. Pajak telah dijamin
pclunasannva oleh undang-undang. Dengan demikian kreditor yang berhak
untuk berperan dalam permohonan pernyataan pailit adalah terbatas pada
kreditor konkuren saja.

Wajar apabila terdapat perbedaan pendapat mengenal siapakah yang
dimaksud dengan kreditor dalam pemohonan pernyataan pailit, di kalangan
praktisi dan akademisi. Hal 1 discbabkan oleh karena UU Kepailitan sendirt
tidak memberikan pengertian maupun penjelasan lebith lanjut perihai siapa
yang dimaksud kreditor dalam permohonan pernyataan pailit. Namun
sebenarnya apabila kita merujuk kembali kepada substansi Pasal | ayat (1) UU

Kepailitan, maka sebenarnya UU Kepailitan tidak memberikan pembeda

* Sutan Remy Sjahdeini, op. ¢it., h. 66-67
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maupun pembatas perihal kreditor mana yang berhak untuk terlibat dalam
suatu permohonan pernyataan pailit. Yang terpenting hanyalah kreditor
tersebut mempunyai piutang terhadap debitor dan piutang dimaksud telah jatuh
tempo serta dapat ditagih. Sckadar perbandingan, Pasal 1 ayat (1) Rancangan
UU Kepailitan menyebutkan bahwa: Kreditor adalah orang yang mempunyai
piutang karena perjanjian atauw undang-undang yang dapat ditagih di muka
pengadilan. Sedangkan penjelasan pasal dimaksud menegaskan:
Yang dimaksud dengan “kreditor” dalam ayat im adalah baik kreditor
konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus
mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat
mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak
agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan
haknya untuk didahulukan. Bilamana terdapat sindikasi kreditor, maka

masing-masing kreditor adalah kreditor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 butir 1.

Bila dibandingkan dengan bunyi Pasal 1 UU Kepailitan, Pasal 1 butir {
Rancangan UU Kepailitan terscbut di atas lebih membernkan kejelasan dan
keadilan bagi kreditor separatis pemegang hak jaminan maupun kreditor
separatis pemegang hak istimewa. Mengingat kreditor separatis untuk
didahulukan pemenuhan piutangnya adalah timbul demi hukum schingga
seyogianya hak-hak tersebut tidak begitu saja hapus karena diajukannya
permohonan pemyataan pailit. Selain itu, seharusnya UU Kepailitan juga
memberikan kesempatan dan perlakukan yang sama bagi kreditor untuk
mempergunakan mekanisme permohonan pernyataan pailit. Oleh karena hak

untuk melakukan eksekus: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan 56A UU
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Kepailitan tersebut, juga tidak akan dapat dilaksanakan apabila tidak ada pihak
yang mengajukan permohonan pernyataan pailit. Lantas, bagaimana kreditor
separatis pemegang hak jaminan dapat menggunakan haknya vide Pasal 56 UU
Kepailitan apabila bukan ia yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.
Perlu diingat bahwa dalam prakicknya eksekusi jaminan hak kebendaan
tidaklah semudah yang dibayangkan. Karena yang seringkali terjadi, meskipun
seorang kreditor adalah pemegang jaminan hak kebendaan, namun proses
untuk mohon sita eksekusi tersebut harus didahului dengan gugatan
wanprestasi terhadap debitor, yang apabila dilakukan maka jangka waktunya
bisa mencapai lebih kurang 5 (lima) tahun sampai dengan tingkat Kasasi di
Mahkamah Agung R Tentunya dengan fakta seperti ini, kreditor, baik
kreditor separatis pemegang hak jaminan maupun hak istimewa akan berusaha
mencari alternatif lain yang lebih cepat, dalam hal ini dengan mohon
pernyataan pailit. Hal imi tentunya tidaklah salah mengingat UU Kepailitan
sendin tidak melarang kreditor separatis untuk mengajukan permohonan pailit
tersebut.

Jikapun kreditor separatis pemegang hak jaminan dikatakan telah
terjamin hak-haknya melalui mekanisme Pasal 56 UU Kepailitan sehingpa
tidak memiliki hak untuk mengajukan permohonan kepailitan, maka akan lebih
adil jika kreditor separatis dimaksud dapat langsung mengeksekusi haknya
tanpa adanya masa tunggu, mengingat demi hukum sebenamya kreditor

separatis tersebut memiliki hak untuk langsung melalukan eksekusi dalam hal
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terjadi kepailitan vide Pasal 56 UU Kepailitan. Namun kenyataannya, vide
Pasal 56A kreditor separatis harus menunggu selama 90 (sembilan puluh) han
atau dengan kata lain kreditor separatis pemegang hak jaminan juga terkena
dampak adanya permohonan kepailitan.

Syarat cukup adanya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat
ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan tersebut,
merupakan perubahan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepailitan. Hanya saja Pasal 1
ayat (1) Peraturan Kepailitan menekankan kepada keadaan insolven (berhenti
membayar) seorang debitor. Sedangkan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan hanya
menekankan pada tidak dibayamya 1 (satu) utang debitor kepada kreditor,
padahal belum tentu tidak dibayarnya utang tersebut berdampak pada
insolvensi debitor.’

Pengertian insolven, yaitu keadaan berhenti membayar dan seorang

debitor tidak perlu harus diartikan bahwa debitor tidak membayar

utang-utangnya kepada seluruh kreditornya. Cukuplah apabila diartikan
bahwa debitor tidak membayar sebagian besar dani utang-utangnya.

Undang-undang harus menetapkan berapa besar yang dimaksudkan

dengan “sebagian besar” itu. Mun(gkin dapat ditetapkan misalnya lebih
dari 50% (lima puluh perseratus).'

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, syarat dalam Pasal 1 ayat (1) UU
Kepailitan dimaksud dapat menimbulkan malapetaka bagi dunia bisnis, karena

perusahaan yang masih solven seperti PT. Asuransi Jiwa Manuilife Indonesia

? Ibid, h. 71

19 Ibid, b. 72
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bisa dimohonkan pailit. Oleh karena itu seyogianya Hakim berpendirian bahwa
hanya terhadap perusahaan-prusahaan yang insolven saja yang dapat
dimohonkan pailit dan disetujui oleh mayoritas kreditor.'' Pendapat ini muncul
karena syarat Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan nampak begitu tidak selekuif,
mengingat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak ditentukan
batas minimal seberapa besar jumlah utang yang tidak dibayar oleh debitor
kepada kreditor. Sehingga bukannya tidak mungkin suatu perusahaan yang
sebenarnya memiliki keadaan keuangan yang cukup baik dan asset-asset yang
nilainya lebih dari cukup, teyata dimohonkan pernyataan pailit hanya karena
perusahaan yang bersangkutan tidak membayar utang yang jumlah nominainya
sebenarnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah asset yang dimiliki. Oleh
karena itu menurut Sutan Remy Sjahdeini seharusnya suatu perusahaan yang
dimohonkan pemyataan pailit haruslah perusahaan yang dalam keadaan
insolven.

Menanggapi pendapat Sutan Remy Sjahdeim tersebut, Ricardo
Simanjuntak mengemukakan bahwa syarat debitor telah dalam keadaan
insolven (tidak membayar utang kepada satu atau sebagian besar kreditor) dan
perlunya ada persetujuan dari mayoritas kreditor, justru akan menimbulkan
ketidakpastian hukum. Artinya tidak mungkin bagi kreditor untuk mcngcmhui
apakah debitor tersebut telah tidak mampu membayar utang kepada mayoritas

kreditornya oleh karena hal tersebut hanya dapat diketahui melalu legal audit.

" Ibid, h. 72 & 124
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Lalu, atas dasar apa seorang kreditor meminta mengaudit seorang debitor
apakah dia secara technical telah bankrupt apalagi bila debitor tersebut
merupakan perusahaan tertutup?'

Lapipula kata “bankrupt” haruslah dibedakan dengan “insolver”. Olch
karena Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan belum mengartikan bahwa debitor yang
dapat diajukan permohonan pernyataan pailit tersebut adalah harus debitor
yang insolven. Maksudnya, debitor yang dijaring dalam Pasal 1 ayat (1)
tersebut adalah debitor yang tidak mau membayar utangnya kepada kreditor,
bukan debitor yang tidak mampu mcmbayar utangnya (insolven). Kalaupun
nantinya debitor termohon pailit tersebut merasa mampu membayar utang-
utangnya, maka ia dapat mengajukan usulan perdamaian melalui mekanisme
yang telah diatur dalam Pasal 134 Undang-Undang Kepailitan. Apabila usul
perdamaian tersebut ditolak barulah debitor dinyatakan insolven. 13

Perlu diingat bahwa esensi permohonan pernyataan pailit adalah proses
pembuktian yang cepat dan scderhana. Sedangkan pemeriksaan melalui legal
audit oleh kreditor selain sangat sulit dilakukan mengingat kreditor tidak
memiliki kewenangan untuk minta dilakukannya legal audit, juga
membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Dengan demikian

pembuktian melalui legal audit, tentu tidak sesuai dengan prinsip proses

" Ricardo Simanjuntak, Relevansi Eksekusi Putusan Pengadilan Niaga dalam
Transaksi Bisnis Intermasional, Jumal Hukum Bisnis, Vol 22, No. 4, Yayasan
Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003, h. 12

 Ibid
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pembuktian yang sederhana. Selain itu, tidak ada alasan apapun yang
membenarkan seorang debitor untuk tidak membayar utangnya, apapun
sebabnya. Oleh karena itu “keadaan tidak membayar” telah cukup menjadi
alasan untuk diajukannya permohonan pernyataan pailit, baik karena alasan
tidak mampu atau tidak mau. Apalagi kalau si debitor sendin memang
memiliki itikad yang tidak baik dan sengaja tidak mau membayar utangnya
kepada kreditor.

Sekalipun pengertian jatuh tempo dan dapat ditagih tidak ada dalam

K UHPerdata tidak memberikan definisi perihal pengertian jatuh tempo, namun
setidak-tidaknya pengertian lalai dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 1238
KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “Debitor adalah lalai, apabila ia dengan
surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau
demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa debitor harus
dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Berdasarkan Pasal
1238 KUHPerdata tersebut, Kartini Muljadi dan Gunwan Widjaja berpendapat
bahwa pengertian saat jatuh temponya suatu utang dapat dibedakan menjadi 2
(dua) yaitu:

1. dalam hal terdapat ketetapan waktu, maka saat jatuh temponya
adalah saat atau waktu yang telah ditentukan @ dalam
perikatannya, yang juga merupakan saat pemenuhan kewajiban
oleh debitor;

2. dalam hal tidak ditentukan waktu pelaksanannya kewajiban oleh
debitor dalam perikatannya, maka saat jatuh tempo adalah saat

dimana debitor telah ditegur oleh kreditor untuk memenuhi
kewajibannya. Tanpa adanya teguran tersebut maka kewajiban
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atau utang debitor kepada kreditor dapat dianggap belum jatuhb
tempo. '
Namun demikian perlu diingat bahwa tidak selalu utang yang dapat ditagih
adalah utang yang telah jatuh tempo. Pada perjanjian-perjanjian utang piutang,
selalu dicantumkan syarat events of default dan pada saat syarat-syarat events
of default tersebut dilanggar, maka seketika itu utang yang menjadi kewajiban
debitor menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih,

Disyaratkannya dua atau lebih kreditor dan 1 (satu) utang yang telah
jatuh tempo dan dapat ditagih, memang tclah menimbuikan bermacam-macam
interpretasi. Di samping itu timbul juga perbedaan pemahaman perihal makna
utang yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan tersebut. Hal
tersebut tentunya mengakibatkan berbeda-bedanya pula putusan IHakim
Pengadilan Niaga akibat perbedaan dalam memaknai pengertian utang. Apalagi
dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan hanya disebutkan bahwa yang
dimaksud dengan utang adalah utang pokok atau bunganya. Sedangkan piutang
yang dimiliki oleh kreditor scparatis (misalnya Bank yang dijamin dengan Hak
Tanggungan) jupa termasuk piutang pokok dan bunga. Namun ternyata
penjelasan Pasal I ayat (1) tersebut tidak dilaksanakan secara konsekuen.
Mengingat dalam putusannya vide Lampiran C, baik Hakim pada tingkat

Pengadilan Niaga dan tingkat Mahkamah Agung R.I telah tidak

M Kartini Mufjadi & Gunawan Widjaja, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan,
Cet.I, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, Juli, 2003, h.74
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memperbolechkan kreditor separatis (Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak) untuk
terlibat dalam permohonan pernyataan pailit.

Sebagaimana telah diuraikan datam pendahuluan Bab 11 imi, yaitu Pasal
1233 KUHPerdata pada intinya menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan lahir
karcna persetujuan maupun undang-undang. Scdangkan perikatan terdiri atas
kewajiban melakukan prestasi (utang) dan/atau berhak atas prestasi (piutang).
Sehingea dengan demikian pengertian utang adalah kewajiban untuk
melakukan prestasi. Dalam buku Hukum Kepalitan, Memahami
Faillissementsverordening juncto Undang-Undang No. 4 Th. 1998, Setiawan
berpendapat sama dengan Jerry Hoff, yang menganut utang dalam pengertian
luas, vaitu baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang
timbul karena adanya perjanjian utang piutang {(ditmana debitor telah menenma
sejumlah uang dan kreditomya), maupun kcwajiban pembayaran sejumlah
uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan
debitor harus membayar sejumlah uang tertentu.

Sedangkan Sutan Remy Sjahdeini pada intinya berpendapat bahwa
utang dalam UU Kepailitan seyogianya tidak diberi arti yang sempit
(kewajiban vang timbul dari perjanjian utang piutang saja) tetapi juga

kewajiban yang timbul karena perjanjian apapun juga, undang-undang dan

'* Sutan Remy Sjahdeini, op. cit., h 107-108
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karena putusan Hakim. Namun demikian perlu dibatasi ruang lingkupnya pada

kewajiban yang wujudnya adalah untuk membayar uang saja.

Dengan kata lain, utang yang dimaksudkan dalam UU kepailitan itu
adalah bukan sctiap kewajiban apapun juga dari debitor kepada kreditor
karena adanya perikatan di antara mereka, tetapi hanya hanya sepanjang
kewajiban itu berupa berupa kewajiban untuk membayar sejumlah
uang, baik kewajiban membayar itu timbul karena perjanjian apa pun
atan karcna ditentukan oleh undang-undang (misalnya kewajiban
membayar pajak yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pajak) atau
karena putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.'®

Dilain pihak, Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja mengungkapkan bahwa
utang adalah perikatan yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam
fapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi olch sctiap debitor dan bila tidak
dipenuhi, kreditor berhak mendapat pemcnuhannya dani harta debitor."”
Sebagaimana dikutip dalam salah satu pendapat beliau:

Dengan demikian jelasiah bahwa unfuk dapat memajukan kepaifitan,
maka dengan tidak memperhatikan sumber utang (vang berarti hahwa
ulang tersebut dapat sbersumber duri perjanjian maupun undang-
undang), dengan tidak memperhatikan perikatan pokok yang
melzhirkan utang, baik yang tcrwujud dalam bentuk perikatan untuk
memberikan atau menyerahkan sesuatu, perikatan untuk melakukan
atau berbuat sesuatu, maupun perikatan untuk tidak meclakukan atau
berbuat sesuatu, kepailitan hunya akan memeriksa perkara wtang yang
tercermin dalam bentuk kewajiban untuk membayar suatu jumlah uang
tertentu (yang dapat dinilai dalam bentuk uang)

Jadi dalam hal ini beliau berpendapat bahwa kewajiban debitor itu tidak harus

merupakan kewajiban untuk membayar sejumlah uang, melainkan termasuk

' Sutan Remy Sjahdeini, op cit, h 111

'7 Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, ep. cit., h. 14-15
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pula kewajiban debitor untuk menyerahkan barang yang dapat dinilai dengan
vang. Pendapat Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja im sejalan dengan
pengertian utang yang ada dalam RUU Kepailitan.

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam

jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing

baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari

(kontinjen), yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan

yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memben hak

kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dan harta kekayaan
debitor.

Apabila pendapat dimaksud dipikirkan lebih lanjut, maka akan timbul
permasalahan baru perihal siapakah yang berwenang untuk menaksir barang-
barang yang belum ditetapkan secara pasti nilainya. Kemudian dengan
diperlukannya penaksiran yang belum jelas pengaturannya maka hal ini berarti
semakin menambah ketidakjelasan dan ketidakpastian pengaturan dalam
permohonan pemnyataan pailit. Padahal justru proses kepailitan harus
dilaksanakan secara cepat, sederhana dan terbuka. Bahkan apabila utang
diartikan termasuk pula dalam kewajiban debitor untuk menyerahkan suatu
barang tertentu kepada kreditor, maka kewenangan Pengadilan Niaga akan
overlapping dengan kewenangan Pengadilan Negen dalam memerniksa dan
memutus sengketa perdata. Oleh karenanya lebih tepat apabila pengertian

utang dalam UU Kepailitan diartikan sebagaimana pendapat Sutan Remy

Sjahdeini, vaitu diartikan secara luas namun terbatas hanya pada kewajiban
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debitor untuk membayar sejumlah uang kepada kreditor baik yang timbul

karena perjanjian maupun karena undang-undang.

2. Pembahasan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.
27/Pailit/1998/PN Niaga/Jkt.Pst. Tel. 12 Januari 1999 juncto Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 04 K/N/1999 Tgl. 3 Maret
1999 (Kasasi) juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
No. 05.PK/N/1999 Tgl. 14 Mei 1999 (Peninjauan Kembali) vide

Lampiran A.

Dalam perkara dimaksud, pibak yang bertindak selaku kreditor pada
permohonan pemyataan pailit di Pengadilan Niaga pasda Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat adalah oleh 2 (dua) orang yang merupakan pihak pembeli
(Sumeini O.S. dan Widyastuti) dalam Perjanjian Pengikatan Jual beli yang
telah ditandatangani dengan PT. Jawa Barat Indah (“PT. JBI”), suatu
perusahaan real estate yang mengembangkan wilayah pemukiman apartemen di
daerah Pluit, Jakarta Utara. Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, PT.
JBI berkewajiban menyerahkan apartemen kepada pembeli yang telah melunasi
harga pembelian apartemen. Kedua calon pembeli tersebut selanjutnya, pada
bulan Juni 1997 bahkan telah melunasi harga apartemen tersebut tanpa ada
keterlambatan, Namun dengan alasan krisis moneter, ternyata PT. JBI tidak
dapat melaksanakan penyerahan apartemen terscbut. Sesuai dengan ketentuan
Pasal 9 Perjanjian Pengikatan Jual Beli, scharusnya PT. JBI berkewajiban

untuk membayar ganti rugi sebesar 1%o0 (satu per mil) untuk setiap hari
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keterlambata;n tetapi PT. JBI tidak bersedia membayar denda tersebut, dengan
dalih bahwa tidak dapat diserahkannya apartemen tersebut kepada para
pembeli bukan semata-mata kesalahan PT. JBI, melainkan karena adanya force
majeur yang disebabkan oleh krisis ekonomi. Merasa dirugikan oleh PT. JBI,
maka kedua pembeli tersebut menuntut agar PT. JBI bersedia mengembalikan
seluruh uang yang sedianya dibayarkan oleh para pembeli untuk membeli
apartemen dari PT. JBI berikut ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang telah
dipenjanjikan. Selanjutnya keduanya mengajukan permohonan pemnyataan
pailit terhadap PT. JBI (“termohon pailit”) ke Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Atas pemohonan pemyataan pailit tersebut,
termohon pailit mengajukan jawaban yang intinya menyatakan bahwa
permasalahan ini bukan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga. Melainkan
kewenangan peradilan perdata karena berkaitan dengan wanprestasi.

Pada tingkat Pengadilan Niaga, Majelis Hakim yang menyidangkan dan
memutus perkara dimaksud berpendapat bahwa utang yang dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan adalah utang dalam pengertian luas. Yaitu
utang yang timbul dao hubungan hukum/perikatan dalam bidang hukum benda
(vermogensrecht), dimana pihak yang berhak disebut kreditor dan pihak yang
berkewajiban disebut debitor, atas suatu obyek perjanjian tertentu séhingga
menimbulkan utang. Berdasarkan fakta hukum di Pengadilan Niaga, terbukti
bahwa termohon pailit selaku penjual belum melaksanakan kewajibannya

sesuai dengan apa yang disyarakan oleh Pasal 8 Perjanjian Pengikatan Jual Beli
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maka terbukti bahwa termohon pailit telah mempunyai utang yang telah jatuh
tempo dan dapat ditagih oleh para pemohon pailit. Pertimbangan hukum
Majetis Hakim ini dikuatkan pula oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.L
yang pada intinya menyatakan bahwa pada pokoknya putusan Majelis Hakim
Mahkamah Agung R.L di tingkat Kasasi ini menyatakan bahwa Judex Factie
tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara tersebut. Mengingat
UU Kepailitan tidak memberikan penjelasan perihal apa yang dimaksud
dengan utang, maka Majelis Hakim juga berpendapat bahwa yang dimaksud
dengan utang adalah utang dalam arti luas yaitu hak yang dapat dinilai
dengan sejumiah uang tertentu yang timbut karena adanya perjanjian/perikatan
atau undang-undang. (menurut penyusun tesis: penggunaan istilah
“perjanjian/perikatan” dalam pertimbangan hukum pada putusan tersebut
adalah keliru, oleh karema  perjanjian tidak sama dengan penkatan.
Berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdata, sumber perikatan adalah perjamjian
maupun undang-undang. Sehingga dengan demikian perjanjian adalah salah
satu sumber timbulnya perikatan).

Selanjutnya Majelis Hakim tingkat Peninjauan Kembali menilai bahwa
Hakim pada tingkat Kasasi telah melakukan kesalahan berat dalam
menerapkan hukum, dengan mengartikan utang dalam arti luas yaitu termasuk
pula barang dan jasa. Padahal Penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan telah
tegas menyatakan bahwa pengertian utang adalah utang pokok atau bunganya.

Sehingga seharusnya utang dikaitkan dengan hubungan hukum pinjam
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meminjam uang atau kewajiban membayar sejumlah vang sebagai salah satu
bentuk khusus dari berbagai bentuk perikatan pada umumnya. Sehingga dalam
hal ini Majelis Hakim Peninjauan Kembali menganut pengertian utang dalam
arti sempit. Sedangkan kewajiban yang timbul dalam hubungan hukum antara
pemohon Peninjauan Kembali dan termohon Peninjauan Kembali adalah
hubungan hukum jual beli, dimana dalam hal ini pemohon Peninjauan Kembali
memiliki kewajiban untuk menyerahkan rumah susun kepada termohon
Peninjauan Kembali sesuai dengan apa yang disepakati dalam Perjanjian
Pengikatan Jual Beli. Sehingga menurut Majelis Hakim Peninjauan Kembals,
seharusnya ruang lingkup permasalahan ini adalah wanprestasi biasa dan bukan
permohonan pernyataan pailit. 18

Sebenarnya apa yang telah ditafsirkan oleh Majelis Hakim Pengadilan
Niaga maupun Kasasi, perihal utang yang diberi pengertian secara luas adalah
telah tepat, karena esensi dari permohonan pernyataan pailit adalah untuk
memenuhi hak-hak finansiil yang seharusnya diterima oleh kreditor dan
debitor. Baik berdasarkan perjanjian maupun undang-undang. Kalaupun
Majelis Hakim pada tingkat Peninjauan Kembali berpendapat bahwa
mengingat penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan hanya memben
penjelasan bahwa utang mehputi utang pokok dan bunganya, maké perlu
diingat bahwa pada hakekatnya bunga tidak hanya timbul dan perjanjian utang

piutang saja. Melainkan dapat pula timbul dant perjanjian diluar perjanjian

¥ Majalah Varia Peradilan, Pengertian Hukum “Hutang” dalam Undang-Undang
Kepailitan, No. 181, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, h. 5-9
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utang piutang, misalnya Perjanjian Sewa Guna Usaha dan Perjanjian Sewa Beli
maupun karena undang-undang memang menentukan demikian. Sehingga
apabila ruang lingkup utang dibatasi hanya meliputi utang yang timbul dari
perjanjian utang piutang saja, maka ini sama saja dengan pemangkasan hak-
hak kreditor-kreditor lain yang sebenarnya memiliki piutang terhadap debitor,
bahkan apabila piutang tersebut meliputi utang pokok dan bunga seperti yang
dimaksud dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan.

Adanya contoh perkara permohonan pernyataan pailit sebagaimana
telah dianalisis di atas, hanyalah merupakan satu dari sekian banyak contoh
putusan-putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung yang tidak sama
antara satu dengan yang lain, sehingga dapat dilihat munculnya inkonsistensi
pendirian para Hakim dalam memaknai pengertian utang. Adanya perbedaan
pendirian Majelis Hakim perihal pengertian utang dalam UU Kepailitan tidak
hanya timbul dari perkara di atas. Masih banyak permohonan-permohonan
pemnyataan pailit lain yang putusan-putusannya memiliki pertimbangan hukum
yang berbeda. Hal ini tentu saja akan semakin menimbulkan ketidakpastian

hukum.
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BERTINDAK SEBAGAI PEMOHON
DALAM SUATU PERMOHONAN
PERNYATAAN PAILIT
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BAB I
KEWENANGAN KANTOR PAJAK C.Q. DIRJEN. PAJAK
UNTUK BERTINDAK SEBAGAT PEMOHON

DALAM SUATU PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT

i. Kewenangan Kantor Pajak atas Utang Pajak

Telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa seharusnya pengertian utang
dalam suatu permohonan pernyataan pailit diartikan secara luas, tidak hanya
meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang piutang saja. Melainkan juga
meliputi utang yang timbul dari suatu perjanjian maupun undang-undang.
Konsekuensinya, dengan adanya perluasan interpretasi tentang makna utang,
maka hal ini juga berakibat pada perluasan makna debitor yang dapat
dimohonkan pernyataan pailit dan kreditor yang berhak mengajukan
permohonan pernyataan pailit. Sehingga dalam hal im debitor yang dapat
dimohonkan pemnyatazn pailit adalah debitor yang memiliki kewajiban
terhadap kreditor untuk melaksanakan suatu kewajiban yang telah jatuh tempo
dan dapat ditagih oleh kreditor, yaitu guna membayar sejumlah uang kepada
kreditor baik yang timbul berdasarkan suatu perjanjian maupun undang-
undang. Sebaliknya, pengertian kreditor yang dapat mengajukan permohonan
pernyataan pailit berarti setiap kreditor yang memiliki hak terhadap debitor
untuk menerima suatu kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh

kreditor, yaitu guna menerima sejumlah uang dari debitor baik yang timbul
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berdasarkan suatu perjanjian maupun undang-undang. Kantor Pajak ¢.q. Digjen.
Pajak selaku badan publik yang sekaligus berkedudukan sebagai kreditor
terhadap utang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak memiliki wewenang untuk
melakukan penagihan dan pemungutan terhadap utang pajak yang
bersangkutan. Philipus M. Hadjon mengartikan wewenang sebagai:
“Kekuasaan yuridis akan orang-orang pribadi, badan-badan hukum dan
memberikan pada pegawai negeri bawahan hak-hak atau kewajiban-kewajiban
yang dapat dan boleh mereka pegang sesuai dengan/menurut hukum '’
Menurut beliau pula suatu pejabat publik memiltki wewenang yang disebut
sebagal wewenang hukum publik, yaitu wewenang untuk menimbulkan akibat
hukum yang sifatnya hukum publik, seperti mengeluarkan aturan-aturan,
mengambil keputusan-keputusan atau menetapkan suaty rencana dengan
akibat-akibat hukum.*® Dengan adanya wewenang tersebut maka Kantor Pajak
c.q. Dirjen. Pajak memiliki kekuasaan untuk melakukan penagihan dan
pemungutan terhadap utang pajak sepanjang apa yang tekah ditetapkan dalam
perundang-undangan pajak, termasuk vaitu UU KUP dan UU No. 19 Th. 1997
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (“UU Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa™) berikut peraturan-peraturan lain yang terkait, misalnya Surat

Edaran Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Kepala Badan Urusan Piutang

" Philipus M. Hadjon. et.al , Pengantar Huknm Administrasi Indonesia, Cetakan
Ketiga, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, h. 39

2 Ibid, h. 70
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dan Lelang Negara No. SE-214/PJ./1999 dan No. SE-17/PN/1999 tanggal 25
Agustus 1999 tentang Lelang Fksekusi Pajak.

Utang pajak sebapai salah satu kewajiban warga negara yang harus
ditunatkan kepada negara, merupakan bentuk perikatan dalam bidang hukum
publik yang tidak memberikan tegen prestasi secara langsung kepada wajib
pajak. Sekalipun sifatnya tidak memberikan fegen prestasi secara langsung,
namun pemenuhannya bersifat memaksa wajib pajak. Bahkan dalam situasi
tertentu, negara tidak hanya berhak untuk menagih pajak kepada wajib Ipajak,
namun juga berhak menagih pajak kepada penanggung pajak.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, pengertian pajak
terutang menurut UU KUP berarti: “Pajak yang harus dibayar pada suatu saat
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian tahun Pajak menurut
ketentuan perundang-undangan perpajakan.” Meskipun demikian, di kalangan
ahli hukum pajak sendiri sebenarnya masih timbul perbedaan jawaban perihal
pertanyaan: “Apakah yang menimbulkan pajak? Undang-undang ataukah
penetapannya oleh fiskus?”?' Jawaban atas pertanyaan ini memunculkan
adanya 2 (dua) pendapat;

1. Ajaran material, menyatakan bahwa timbulnya utang pajak
adalah karena bunyi undang-undang saja, tanpa diperlukan suatu
perbuatan manusia (sekalipun tidak dikeluarkan Surat Ketetapan
Pajak oleh Fiskus) asalkan dipenuhi syarat-syarat terdapat suatu
tatbestand, yang terdiri dari keadaan-keadaan tertentu dan/atau

juga peristiwa ataupun perbatasan tertentu. Penganut ajaran
material ini antara lain RAO (Deutsche Reichs Abgaben

2 R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hokum Pajak, Edisi ke-3, Cet. 18,
Eresco, Bandung, 1995, h, 111
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Ordnung) yang memuat dasar untuk semua pajak di Jerman
sebelum perang dunia I, Prof. Adriani dan Hoge Raad.

2. Ajaran formal, menganut prinsip bahwa utang pajak timbul
karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (“SKP™).2

Selain itu terdapat pula perbedaan di antara para penganut aliran formal dan
material mengenai arti SKP. Menurat ajaran material, SKP berfungsi untuk
memberitahukan besarnya pajak yang terutang dan menetapkan besamya utang
pajak (konsolidasi). Sehingga menurut ajaran material SKP memiliki sifat
declaratoir saja. Sedangkan ajaran formal berpendapat bahwa SKP memilik: 3
(tiga) fungsi sekaligus, yaitu menimbulkan utang pajak, (yang bersamaan
saatnya) menctapkan besarnya jumlah utang pajak kepada wajib pajak dan
memberitahukan besarnya utang pajak kepada wajib pajak. Dengan demikian
SKP memiliki sifat konstitutif, yaitu menimbulkan utang pajak.”

Sementara itu Rochmat Soemttro dalam buku Pengantar lmu Hukum
Pajak yang ditulis oleh Y. Sn Pudyatmoko, berpendapat bahwa utang pajak
adalah utang vang timbul secara khusus karena negara (kreditur) terikat dan
tidak dapat memiih secara bebas siapa yang akan dijadikan debiturnya, seperti
dalam hukum perdata. Hal int terjadi karena utang pajak lahir karena undang-
undang. Menurut beliau, dalam ajaran matenal, utang pajak timbul dengan
sendirinya karena pada saat yang ditentukan oleh undang-undang sekaligus

dipenuhi syarat subyek dan obyek. Yang dimaksud “dengan sendininya™ adalah

22 Ihid, h. 112

¥ Ibid, h. 118
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bahwa untuk timbulnya utang pajak itu tidak diperlukan campur tangan atau
perbuatan dari pejabat pajak, asal syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-
undang telah dipenuhi. Sedangkan menurut ajaran formal, utang pajak timbul
karena undang-undang pada saat dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh
Direktur Jenderal Pajak.

Dalam hal ini lahimya utang pajak menurut ajaran formal terjad: karena
undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia, yakni perbuatan aparatur
pajak untuk mengeluarkan SKP. Jadi selama belum ada SKP, maka belum ada
utang pajak dan tidak akan dilakukan penagihan walaupun syarat subyek dan
obyek telah dipenuhi bersamaan.**

Terlepas dari hal-hal yang mengakibatkan timbulnya perbedaan
pendapat perihal lahimya utang pajak berdasarkan ajaran matenal dan formal,
perlu kiranya diingat bahwa tidak semua jenis pajak dalam hal pembayarannya
memerlukan SKP. Karena ada pula jenis pajak yang tidak memerlukan SKP,
misalnya pajak bea meterai. Berdasarkan Pasal | Peraturan Pemerintah (“PP”)
No. 7 Th. 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, disebutkan bahwa salzh
satu yang menjadl obyek bea metcrai adalah surat perjanjian dan surat-surat
lainnya (antara lain: surat kuasa, surat hibah, surat pernyataan) yang dibuat
dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai peri)uatan,
kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Dalam pembuatan dokumen-

dokumen semacam 1tu, para pihak dengan tanpa membutuhkan SKP tentu akan

¥ Y. Sri Pudyatmoko, op. cit., h. 41
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membubuhkan bea meterai dalam perjanjian yang dibuatnya, oleh karena
pemeteraian tersebut akan diperlukan untuk pembuktian di kemudian hari.
Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa pemeteraian akan dilakukan
kemudian. Misalnya yaitu pemeteraian kemudian yang dilakukan terhadap
dokumen yang hendak dipergunakan sebagai bukti di pengadilan dimana
sebelumnya tidak dikenakan bea meterai. Dalam hal dilakukan pemeteraian
kemudian sebagaimana dimaksud di atas, maka pihak yang akan menggunakan
dokumen tersebut sebagal bukti di pengadilan akan langsung melakukan
pemeteraian kemudian (nazegellen) tanpa perlu diterbitkan SKP terlebih
dahulu. Kewajiban ini dilaksanakan oleh karena perundang-undangan pajak
(dalam hal int PP No. 7 Th. 1995) telah mencrbitkan ketentuan pernhal
tatbestand dari pajak bea meterai itu sendin. Sehingga para pihak yang
termasuk dalam (fatbestand tersebut memiliki kewajiban untuk memenuhi
kewajiban perpajakannya tanpa perfu adanya SKP yang diterbitkan oleh fiskus.
Dengan demikian akan lebih tepat apabila dikatakan bahwa utang pajak timbul
karena undang-undang. Pendapat serupa dikemukakan pula oleh R. Santoso
Brotodihardjo sebagai berikut:

Pertanyaan apakah undang-undang ataukah ketetapan oleh fiskus yang

memmbulkan utang pajak sesungguhnya tidak selalu perlu diutarakan.

Sebab di antara semacam pajak itu ada banyak pajak yang tidak

memerlukan penetapan fiskus, seperti Bea Meterai, Bea Balik Nama,
Pajak Upah, Pajak Pembangunan L.?*

¥ R. Santoso Brotodihardjo, op. cit., h. 115
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Perihal jatuh tempo dan dapat ditagihnya suatu utang pajak merupakan
salah satu hal yang penting untuk dibicarakan kaitannya dengan utang yang
dapat dimohonkan pemyataan pailit. Dalam istilah perpajakan, suatu utang
pajak dapat dikatakan telah jatuh tempo apabila telah melewat: masa pajak,
tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut perundang-undangan yang
berlaku untuk masing-masing jenis pajak. Jatuh temponya pajak yang satu
berbeda dengan jatuh temponya pajak untuk jemis pajak yang lain, karena
perundang-undangan pajak yang mengatur juga berbeda. Misalnya perbedaan
antara saat terutangnya Pajak Bumi dan Bangunan (“PBB”) dengan Pajak
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (“PPHTB”). Saat terutangnya PBB
adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari, dengan tzhun PBB
mulal 1 Januari s/d 31 Desember. Berarti saat jatuh temponya PBB tersebut
adalah 1 Januan pada tahun berikutnya (setelah masa pajak). Sedangkan saat
terutangnya PPHTB, misainya untuk jual beli, adalah sejak tanggal dibuatnya
dan ditandatangani akta jual beli, sechingga jatuh temponya PPHTB tersebut
adalah pada saat akta jual beli tersebut ditandatangani. Berdasarkan uraian di
atas, dapat kita lihat bahwa jatuh temponya suatu pajak berbeda-beda dan
bersifat kasuistis,

Meskipun terhadap suatu jenis pajak tertentu telah jatuh tempo, namun
tidak berarti bahwa negara akan langsung melakukan penagihan terhadap wajib
pajak yang bersangkutan. Mengingat bahwa sistem perpajakan di Indonesia

menganut asas self assesment, maka wajib pajak diharapkan turut berperan
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secara aktif untuk menghitung dan membayar kewajiban pajaknya sendin, baik
setelah wajib pajak yang bersangkutan menerima Surat Pemberitahuan (“SPT7)
atau tanpa SPT (untuk jenis pajak-pajak tertentu, misalnya Pajak Kendaraan
Bermotor). Setelah menerima SPT, maka wajib pajak wajib melaporkan dan
menghitung kewajiban pajaknya. Batas akhir pcnyampaian SPT adalah 20 (dua
puluh) hari sctelah masa pajak berakhir untuk SPT masa dan 3 (tiga bulan)
setelah tahun pajak berakhir untuk SPT tahunan. Setclah membayar kewajiban
pajaknya maka wajib pajak yang bersangkutan akan menerima Surat Sctoran
Pajak {(*SSP”). Berdasarkan SPT vyang telah dilaporkan tersebut, fiskus akan
melakukan pemertksaan apakah jumlah pajak yang disctor telah sesuai dengan
pajak terutang vang menjadi kewajiban wajib pajak yang bersangkutan.
Selanjutnya akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (“SKP”). Ada 4 (empat)
Jenmis SKP, yaitu SKP Kurang Bayar (“SKPKB™), SKP Kurang Bayar
Tambahan (“SKPKBT”), SKP Lcbih Bayar (“SKPLB”) dan SKP Nihil.
Mcnurut Setu Setiawan dan Eny Suprapti, SKPKB diterbitkan dalam hal-hal
sebagal benikut:

1. Apabtla berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain,

pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;

2. Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah
ditetapkan setelah ditegur secara tertulis;
Apabila berdasarkan hasil pcmeriksaan mengenai PPN dan PPn-
BM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih
pajak atau tidak seharusnya dikenakan tanf 0%,

4, Apabila  wanb pajak tidak menyelenggarakan ketentuan
pembukuan dalam kcgiatan usahanya dan wajib pajak tidak

Lad
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membantu dalam pemenksaan (sebagaimana diatur dalam Pasal
28 dan 29 UU No. 16 Th. 2000).%

Selain SKPKB, ada juga SKP Kurang Bayar Tambahan (“SKPKBT")
yang diterbitkan oleh Digen Pajak apabila ditemukan data baru yang
mengakibatkan penambahan pajak terutang. Selanjutnya kemungkinan pula
diterbitkan SKP Lebih Bayar (“SKPLB”) dalam hal berdasarkan hasil
pemeriksaan jumiah kredit pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah
jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang
seharusnya tidak terutang. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaaan oleh
Dirjen Pajak ternyata menunjukkan jumlah kredit pajak yang dibayar sama
dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya setelah
diterbitkan SKP yang menyatakan perihal (masih ada kekurangan) pajak yang
harus dibayar, maka Dirjen Pajak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak
("STP”) untuk melakukan penagihan terhadap kekurangan atau pajak yang
tidak dibayar, berikut denda administrasi, denda bunga atau denda kenaikan.?’
Menurut ketentuan Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan

Pajak dengan Surat Paksa (“UU PPSP”), Penagihan Pajak diartikan sebagai:

% Setu Setiawan & Eny Suprapti, Perpajakan, Cet. [, Bayu Media & UMM Press,
Malang, Desember, 2002, h. 38-39

" Ibid, h. 41
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Scrangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan

biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan,

mclaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat

Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan  penyitaan,

melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Apabila wajib pajak tidak membayar jumlah tagihan pajak Jewat
sampai dengan jatuh tempo atau sampai dengan tanggal pembayaran pajak
atau tidak memenuhi angsuran pajak, maka Dirjen Pajak akan mengirim Surat
Teguran kepada wajib pajak tcrsebut. Selanjutnya apabifa belum ada tanggapan
dari wajib pajak dimaksud, maka terhadapnya akan diterbitkan Surat Paksa.
Sclamjutnya apabila tcrdapat indikasi bahwa yang bersangkutan tidak
membayar kewajiban pajaknya, maka akan dilakukan penagihan scketika.

Dengan demikian untuk menentukan waktu jatuh temponya suatu utang
pajak (sebelum dikenakan bunga dan denda administrasi) sebenarnya adalah
berdasarkan ketentuan perundang-undangan pajak yang mengatur atau
berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang untuk
masing-masing jenis pajak. Jangka waktu jatuh tempo tersebut sclanjutnya
dittndaklanjutt dengan penyampaian SPT Pajak oleb fiskus kepada wajib pajak.
Oleh wajpib pajak, pajak yang terutang akan dihitung dan dibayarkan Bukti
pembayaran pajak berupa SSP akan disampaikan oleh wajib pajak kepada
fiskus. Namun untuk melakukan penagihan, fiskus akan menungpu sampai
dengan wajib pajak yang bersangkutan melakukan kewajiban pajaknya sendiri

melalui sistem self assesment. Sclanjuinya apabila ternyata berdasarkan bukti
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SSP tersebut ada kekurangan pajak atau bahkan wajib pajak sama sekali tidak
membayar kewajiban pajaknya, maka barulah fiskus akan melakukan
penagihan pajak dengan dasar SKPKB atau SKPKBT. Dengan demikian proses
pembuktian perihal jatuh temponya suatu utang pajak sebenarnya dapat
dilakukan sccara sederhana, sesuai dengan mekanisme pembuktian yang
diminta dalam proses permohonan pemyataan pailit.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap utang pajak yang
tidak dibayar, fiskus berwenang untuk melakukan penagihan secara seketika
dan sekaligus. Dasar hukum adanya hak mendahulu ini scbagaimana diatur
dalam Pasal 21 ayat (1) UU KUP yang menyatakan: “Negara mempunyai hak
mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.”
Dengan adanya hak mendahulu tersebut, maka negara memiliki hak untuk
mendapatkan pelunasan terlebih dahulu atas utang pajak scorang wajib pajak
dibandingkan dengan kreditor-kreditor lainnya. Hak mendahulu timbul bila
pada saat yang bersamaan wajib pajak mempunyai utang kepada beberapa
pihak, dimana harta atau kekayaan wajib pajak tidak mencukupi untuk
melunasi semua utang-utangnya.”®

Sedangkan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh kantor Pajak dalam
melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak ini dapat berupa lelang
eksekusi maupun gijzeling yang sampai saat ini pelaksanaannya masih

menimbulkan perdebatan dan masalah. Namun sampai dengan saat ini dapat

# Gunadi, et. al., Perpajakan, Edisi Revisi 2001, Buku I, Yayasan Pendidikan dan
Pengkajian Perpajakan, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, h 37-38
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atau tidaknya Kantor Pajak untuk turut berperan sebagai pemohon dalam suatu
permohonan pernyataan pailit masih menjadi perdebatan tidak hanya di
kalangan akademisi dan praktisi, bahkan sesama Hakim pun belum ada
kesatuan pendapat mengenai hal dimaksud. Perbedaan pendapat dimaksud
tentunya tidak perfu sampai terjadi berkepanjangan seandainya saja para
liakim memahami pengertian utang dan apa yang dapat menycbabkan
timbulnya utang karcna adanya perikatan, yaitu sebagaimana yang terdapat
dalam KUHPerdata, khususnya pada Pasal 1233 KUHPerdata. Sesungguhnya
menurut KUHPerdata yang eksistensinya tidak dapat dilepaskan dari Hukum
Kepailitan, perikatan yang bersumber dari undang-undang juga dapat
mengakibatkan timbulnya utang, Apalagi sebenarnya UU Kepailitan sendiri
tidak melarang utang yang timbul akibat undang-undang untuk diajukan
pemenuhannya dalam permohonan pernyataan pailit.

Salah satu perbedaan pendapat antara sesama kalangan Hakim tersebut
dapat dilihat dart putusan atas pcrmohonan pernyataan pailit yang diajukan
oleh PT. Bank Niaga Tbk., PT. Ing. Indonesia Bank dan International Finance
Corporation terhadap PT. Dharmala Agrifood Tbk., yang berbeda-beda dalam
menyikapi eksistensi kreditor separatis dalam permohonan pernyataan pailit
dimaksud. Contoh perbedaan pendapat dalam putusan ini meskipun tidak
secara langsung menyinggung mengenai utang yang timbul karcna undang-
undang c.q. utang pajak, namun demikian kiranya dapat mcnjadi contoh

bagaimana penilaian para Hakim dalam menyikapi perihal eksistensi kreditor
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separatis dalam suatu permohonan pernyataan pailit. Mengingal bahwa
sebenarnya Kantor Pajak c.q. Digjen. Pajak sendin adalah merupakan salah
satu contoh kreditor separatis. Pada permohonan pemyataan pailit tersebut
sdalah satu pemohon pailitnya adalah International Finance Corporation yang
berkedudukan sebagai kreditor separatis. Selanjutnya PT. Dharmala Agnfood
Tbk. yang hendak dimohonkan pailit dalam tanggapannya menyatakan bahwa
International Finance Corporation tidak dapat turut mengajukan permohonan
pernyataan patlit. Oleh karena International Finance Corporation tersebut
merupakan kreditor scparatis. Sebagaimana dikutip dalam tulisan Abdul Hakim
Garuda Nusantara. Pada tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat dalam pertimbangan hukumnya pada intinya menyatakan bahwa:
“Menimbang, bahwa karena undang-undang hanya menyebut seorang
atau lebth kreditor dan tidak pula ada larangan bagi kreditor separatis
untuk mengajukan pcrmohonan pernyataan pailit tersebut, maka
menurut  hemat  Majelis, kreditor  separatis  dapat  mengajukan
permohonan kepailitan.
Memmbang, bahwa walaupun benar prinsip kepailitan diperuntukkan
bagi para kreditor konkuren, akan tetapi diajukannya permohonan
pernyataan pailit tidak menghilangkan hak bagi para kreditor separatis
untuk mengajukan permohonan pemyataan pailit.”*’
Namun dajam tingkat Kasasi, Majclis Hakim menolak pendapat Majelis Hakim

dan menyatakan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

“Bahwa di samping perttmbangan terscbut Pemohon I[1 adalah kreditor
yang memcegang hak tangpunga, hipotek dan fidusia, atau disebut

¥ Abdul Hakim Garuda Nusantara, Kualitas Putusan Pengadilan Niaga, Jumal
Hukum Biswis, Vol. 22, No. 04, Yayasan Penpemnbangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003, h. 29
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Kreditor Scparatis, yang dalam proses kepailitan Kreditor Separatis
tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan suara. Karena sesuai Pasal
56 UU kepailitan Kreditor separatis dapat mengeksekusi haknya seolah-
olah tidak terjadi kepailitan. Sehingga dengan demikian kalau Kreditor
Separatis menhajukan permohonan kepailitan terhadap debitor,
seharusnya melepaskan haknya terlebih dahulu sebagai Kreditor
Separatis dan menjadi kreditor konkuren. Sehingga dengan demikian
unsur kreditor tidak terpenuhi. ™

Selanjutnya para pemohon Kasasi yang tidak puas dengan Putusan Kasasi

tersebut mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali, dengan dalil pada

intinya menyatakan bahwa:

1.

Majelis Hakim Kasasi dalam putusan Mahkamah Agung tidak
mempertimbangkan arrest H.R. tanggal 10 Mei 1996, N.J. 1996 524
dimana ditentukan bahwa pemegang agunan (hipotek dan hak
tanggungan) tidak kehilangan kewenangannya untuk mengajukan
permohonan kepailitan atas debitor yang berada dalam keadaan
berhenti membayar (sebagaimana dikutip oleh Para Pemohon dan
Mr. N.J.Polak, Faillissementrecht, Samson H.D. Tjeenk Willink,
Alphen aan den Rijn, 1997, halaman 27),

Baik dalam Pasal 1 avat (1) UU Kepailitan maupun dalam
ketentuan lain UU Kepailitan tidak ada ketentuan bahwa yang dapat
mengajukan permohonan agar seorang debitor dinyatakan pailit
hanvalah kreditor yang tidak memegang agunan.

Majehs Hakim yang pada akhimya menerima permohonan pemyataan
patlit tersebut, tidak menanggapt sama sekali perihal permasalahan berhak
tidaknya kreditor separatis untuk mengajukan permohonan pernyataan
pailit. Tidak jclas apakah sikap Mahkamah Aigung terscbut berarti
membenarkan dan menerima argumentasi Pemohon.”'

Perbedaan pendapal di kalangan Para Hakim yang semakin menimbulkan

ketidakpastian hukum tersebut ditanggapi oleh Abdul Hakim Garuda Nusantara

scbagal berikut:

¥ Ibid, h, 29-30

* Ibid, h 30
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“Barangkali karena berbagai faktor seperti, pengalaman para Hakim
yang belum memadai dalam menangani kasus-kasus kepailitan,
kelemahan yang terkandung dalam UU kepailitan, dinamika pengaruh
eksternal dan situasi intcrnal badan peradilan dan lain sebagainya
melahirkan kualitas putusan-putusan Hakim yang tidak konsisten,
arbitrary, tidak logis dan penalaran yang tidak jelas yang
mengakibatkan lahimnya keadaan yang tak dapat diramalkan
(unpredictable} yaitu ketidakpastian hukum yang luar biasa. ™
Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, UU Kepailitan
sebenarnya memang tidak melarang kreditor separatis dan preferen untuk
mengajukan permohonan pernyataan pailit. Bahkan dari substansi Pasal 128
UU Kepailitan, kreditor separatis yang piutangnya belum terlunasi dari hasil
penjualan barang jaminan dapat mengajukan permohonan untuk menjadi
kreditor konkuren bersama dengan kreditor-kreditor konkuren lainnya guna
mendapat pelunasan atas sisa ptutang yang belum terpenuhi, secara berimbang
menurut besar keciinya piutang. Sehingga dengan demikian, nampak bahwa
sebenamya UU kepailitan tidak bertujuan untuk mengurangi hak-hak kreditor
scparatis. Sebaliknya, hak-hak kreditor separatis untuk mendapat pelunasan
tersebut seolah-olah diperluas dengan adanya mekanisme Pasal 128 UU
Kepailitan dimaksud. Apabila kita konsisten dengan pengertian wtang dalam
suatu permohonan pernyataan pailit yang dalam bab sebelumnya telah dibahas,
yaitu untuk diartikan mencakup pula utang yang timbul dari undang-undang,

maka dengan demikian menjawab pertanyaan peribal dapatkah Kantor Pajak

mengajukan permohonan pernyataan pailit atau bertindak scbagai kreditor lain

* Ibid, h. 30
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dalam suatu permohonan pernyataan pailit sesungguhnya adalah sama dengan
menjawab pertanyaan dapatkah kreditor preferen (baik kreditor separatis
maupun kreditor yang memiliki hak istimewa) mengajukan permohonan
pernyataan pailit atau diajukan sebagai kreditor lain dalam suatu pemohonan
pernyataan pailit. Mengingat baik kreditor yang didahulukan (preferen)
maupun Kantor Pajak c¢.q. Dirjen. Pajak sama-sama merupakan kreditor yang
diistimewakan dan memiliki mekanisme penyelesaian utang tersendiri.’
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, yaitu bahwa Kantor Pajak c.q.
Dirjen. Pajak memiliki hak prioritas/hak istimewa perundang-undangan dengan
peringkat yang sangat tinggi. Hal tersebut ditegaskan pula oleh Jerry Hoff,
dalam buku Kepailitan di Negeri Pailit-Analisis Hukum Kepailitan di
Indonesia karangan Aria Suyudi, Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurbayanti.
Dikatakan bahwa negara memiliki hak prioritas secara umum menurut
perundang-undangan untuk pajak yang belum dibayar, bunga, denda dan biaya.
Kedudukan yang istimewa ini berakhir 2 (dua) tahun setelah tanggal penilaian
pajak.

Sckalipun Kantor Pajak c¢.q. Digen. Pajak merupakan institusi
pemerintah yang memiliki kewenangan tersendiri untuk melakukan upaya
penagihan dan pelunasan pajak, namun seharusnya berdasarkan ketentuan

perundang-undangan kepailitan yang tidak melarang kreditor preferen untuk

¥ Kepailitan di Negeri Pailit - Analisis Hukum Kepailitan Indonesia, Arsia Suyudi,
Eryanto Nugroho dan Hemi Sri Nurbayanti, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Jakarta, April,
2003, h. 921
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mengajukan permohonan pemyataan pailit maupun untuk bertindak sebagai
kreditor lain dalam permohonan pernyataan pailit, maka seharusnya hal ini
diterapkan secara konsekuen. Dengan demikian utang pajak memiliki
kemungkinan untuk dimintakan pelunasannya kepada wajib pajak melalui
mekanisme permohonan pernyataan pailit. Pendapat yang sama diungkapkan
pula oleh Aria Suyudi, Eryanto Nugroho dan Hemi Sri Nurbayanti yang
menyatakan bahwa:

“...dan sudut pandang UU Kepailitan sendiri sebenarmya tidak ada

larangan dan pembagian yang tegas mengenai boleh tidaknya pemilik

piutang berdasarkan undang-undang (dalam hal ini Undang-Undang

Pajak) untuk bertindak selaku kreditur. Oleh karena itu Kantor
Pelayanan Pajak boleh bertindak sebagai kreditor pemohon pailit

ataupun kreditor lain dalam proses kepailitan™.**

Lebih lanjut, eksistensi utang pajak sendiri sebenamnya memiliki fungsi
yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Yaitu sebagai fungsi
budgetair guna mendanai pelaksanaan pembangunan baik fisik maupun non
fisik. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan ba;hwa pelunasannya adalah
termasuk dalam pelunasan untuk kepentingan masyarakat umum. Namun
demikian, rasanya sulit juga apabila eksistensi utang pajak yang dimohonkan
pelunasannya melalui permohonan pernyataan pailit, dimasukkan dalam
kategori permohonan pernyataan pailit yang diajukan untuk kepentingan
umum. Sebab selam makna kepentingan umum yang dimaksud dalam UU

Kepailitan sendiri tidak dibahas dalam penjelasan UU Kepailitan, dalam hal

* Aria Suyudi, Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurbayanti, op. ¢it., h. 92
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suatu permohonan pernyataan pailit diajukan dengan mendasarkan pada
kepentingan umum, maka pemohonnya haruslah pihak kejaksaan. Apabila
ketentuan ini dijalankan, maka akan timbul kesulitan-kesulitan baru, khususnya
mengingat bidang ilmu kepailitan adalah bukan merupakan bidang keahlian

instansi kejaksaan,

2. Pendinan Hakim mengenai Kedudukan Kantor Pajak c.q. Dinen. dalam

Pemmohonan Pemyataan Pailit

a. Putusan Pengadilan  Niaga Jakarta  Pusat  No.
10/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst. Tgl. 13 Jum 2002 juncto Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 021 K/N/2002 Tgl. 5 Juli
2002 (Kasasi).”

Perkara permohonan permyataan pailit ini diajukan oleh Kurator PT.

Dharmala Sakti Sejahtera (Pailit) terhadap PT. Asuransi Jiwa Manulife
Indonesia, yang menurut hasil audit, kondisi keuangannya masih baik dan
solven. Terlepas dari putusan Pengadilan Niaga Jakarta pusat yang
mengabulkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Kurator PT.
Dharmala Sakti Sejahtera (Pailit) yang mengundang kontroversi dan protes
keras terhadap Pemerintah R L perihal lemahnya (pengetahuan Hakim dalam)
penegakan Hukum Kepailitan di Indonesia yang tidak hanya datang dari

kalangan praktisi hukum namun juga dari Pemerintah Kanada, maka kasus

5 vVaria Peradilan, Kasns Kepailitan Asuransi Jiwa Manvlife, Ikatan Hakim
Indonesia, Jakarta, No. 205, Tahun X'VIII, Oktober, 2002, h. 4-12
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permohonan pernvataan pailit oleh kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera
(Pailit) terhadap PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ini diajukan sebagai
salah satu contoh gambaran pendirian Majelis Hakim dalam menyikapi
diajukannya kreditor separatis (dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Menteng)
sebagai kreditor lain.

Pada salah satu dalil yang diungkapkan dalam permohonan pernyataan
pailitnya, pemohon pailit menyebutkan bahwa termohon pailit selain
mempunyal utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih terhadap pemohon
pailit berupa dividen yang belum dibagikan kepada pemohon pailit selaku
pemegang saham, termohon pailit juga memiliki utang pajak terhadap Kantor
Pelayanan Pajak Menteng (“KPP Menteng™).

Dalam jawabannya, termohon pailit menyatakan hal-hal sebagai
berikut: pertama, bahwa termohon pailit tidak memiliki utang pajak terhadap
KPP Menteng, mengingat KPP Menteng fidak pemah mengirimkan tagihan
pajak kepada termohon pailit. Kedua, menurut yurisprudensi di negeri Belanda,
jawatan pajak sekalipun mempunyai piutang atau tagihan pajak, tidak bolch
mengajukan permohonan kepailitan, Ketiga, bahwa sekalipun jawatan pajak
mempunyai piutang quad non, dia bukanlah kreditor seperti yang disyaratkan
Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan. Dan hal ini dapat dilihat pada Putusan
Mahkamah Agung Negeri Belanda tanggal 21 Agustus 1975 dalam N.J. 1976
No. 221 dan Putusan Mahkamah Agung Negeri Belanda tanggal 13 September

1985 dalam N.J. 1986 No. 245.
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Dalam pertimbangan hukum putusan pada tingkat Pengadilan Niaga
yang akhirnya dibatatkan oleh Mahkamah Agung R.L tersebut, Majelis Hakim
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada intinya menyatakan bahwa
“ _.sebagaimana tidak dibantah oleh termchon parit bahwa utang kiaim dan
pajak adalah kreditor Tain termohon pailit, maka dengan demikian unsur
kreditor lain dalam permohonan penyataan pailit tersebut telah dipenuhi,”" 6
Meskipun Majelis Hakim tidak mengungkapkan secara jelas mengapa dalam
pertimbangan hukumnya disebutkan bahwa termohon pailit tidak membantah
adanya Kantor Pajak c.q. Digen. Pajak selaku kreditor lain, padahal dalam
jawabannya termohon pailit membantah hal tersebut. dalam hal ini secara
tersirat Majelis Hakim mengakui eksistensi Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak
selaku kreditor lain dalam suatu permohonan peryataan pailit. Sayangnya
pengakuan tersebut tidak disertar dengan argumentasi hukum yang memadai.
Bahkan pada tingkat Kasasi ketika Majehs Hakim menolak permohonan
pernyataan pailit, ternyata permasalahan apakah KPP Menteng dapat diajukan
sebagal kreditor lain dalam permohonan pemyataan pailit tidak
disinggung/ditanggapi sama sekali oleh Majclis Hakim. Sehingga tidak dapat
dikaji Icbih lanjut apakah sebenarnya Majeiis Hakim Kasasi sependapat atau
Justru berbeda pendapat dengan pendirian Majelis Hakim Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat. Namun hal ini bisa jadi disebabkan oleh karena dalam

prakteknya, belum pemah ditemui Kantor Pajak c.q. Digen. Pajak yang

3¢ Ibid
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mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap wajib pajak yang tidak
membayar kewajiban pajaknya. Mengingat memang belum ada perundang-

undangan yang mcngatur tentang wewenang tersebut.

b. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.

26/Paili1999/PN . Niaga/Jkt.Pst. Tgl 31 Mei 1999 juncto Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 015 K/N/1999 Tgl. 14 Juli

1999 (Kasasi ).’

Permohonanan pernyataan pailit yang diperiksa oleh Majelis Hakim
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini
diajukan oleh PT. Liman International Bank terhadap PT. Wahana Pandugraha.
Pada pokoknya salah satu dalil permohonan pernyataan pailit tersebut
menyatakan bahwa selain mempunyai utang terhadap Pemohon Pailit,
Termohon Pailit juga memiliki utang terhadap kreditor lainnya, diantaranya
vaitu Kantor Pclayanan Pajak Jakarta Gambir (“KPP Jakarta Gambir”) dan
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pandeglang
("KPBB Pandeglang™). Namun KPP Jakarta Gambir dan KPBB Pandeglang
sendini menyatakan bahwa dirinya tidak memberi pinjaman kepada watib
pajak. KPP dapat mclakukan eksekusi langsung terhadap utang wajib pajak
yang telah jatuh tempo fanpa izin pengadilan. Disampaikan pula bahwa

menurut ketentuan Pasal 41 ayat (3) UU Kepailitan, utang pajak mempunyai

Y Varia Peradilan, Kepala K.P. Pajak & kepala K.P. PBB Bukan Kreditur Dalam
Kepailitan, Tkatan Hakim Indonesia, Jakarta, No. [79, h. 25-29
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hak mendahulu di atas hak kreditor lainnya. Dan harta pailit harus digunakan
terlebih dahulu untuk melunasi utang pajak. Dengan demikian KPP Jakarta
Gambir dan KPBB Pandeglang menyatakan bahwa dirinya adalah bukan
merupakan kreditor dalam kepailitan.

Sedangkan dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat dapat menenma argumentasi yang diajukan bahwa KPP Jakarta Gambir
dan KPBB Pandeglang bukan kreditor dalam permohonan pemnyataan pailit.
Oleh karena utang pajak timbul dari undang-undang. Dan bukan lahir dari
adanya perjanjian utang piutang yang timbul antara pemohon pailit dan
termohon pailit.

Pada tingkat Kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa KPP dan
KPBB tidak termasuk dalam ruang lingkup pailit, mengingat berdasarkan UU
No. 6 Th. 1983 juncto UU No. 9 Th. 1994, tagihan utang pajak berada diluar
jalur proses pailit, karena memiliki kedudukan hak istimewa dalam
penyelesaiannya.

Berdasarkan uraian dimaksud, nampak bahwa baik KPP Jakarta
Gambir, KPBB Pandeglang, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
dan Mahkamah Agung R.I pada tingkat Kasasi telah menafsirkan dengan
sangat sempit perihal pengertian kreditor dalam suatu permohonan pernyataan
pailit. KPP Jakarta Gambir dan KPBB Pandeglang tidaklah keliru dengan
mendalilkan bahwa tagihan pajak memiliki kedudukan istimewa yaitu

mempunyai hak mendahulu di atas kreditor. Bahkan harta pailit harus
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digunakan telebih dahulu untuk melunasi utang pajak. Namun demikian
beranjak dari uraian i, sebenarnya baik secara tersirat maupun tersurat UU
Kpailitan tidak melarang perihal pemenuhan utang pajak yang notabene dapat
dikategorikan sebagal utang yang dimaksud dalam suatu permohonan
pernyataan pailit, untuk dilakukan pemungutannya melalui mekanisme
permohonan pernyataan pailit. Ketentuan yang diajukan sebagai dalil
tanggapan oleh KPP Jakarta Gambir dan KPBB Pandeglang tersebut hanyalah
merupakan penegasan bahwa kedudukan piutang pajak adalah memiliki
kedudukan yang istimewa dalam pemenubannya. UU Kepailitan sendin tidak
membatasi bahwa utang yang dapat diajukan dalam permohonan pemyataan
pailit hanyalah utang yang bersumber dari perjanjian utang piutang saja. Hanya
ditegaskan dalam penjelasan Pasal | ayat (1) UU Kepailitan, bahwa yang
dimaksud dengan utang adalah termasuk utang pokok dan bunganya.
Penjelasan pasal tersebut sama sekali tidak menyebutkan bahwa sumber utang
tersebut haruslah perjanjian utang piutang saja. Terlebih lagi. tagihan utang
pajak apabila tagihan tersebut telah jatuh tempo, maka dapat menimbulkan
bunga dan denda. Sehingga tagihan pajak scharusnya termasuk dalam utang
yang dimaksud pada penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan. Apapun
sumber yang mendasart timbulnya utang tersebut, selama bentuk kewéjibannya
adalah untuk menyerahkan sejumlah uang kepada kreditor, maka utang
semacam itu dapat diajukan dalam permohonan pernyataan pailit. Lagipula

telah secara tegas disebutkan dalam ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata, bahwa
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adanya perikatan yang memunculkan utang dapat timbul baik karena perjanjian
maupun undang-undang. Oleh karenanya saya berpendapat bahwa dalil yang
diajukan olch KPP Jakarta Gambir dan KPBB Pandeglang serta pendirian
Majclis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat maupun Mahkamah Agung

R.1. dalam tingkat Kasasi adalah tidak tepat.
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PENUTUP
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BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Sekalipun Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan tidak menyebutkan dengan
jelas tentang utang yang dimaksud dalam permohonan pernyataan
pailit, namun demikian vide Pasal 1233 KUHPerdata seharusnya
pengertian utang dimaksud tidak ditafsirkan hanya meliputi utang yang
timbul dari perjanjian utang piutang saja. Melainkan seyogianya
ditafsirkan meliputi pula kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang
kepada kreditor, yang timbuf berdasarkan ketentuan undang-undang.

Berdasarkan beberapa putusan pengadilan yang terkait dengan
diajukannya Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak dalam permohonan
pemnyataan pailit vide Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.
26/Pailit/1999/PN Niaga/Jkt. Pst. Tgl. 31 Mei 1999 juncto Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 015.K/N/1999 Tgl. 14 Juli
1999 (Kasasi), dalam membuat suatu penafsiran perihal utang yang
dapat diajukan dalam permohonan pernyataan pailit, ternyata Majelis
Hakim tidak berpedoman pada ketentuan Pasal 1233 juncto 1137

KUHPerdata.
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2. Saran

a. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU kepailitan juncto Pasal 1233
KUHPerdata, maka seharnsnya Kantor Pajak c.q. Dirjen. Pajak selaku
Kreditor yang memiliki piutang terhadap wajib pajak berdasarkan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku diakui eksistensinya
sebagai kreditor yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit
terhadap wajib pajak.

b. Guna menghindari berlarut-larutnya perbedaan pendapat, baik di
kalangan akademisi maupun praktisi (Hakim dan Pengacara) dalam
menyikap pengertian utang dalam permohonan pernyataan pailit, maka
seyoganya RUU Kepailitan juga mencantumkan pasal yang pada
intinva menyebutkan bahwa Kantor Pajak c¢.q. Dirjen. Pajak selaku
kreditor yang memiliki piutang terhadap wajib pajak, dapat mengajukan

permohonan pernyataan pailit terhadap wajib pajak.
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| PUTUSAN BADAN PERADILAN N
KEPAILITAN : -

PENGERTIAN HUKUM "HUTANG"
DALAM UNDANG-UNDANG KEPAILITAN

Pemeriksaan Kasasi & Peninjauan I(eml_)ali

KASUS POSISI :

s PT. JAWA BARAT INDAH, suatu_perusahaan Real Estate yang
mengembangkan wilayah pemukiman di daerah Pluit, Jakarta
Utara dengan membangun sejumliah satean rumah susun dengan
semua faselitas lingkungannya.

¢ Banyak orang yang berminat untuk membeli rumah susun yang
dibangun oleh PT. Jawa Barat tersebut, antara lain : Sumeini O.R.
dan Widyastuti. .

s Kedua calon pembeli Rumah Susun tersebut telah menyetujui
semua persyaratan yang dibuat oleh PT. Jawa Barat {Penjual} yaitu:
- Harga satu rumah susun = Rp. 64.900.000,-
- Uang muka 20% = Rp. 12.800.000,-
- Sisa B0% - dibayar secara mengangsur/cicilan selama 20 bulan

- 4% tiap bulan.

e Pada saat kedua calon pembeli telah membayar uang muka
Rp. 12.900.000,- telah dibuat seatu “Perjanjian Pengikatan Jual-
Beli®, dengan persyaratan pada saat pembayaran dilunasi, maka
Penjual PT. Jawa Barat Indah, berkewajiban untuk menyerahkan
"Humah susun” yang telah selesai dibangun kepada pembelinya.

e Kedua calon pembeli, Sumeini QR dan Widyastuti telah melunasi
uang pembeliannya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan
dalam “Perjanjian Pengikatan Jual-Beli". Namun, pihak Penjuaf
Rumah Susun, PT. Jawa Barat Indah, belum menyerahkan rumah
susun yang telah dilunasi pembayarannya oleh pembelinya,
tersebut, dengan alasan pengembang PT. Jawa Barat ridak
mempunyai kemampuan lagi untuk menyefesaikan pembangunan
rumah yang sedang dibangun, karena terjadinya krisis ekenomi -
Tahun 1998, pada hal rumah tersebut sudah harus diserahkan pada
saat tersebut. _

e Sebanyak 1715 konsumen mengalami nasib yang sama seperti :
Sumeini dan Widyastuti yang telah membayar lunas uang
pembeliannya namun PT. Jawa Barat Indah tidak/belum
menyerahkan rumah susun yang dibelinya.
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Somasi dari para pembeli telah disampaikan kepada Penjual,
namun PT. Jawa Barat Indah menjawab dengan dalih, "Karena
ada krisis ekonomi*® tahun 1998 menyebabkan PT. Jawa Barat tidak
mampu lagi membangun rumah susun yang sudah dibayar lunas
para pembelinya tersebut.

Karena tidak ada penyelesaian, akhirnya calon pembeli rumah,
Sumeini dan Widvastuti mengajukan permohonan kepada
Pangadilan Niaga dengan tuntutan :

1. Menyatakan PT. Jawa Barat Indah dalam keadaan pailit
dengan'segala akibat hukumnya.

2. Menunjuk BALAIHARTA PENINGGALAN sebagai Kurator dari
Termiohon PT. Jawa Barat Indah.

3. Memerintahkan penyelesaian asset milik Termohon untuk

melunasi hutang Termohon kepada para Pemohon.

PENGADILAN NIAGA :

Dengan adanya permohonan Kepailitan yang diajukan oleh
pemohon Sumeini OR dan Widyastuti pihak Termohan, PT. Jawa
Barat Indah memberikan jawaban antara lain :

Termohan tidak mempunyai hutang uang kepada para
Pemohon.

Terrmgohon tidak dalam keadaan berhenti membayar.
Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili perkara ini, hanya
Pengadilan Perdata vang bisa memutus perkara ini.

Maijelis Hakim dalam putusannya memberikan pertimbangan yang
pokoknya sebagai berikut :

Pasal 1 ayat 1 UU No. 4/1998 menentukan bahwa Debitur yang
mempunyai dua kreditur atau {ebih dan tidak membayar sedikitnya
satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, seria
menvatakan pailit .. .. dst,

Hubungan hukum yang ada antara Debitur dengan Kredltur
tersebut merupakan hubungan perikatan dalam bidang Hukum
Harta Benda {vermogen recht). Ada kreditur yang berhak, ada
Debitur yang berkewajiban, ada objeknya yang tertentu pula,
sehingga menimbulkan suatu utang.

Dalam fakta hukum dari kasus ini terbukti bahwa pengembang
perumahan - PT. Jawa Barat Indah sebagai penjual, belum
melaksanakan kewajibannya secuai dengan apa yang disyaratkan
oleh pasal 8 dari "Perjanjian Pengikatan Jual-Beli*, dengan
demikian, maka Debitur telah mempunyai hutang yang telah jatuh
tempo dan dapat ditagih.

|
N
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Kreditur, para pemohon, sebagai pembeli Rumah telah menegur
(Somasi) kepada Debitur untuk memenuhi kewajibannya menye-
rahkan rumah yang dibelinya. Namun pihak Debitur, PT. Jawa Barat
Indah, penjual, menyatakan kepada Kreditur, bahwa ia tidak
mampu melanjutkan pembangunan rumah susun LAGUNA PLINT,
schingga tidak dapat menyerahkannya kepada para pembeli, baik
kepada para Pemohon maupun kepada 1715 orang konsumen
lainnya. Hal yang demikian ini bukan kesalahan Debitur, melainkan
karena adanya akibat terjadinya krisis ekonomi 1998, suatu keadaan
memaksaforce majeur bagi Debitur sehingga tidak dapat melak-
sanakan kewajibannya tersebut.

Menurut Majelis, kenaikan harga barang yang diakibatkan oleh
krisis ekonomi Indonesia, tidak dapat dijadikan alasan bagi Debitur
untuk tidak melaksanakan kewajibannya, karena hal itu sudah
menjadi bagian dari resiko yang harus dipikul oleh Debitur sebagai
seorang Pengembang Perumahan/Pengusaha yang sebelumnya
sudah harus diperhitungkan.

Force Majeur yang didalitkan oleh Debitur tersebut bukan
merupakan kedaan memaksa, akan tetapi merupakan “resiko" yang
harus dipikul oleh Debitur sebagai Pengusaha kepada para
pemohon, karena itu, merupakan utang Debitur kepada Kreditur
dalam hat ini para Pemohon:

Bahwajika hal tersebut diatas dikaitkan dengan pasal 1 ayat 1 U
No.4/tahun 1998, menjadikan alasan Majelis Hakim untuk menyata-
kan bahwa Debitur PT. Jawa Barat Indah dalam keadaan pailit.
Karena terbukti bahwa Debitur dinyatakan pailit, maka menurut
pasai 80 UU No.4/1998, seluruh harta kekayaan Debitur berada
dalam sitaan urnum.

Mengingat pasai 1244 jo pasal 1245 KUH Perdata jo pasal 1 ayat 1
fis pasal 2 dan 28 (1) dan pasal 281 (1) s/d 284 (1) UU No. 4 tahun
1998, tentang Kepailitan, akhirnya majelis Hakim memberi putusan:
1. Mengabulkan permohonan para Pemaohon

2. Menyatakan PT. Jawa Barat Indah - PAILIT.

MAHKAMAH AGUNG Rl (Pemeriksaan Kasasi) :

PT. Jawa Barat menolak putusan Pengadilan Niaga tersebut diatas
dan mohon permneriksaan kasasi.

Majelis Mahkamah Agung dalam putusannya menilai bahwa
putusan judex facti tidak salah menerapkan hukpym dalam perkara
ini.

Kedudukan Kantor Pajak ...
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e Pendirian Majelis Mahkamah Agung tersebut didasari oleh alasan
yuridis yang intisarinya sebagai berikut :

e bahwa UU No.4 tahun 1988, tidak memberikan penjelasan apa
yang dimaksud dengan “utang®. Menurut Majelis yang dimaksud
dengan “utang” adalah hak yang dapat dinilai dengan sejurmlah
uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian/perikatan atau
Undang-undang, tidak hanya kewajiban Debitur untuk membayar,
akan tetapi juga hak dari Kreditur menerima pembayaran.

e Dalam perjanjian jual-beli dalam perkara ini, Pihak yang berhak
atas suatu prestasi berkedudukan sebagai kreditur, sedangkan
pihak lain yang berkewajiban wajib memenuhi prestasi,
berkedudukan sebagai Debitur.

o bahwa jatuh tempo Termohon melaksanakan kewajlhannva telah
ditetapkan dalam pasal 8 yaitu : Januari 1998, yang pada waktu
itu belum terjadi gejala krisis moneter dan belum ada krisis
ekonomi Indonesia. Krisis ekonomi di Indonesia baru terjadi pada
bulan Mef 1998. Gejolak krisis moneter merupakan resiko dari .
perdagangan, :

# _ DPengan alasan ini, Majelis Mahkamah Agung berpendapat bahwa
terjadinya Force majeur yang dijadikan alasan oleh Debitur, untuk
menyatakan bahwa utang belum jatuh tempo adalah tidak benar.

e Berdasar atas pertimbangan yuridis diatas, akhirnya Majelis
Mahkamah Agung memberi putusan MENOLAK permohonan
kasasi yang diajukan oleh pemohon PT. Jawa Barat Indah.

MAHKAMAH AGUNG RI (Pemariksaan Peninjau&n Kembali}

e PT. Jawa Barat Indah, menolak putusan kasasi yang dijatubkan
oleh Mzhkamah Agung tersebut diatas, dan selanjutnya mohon
pemeriksaan "Peninjauan Kembali” atas putusan kasasi tersebut.

» Majelis Mahkamah Agung dalam "putusan Peninjauan Kembali®
menilai bahwa putusan Pengadilan Niaga yang dikuatkan oleh
Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung telah melakukan
*kesaiahan berat" dalam menerapkan hukum, dalam hal ini,
penerapan pasal 1 {1). Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1/
tahun 1998 jo YU No. 4/1998 dengan menyatakan bahwa:
pengartian "Utang" didalam pasal tersebut, disamping uang,
meliputi juga : barang dan jasa.

e« Menurut pasai 1 Peraturan tersebut jo UU No. 4/1998, dengan tagas
dinyatakan bahwa yang dimaksud dalam ketertuan UU tersebut,
adalfah utang pokck atau bunganya.

e ——

1 1

Dengan digunakannya terminologi “Utang Pokok atau bunganya®,
jelas memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan "Utang*
disini adalah dalam kaitannya dengan : hubungan hukum pinjam-
meminjam uang atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang
sebagai salah satu bantuk khusus dari berbagai bentuk perikatan

- {verbentenis) pada umumnya sepenti-: jual-beli; sewa-menyewa

Hubungan hukum yang terjadi dalam perkara tm. adalah

merupakan hubungan perikatan jual-beli Apartemen yang di

bangun oleh Termohon pailit sebagai penjual dan Pemohon pailit

sebagai pembelinya.

Karena penjual tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan

satuan rumah susun, meskipun pembeli telah membayar lunas,

maka yang terjadi adalah perbuatan "ingkar janji® atau

"wanprestasi® vang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan

gugatan di Pengaditan, "Hakim Perdata®.

Akhirnya Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mengadili

permohonan “pemaeriksaan Peninjauan Kembali® {P.K} memberi

putusan sebagai berikut :

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan “"Peninjauan Kembali® yang
diajukan oleh PT. JAWA BARAT INDAH

- Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Maret
1999 No. 040 K/N/1999 jo putusan Pengadilan Niaga tanggal
13 Januari 1999 No. 27/Pailit/1998/PN.Niaga/Jikt. Pst.

Menguedili Sendiri :

-  Maenolak permochonan Pailit para Kreditur.

- Dst dst dst

CATATAN :

Dari putusan "Majalis Peninjavan Kembali® tersebut diatas dapat
diangkat "Abstrak Hukum" sebagai berikut ;

Pengertian hukum *Utang"® dalam pasal 1 (1) Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No. 1ftahun 1998 jo Undang-undang
No. 4ftahun 1998 adalah : *Utang dalam kaitan hubungan hukum
pinjam-meminjam uang atau kewajiban untuk membayar sejumlah
uang sebagai salah bentuk khusus dari berbagai bentuk perikatan
{verbentenis) pada umumnya, seperti : jual-beli, sewa menyewa
dan sebagainya.
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Hubungan hukum yang terjadi dalam perkara tersebut diatas,
adalah hubungan tukum antara pembeli dan penjual yang
kemudian menciptakan hubungan hukum hutang-piutang/
hubungan debitur dengan kreditur, dalam arti, penjual berkewa-
jiban menyerahkan Apartemen kepada pembeli yang berkewajiban
pula membayar harga pembeliannya. Karena Penjual tidak
memenuhi kewajibannya, maka terjadilah perbuatan “ingkar janji/
wanprestasi®, yang dapat jadi dasar untuk mengajukan gugatan
dimuka Hakim Perdata, dan bukan dengan mengajukan
permohonan Kepailitan ke Hakim Niaga.

Demikian catatan dari kasus ini.

{Ali Boediarto}

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
MNo. 27/Pailiy199B/PN.NIAGA/ Ikt Pst, tanggal 12 Januari 1999

Mahkamah Agung Rl {(Pemeriksaan kasasi)
No. (04.K/N/1999, tanggal 3 Maret 1999

Majelis terdiri para Hakim Agung : J. Djohansjah, SH, selaku Ketua
Majelis dengan anggauta : Soakirno, SH dan Ny. Hj. Marnis Kahar,
SH serta Panitera Pengganti : Rahmi Mulyati, SH.

Mahkamah Agung Rl (Pemariksaan Peninjauan Kembali}
No. 05.PK/N/1999, tanggal 14 Mei 1999

Majelis terdiri dari : Sarwata, SH, Ketua Mahkamah Agung selaku
Ketua Majelis didampingi anggauta Hakim Agung : TH. Ketut
Suraputra, SH Waki! Ketua Mahkamah Agung dan Zakir, SH, Ketua
Muda serta Panitera Pengganti Ny. Andrini Nurdin, SH.
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PUTUSAN
Nomar : 27/Pailit/1998/PN.NIAGA/JIKT PST.
"DEMI KEADILAN BEHUASARKAN K_ETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Pengadilan Nisga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang
memeriksa dan mengadili permohanan pernyataan Pailit pada tingkat pertama, telah

menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara permohonan pernyataan Pailit

' dari:

SUMEINI OMAR SANDJAYA, Beralamat diJalan Rusun Pluit MD.301, Jakarta
Uttara .

WIDYASTUTI, Beralamnat di Jalan Ir. Sutami 1131, Giri Pura, Wonogiri, Jawa
Tengah.

Yang dalam bhal ini diwakili oleh kuasa hukumnya MUHAMMAD NUR, SH,
MARLIANUS RUSLI, SH, METIAWATI, SH, dan MUGI HASTUTH, SH. dari
Kantor Pengacara dan Konsultan Hukumn TIGANA, beratamat di Gedung Lina,
lantai 5 No. 503 B, JI. HR. Rasuna Said Kav. B-7, Jakarta Selatan 1250,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus : 1. dari Pemochon | No.038/SK/PK/TGN/XII/
98 tertanggal 1 Desembar 1998 2. dariPemohon [ No.039/SK/PK/TGN/
X)I/38 tertanggal 1 Desember 1998 yang selanjutnya disebut sebagai PARA
PEMOHON {PARA KREDITUR);

Yang memohion parnyataan pailit tarhadap :

PT. JAWA BARAT INDAH, Berkedudukan di Jalan Raya Pluit Selatan No. 11,
Jakarta Utara, yang diwakili oleh kuasa hukumnya GUNAWAN NANUNG,SH
& REKAN yang berkantor di Jalan Daan Mogot No. 346-348. Jakarta Barat.
berdasarkan Surat Kuasa tanggai 07 Januari 1399 selanjutinya disebut sebagai
DEBITUR; -

Telah membaca permohonan Para Pemohon:
Telah mendengar Para Pemchon dan Debitur;

Telah membaca dan memperhatikan Surat-Surat bukti dan Surat-Surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat perkaranya tertanggal 68

Desember 1998 yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya tersebut, perkara mana
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di bawah Nomor Register
Perkara : 27/Pailit/1998/PN .NIAGA/JKT PST. tanggal 22 Desember 1998 mengemukakan
permohonannya yang berisi ha! sebagai berikut -

1.

Kedudukan Kantor Pajak ...

8ahwa pada tahun 1995, TERMOHON sebagai sebuah Perusahaan Pengembang
Perumahan dan Apartemen bermaksud untuk membangun Satuan Rumah Susun
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diatas sebidang tanah dibawah Pengawasan Badan Pengelcla Lir.lgkungan PIuiE
DKl Jakaria seluas = 22.000 M3, yang terletak dan setempat dikenal sebagai

Apartamen LAGUNA PLUIT, Pluit Timur Blok MM, Kelurahan Pluit, Kecamatan

Penjaringan, Jakariz Utara ;

Hahwa sebelum Apartemen ini dimulai pembangunannya, TERMOHON terlebih
dahulu telah memasarkan dan menawarkan kepada masyarakat luas yang berminat
untuk membeli Satuan Rumah Susun dengan segala fasilitas yang diperlukan
sesuai dengan proposal yang telah diedarkan ofeh TERMOHON serta dengan
segala parsyaratan dan ketantuan yang telah ditetapkan oleh TERMOHON sel?agai
pengembang, yang pada akhirnya PARA PEMOHON berminat untuk membelinya;
Bahwa sesuai dengan ketentuan TERMOHON, PARA PEMOHON sebelum menan-
datangani "Pesjanjian Pengikatan Jual Beli* telah menyetarkan pembayaran u'alng
muka, masing-masing sebesar Rp.12.900.000,(dua belas juta sembilan ratus ribu
rupiah) atau 20% {dua pu]uh persen} dari harga jual sebesar Rp.64.900.000 - (enam
puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah} ; (Bukti P-1 dan P-2} .

Bahwa kemudian pada bulan Desember 1995 PARA PEMORON dan TERMOHON
talah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli dimana ditentukan PARA

PEMOHCN akan mencicil sisa pembayaran yang 80% (delapan puluh persen) .

sefama 20 {dua puluh) bulan sebesar 4% {empat persen) setiap.bulan dan akhirnya
pada bulan Juni 1997 PARA PEMOHON telah melunasi pembayaran. SUMEINI
OMAR SANDJAYA sebesar Rp.64.900.000,- lenam puluh empat juta sembilan ratus
ribu rupiah) dan WIDYASTUT| sebesar 64.900.000,- (enam puivh empat juta
sembilan ratus ribu rupiah} tanpa ada keterlammbatan pembayaran sama sekali
total pembayaran selurvhnya Rp.129.800.000.(seratus dua puiub sembilan juta
delapan ratus ribu rupiah); {Bukti P-5. P-6. P-7 dan P-8).

Bahwa sesuai dengan Pasal B ayat 1 Perjanjian Pengikatan Juai Beli bulan
Desember tahun 1995, TERMOHON akan menyerahkan Obyek Perjanjian/Satuan
Rumah Susun yaryg telah dibayar Lunas oleh PARA TEARMOHON tersebut selambat-
lambatnya pada bulan Januari 1998;

Bahwa akan tetapi sampai dengan Permohonan ini diajukan belum ada tanda-
tanda TERMOHON akan menyerahkan Obyek Perjanjian tersebut kepada PARA
PEMOHOCN sebagai Para Kreditur yang tetah mempunyai andil dalam membiayai
pembangunan Apartemen yang dijanjikan TERMOHON selaku Debitur dan
TERMOHON juga mempunyai kewajiban yang sama terhadap 1715 Kreditur lainnya
sebagaimana dinyatakan aleh TERMOHON dalam suratnya kepada PEMOHON
tanggal 14 Oktaber 1998 yang belum dapat direalisasikan sampai saat ini ;

{Bukti P-9) ;

Bahwa sebelum PARA PEMOHON mengajukan Permohonan ini kehadapan
Pengadilan Niaga, PEMOHON sebelumnya telah menyampaikan Somasi/Teguran
masing-masing melalui surat :

Surat No. 031/ TGN/X/98 tanggal 14 Oktober 1998,

Surat No, 035/TGN/X1/98 tanggal 14 Nopember 1998,

(Bukti P-1 0 dan P-11). _

Bahwa terhadap kedua Somasi/Teguran PEMOHON diatas yang pada intinya
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meminta agar TERMOHON dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar Ganti
Rugi kepada PEMOHON sebesar 1%o0 {satu permil} setiap hari sesuai dengan Pasal
9 Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli, sarma sekali tidak mendapatkan tanggapan
yang memadat dari pihak TERMOHON, dan bahkan dalam surat Jswaban No.265¢
JBI/Srt/XI/98 tanggal 14 Oktober 1998 TERMOHON dengan tegas menyatakan tidak
dapat memenuhi tuntutan ganti rugi tersebut dengan alasan bukan merupakan
ketalaian TERMOHON semata. {Vide bukti P No.9).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan terurai diatas jelas dan nyata-nyata bahwa
TERMOHON tidak dapat lagi menjalankan usahanya dan tidak mampu tagi
memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada PARA PEMOHON sefaku Kraditur,
termasuk untuk membayar ganti rugi sebesar 1%o {satu permil} per hari pun
TERMOHON sudah tidak sanggup, maka sangat cukup alasan menurut Hukum
bagi TERMCOHON untuk dinyatakan dalam keadaan Pailit:

Bahwa oleh karena TERMOHON tidak lagi mampu untuk memenuhi kewajibannya
kepada PARA PEMOHON untuk menyerahkan Obyek Perjanjian pada waktu yang
ditentukan atau waktu jatuh tempo, maka pada saat yang sama TERMOHON
berkewajiban/berhutang Untuk mengembalikan semua dana yang telah disetorkan
lunas oleh PARA PEMOHON berikut semua kerugian yang diderita PARA
PEMOHON selaku Para Kreditur :

Bahwa untuk pengembalian dana yang telah disetorkan oleh PARA PEMOHON
kepada TERMOHON beserta kerugian PARA PEMOHON tersebut kiranya
Pengadilan berkenan meietakkan Sita Jaminan atas asset-asset dan/atau barang-
barang milik TERMOHON antara lain berupa :

. Sebidang tanah dibawah Pengawasan Badan Pengelola Lingkungan Pluit
OKI Jakaria seluas 22.000 M3. setempat dikenal dengan Apartemen LAGUNA,
PLUIT, Piuit Timur Blok MM, Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta
Utara;

. Sebidang Tanah beserta Bangunan yang berada diatasnya, yang terletak di
dan setempat dikenal umum dengan Jalan Blok X No 33. Kelurahan Muara
Karang, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PEMOHQON, mohon kehadapan Bapai
Ketua Pengaditan NegerifNiaga Jakarta Pusat, kiranya berkenan mengabulkan
pemrohanan PARA PEMOHON dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut ;

Mengabulkan permohanan PARA PEMOHON seluruhnya ;

Menyatakan TERMOHON PT. JAWA BARAT INDAH dalam keadaan pai'lit dengan
segala akibat hukumnya;

Menunjuk Balat Harta Peninggalan yang berwenang sebagai Kurator dari
TERMOHON PT. JAWA BARAT INDAH tersebut ;

Memerintahkan penyelesaian asset atau harta kekayaan milik TERMOHON urmtuk
melunasi hutang TERMOHON kepada PARA PEMOHON/Kreditur:

Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya yang terbit dari perkara ini ;

Atau apabita Pengaditan berpendapat (airf, mohan putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et
bona).

Kedudukan Kantor Pajak ...
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Menimbang, bahwa jika tanggapan Debitur tersebut dikaitkan dengan bukti I?-t
sampai dengan P-8, maka Debitur pada dasarnya mengakui tidak menyerahkaq Ot?.jek
perjanjian walau sudah Jatuh tempo pada bulan Januari 1998 berdasarka_n_ perjanjian
pengikatan Jual-beli namun tidak diserahkan Januari 1998 oleh adanya kr|3|§ rponet_er.
adapun tanggapan Debitur tentang kewenangan Pengadilan Negeri Niaga Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa tanggapan Debitur tersetut tidak beralasan oleh karena
berdasarkan bukti P-3 pada dasarnya mengakui telah mempunyai utang pada Pemohon
1 dan Pemohon 2. utang mana tefah Jatuh tempo dan dapat dibayar, berarti secara
implisit Debitur mengakui kewenangan Pengadilan Negeri Niaga ;

Menimbang, balwa mengenai bukti-bukti yang diajukan aleh debitur oleh karena_
tidak ada kaitannys lasgsung dengan Para Pemohon, disampieg itu dari bukti-bukti
T-2 dan T-3 tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan oleh Undar}g-Um:igng
mengenai alat bukti surat maka Majelis Hakim mengesampingkan bukti-bukti ini,
sedangkan bukti T-4a dan T-4b malahan memperkuat bukti P-13:

Menimbang, batwa pasal 1ayat 1 Undang-Undang No.4/1998 meneniukan pghwa
Debitur yang mempunyai dua Kreditur atau lebih dan tidak dapat membaya_r_sed!_kltnya
sate utang yang telah Jatuh tempo dan dapat ditagih dapat dinyatakan pailit baik atas
Permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih Kreditur ;

Menimbang, batwa hubungan yang ada antara Debitur dengan Kred_itur sebagai-
mana tersebut diatas merupakan huhungan perikatan, yaitu ikatan dalam bm{ang hukom
harta benda (Vermagen Recht} antara dua orang atau lebit dimana satu pihak ba_rhak
atas sesuatu (Kreditar) dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksat:iakannya
{Debitur}, objeknya tertentu dan subysknyapun tertentu pula dimana jika pihak yang
mempunyai kewajiban itu tidak melaksanakan kewajibannya akan menimbulkan apa
yang disabut UTANG, yaitu sesuatu yang dihutangkan oleh seseorang terhadap orang
fain baik itu berupa uang, barang maupun jasa;

Menimbang, babwa berdasarkan bukti P-1 yang diajukan oleh Pemohon 1diperoleh
fakta hukum bahwa sebelurmn menandatangani perjanjian pengikatan jual beli dengan
Debitur Pernohaon 1 telash menyetor uang muka sebesar Rp.12.980.000 - (dua betas juta
sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau 20% dari harga rumah susun LE-IQLII"I.a
Pluit Blok MM ManaraB 15-22 type 37 m2 termasuk 10% Pajak Pertambahan Nilai pz-?da
tanggal 1 Desember 1995 sedangkan sisanya dicicil sebanyak 20 tahap, masing-masing
Rp.2.595.000,- {dua juta lima ratus sembilan puluh [ima ribu ruptah);

Menimbang, bahwa berdasackan bukti P-3 yang diajukan oleh Pemchon 1 diperolah
fakta hukum bahwa Pemohon 1 setelah membayar uang muka, maka pada tanggal 5
Desember 1695 telah menanda tangani perjanjian pengikatan juat beli dengan Debiturl
setaku pihak pengembang hal mana sesuai dengan isi pasal 3 sub a, b1 dan b2 dari
perjanjian pengikatan jual beii dirmaksud :

Menimbang, babwa berdasarkan bukti P-5 dikaitkan dengan bukti P-7 dan bukti
P-3 (khususnya Pasal 8} yang diajukan oleh Pemohon 1 diperaleh fakta hukum bahwa
Femohon 1 telah mematuhi isi perjanjian pengikatan jual beli dimaksud dengan cara
melunasi semua cicilan pembayaran rumah susun yang dibeli Pernohon 1 pada tanggal
13 Novemnber 1998 (Vide bukti P-5) berikut Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%_(Vide
bukti P-7) akan tetapi hingga saal Pemohon 1 besena Pemohon 2 mengajukan
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permchonan ini ternyata Debitur selaku pengembang belum juga melaksanakan
kewajibrannya sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 8 dari Perjanjian Pangikatan Jual
Beli dimaksud, hingga demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengatakan
bahwa benar Debitur telah mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
oleh Pemohon 1 sebagai Kreditur; .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang diajukan cleh Pemohon 2 dalam
permohonan ini diperolah fakta hukum sebefum menanda tangani perjanjian pengikatan
jual beli Debitur, Pemohon 2 telah menyetor uang muka sebésar Rp.12.980.000,- {dua
belas juta sembitan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau 209 dari hsrga rumah susun/
apartemen Laguna Pluit Blok MM Menara B 08-30 Type 27 M2, termasuk Pajak
Pertambahan Nilai 10% pada tanggal T Desember 1995 sedangkan sisanya akan dicicil
dalam 20 tahap, masing-masing sebesar Rp.2.956.000,- {dua juta sembilan ratus lima
puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang diajukan oleh Pemohon 2 diperaleh
fakta hukum bahwa Pemohon 2 setelah membayar uang muka sebagaimana tersebut
diatas pada tanggal 9 Desember 1335 telah menanda tangani perjanjian pengikatan
jual beli dengan Debitur sefaku pengembang sesuai dengan Pasat 3 Sub a, b1 dan b2
dari perjanjian pengikatan jual beli dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dihubungkan dengan bukti P-8 den
bukti P-4 {khususnya Pasal 8) yang diajukan ofeh Pemohan 2 diperoleh fakta hukum
bahwa Pemohon 2 tefah mematuhi isi perjanjian pengikatan jual-beli dimaksud, yaitu
dengan cara melunasi semua cicilan pembayaran rumah susun yang dibslinya pada
tanggal 31 Juli 1995 {Vide bukti P-6} beserta Pajak Pertambahan Nilainya sebesar 10%
{Vide bukti P-8) akan tetapi hingga saat Pemohon 2 bersama Pemohon 1 mengajukan
permchonan ini ternyata Debitur selaku pengembang belum juga melaksanakan
kewajibannya sebagaimana disyaratkan oleh Pasat 8 Perjanjian Pengikatan Jual Beli
dimaksud hingga dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengatakan
bahwa benar Debitur telah mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
oleh Pemohon 2 sebagai Kreditur ;

Menimbang, babwa oleh karena Debitur belum juga memenuhi kewajibannya pada
Pemohon 1 dan Pemohon 2 sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 8 dari perjanjian
pengikatan jual beli, diatas maka Pemohon 1 dan Pemohon 2 melalui Kuasa Hukumnya
telah melakukan 3 (tiga} kali penegoran/somasi melalui surat yang dibuat oleh kuasa
Para Pemchon {Pemohon 1 dan Pemohon 2) masing-masing bertanggal 6 Oktober 1998
14 Oktober 1998 dan tanggal 14 November 1998 (Vide bukti P-10 dan P-11} akan tetapi
Debitur hanya satu kali menjawabnya, yaitu untak surat somasi tanggal 6 Oktober 1398
yang pada pekaknya mengatakan bahwa Debitur tidak mampu melanjutkan pem-
bangunan rumah susun Laguna Pluit hingga karenanya tidak dapat menyerahkannya
pada para konsumennya, baik Para Pemohen maupun 1715 konsumen fainnya bukan
semata-maita kesalahan Debitur akan tetapi terlebih lagi akibat situasi perekonomian
tndonesia yang sulit saat ini sebagat alasan keadaan memaksa/Overmacht/Force Majeur
bagi Debitur untuk tidak melaksanakan kewajibannya dan juga menolak membayar
ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dari bukti P-3 maupun bukti P-4 (Vide
bukti P- 9, P-12 dan P-13), hal mana memberikan atasan yang cukup bagi Majetis Hakim
untuk berpendapat bahwa Debitur mengakui telah mempunyai utang pada Pemohon 1
dan Pemohon 2, utang mana telah jatuh tempo dan dapat dibayar;
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Menimbang bahwa pada hari sidang Pertama yang ditetapkan {Setasa tanggal 5
Januari 1888) Debitur/Termchon tidak nampak hadir dipersidangan, sehingga Penqgilan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan telah diulangi lagi untuk hari sidang
kedua (Hari Jum'at tanggal 8 Januari 1889} pada hari sidang mana telah hadir kuasa
hukum Debitur/Termohon; i

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua tanggal 8 Januari 1999 Debitur hadir
yang diwakili oleh kuasa hukumnya GUNAWAN NANUNG, SH dari Kantor Hukum
GUNAWAN NANUNG & REKAN berkedudukan di Jalan Daan Mogot No. 346-348, Jakanta
Barat berdasarkan surat kuasanya tanggal 7 Januari 1999 akan tetapi tidak menyerah kﬂn.
tanggapannya dan pada hari persidangan berikutnya yaitu pada tanggal 11 Ja_nuarl
1999 Debitur telah memberikan tanggapannya dengan surat yang ditandatangani oleh
GUNAWAN NANUNG. SH. yang pada pokoknya menclak dalil-dalil para pemohon

dengan alasan, babwa :

e« Antara Debitur/Termohon dengan Para Pemohon tidak mempunyai hubungan
Hukum Utang-piutang;

. Termchon tidak dalam keadaan berhenti membayar:

. Ba-hwa Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk menangani per‘m_asalahan ini,
hanya Pengadilan Perdata yang bisa memutuskan permasalahan int;
Tanggapan Debitur/Termohon selengkapnya ditunjuk kepada surat tanggapan
tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan permochonannya, PARA PEMOHON telah

melampirkan surat-sura bukti berupa :

1. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Uang Mukatanggai 1 Desemnber 1995. a/n Sumeini
Omar Sandjaja |Sesuai dengan Asli}. {Bukti P-1} ;
2: Fotocopy Kwitansi Pembayaran Uang Muka tanggal 1 Desember 1335. a/n
Widyastuti. {Sesuai dengan Asli}. {Bukti P-2):
3. Fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli tangga! 5 Desember 1995 a/n Sumeini
Omar. 8. (sesuai dengan Asli] . (Bukti P-3).
4,  Fatocopy Perjanjian Pengikatan Jual Belitanggal 9 Desember 1995, a/n Widyastuti.
{Sesuai dengan Aslhi). (Bukti P-4};
"B, Fotocopy Kwitansi Pelunasan tanggal 13 Nopember 1997, a/n Sumeini Omar, 5.
{Sesuai dengan Asli). (Bukti P-5) :
6. Faotocapy Kwitansi Pelunasan tanggal 31 Juli 1997, a/n Widyastuti. {Sesuai dengan
Asliy. (Bukti P-6);
7. Fotocopy Kwitansi Pelunasan PPN 10% tanggal 13 Nopember 1997, a/n Sumeini
Omar S. (Sesuai dengan Asli). (Bukti P-7);
8. Fotocopy Kwitansi Pelurasan PPN 10% tanggat 31 Juli 1997, a/n Widyastuti. (Sesuai
dengan Asiil. {Bukti P-B
9. Fotocopy Surat PT, JAW A BARAT INDAH No. 262/JBI/Srt/X/98 tanggal 14 Oktober
1998. (Sesuai dengan Asli). (Bukti P-3};
10. Fotocopv Surat Somasi Tegoran Pemohon No.03 1/TGN/98 tanggal 14 Oktober
1998. (Sesuvai dengan Asli). {Bukti P-10):
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11.  Fotocopy Surat SomasiTegaran Pemohon No.035/TGN/XI/98 tanggel 14 Nopembar
1994. {Sesuai dengan Asli}. (Bukti P-11 );

12.  Fotocopy Brosur Aencana Pembangunan Rusun LAGUNA PUUIT, {Sesuaj dengan
Aslil. {Bukti P-12/Tambahan);

13. 1 (satul lembar Foto Pembangunan R;.rsun LAGUNA PLUIT yang télah terhenti
hingga saat ini. (Bukti P-13 f Tambkahan;

TENTANG HUKUMNYA :

‘Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemchon adalah
sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan di Kepaniteraan Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 22 Desember 1998 yang telah memenuhi persyaratan
administratif. maka permohonan tersebut telah mendapatkan No.Reg.27/Pailit/1099/
JKT.PST;

Menimbang, bahwa jika hal tersebut diatas dihubungkan dengan Pasal 281 ayat 1
sampai degan ayat 3 serta Pasal 284 ayat 1 dari Undang-Undang No.4/1398 maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon ini merupakan kewenangan
dari Pengadilan Niaga, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat :

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dari permohonan Para Pemohon ini
pada pokoknya adalah adanya utang Debitur pada Para Pemohon yang dalam hal ini
merupakan Kreditur yang telah melunasi seluruh cicitan pambayaran unit Rumah Susun/
Apartemen Laguna Pluit yang dipesan oleh masing-masing pemohon pada tanggal 31
Juli 1588 {bagi Pemohon 1} dan tanggal 13 November 1998 (bagi Pemohon 2) yang
menurut perjanjian pengikatan jual beli yang telah ditandatangani oleh masing-masing
Pemohon harus telah diserahkan Debitur pada Para Pemohon pada bulan Januari 1998
i2tau dengankata lain utang Debitur pada Para Pemohan telah Jatuh tempe pada bufan
Januart 1998]. namun hingga saat Pemohon ini diajukan oleh Para Pernohon ke
Pengadilan Niaga ini Debitur selaku pengembang belum juga menyerahkan Unit
Apartemen dimaksud dengan alasan keadaar memaksa/Overmacht/Farce Majeur dan
tidak pula mau membayar gamti rugi sebagaimana tercantum dalam perjanjian
pengikatan jual beli dimaksud dan Para Pemohon mohon agar Debitur dinyatakan Pailit
dengan segala akibat hukumnya;

Meanimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-datil permchonannya itu Para
Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P, 1 sampai dengan P-13,
sedangkan Debitur juga mengajukan bertanda T-1 sampai dengan T-4 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi dari
permohonan Para Pemohon ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memper-
timbangkan lebih dahulu akan tanggapan dari Debitur tertangga! 17 Januari 1999 yang
pada pokeknya menyatakan bahwa : 1. Debitur bukanlah sebagai Debitur. 2, Debitur
tidak berada dalam keadaan berhenti membayar akan tetapi terlambat menyerahkan
Apartemnen Laguna Pluit pada Pemohon 1 dan Pemohon 2 oleh karena adanya Force
Majeur : 3, Yang terjadi antara Para Pernchon {Pemohon 1 dan Perqohon 2) adalzh
masalah Wanprastasi yang merupakan kewenangan Pengadilan Perdata oleh karena
itu Pengadilan Niaga tak berwenang mengadili perkara ini ;
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Manimhang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas
dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat yang disjukan oleh Pemohon 1 maupun
Pemahon 2 melalui kuasa hukumnya maka kini Majelis Hakim akan ms[—npenimbangkan
apakah keadaan memaksa/Overmachi/Force Majeur yang dikemukakan Cebitur datam
suratnya tertanggal 14 Oktober 1398 dapat dijadikan alasan baginya untuk tidak
melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perianjian pengikatan
jual beli ddngan Para Pemohan, baik Pemohaon 1 maupun Pamohon 2 atau tidak; -

Manimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1244 KUHPdt dan Pasal 1245
KUHPdt dapat disimpulkan bahwa konsep keadaan memaksa dalam hukum perikatan
pada azaznys berkenaan dengan masalah dalam keadaan apa saja hukum membenarkan
Debitur (sekalipun tidak terlambat meménuhi kewajibannya) tidak memenuhi kewajiban-
nya dan tidak pula dihukem untuk mambayar ganti rugi, biaya maupun bunga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dihubungkan dengan
doktrin hiukum yarg menyangkut keadaan mamaksa baik yang bersifat abyektif maupun
yvang bersifat subyektif akan dipercleh kesimpulan bahwa unsur kesalahan, erat
kaitannya dengan unsur resiko, sehingga jika hal ini dihubungkan dengan permahanan
pernyataan pailit yang diajukan Para Pemchon ini, bukti-bukti surat yang diajukan
maupun fakta-fakta hukum yang dapat diperoieh daripadanya, dapat diperoleh
kesimpulan bahwa keadaan memaksa dalam hal ini adalah adanya kenaikan harga yang
mangakibatkan keadaan perekonomian Indaonesia menjadi sulit sebagaimana didalilkan
oleh Debitur tidak dapat dijadikan alasan bagi Debitur untuk tidak melaksanakan
kewajibannya oleh karena hal itu sudah menjadi bagian dari resiko yang harus dipiku!
oleh Debitur sebagai seorang pengembang/pengusaha, resiko manakemungkinan untuk
tidak dapat dijalankannya suatu kewajiban seharusnya sudah dapat diperhitungkan
aleh Dehitur/penglsaha sebalumnya jika hingga dihubungkan dengan bukti P-3 dan
P-4 maka Majelis Hakim menyimpulkan behwa Force Majeur ssbagaimana didalilkan
Debitur bukaniah Force Majeur atau keadaan memaksa akan tetapi merupakan resiko
yartg harus dipiku! olah Debitur sebagai pengembang pada Pemahan 1 dan Pemobhon
2 jadi merupakan utang Debitur pada Kreditur, dalam hal ini Para Pemohon;

Menimbang, bahwa fika hal-hal tersebut diatas dikaitkan dengan ketentyan pasal
1 ayat 1 Undang-Undang Ne.4 / 1998 menjadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk
menyatakan Debitur berada dalam keadaan Pailit ;

Menimbang, bahwa mengenai permohanan sita jaminan yang diajukan oteh Para
Pemchon oleb karena Para Pemohon tidak dapat memperlinatkan/mengajukan bukti
yang mendukung bagi alasan permohonan sita jaminan dan tidak puls memenuhi
persyaratan bagi pengajuan sita jaminan dalam permohonan kepailitan sebagai
dimaksud Pasal 7 Undang-Undang No.4 tahun 1998 menjadikan alasan bagi Majelis
untuk menyatakan bahwa Para Pemohon tidak sungguh-sungguh dalarm mengajukan
permohonan sita jaminan ini karenanya patut kiranya permohonan sita jaminan ini
dinvatakan ditalak; -

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut diatas oleh karena telah
terbukti bahwa Debitur dinyatakan Pailit maka berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang
Mo.4/1998 seluruh harta kekayaan Debitur berada dalam sitaan urnum,

Menimbang, bahwa mengenai masalah keinginan Para Pemohon agar Debitur
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mengembalikan semua uang yang telah disetorkan dan masalah ganti rugi akan dibayar
kemudian dari bugel pailit setelah diadakan rapat verifikasi; -

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Debitur berada dalam kedaan Pailit
dalam amar putusan ini maks Debitur tidak lagi berhak berbuat babas atas hartanya
yang sejak saat putusan ini diucapkan menjadi budal/harta pailit sebagaimana diatur
Pasal 22 Undang-Undang No0.4/1938 oleh karena itu pertu ditunjuk seorang Hakim
pengawas oleh Majslis Hakim dan mengangkat secrang kurator yaitu BHP DKI Jakarta
sebagaimana dimohonkan Para Pemohan dalam permohonannya sabagaimana
ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mangenai besarnya imbalan jasa dan biaya bagi BHP telah
diatur uleh Keputusan Menteri Kehakiman Rl No.02-UM.G1.06 tahun 1993 tanggal 28
Januari 1993, maka Majelis Hakim barpedaman pada keputusan tersabut;

Mengingat Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPdt, Pasal 1 ayat 1 jis Pasal 2 jis Pasal
28 ayat 1 dan 2 jis Pasal 281 ayat 1 sampai dengan 284 ayat 1 LU No. 4 tahun 1558
tentang kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MEMUTUSKAN :

] Mengabulkan permohaonan Para Pemohan;
. Menvyatakan FT. JAWA BARAT INDAH tarsebut diatas Pailit;

. Menunjuk HIAMAN PURWANASUMA, SH. Hakim Pengadilan Niaga Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;

- Mangangkat BHP DKI Jakarts Jalan MT. Haryono No. 24 Jakarta Timur sefaky

. kurator;

. Menetapkan bahwa imbalan jasa dan biaya bagi kurator BHP Jakarta adalah
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Manteri Kehakiman Rl No. M.D.2-
UM.01.06 tahun 1993 tanggal 28 Januari 1993;

Membebankan biaya perkara kepada Pemohen sebesar Rp. $.000.060,- (lima juta
rupigh} ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan MNiaga
Jakarta Pusat hari SELASA tanggal 12 JANUAR! 1992 oleh kami : Ny. NUR ASLAM
BUSTAMAN, SH selaku Katua Majelis, SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH., MH dan
TJAHJIONO, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapgkan pada
hari RABLS tanggal 13 JANUARI 1999 dengan dihadiri gleh Hakim tersebut dengan
dibantu oleh MAHDI, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para
Pemohon dan Kuasa Hukum Debitur.
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MAHKAMAH AGUNG RI. |
~ PUTUSAN
' No. 04 K/N/1993
~ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah méngambil putusan sebagai herikut
dalam perkara kepailitan dari : :

PT. JAWA BARAT INDAH, berkedudukan di Jafan Pluit Raya Selatan 11, Jakarta
Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada Gunawan Nanung, SH dan Rekan,
advokat dan pengacara, beralamat di Jalan Daan Mogot 346-348, Jakarta Barat,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 1999, sebagai Pemohon Kasasi
dahulu Termohon/ Debitur ;

melawan

I SUMEINI OMAR SANDJAYA, berkedudukan di Jalan Rusun Pluit MD.301,
Jakarta Utara ;

. WIDYASTUTI, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami /31, Giri Pura, Wanogiri,
Jawa Tengah ;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marlianus Rusli, $H dan
Metiawati, SH pengacara dan Konsultan Hukum Tigana, beralamat di Gedung
Lina lantai 5 No. 503 B, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B- 7, Jakarta Selatan,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 189, sebagai Termohon
Kasasi | dan Il/Para Pemchon/Para Kreditur -

Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

I'\_J'Ienimbang, brahwa dari surat suraz tersebut ternyata bahwa sekarang Termohan
Kasa_su I dan li sebagai Para Pemohon telah mengajukan permohonan pailit dimuka
Persidangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil daiil ;

bahwa tahun 1995, Termochon yaitu sebuah Perusahaan Pengembang Perumahan
dan Apartemen bermaksud membangun satuan rumah susun diatas tanah dibawah
Pengawasan Badan Pengelola Lingkungan Pluit Daerah Khusus tbukata Jakarta seluas
iebih kurang 22.000 M3 terletak dan dikenal sebagai Apartemen Laguna Piuit, Pluit Timur
Blok MM, kefurahan Pluit. Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara :

bahwa sebelum dimulai pembangunan, Termohon memasarkan dan menawarkan
kepada masyarakat termasuk kepada Para Pernohon untuk merrbel satuan rumah susun
dengan segala persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Termohon :

t_)ahwa Para Pemohon sebelum menanda tangani Parfanfian Pengikatan Jual Seli,
sesuai dengan ketentuan Termonhon, telah menyetor pembayaran uang muka masing-
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masing sebesar Rp.12.800.000,- {dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) atau 20%
dari harga jual sebesar Rp. 64.900.000,- (enam puluh empat juta sembilan ratus ribu
rupiah) {bukti P-1 dan P-2} ; .

bahwa bulan Desember 1995 Para Pemohon dan Termohon telah menandatangani
Perjanjian Pengikatan Jual beli, dimana ditentukan Para Pemohon mencicil sisa
pembayaran yang 80% selama 20 bulan, bunga 4% setiap bulan dan bulan Juni 1997
Para Pemohon telah mefunasi pembayaran masing-masing sebesar Ap. 64.900.000.-
{enam pufuh empat juta.sembifan ratus ribu rupiah) tanpa ada keterlambatan, dan total
pembayaran seluruhnya Rp.128.800.000,- {seratus dua puluh sembilan juta deldpan
ratus ribu rupiah) ;

bahwa sesuai pasal 8 ayat 1 Perjanjian Pengikatan Jual belibulan Desember 1995,
Termohon akan menyerahkan obyek perjanjian selambatnya bulan Januari 1998 ;

bahwa sampai permohcnan ini diajukan Termohon belum menyerahkan abyek
perjanjian kepada Para Pemohon sebagai para kreditur yang mempunyai andil dan
membiayai pembangunan Apartemen yang dijanjikan Termohon selaku debitur,
disamping itu Termohon juga mempunyai kewajiban yang sama terhadap 1715 kreditur
lainnya (bukti P-9) ;

bahwa sebelum mengajukan permohonan ini, Para Pemohon telah menyampaikan
SomasifTegoran {bukti P-10 dan P-11), yang intinya meminta agar Termohon memenuhi
kewajibannya untuk membayar ganti rugi kepada Para Pemohon sebesar 1% setiap
hari sesuai pasal 9 Surat Perjanjian, hal ini tidak mendapat tanggapan dari Terinohan
bahkan dalam surat jawaban Termohon tanggal 14 Oktober 1998 (bukti P-3} menyatakan
tidak dapat memenuhi tuntutan ganti rugi dengan alasan bukan merupakan kelalaian
Termohon semata | :

bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas jelas Termohon tidak dapat lagi
menjalankan usahanya dan tidak mampu lagi memenuhi kewajiban kepada Para
Pemohon selaku kreditur, termasuk membayar ganti rugi, maka cukup alasan Termochon

untuk dinyatakan pailit ;

bahwa karena Termchon tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya kepada Para
Pemohon untuk menyerahkan obyek Perjanjian pada waktu yang ditentukan atau waktu
jatuh tempe, maka pada saat yang sama Termohon berkewajiban/berhutang untuk
mengembalikan semua dana yang telah disetorkan aleh Para Pemohon berikut kerugian
yang diderita Para Pemohon selaku kreditur ;

bahwa untuk menjamin pengembalian dana yang telah disetarkan Para Pemohan
kepada Termohon kiranya Pengadilan meletakkan Sita Jaminan atas asset-asset dan
atau barang-barang milik Termohon seperti tersebut dalam permohonan ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon, mohon kehadapan
Bapak Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, kirarya berkenan mengabulkan
permohonan Para Pemohon dan sefanjutnya memutuskan sebagai herikut :
- Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhiya ; )
- Menyatakan Termohon PT. Jawa Barat Indah dalam keadaan pailit dengan segala

akibat hukumnya ; _ .
- Menunjuk Balai Harta Peninggalan yang berwenang sebagai Kurator dart Termohon

PT. Jawa Barat Indah tersebut ;
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| MAHKAMAH AGUNG RI.
 PUTUSAN
_ No. 04 K/N/1999
" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAHKR AGUNG

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mehgambil putusan sebagai berikut
dalam perkara kepailitan dari : : -

PT, JAWA BARAT INDAH, berkedudukan di Jalan Pluit Raya Selatan 11, Jakarta
Utara dafam hal ini memberi kuasa kepada Gunawan Nanung, SH dan Rekan,
advokat dan pengacara, beralamat di Jalan Daan Mogot 346-248, Jakarta Barat,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 1999, sebagai Pemohan Kasasi
dahulu Termohon/ Debitur ;

melawen

. SUMEINI OMAR SANDJAYA, berkedudukan di Jalan Rusun Pluit MD.301,
Jakarta Utara ;

Il. WIDYASTUTI, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami iV31, Giri. Pure, Wonogiri,
Jawa Tengah ;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marlianus Rusii, SH dan
IV_letiawati, SH pengacara dan Kensuitan Hukum Tigana, beralamat di Gedung
Lina lantai 5 No. 503 B, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8- 7, Jakarta Selatan,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januyari 1999, sebagai Termshon
Kasasi ! dan [I/Para Pemohon/Para K\reditur;

Mahkamah Agung tersebut ;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

I\_J'Ienimbang. bahwa dari surat surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon
Kasa_sn I dan H sebagai Para Pemohon telah mengajukan permohgnan pailit dimuka
Persidangan Pengadilan Niaga Jakanta Pusat, pada pokoknya atas dalil dalil ;

bahwa tahun 1995, Termohon yaite sebuah Perusahaan Pengembang Pervmahan
dan Aparternen bermaksud membangun satuan rumah sysun diatas tanah dibawah
Pengawasan Badan Pengelola Lingkungan Pluit Daerah Khusus loukota Jakarta seluas
lebih kurang 22.000 M3 terletak dan dikenal sebagai Apartemen Laguna Piuit, Pluit Timur
Blok MM, kefurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara :

bahwa sebelum dimulai pembangunan, Termohon memasarkan dan menawarkan
kepadz masyarakat termasuk kepada Para Pemohon untuk membeli satuan rumah susun
dengan segala persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Termohon ;

t_>ahwa Para Pemohon sebelum menanda tangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli,
sesuai dengan ketentuan Termohon, telah menyetor pembayaran uang nuka masing-
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masing sebesar Rp.12.900.000,- {dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) atau 20%
dari harga jual sebesar Rp. 64.900.000,- ienam puluh empat juta sembilan ratus ribu
rupiah) {bukti P-1 dan P-2} ; : :

bahwa bulan Desember 1995 Para Pemohon dan Termohon telah menandatangani
Perjanjian Pengikatan Jual beli, dimana ditentukan Para Pemohon mencicil sisa
pembayaran yang 80% selama 20 bulan, bunga 4% setiap bulan dan hulan Juni 1997
Para Pemohon telah melunasi pembayaran masing-masing sebesar Rp. 64,900.000,-
{enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tanpa ada keterlambatan, dan total
pembayaran seluruhnya Rp.129,800.000,- {saratus. dua puluh sembilan juta deldpan
ratus ribu rupiah) ;

bahwa sesuai pasal 8 ayat 1 Perjanjian Peagikatan Jual beli bulan Desember 1995,
Tarmohon akan menyerahkan cbyek perjanjian selambatnya bulan Januari 1998 ; .

bahwa sampai permohonan ini digjukan Termohon belum meanyerahkan obyek
perjanjian kepada Para Pemohon sebagai para kreditur yang mempunyai andil dan
membiayai pembangunan Apartemen yang dijanjikan Termohon selaku debitur,
disamping itu Termohon juga mempunyai kewajiban yang sama terhadap 1715 kreditur
lainnye {bukti P-9} ;

hahwa sebelum mengajukan permohonan ini, Para Pemohon tglah menyampaikan
Somasi/Tegoran (bukti P-10 dan P-11}, yang intinya meminta agar Termohon memenuhi
kewajibannya untuk membayar ganti rugi kepada Para Pemohon sebasar 1% setiap
hari sesuai pasal 8 Surat Perjanjian, hal ini tidak mendapat tanggapan dari Ternohon
bahkan dalam surat jawaban Termohon tanggal 14 Oktober 1998 {bukti P-9) menyatakan
tidak dapat memenuhi tuntutan ganti fugi dengan alasan bukan merupakan kelalaian
Termohon semata ; ' :

bshwa berdasarkan alasan tersebut diatas jelas Termohon tidak dapat lagi
menja-lankan usahanya dan tidak mampu lagi memenuhi kewajiban kepada Para
Pemohon selaku kreditur, tarmasuk membayar ganti rugi, maka cukup alasan Termohon
untuk dinyatakan pailit ;

bahwa karena Termohon tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya kepada Para
Pemohon untuk menyerahkan abyek Perjanjian pada waktu yang ditentukan atau wakiu
jatuh tempo, maka pada saat yang sama Termohen berkewajiban/berbutang untuk
mengembalikan semua dana yang telah disetorkan oleh Para Pemohon berikut kerugtan
yang diderita Para Pemohon selaku kreditur ;

bahwa untuk menjamin pengembalian dana yang telah disetorkan Para Pemohon
kepada Termohon kiranya Pengadilan meletakkan Sita Jaminan atas asset-asset dan
atau barang-barang milik Termohon seperti tersebut dalam permohonan ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemahon, mohon kehadapan
Bapiak Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, kiranya berkenan mengabuilkan
permchonan Para Pemohon dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :
- Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhaya ; ’
Menyatakan Termohon PT. Jawa Barat Indah dalam keadsan pailit dengan segala
akibat hukumnya ;
Menunjuk Balai Harta Peninggalan yang berwenang sebagai Kurator dari Termohon
PT. Jawa Barat Indah tersebut ;
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- Menierintahkan penyelesaian asset atau harta kekayaan milik Terrnc'!ahon unt
melunasi hutang Termohon kepada Para Permohon/Kreditur ;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang terhit dari perkara ini ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adiinya (Ex Aequo et
bono) ; :

bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah

mengambi! putusan, yaitu putusan tanggal 13 Januari 1393 Na 27/Pailit!1998/PN.Niaga/

Jkt.Pst. yang amarnya berbunyi sebagai barikut :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

- Menyatakan PT. JAWA BARAT INDAH tersebut diatas pailit ;

- Menunjuk HIRMAN PURWANASUMA, SH. Hakim Pengadilan Niaga Pengadilan
Negari Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas ;

- :ﬂengangkat BHP DKl Jakara Jalan MT. Haryono No.2 4 Jakarta Timur selaku

urator ; ' . : :

- Menetapkan bahwa imbalan jasa dan biaya bagi kurator BHP Jakarta adalah
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Rl No.M.0.2-
UM.01.06 tahun 1993 tanggal 28 Januari 1993 ;

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta

rupiah} ;

hahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut diberitahukan
kepada Termehon pada tanggal 13 Januari 1999 kemudian terhadapnya aleh Termohon
d}aqgan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 1999
diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 18 Januari 1959 sebagaimana
ternyata dari akte permohonan kasasi No.O1/KAS/PAILIT/19997 PN.NIAGA/LKT.PST. jo.
NP.Z?.’PAIUTITQQSIPN.NIAGN JKT.PST yang dibuat aleh Panitera Perkara Pengadifan
Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusu! oleh memari kasasi yang
memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
tanggal 18 Januari 1959 hari itu juga ; '

bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi dahufu Para Pemahon/Para Kreditur
yang pada tanggal 27 Januari 1999 telah disampaikan salinan permahonan kasasi dan
S«"‘:lllﬂ‘al'l memari kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang
diterima dikepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 29 Januari 1999;

~ Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah
diberitshukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu
dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu
permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbafng, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pamehon Kasasi
daam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. thwa Pengadilan Niaga telah melampavi batas wewenangnya karena Pengadilan
Niaga dalam putusan halaman 7 telah memberikan pertimbangan dengan
menur?juk bukii P-1 sampai dengan P-9 yang mana telah masuk kedalam masalah
pemeriksaan pernbuktian dan pembatalan atau tidaknya suatu perikatan jual beli
antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi sehubungan dengan
masalah wanprestasi, Bahwa Pengadilan Niaga dibentuk sebagai peradilan yang
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usus untuk menangani perkara kepailitan sehingga kompetensi absolut dari

. Pengadilan Niaga {pasal 280 ayat 2 Undang-Undang No.4 tahun 1998),

Bahwa dengan adanya pemeriksaan masalah pembuktian yang berkaitan dengan
pembatalan suatu perjanjian yang menyangkut masalak wanprestasi antara Para
Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi diatas, maka Pengadilart Niaga telah
melampaui batas kewenangan karens masalah wanprestasi adalah merupakan
kompetensi Pengadilan Negeri ; ) :

Bahwa pertimbangan hukum hal B putusan Pengadilan Niaga salah dalam
menerapkan hukum dan menentukan obyek perkara kepsilitan, karena menurut
pasal 1 aysat 1 Undang-Undang No.4 tahun 1998 serta penjelasannya menegaskan
adanya hubungan hukum utang, dimana pengertian utang disini adalah mengenai .
utang pokok dan bunga. Sedangkan hubungan hukum yang tergadi antara Para
Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi dalam perkara ini adaleh hubungan
hukum pengikatan jual beli. Bukti-bukti tersebut merupakan bukti hubungan hukum
berupa perikatan antara produsen dan konsumennya, sehingga keliru diartikan
sebagai hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam arti utang piutang ;

Bahwa pertimbangan hukum hal 8-2 putusan Pengadilan Niaga tidak berdasar
dan telah mencampur adukkan antara jatuh tempo dengan waktu penyerahan
perikatan perjanjian jual beli. Bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Para
Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi terbatas mengenai hukum jua! beli
tidak termasuk dan tidak dapat dikategorikan sebagai utang piutang telah jatuh
tempo, sehingga dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1
Undang-Undang No.4 tahun 1998. Bahwa syarat jatuh tempo tidak dapat begitu
saja di simpulkan dengan hanya mendalilkan Pemohon Kasasi belum melak-
sanakan kewajibannya sebagai disyaratkan pada pasal 8 perjanjian pengikatan
jual beli.

i’asal 8 tersebut menyebutkan : “dengan ketentuan tidak terjadinya force majeare
{keadaan terpaksa seperti terjadi huru-hara, tindakan politik, gempa bumi, banjir,
kebakaran dan kejadian lain diluar kemampuan. para pihak)”.

Disini terjadi perbedaan pendapat antara Para Termchon Kasasi dengan Pemohon
Kasasi mengenai apakah betul telah terjadi force majeure dalam kaitannya dengan
keadaan terpaksa, tindakan politix serta kejadian lain diluar kemampuan. Hal ini
perlu dibuktikan lebih dahutu di Pengadilan Perdata yaitu Pengadilan Negeri.
Jadi tidak dikabuikannya tuntutan Para Termobon Kasasi adalah semata belum
adanya kepastian mengenai adanya force majeure dan dinyatakan wanprestasi
atau tidaknya Pemohon Kasasi, bukan diartikan sebagai utang tefah jatuh tempo;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga begitu saja menyimgpulkan bahwa Para
Termchon Kasasi sudah identik dan dianggap sebagai para kreditur.

Penempatan status kraditur bagi Para Termohon Kasasi oleh Pengadilan Niaga
didasarkan atas : Para Termohon Kasasi adalah sebagai pembeli satuan rumah
susun dengan cara angsuran adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Pembayaran
telah Junas dan adanya surat dari PT. Jawa Barat Indah/Pernahon Kasasi (bukti
P-9). Pengactitan Niaga menganggap bahwa hubungan antara Pemohon Kasasi
sebagai pengembang dengan Para Termohon Kasasi sebagai konsumen yang
ditvangkan dalam surat perganjian adalah hubungan hukum antara kreditur dan

debitur.
Karena Pemohon Kasasi tidak dapat menyerahkan satuan unit rurnah yang telah
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jatuh waktu dan tidak mau mengganti rugi, maka pengadilan Niaga menyatakan
Para Termohon Kasasi selaku kreditur. Bahwa menurut penjelasan Undang-Undang
Kepailitan bahwa kepailitan harus berkaitan dengan kreditur dan debitur yang
harus tarikat denrgan Perjanjian Pinjam meminjam atau utang piutang. Sedangkan
Perjanjian Pengikatan Jual Beli tidak berkaitan dengan kepailitan. Dengan ini

Pengadilan Niaga telab salah menerapkan hukum dan salah menginterprestasikan -

status Para Termiohon kasasi yang dikategorikan dan disimpulkan sebagai kreditur;

5. Bahwa Pengadilan Niaga tidak memberikan pertimbangan yang tukup dalam
memutus parkera ini. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan mengenai pangertian
utang, kreditur, debitur dan pengertian jatuh tempo pembayaran.

Pertimbangan mengetahui utang sama sekali tidak dijurnpai dalam putusan a quo,
sehingg# kesannya hanya pendapat dan kesimpulan Hakim tanpa dasar. Begitu
juga pertimbangan yang lain, sehingga menerbitkan suatu putusan yang keliru
dan merugikan Pemchon Kasasi ;

- Menimbang :

mengenai keberstan ad. | :
bahwa kebsratan ini tidek dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah

manerapkan hukum, lagipula Pengadilan Niaga tidak melampaui batas wewenangnya

sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 280 ayat {1}, dimana semua
permohanan pernyataan paitit dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta
perkara lain dibidang perniagaan sebagaimana dimaksud datam ayat 12) hanya dapat
diajukan kepada Pengadilan Niaga. Bahwa perjanjian jual beli sebagaimana didalilkan
Termohon termasuk ke dafam ruang lingkup perniagaan.

Mengenai kaberatan ad. If, IV dan V ;

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah
menerapkan hukum, lagipula berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No.4 tahun 1998,
dabitur dapat dinyatakan paiiit apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. adanya utang
2. utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih
3. mempunyai kreditur minimal 2.

Bahwa Undang-Lindang No. 4 tahun 1998, tidak memberikan penjelasan apa yang
dimaksud dengan utang, namun menurut Majelis yang dimaksud dengan utang adalah:
“suatu hak yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu, yang timbul karena
perjanjian/perikatan atau undang-undang, termasuk tidak hanya kewajiban debitur untuk
membayar, akan tetapi juga hak dari kreditur menerima dan mengusahakan pembayaran™.

bahwa meskipun perjanjian yang terjadi antara Termohon Kasasi dengan Pemohon
Kasasi berupa perjanjian jual beli antara konsumen dengan pradusen, namun dalam
perjanjian jual beti berfaku azas hukurmn perjanjian pada urmumanya. Perjanjian timbul
karena adanya tindakan atau perbuatan hukum para pihak yang mengadakan perjanjian.
Disatu pihak memperoleh hak dan dipihak (ainnya memgpunyai kewajiban untuk
memenuht prestasi, Pihak yang berhak atas suatu prestasi berkedudukan sebagai
kreditur (schuldeiser), sedangkan pihak lain yang wajib memenuhi prestasi ber-
kedudukan sebagai debitur {schuldenaar).

bahwa dengan demikian maka kedudukan Termokon Kasasi sebagai kansumen
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dapat disebut Kreditur, sedangkan kedudukan Pemohon Kasasi sebagai produsen dapat
disgbut Dabitur.

Mengenai kebaratan ad. Il :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah
menerapkan hukum, lagipula mengenai jatth tempo Pemohon melaksanakan kewa-
jibannya talah ditetapkan dalam pasat 8 (bukti 3} yaitu jatuh pada bulan Januari 1998.

bahwa tepatnya jetuh tempo terjadi yaitu bulan Januari tahun 1998, yang pada
waktu itu belum terjadi gejolak maneter dan belumn ada krisis ekonomi di Indonssia.
Keadaan krisis ekonomi baru terjadi pada butan Mei 1998, itupun sifatnya sementara.
Lagipula mengenai gejolak moneter merupakan resiko dari perdagangan.

bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka terjadinya Force majeure yang
dijadikan elasan aleh Pamohon Kesasi untuek menyatakan behwa utang belum jatuh

tempo, adalah tidak benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagiputa darisebab
tidak ternyata babwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan huifum
dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi PT. JAWA BARAT INDAH tersébut
harus ditelak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi dipihak yang dikalahkan, harus
membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam Pengadilan Niaga, maupun
yang jatuh dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970, Undang-
Undang No.14 tahun 1985 dan Undang-Undang No.4 tahun 1998 / Perpu No.1 tahun
1998 serta Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADIL!:

. Menolak parmohonan kasasi dari pemohon kasasi : PT. JAWA BARAT INDAH
tersebut ;
Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar sernua biaya perkara, baik yang
timbul dalam Pengadilan Niaga sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan dalam
tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- {dua juta rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Ag ung pada
hari : RABLS tanggal 3 Maret 1999 dengan J. DJOHANSJAH, SH. yang ditunjuk oleh
Ketua Mahkamah Agqung sebagai Ketua Sidang, SOEKIRNQ, SH dan NY. Hj. MARNIS
KAHAR, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari : SELASA TANGGAL 9 MARET 1939 oleh Ketua Sidang tersebut dengan
dihadiri SOEKIRND, SH. dan NY. Hj. MARNIS KAHAR, SH. dan RAHMI MULYAT], SH.
sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Untuk Salinan : .
MAHKAMAH AGUNG R.I
a/n. Panitera/Sekretaris Jenderal \
Direktur Perdata Niaga

| GDE KETUT SUKARATA, SH.
NIP. 040012856
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| MAHKAMAH AGUNG Ri.|
PUTUSAN
: _ No. 05 PK/N/1999
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara niaga dalam permohonan peninjauan kambali telah mengambﬂ
putusan sebagai berikut dalam perkara kepallltan dari:

PT. JAWA BARAT INDAH, berkedudukan di Jalan Pluit Raya selatan 11, Jakarta
Utara dalam hal ini diwakiti aleh kuasanya Gunawan Nanung, SH. dan Rekan,
Advokat. & Pengacara beralamat di Jalan Daan Mogot 346-348 Jakarta Barat,
bardasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 1999.

Sebagai Pamohon Peninjauan Kembali {dahulu Pemohon Kasasi/Termohon Pailit/

Debitur) ;
melawan ’
l.  SUMEINI OMAR SANDJAYA, berkedudukan di Jalan Rusun Pluit MD 301,
~Jakarta Utara;
L. TWIDY?S‘I’UH, berkedudukan di JI. Ir. Sutami lll731 Giri Purc, Wonogiri, Jawa
enga

Sobagai Para Tarmohon Peninjauan Kembali dahulu {Para Termohon Kasasi/
Fara Parnohen pailit/Para kreditur) ;

Mahkamah Agung tersebut
Membaca surat-surat bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa Pemohan
Peninjsuan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasiffermohon pailit/Debitur telah
mengajukan permahenan Peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung-
Rl. tanggal § Maret 1999 Nomer : 04 K/N/1939 dan putusan Pengadilan Niaga tanggal
13 Janyari 1999 No. 27/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt.Pst yang telah berkekuatan hukum tetap,
dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali, dahulu sebagai Para

- Termohon Kasasi/Para Pemohon Pailit/Para Kreditur dengan posita perkara sebagai
berikut :

bahwa tahun 1995, Termohon yaitu sebuah perusahaan Pengembang Perumahan
dan Apartemen bermaksud membangun satuan rumah susun diatas tanah dibawah
Pengawasan Badan Pengelola Lingkungan Pluit Daerah Khusus Ibukota Jakarta seluas
lebih kurang 22.000 M3 terletak dan dikenal sebagai Aparteman Laguna Pluit, Pluit Timur
Blok MM, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ;

bahwa sebelum dimulai pembangunan, Termohon memasarkan dan menawarkan
kepada masyarakat termasuk kepada para Pemahon untuk membeli satuan rurnah susun
dengan segala persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Termohon ;
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bahwa Para Pemohon sebelurn menanda tangani Perjanjian Pengikatan Jual Beti
sesusi dengan ketentuan Termohon, ielah menyetor pembayaran uang muka masing-
masing sebesar Rp. 12.900.000.- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) atau 20%
dari harga jual sebesar Rp. 64.900.000,- (onam puluh empat juta sembilan ratus ribu
rupiah) (bukti P-1 dan P-2};

bahwa bulan Desember 1995 Para Pemohon dan Termohon telah menandatangani
Perjanjian Pengikatan Jual Beli, dimana ditentukan Para Pemohon mencicil sisa
pembayaran yang 80% salama 20 bulan, bunga 4% setiap bulan dan bulan Juni 1997
Para Pemohon telah melunasi pembayaran masing-masing sebesar Rp. 64.900.000,-
{enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah} tanpa ada keterlambatan, dan total
pembayaran seluruhnya Rp. 129.800.000,- {seratus dua puluh sembilan juta delapan
ratus ribu rupiah} ;

bahwa sesuai pasal § ayat 1 Perjenjian Pengikatan Jual Beli butan Desember 1995,
Termohon akan menyerahkan obyek perjanjian wlambatnva bulan Januari 1998 ;

bahwa sampai permohonan ini diajukan Termohon belum menyerahkan obyek
perjanjian kepada Para Pemohon sebagai para kreditur yang mempunyai andil dan
membiayai pernbangunan Apartemen yang dijanjikan Termohon selaku debitur,
disamping itu Termohon juga mempunyai kewajiban yang sama terhadap 1715 kreditur
lainnya {bukti P-9} ;

bahwa sebelum mengajukan Permohanan ini, Para Pemohon telah mengajukan
Somasi/Tegoran {bukti P-10 dan P-11), yang intinya maminta agar Termohon memenuhi
kewajibannya untuk membayar ganti rugi Para Permohon sebesar 1% setiap hari sesuai
pasal 9 Surat Perjanjian, hal ini tidak mendapat tanggapan dari Termohon bahkan dalam
surat jawaban Termahon tanggal 14 Oktober 1998 (bukti P-8}) menyatakan tidak dapat
memenuhi tuntutan ganti rugi dengan alasan bukan merupakan kelalaiart Termohon
semata ;

tahwa berdasarkan alasan tersebut diatas jelas Termohon tidak dapat lagi
menjalankan usshanya dan tidak mampu lagi memenuhi kewajiban kepada Para
Pemobhon selaku kreditur, termasuk membavyar ganti rugi, maka cukup alasan Termohon
untuk dinyatakan pailit ;

bahwa karena Termohon tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya kepada Para
Pemohon untuk menyerahkan cbyek Perjanjian pada waktu yang ditentukan atau wakiu
fatuh tempo, maka pada saat yang sama Termochon berkewajiban/berhutang untui
mengembalikan semua dana yang teiah disetorkan Para Pemohon berikut kerugian
yang diderita Para Pemohon selaku kredituf ;

bahwa untuk menjamin pengembalian dana yang telah disetorkan Para Pemohon
kepada Termohon kiranya Pengadilan mefetakkan Sita Jaminan atas asset-asset dan
atau barang-barang milik Termohon seperti tersebut dalam permohonan ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon, mohon kehadapan,
Bapak Ketua Pengadilan Negeri /Niaga Jakarta Pusat, kiranya berkenan mengabulkan
permohoenan Para Pemohon dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

)
- Mengabulkan permohenan Para Pemochon seluruhnya;
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Menyatakan Termohon PT. Jawa Barat Indah dalam keadaan pailit dengan segala
akibat hukumnya ; : )

- Menunjuk Balai Harta Peninggalan yang berwenang sebagal kurator dari Termohon
PT. Jawa Barat Indah tersebut ;

Memerintahkan penyelesaian asset atau harta kekayaan milik Termohon untuk
melunasi hutang Termohon kepada Para Pemohon/Kreditur ;

- Menghukum Termohan untuk membayar biaya yang terbit dari perkara ini;
Atau apabila Pengadilan berpendapat Jain, mohon putusan seadil-adiinya (Ex Aequo et
benol; .

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Ri. tanggal 9 Maret 1939
Nomor: D4 K/N/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai
berikut;

Menoiak permohonen kasasi dari pé_muhon kasasi PT. JAWA BARAT INDAH
tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar semua biaya peckara, baik yang timbul
dalam Pengadilan Niaga sebesar Rp. 5.000.000,- {lima juta rupiah) dan dalam tingkat
kasas! sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah}

Menimbang, bashwa amar putuaan Pangadilan Niaga tertanggal 13 Januari 1998
Na. 27/Failit/199%/PN Niaga /Jk1.Pst yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah
sebagai barikut :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

- Menyatakan PT. JAWA BARAT INDAH tersebut diatas Pailit;

Menunjuk HIRMAN PURWANASUMA, SH Hakim Pengaditan Niaga Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;

- Mengangkat BHP DKi Jakarta Jafan MT. Haryono No. 24 Jakarta Timur selaku
kuratar;

Menetapkan behwa imbalan jasa dan biaya bagi kurator BHP Jakarta adalah
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Ri. No. M.02-
UM.01.06 tahun 1993 tanggal 28 Januari 1993;

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,- {lima juta
rupiahlk;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut
in ¢asu putusan Mahkamah Agung Rl. tanggal 8 Maret 1959 No. 04 K/N/1999
diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Termahon Pailit /Debiter dengan perantaraan
kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Januari 1939 diajukan per-
mahonan peninjauan kembali secara lisan dikepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut
pada tanggal 22 Maret 1939 permohonan mana disertai dengan memari yang memuat
alasan-alasan permohanannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut
pada tanggal 23 Maret 1999.

Menimbang, bahwa tentang permohenan Peninjauan Kembali tersebut telah
diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama masing-masing pada tanggal 23
Maret 1999 dan 24 Maret 1999,
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Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 286, 287, 288 Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1998 yang teilah ditetapkan menjadi
Undang-undang dengan Undang-undang No. 4 tahun 1998, permohonan Peninjauan
Kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan
gﬁng’an cara-cara yang ditentukan Undang-undanyg, maka oleh karena #tu formal dapat

iterima;

Menit_nbang, bahwa Pernchan Peninjauan Kembali telah mehgajukan alasan-
alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut ; - i

1. Mahkamah Agung telah metakukan kesalahan berat datam penerapan hukum
dengan menerima dan membenarkan begitu saja pertimbangan keputusan
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

- Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung mengenai keberatan ad 1 kal 11
merupakan kekeliruan berat dalam penearapan hukum. Pertimbangan mana
Berbunyi " ........bahwa pertjanjien jual beli sebagaimana didalilkan Termohon
termasuk kedalam ruang lingkup perniagaan®. Pgnafsiran jual beli sebagai-
mana didalitkan Termohon adalah termasuk dalam ruang lingkup perniagaan,
adalah merupakan penafsiran secara umum tanpa mempertimbangkan
bahwa yang dimaksud dengan kewenangan disini adalah dalam rangka
memeriksa permchonan pernyataan pailit sehubungan dengan adanya
hutang piutang dalam anti hubungan hukum yang nyata-nyata adalah
hubungan antara Kreditur dan Debitur. Dalam perkara ini hubungan hukum
antara Pemahon dan para Termohen (Ny. Sumeini Omar Sandjaya dan
Widyastuti] adalah hubungan hukum yang dilandasi dengan perikatan jual
beli satuan Rusun Laguna, dimana kedua belah pihak barus memenuhi
prestasi masing-masing. Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi
prestasinya, maka terjadi wanprestasi dimana Pengadilan Niaga J akarta Pusat
tidak berkompeten untuk memeriksa dan memutuskannya. Sebagaimana
Peradilan Khusus yang mempunyai tugas memeriksa dan mernutuskan
masalah permchonan pernyataan kepailitan tentunya maksud dari pasal-
pasal 280 ayat (1) dan (2} mengatur tentang kewenangan yang khusus pula
vang berhubungan dengan penjelasan mengenai maksud dan pengertian
“ltang” sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 1 ayat {1},
Undang-undang No.4 tehun 1998. Dengan demikian Mahkamah Agung dan
ataku Pengaditan Negersi Jakarta Pusat telah keliru berat dalam penerapan
hukum.

- Bahwa Mahkamah Agung telah salah berat dalam penerapan hukum yang

membenarkan pertimbangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang tetah
keliru dalam menafsirkan utang sehingga telah mendudukkan Pemaohon
Peninjauan Kembali (PK) sebagai Debitur dan Ny. Sumeini Omar Sandjaya
serta Widyastuti sebagai Kreditur sebagaimana pertimbangan mengenai
keberatan halaman 11 (sebelas) mengenai keberatan ad I, IV. dan V yang
berbunyi sebagai beriket :
“Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah
menerapkan hukum, lagi puta berdasarkan pasal 1 Undang-undang No.4
tahun 1998, debitur dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat-syarat
sebagai barikut ;
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1

1. adanya utang -

2. utang tersabut telah jatuh tempo dan dapat ditagih

3. mampunyai kreditur minimal 2.

8ahwa Undang-undang No.4 tahun 1998 tidak memberikan penjelasan apa
yang dimaksud dengan utang”.

Pertimbangan tersebut sangat keliry mengingat daltam Undang-undang No .4
tahun 1998, dalam penjelasan atas peraturan Pemerintah Pangganti Undang-
Undang tentang kepailitan pasal demi pasal dalam pasal 1 ayat (1} dijelaskan
bahwa “utang yang tidak dibayar oleh Debitur sebagatmana dimaksud dalam
ketentuan ini, adalah utang pokok atau bunganya“. Pengertian utang pokok
atau bunganya tentunya hutang dan bunga yang timbul disebabkan karena
adanya perjanjian utang piutang ataupun surat pengakuan utang antara kedua
belah pihak. Penjelasan mengenai dimaksud dalam pasal 1 ayat {1) Undang-
undang No. 4 tahun 1998 oleh Mahkamah Agung dikesampingkan begitu
saja bahkan diangggap tidak ada, kemudian ditafsirkan menurut pendapat
sendin yang bertentangan dengan Undang-undang yang ada adalah merupa-
kan kekelirvan berat dalam penerapan hukum.

Kesalahan berat penerapan hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah
dibenarkan pula oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan selanjutnya
hal 12 yang berbunyi : ’

“hahwa meskipun perjanjian yang terjadi antara Termohon Kasasi dengan
Pemohon Kasasi berupa perjanjian jual beli antara konsumen dengan
produsen, namun dalam perjanjian jual beli berlaku azas hukum perjanjian
pada umumnya. Selanjutnya menurut Mahkamah Agung " yang dimaksud
utang adalash suatu hak yang dapat dinilat dengan sejumlah uang tertentu,
yang timbul karena Perjanjian/Perikatan atau undang-undang, termaksud
tidak hanya kewajiban Debitur untuk menerima dan mengusahakan
pembayaran”.

Pertimbangan diatas -SR- merupakan pertimbarngan yang tidak berpedoman
dengan penjelasan pasal 1ayat (1) Undang-undang No.4 tahun 1398 sehingga
Majelis terialu meluaskan tafsiran utang yang justru dalam Undang-undang
No. 4 tahun 1998 membatasi pengertian hutang seperti yang ditegaskan
dalam penjelasan pasal 1 ayat {1} Undang-undang No.4 tahun 1958,
Kesalahan berat Pengadilan Niaga dalam penerapan hukum telah dibenarkan
oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan selanjutnya hal 12 yang
berbunyi :

~hahwa meskipun perjanjian yang terjadi antara Termohon Kasasi dengan
Pemohon Kasasi berupa perjanjian jual beli antara konsumen dengan
produsen, namun dalam perjanjian jual beli berlaku azas hukum perjanjian
pada umumnya. Perjanjian timbul karena adanya tindakan atau perbuatan
hukum para pihak yang mengadakan perjanjian. Dis2tu pihak memperoleh
hak dan dipihak lainnya mempunyai kewajiban unluk memenuhi prestasi.
Pihak yang berhak atas suatu prestasi berkedudukan sebagai kreditur
{schuldeiser} sedangkan pihak lain yang waiji memenuhi prestasi ber-
kedudukan sebagai debitur (schuldenaar)”.
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Pertimbangan diatas juga merupakan pertimbangan yang memperluas
penafsiran kedudukan Kreditur dan Debitur sabagaimana yang dimaksud
didalam Undang-undang MNa. 4 tahun 1998, sehingga akan meanimbulkan
bermacam-macam penafsiran mengenai pengertian Kreditur dan Debitur
yang pada dasarnya dibatasi oleh Undang-undang Kepailitan itu sendiri
apabila dihubungkan dengan penafsiran utang secara benar. Sifat khas dan
khusus dibentuknya Pengadilan Niaga seharusnya tidak dikaburkan dengan
penafsiran yang berpedoman kepada azas hukum perjanjian pada umumnya
yang tidek mempunyai hubungan dengan sifat khas dan khusus dari Penga-
dilan Niaga. Penafsiran yang keliru diatas mengakibatkan tidak jelasnya mana
batas-batas kewenangan Peradilan Umum dan mana pula batas-batas
kewsnangan Peradilan Niaga dalam memeriksa suatu perkara, sehingga akan
menimbulkan tidak adanya kepastian hukum sehagai pedoman para pencari
keadilan.

Bahwa maksud dan tujuan diadakannya Peradilan Niaga sebagai Pengadilan
Komersial yang berada dibawah Peradilan Umum bertugas memeriksa dan
memutus perkara niaga yang sifatnya khas dan oleh karenanya penafsiran
hutang disini adatah hubungan hukum antara Kreditur dan Debitur yang
khusus dilandasi dengan suatu perikatan Utang Piutang dalam art} Utang
pokak atau bunganya sebagai yang dimaksud dalam penjelasan pasal 1 ayat
{1) Undang-undang No. 4 tahun 1998.

Bahwa, mengenai pertimbangan keberatan ad. Hl yang berbunyi ; “bahwa
kebaratan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerap-
kan hukum, lagipula mengenai jatuh tempa Pemohon melaksanakan kewa-
jibannya telah ditetapkan dalam pasal § {bukti 3) yaitu jatuh pada bulan
Januari 1998.

Bahwa tepatnya jatuh tempo terjadi yaitu bulan Januari tahun 1998,lyang
pada waktu itu belum terjadi gejolak moneter dan belum ada krisis ekonomi
diindonesia. Keadaan krisis ekonomi bary terjadi pada bulan Mei 1998, itupun
sifatnya sementara. Lagipula mengenai gejolak moneter merupakan resika
dari perdagangan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, make terjadinya force majeure yang
dijadikan alasan oleh Pemahon Kasasi untuk menyatakan bahwa utzng belum
jatuh tempo, adalah tidak beaar”.

Pertimbangan hukum diatas yang begitu saja sependapat dan membenarkan
pertimbangan judex facti -SR- merupakan kesalahan berat Mahkamah Agung
dan Pengadilan Niaga dalam penerapan hukum. Pengertian jatuh tempo
mengenai hutang piutang adalah tidak ada hubungannya dengan waktu
penyerahan jual bel sebagaimana dimaksud dalam perjanjian jual beli antara
Pemohon dengan para Termahon Ny. Sumeini Omar Sandjaya dan Ny.
Widyastuti, karena perjanjian Utang Piutang dalam kaitannya dengan jatuh
tempo memperhitungkan hutang pokok dan bunganya. Sedangkan penye-
rahan rumah tidak ada hubungan dengan masalah hutang pokok atau
bunganya tetapi mengingat masalah penyerahan barang/benda obyek
perjanjian. Oleh karena itv penyeraban obyek perjanjian jual beli sangat keliru
apabila dikategorikan sebagai jatuh tempo pembayaran Utang sebagaimana
yang dimaksud dalam pasal 1 ayat {1) Undang-undang Mo.4 tahun 1998.
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Pertimbangan Mahkamah Agung yang berpendapat pada bulan Januari 1998
belum terjadi pejolak moneter dan belumn ada krisis ekonomi serta ber-
pendapat pula bahwa krisis ekonomi bary terjadi bulan Mei 1998 adalah

- sangatkeliru besar. Krisis ekanomi dimulai pertengahan tahun 1997, tepatnya
dimulai bulan Juni 1987 dimana nilai Rupiah mulai terpufuk dan Dallar
Amerika beranjak naik dalarmn hari dan bulan berikutnya.

Berdasarkan uraian-uraian butir 1, 2 dan 3 diatas maka jelastah baik
Mahkamah Agung Republik Indonesia ataupun Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat -SR-telah salah berat dalam penerapan hukum sebagaimana dimaksud
dalam pasal 286 ayat {2} huruf {b}.

2. Mengenai Novum -
Selain alasan-atasan pasal 286 huruf b, Pemohon juga akan mengajukan alasan
mengenai huruf a tentang terdapatnya bukti-bukti tertulis baru {(NOVUIM) sebagai

berikut :

Bahwa, sebagai Peradilan Negara Tertinggi -SR- Mahkamah Agung Republik
Indonesia ternyata telah memutus perkara yang jelas kesamaannya tetap
saling berbeda dalam keputusannya sehingga mengakibatkan tidak adanya
kepastian hukum khususnya mengenai penerapan hukum Undang-undang
No.4 tahun 1998. Hal ini terbukti sebagaimana bukti PK-1 yang merupakan
putusan sengketa antara PT, Modernland Realty Lid lawan Drs. Husein Sani
dan Johan Subekti sebagaimana Putusan No. 03/K/N/1998. Didalam pertim-
bangan hukum putusan a quo halaman 37 telah dipertimbangkan dengan
benar penafsiran utang yang dimaksud dalam pasal 1 ayat {1} Undang-
undang No. 4 tahun 1998. Pertimbangan mana berbeda dengan pertimbangan
keputusan perkara Nomor 04/K/N/1999, tertanggal ¢ Maret 1399 khususnya
mengenai penafsiran Utang yang dimaksud dalam pasal 1 ayat{1) Undang-
undang No. 4 (Pertimbangan hafaman 11} mengenai keberatan ad Il, IV dan
V. Lebih jelasnya pada halaman 37 pertimbangan terrnaksud berburnyi sebagai
berikut : “.......Sedangkan dalam ketentuan pasal 1 ayat {1} Undang-undang
No. 4 tahun 1998 beserta penjelasannya telah dicantumkan dengan jelas
adanya hubungan hukum Utang dan bahwa pengertian Utang yang tidak
dibayar oleh Debitur sebagaimana dimaksud datam ketentuan ini adalah
Utang pokok dan bunganya®.

Bandingkan dengan keputusan perkara nomor 04/K/N/1999, halaman 17
Bahwa Undang-undang namor 04 tahun 1998, tidak memdberikan penjelasan
apa yang dimaksud dengan utang ....dst”. Pertimbangan yang saling bertolak
belakang sebagaimana diatas seharusnya -SR- tidak pernah terjadi di
Mahkamah Agung yang putusannya dijadikan pedoman oleh Pengadilan-
pengadilan yang lebih rendah tingkatnya. Begitu pula perbedaan pertim- i
bangan halaman 38 Keputusan Mahkamah Agung Rl No. 03 K/N/1998 a quo .’
dibanding dengan pertimbangan halaman 11 keputusan Mahkamah Agung
Rt. No. 04/K/N/19599, tentang keweinangan yang kami kutip sebagai berikut :
,,,,,,, * Sebab dengan telah dibentuknya Pengadilan Niaga sebagai peradilan
\}ang khusus dalarns perkara kepailitan dan yang terpisah dari peradilan dalam
perkara perdata pada umumnya, maka kompetensi atau kewenangan absolut
dari Pengadilan Niaga pada waktu ini sebagaimana dicantumkan dalam pasal
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280 ayat 2 Undang-undang No. 4 tahun 1998 adalah memeriksa dan
memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan 'kewajiban
pembayaran utang. Sedangkan dalam perkara incasu, sepanjang mengenai
masalah pemeriksaan, pembuktian dan pembatalan atau tidaknya suatu
Perikatan Jual Beli antara Pernohon Kasasi dengan Termohon Kasasi beserta
segala sanksi hukumnys akibat perbuatan wanprestasi oleh salah saty pihak,
pada hekekatnya termasuk dalam ruang lingkup kewenangan pemeriksaan
hakim perdata di Pengadilan Negeri, sehingga dalam kasus ini hakim
Peng:ad_ilan Niaga {kepailitan) tidak dapat secara langsung otomatis dan
sekaligus menyimpulkan atav menyatakan dalam pertimbangan hukumnya
bahwa Termohon Kepailitan harus dinyatakan mempunyai utang kepada
masing-masing para Pemohon Kepailitan~........Bandingkan dengan
keputusan Mahkamah Agung Ri. No. 03 K/N/1998 halaman 11 yvang kami
kutip sebagai berikut :

---..” Lagi puia Pengadilan Niaga tidak melampaui batas kewenangannya
sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 280 ayat (1), dimana semua
permohonan pernyataan pailii dan penundaan kewajiban pembayaran utang
serta perkara lain dibidang perniagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat.
{2} hanya dapat diajukan kepada Pengadifan Niaga.

Bahwa perjanjian jual beli sebagaimana didalilkan Termohon termasuk ke

- dalam ruang lingkup perniagaan”......... .

Apabila kita simak lebih lanjut masih banyak perbedaan Pertimbangan antara -
kedua putusan Mahkamah Agung Republik Indondesia diatas yang sangat
mencolok atau bertolak belakang yang kiranya tidak perly diuraikan lebih
lanjut. '

Bahwa, P K-2 s/d P K-5 merupakan surat-surat bukti baru yang menunjukkan
bahwa para Pemohon pernyataan pailit Sumeini Omar Sandjaya dan
Widyastuti adalah tidak mewakili para konsurnen lain yang tidak menghendaki
adanya permohonan kepailitan dan atau dipailitkannya PT. Jawa Barat Indah,
Mereka menyadari bahwa kepailitan tidak menyelesaikan masaiah dan sangat

‘merugikan konsumen-konsumen lain yang berkepentingan untuk memiliki

unit Rusun Laguna dalam arti menghendaki kelanjutan dari pembangunan
Rusun Laguna, karena paiiit hanya akan mendudukkan konsumen-konsumen
lain sebagai Kreditur konkuren yang tentunya akan kalah bersaing dengan
Kreditur Preferen.

Bahwa, P K-6 s/d P-K 8 ferupakan surat-surat bukti dari Beberapa pihak
kreditur yang betul-betul sebagai Kreditur prefaran, belum lagi terhitung Bank
Central Asia dan bank International Indonesia yaitu pihak PT. Sinar Mas
Multifinance dan PT. Pembangunan Pluit Jaya. Pihak Kreditur daiam arti
Kreditur Preferen saja tidak menghendaki Kepailitan terhadap PT. Jawa Barat
lqdah sebagaimana pernyataannya dengan alasan-alasan yang jelas dan
bijaksana. Para kreditur Preferen menyadari hahwa maksud ataupun tujuan
diadakannya Undang-undang Kepailitan sebagaimana tersurat dengan jelas
didalam konsideran Undang-undang No. 4 tahun 1998 huruf gdan hunif
telah dicantumkan bahwa pertimbangan untuk diadakannya,penyempuenaan
peraturan kepailitan dalam mengatasi gejolak moneter beserta akibatnya
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piutang perusahaan, yang juga sangat diperiukan dalam menyelenggaraan
kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya. Dengan
adanya kepailitan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali {FT. Jawa Barat
indah) tentunya tidak sesuai dengan program Pemerintah dalam rangka
merehabilitasi perekonomian Nasional karena kepailitan yang tidak sesuai
dengan maksud dan tujuan Undang-undang kepailitan justru berakibat fata!
dan berdampak negatif karena akan mernperburuk situasi perekonomian
Nasional disebabkan suka atau tidak suka, senang atau tidak senang pasti
akan terjadi PHK, macetnya dunia usaha dan lain sebagainya yang tidak
membantu program dan tujuan diadakannya Undang-undang kepailitan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-
alasan Peninjauan Kembali dari pemohon sebagai berikut : '

Mengenai keberatan a_d.1.

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena Pengadilan Niaga yang keputusan-
nya dikuatkan oleh Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kesalahan berat dalam
penerapan hukum, dalam hal ini penerapan pasal 1{1) Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang No.1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang oleh
Undang-undang No.4 tahun 1938 dengan pertimbangan bahwa “pengertian Utang
dalam pasal tersebut meliputi juga barang dan jasa disamping uang”;

Bahwa penjelasan dari pasal 1{1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
yang ditetapkan menjadi Undang-undang oleh Undang-undang No.4 tahun 1998 tegas

menyatakan bahwa “Utang yang tidak dibayar oleh debitur sebagaimana dimaksud -

dalam ketentuan ini adalah Wang pokok atau bunganya”™;

Bahwa dengan digunakannya terminologi utang pokok atau bunganya, jelas
memberikan permbatasan bahwa “Utang” disini adalah dalam kaitan hubungan hukum
pinjam merinjam uang atau kewajiban {prestasil untuk membayar sejumlah uang
sebagai salah satu bentuk khusus dari berbagai bentuk perikatan (verbintenis) pada
umumnya seperti jual beli, sewa menyewa, penitipan dan sebagainya;

Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Ne.1 tahun 1998 yang
telah ditetapkan menjadi Undang-undang oleh Undang-undang No. 4 tahun 1898 adalah
merupakan langkah penyempurnaan dari undang-undang Kepailitan yang lama
{faiflisements verrordening), Stb. 190% No. 217 jo. Sth 1306 No. 348) yang menjadi
landasan bagi upaya penyelesaian Utang-piutang yang diharapkan dapat memenuhi
kebutuhan dunia usaha yang berkembang cepat dan iuas dengan dibentuknya
FPengadilan Niaga sebagai peradilan khusus, dengan kewenangan yang khusus pula;

Bahwa hubungarl.hukum yang ada antara para Pemohon Pailit dengan Termohen
Pailit dalam perkara ini adalah hubungan perikatan jual beli apartemen yang dibangun
oleh Termohon Pailit sebagai penjual dan Para Pemohpen Pailit sebagai para pembeli;

Bahwa walaupun hubungan hukum diantara peambeli dan penjual menciptekan
juga hubungan hutang-piutang {hubungan daehbitur dan kreditur) dalam arti bahwa
Termohan Pailit berkewaiiban menverahkan apartemen kepada Para Pemohon Pailit
dan sebalikeya Para Pernohon Pailit berkewajiban membayar harga pembelian
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h Universitas, &ilaRdaaty, yang manakala pihak penjual tidak memenuhi kewajibannya, maka yang

torjadi edalah tindakan ingkar janji {wanprestasi) yang dapat dijadikan dasar gugatan
dimuks Hakim Perdata; '

) Menimbang, bahwa berdasarkan partimbangan atas alasan pada ad.1 tersebut
diatas tanpa mempertimbangkan alasan Peninjasan Kembali selebihnya menurut
pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mangabulkan parmohonan
peninjauan kembali yang diajukan oleh Femohon PT. Jaws Barat Indeh tersebut dan .
mempatalkan putusan Pengadilan Niaga tanggal 13 Januari 1989 No. 27/Pailiy1998/
PN.Niaga/Jkt.Pst dan putusan Mahkamah Agung tanggal $ Maret 1999 No. 04 K/N/1999
serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar seperti yang akan
disebutkan dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak
yang katah, harus_membayar semua biaye perkara, baik yang jatuh dalam pengaditan
tingkat pertama, tingkat kasasi maupun yang jatuh dalam Peninjauan kembalj ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No.14 tahun 1970 Undang-undang
No.14 tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 tahun
1998 yang ditetapkan menjadi Undang-undang oleh Undang-undang No.4 tahun 1998
serta Undang-undang lain yang bersangkutan; .

MENGADILI

Mengabulkan permchonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PT. Jawa Barat
indah tersebut; -

Mempamlkan putusan Pengadilan Niaga tanggal 13 Januari 1999 No. 27/Pailit/
19"98;'PN. Niaga/Jkt.Pst. dan putusan Mahkamah Agung tanggal @ Maret 1993 No. 04 K/
N/1985.

MENGADILI KEMBALI

Menolak permohonen Pailit dari Para Pemohon/Para Kreditur;

Menghukum Para Termohon Peninjauan kembali untuk membayar semua biaya
perkara, baik yang jatuh dalam peradilan tingkat pertama, sebesar Rp, 5.000.000,- {lima
juta rupiah), tingkat kasasi sebesar Rp. 2.000.000,- {dua juta rupiah} maupun dalam
peninjauan kembali sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus riby rupiah).

Derikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
hari Jumat tanggal 14 Mei 1999 dengan Sarwata, SH. Ketua Mahkamah Agung sebagai
ketua sidang H. Zakir, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung dan TH, Ketut Suraputra, SH.
Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari ity juga oleh Ketua sidang tersebut dengan
dihadiri H. Zakir, SH. dan TH. Ketut Suraputra, SH. Hakim-hakim Anggota, Ny. Andriani
Nurdin, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri ofeh kedua belah pihale

Untuk Salinan ;
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera/Sekretaris Jenderal
Cuekiul Ferdaia Niaga
i. GDE KETUT SUKARATA, &H
Nif. 040012856
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PENGADILAN NIAGA :

"KASUS KEPAILITAN".

PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA

KASUS POSIS!:

PT. OHARMALA SAKTI SEJAMTERA, selanjutnya (disebut PT.
DHARMALA S.S.J1elah dinyatakan dalam keadaan pailit, berdasar
atas Putusan Pengadilan Niaga Jakarta No.03/PKPU/2000/
PN.NIAGA JKT.PST jo No.10/Pailit/2000/PN.NIAGA . JKT.PST
tanggal 6 Juni 2000.

Dengan Penetapan Pengadilan Niaga tanggal 21 Desember 2000,
No.10/Pailit/2000, Sdr. Paul Sukran, SH ditetapkan sebagai Kurator
dalam pailitnya PT. DHARMALA §.S. tersebut.

Kurator ini dalam tugasnya melakukan pengurusan dan/atau
pembearesan Harta Pailit serta mengumputkan semua harta
kekayaan debitur PT. Dharmala 5.5, termasuk melakukan
penagihan piutangnya sipailit kepada debiturnya. ’ _
Atas dasar "Akta Perjaniian Usaha Patungan® yang dibuat Notaris
Jakarta Ny. Rukmasanti Hardjasztya, SH tanggal 10 Juni 1988,
pihak si pallit "PT. DHARMALA S.8" memiliki 40% saham
PT.Asuransi Jiwa Manulife indonesia {disingkat PT. AJ. MANULIFE
INDQO) ex pasal 4.

- Selanjutnye dalam pasal X ditentukan bahwa sejauh Perusahaan

memperoleh laba dan telah mendapatkan suatu surplus untuk
dibagikan kepada para pemegang saham ........... dsti....... dst.......
PT. Asuransi Jiwa Manulife Indenesia membayar deviden
sadikitnya 30% dari jumiah surplus yang melebihi Rp. 100.000.000,-
secepat mungkin setelah Laporan dibuat.

Mengacy pada ketentuan "Akta Parjanjian Usaha Patungan” diatss
dan adanya Laporan keuangan PT. AJ. MANULIFE, untuk periode
yang berakhir 31 Desember 1998 dan 193§ yang dibuat oleh "Kantor
Akuntan Publik Independen ERNST YOUNG™.. maka PT. MANULIFE

telah mendapatkan surplus dari keuntungan sebesar

Rp.7186.306.000.000,-

Dengan demikian deviden yang harus dibagikan eleh PT, AJ.

MANULIFE kepada para pemegang sahamnya adalah sebesar 30%

x Rp. 186.306.000.000,- adalah = Rp. 55.891.800.000,-

Atas dasar perhitungan Kurator dari PT. Dharmala 5.5 sipailit

tersebut diatas, maka PT. AJ. MANULIFE berkewsjiban membayar

deviden beserta bunganya kepada PT. Dharmala S.5. dengan
perincian sebagai berikuyt : _

- Utang deviden 40% x Rp. 55.891.800.000,- sebesar =
Rp.22.356.720.000,-

- Bunga atas deviden yang belum dibayarkan mulai 1 Januari
2000 s/d 30 April 2002, dengan perhitungan 20% pertahun
yaitu sebesar Rp. 10.433.136.000,-

- Keseluruhannya berjumlah Rp. 32.789.856.000,- yang menjadi
kewajiban PT. MANULIFE INDONESIA kepada si pailit “PT.
CHARMALA 5.8"

Kurator telah berusaha melakukan penagihan pembayaran deviden

tahun buku 1999 plus bunganya kepada PT. MANULIFE INDONESIA

dalarn jumlah seperti yang disebut diatas, namun tidak berhasil,
meskipun dua kali diberikan Surat Teguran 26 Aprit 2002 dan

2 Mei 2002, ’

Selain mempunvyai hutang kepada *PT. DHARMALA S.5" pihak

PT.MANULIFE INDONESIA juga mempunyai hutang kepada

kreditur lain yaitu :

- Eddy Salomen - nilai tunal pembatalan polis.

- Alaydrus - uang pertanggungan Rp. 50 juta.

- KPP Menteng - Kantor Pelayanan Pajak,

-~ Utang Klaim untuk dibayarkan kepada nasabahnya.

Dan salah satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Atas dasar fakta diatas, dengan tidak dipenuhinya kewajibannya

pembayaran utang atas deviden serta bunganya, maka Kurator

(si pailit PT. DHARMALA) pada 15 Mei 2002, mengajukan

permohonan ke “Pengadilan Niaga" Jakarta Pusat, dan mohon

putusan sebagai berikut :

1. Menerimadan mengabutkan permohonan Pemaohon (Kurator
PT. DHARMALA 5.5 - debitur pailith.

2. Menyatakan Termohon : PT.AJ, MANULIFE |NDDNE$IA {d/h.
PT. Asuransi Jiwa Dharmala Manulife), berkedudukan di
Jakarta - PAILIT dengan segala akibat hukumnya.

2 - VBSHP PERADILAN No, 205
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diletakkan atas harta kekayaan Termohon berupa : tanah dan
bangunan serta seluruh rekening dan Deposito atas nama
Termohon (PT. MANULIFE INDQONESIA), baik rupiah maupun
US Dollar yang terdapat di : a. BCA. b. Bank Niaga. c. Standard
Chartered Bank. d. American Express Bank. e. Citibank. f. ABN

“Amro dan g. HSBC Bank. h. Sertifikat $SBI dan seluruh
portofolio - saham - obliogasi - reksadana.

4. Menunjuk dan mengangksat Hakim Pengawas ...............dst.

5.  Menunjuk dan mengangkat Sdr. KALF SUTAN, SH selaku
Kurator Samentara selama proses persidangan kepailitan
Termohon atau selaku Pengurus dalam proses PKPU.

Atau : ex Aequo et bono.

PENGADILAN NIAGA :

s Dalam persidangan di Pengadilan Niaga, pihak termohan
menanggapi permohonan diatas, mengajukan baik eksepsi
maupun jawaban atas materi pokok.

s Eksepsi yang diajukan oleh Termohon pada pokoknya sebagai
berikut :

.  bahwa permohonan pailit yang diajukan Pemchon ini adalah
prematur, karena Pemohon sebagai Kurator dalam mengajukan
permahonan pailit ini belum atau tidak mendapatkan izin dari
Hakim Pengawas dan Panitia Kreditur ex pasa! 75 (1} UU No 4/
tahur 1998,

Il.  bahwa permohonan pailit ini eror in persona karena Termohon
pailit, bukan pihak dalam "Perjanjian Usaha Patungan® tanggal 10
Juni 1988. Para pihak dalam perjanjian ini adalah :

a. The Manufactures Life Insurance Company = Manulife
perseroan berdasar UU negara Canada.

b. PT. Dharmala Sakti Sejahtera.

c. International Finance Corporation di Washington.

Wl. Masih ada yang mempermasalahkan kepemilikan saham
PT.Dharmala Sakti Sejahtera Tbk {dalam pailit), yaitu Perusahaan
Asing Roman Goeld Asset (RGA) yarig menyatakan sebagai pernilik
baru atas saham PT. Dharmala Sakti Sejahtera pada PT. AJ Manulife
Indonesia {Termohon Pailit}).

V. Permohonan Pailit ini diajukan aleh Pemohon Pailit {Kurator} bukan
untuk kepentingan para kreditur. ’

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah *

& - \.ﬂqﬁiaéigEQADﬂAN No. 205

Kedudukan Kantor Pajak ...

Perkara ini menuntut pembuktian yang tidak sederhana, tidak

sesuai dengan pasal 6 {3} dari UU No. 4tahun 1998.

Jawaban Termohaon Pailit atas matert pokok sebagai berikut :

Termohon Pailit tidak memiliki utang kepada Pemohon.

- . Masalah pembagian Deviden bukan kewenangan dari

Termohon, melainkan harus diputuskan lebih dulu dalam
"Rapat Umum Pemegang Saham®.
Berdasar Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dimana
Pemaohon Pailit ikut hadir telah diputuskan, masalah Deviden
menunggu sampai tercapainya tingkat RBC yang memuaskan,
maka Termeohon Pailit tidak berwenang membagikan/
membayar Deviden tahun Buku 1999 kepada seluruh
pemegang saham termasuk Pemohon Pailit.

- ' Karena tidak adanya kewajiban “Termochon Pailit" untuk
membayar Deviden tahun Buku 1999 maka terbukti Termohon
Pailit tidak memiliki utang kepada Pemohon Pailit dan
tentunya tidak ada pula utang yang sudah jatuh tempo. Bila,
Pemohon Pailit tidak setuju atas putusan Rapat Umum
Pemegang Saham tersebut, maka ia harus mengajukan
gugatan perdata kepada pemegang saham, bukan kepada
Termchon Pailit.

Baik Anggaran Dasar pasal 23 (1) maupun Ul No.14ahun 1995 -

pasal 62 {1) ditentukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham

adalah yang berhak memutuskan adanya Deviden yang dibagi atau
tidak.

Termehon Pailit tidak mempunyai kraditur lain :

- Eddy Salomon, telah dibayar 8 Agustus 2001.

- Alaydrus - bukan kreditur lain.

- Kantor Pelayanan Pajak - bukan kreditur Iarn

Sita jaminan yang dimohoen tidak beralasan.

Atas dasar jawaban tersebut diatas Termohon Pailit mohon agar

Majelis Hakim menerima eksepsi Tarmohon dan menclak

permohonan pailit dari pemohon,

Selanjutnya para pihak baik Pemohon maupun Termohon masing- -

masing mengajukan surat-surat buktinya.

Terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon. Ma;elns Hakirm

berpendirian sebagai berikut :

Eksepsi | harus ditolak, karena berdasar atas pasai 70 Ui Kepailitan,

tidak adanya kuasa dari "Hakim Pengawas" dalam hal-hal yang

termuat dalam pasal 75 dan 76 tidak mempengaruhi sahnya
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perbuatan yang dilakukan oleh Kurator. Kurator juga tidak terikat
pada nasehat oleh nasehat “Panitia Kreditur” ex pasal 76 UUK.
Permohonan Pailit ini tidak eror in persona, sudah benar vang
digugat bukan organ Badan Hukum seperti RUPS - Direksi -
Komisaris, yang tidak melaksanakan kewajibannya, melainkan
yang digugat adalah "Badan Hukumnya" yaitu Termohon Paitit.
Terhadap Eksepsi yang menyatakan bahwa perkara ini menuntut
pqmbuktian yang tidak sederhana, harus ditolak, karena eksepsi
Ini manyangkut pokok perkara, sehingga Majelis Hakim yang akan
menilai pembuktiannya sederhana atau tidak.
Atas dasar pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menolak
seluru_h eksapsi yang diajukan oleh Termohon,
Selanjutnya Majelis Hakim memberi pertimbangan terhadap
materi pokok perkara tentang apakah Termohon dapat dinyatakan
pailit. Jawabannya apakah unsur pokok dalam pasal 1 ayat {1}
U.U.K dapat dibuktikan atau tidak yaitu :
- Unsur 1 : debitur mempunyai dua atau lebih kreditur.
-. Unsur2: Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang
telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
Sebelum Majelis membuktikan kedua unsur diatas, terlebih duly
akan mempertimbangkan apakah untuk mengajukan permohonan
Pernyataan Pailit terhadap “Perusahaan Asuransi® harus seizin dari
Menteri Keuangan RI ?.
. Menurut pasal 20 ayat {1} UU No.2/tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian, dapat ditafsirkan bahwa tidak ada perkecualian
untuk menerapkan Undang-undang- Kepailitan terhadap
perusahaan Perasuransian, kecuali bila Perusahaan Asuransi itu
telah dicabut ijin usahanya dan untuk kepentingan umum, baru
diperiukan ijin dari Menteri Keuangan.
Ketentuan ini bersesuaian dengan pasal 1 {1} PERPU No.1/tahun
1999 pasal 1 UUK tidak tercantum suatu Perusahaan Asuransi
sebagai pengecualian seperti halnya, Bank atau Perusahaan Efek.
Dengan alasan diatas, maka permohonan pailit atas Perusahaan
as:lransi tersebut adalah sah dan dapat diterima oleh Majelis
akim,
Berdasar atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan dalit
yang tidak dibantah oleh Termohon sehingga dianggap diakui oleh
Termohon, maka menurut Majelis telah terbukti fakta hukurp yang
secara pokok dapat disebutkan sebagai berikut :

8 - VARIA PERADILAN No. 205
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Femohon adalah pemegang saham 40% atas Termohon
*PT.Asuransi Jiwa Manulife Indonesia”.

Termohon memperoleh laba tahun buku 1998.

Dan hasil laporan keuangan gabungan dengan laporan Auditor
Independen, terbukti bahwa Termohon terdapat kelehihan aktiva
per 30 Desember 1999 sebesar Rp. 186.306.000.000,-

Dengan demikian terbukti ada deviden, yang menurut pasal X
Anggaran Dasar Perseroan, seharusnya dibagikan dengan cepat
kepada Para Pemegang Saham pada tahun 1999. Setelah Laporan
Keuangan tersebut dibuat. -

Pemohon, PT. Dharmala 8.5 {dalam pailit} melalui Kurator, sebagai
salah satu Pemegang Saham 40% dari Termohon, masih belum
menerima deviden tersebut. Karena itu Termohon mempunyai
utang kepada Pemohon dan utang deviden 40% tersebut
seharusnya dibayarkan Desember 1998, Dan setelah disomasi goleh
Pemohon ternyata Termohon tidak mengindahkannya. Dengan
demikian, maka utang Ini telah jatuh tempo dan segera dapat
ditagih. -

Pemegang saham lainnya dari Termohon adalah IFC - (International
Finance Corporation]) yang ternyata juga belum menerima
pembayaran deviden yang seharusnya diterima setelah laporan
keuangan dibuat yaitu 3t Desember 1939, karena itu, IFC ini sebagai
Pemegang Saham tainnya, adalah termasuk kreditur tain.
Sedangkan mengenai besarnya utang dari kreditur lain tersebut,
akan diperhitungkan didalam rapat verifikasi.

Dari pertimbangan yang isi pokoknya disebutkan diatas tadi, maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan
cleh Pemohon telah memenuhi ketentuan, pasal 1 dari Undang-
Undang No.4/tahun 1998 tentang Kepailitan, sehingga
permohonan Pemchon dapat dikabuikan. :

Putusan pernyataan pailit harus diangkat Hakim Pengawas dan
Kurator, ex pasal 13 {1} UU No.4/tahun 1998.

Karena selama proses belum ada benturan kepentingan, maka
kurator yang dimohgn cleh Pemohon dapat dikabulkan.
Akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Niaga memberi putusan yang
amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Eksepsi : . _

- Menolak eksepsi dari Termohon.

Yuliarini Shir:{g‘%ér%a agumfrwgelm -9
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Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan permohanan Pemohon.

- Menyatakan Termohon : PT. ASURANSI JIWA MANULUIFE
INDONESIA ................ PAILIT.

- Mengangkat Sdr. Erwin Mangatas Malau, SH. Hakim
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, sebagai Hakim Pengawas.

- Mengangkat Sdr. Kali Sutan, SH. ............. sehagai Kurator.
- (1 VOO dston A8t
MAHKAMAH AGUNG RI

o Termohon, PT. AJ MANULIFE INDONESIA, menolak putusan
Pengadilan Niaga tersebut diatas dan bersama-sama dengan para
kreditur lain, antara lain : 1. Hill & Associates - 2. PT. Indo Pacific
dan 3. Soemadipradja & Taher. DKK - mengajukan permahonan
pemeriksaan kasasi dengan masing-masing mengemukakan
keberatan kasasi dalam Memori Kasasi.

e Majelis Mahkamah Agung vang mengadili perkara kasasi ini dalam
putusannya berpendirian bahwa putusan Judex facti - Pengadilan
Niaga dinilai salah dalarm menerapkan hukum dalam perkara ini,
sehingga putusan Judex facti tersebut harus dibatalkan, selanjut-
nya Majelis Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini,
dengan pertimbangan hukum yang intisarinya sebagai berikut :

»  Kurator dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan Harta
Pailit. atau untuk menghadap dimuka Pengadilan, maka ia harys
teriebih dulu mendapat izin dari "Hakim Pengawas" ex pasal 67
ayat {5} Undang-undang Kepailitan.

e  Olehkarena hal itu tidak dilakukan oleh Kurator, dan ternyata tidak
ada izin dari "Hakim Pengawas", maka tindakan hukum Kurator
PT. Dharmala Sakti Sejahtera, yang mengajukan permohonan
Pernyataan Pailit terhadap "PT. AJ MANULIFE INDONESIA" adalah
tidak sah. Dalam perkara ini, kurator tersebut tidak mempunyai
kapasitas, selaku Pemuohon Pailit.

Karena itu permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh
Kurator tersebut sebagai Pemohon hartus dinyatakan ditolak oleh
Pengaditan.

e Pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan secara
sederhana seperti yang dimaksud pasal 6 ayat (3) Undang-undang
Kepailitan, kareng harus dibuktikan lebih dulu fakta :

- apakah ada "deviden tahun 1999,

T

l

- apakah terhadap deviden tersebut, pihak RUPS telah
memerintahkan untuk dibagikan.
- apakah pembagian tersebut sesuai dengan ketentuan RUPS.
- [ 15 SO dstociins
Dalam perkara ini, meskipun laba bersib tahun 1999 dalam
perhitungan Neraca Laba Rugi telah disahkan RUPS tanggal 17
Februari 2000 {bukti T.5.a dan bukti T.5.b} akan tetapi RUPS
menegaskan pembayaran deviden dimasa mendatang adalah
sampai telah tercapai tingkat RBC {Risk Base Capital} tingkat
solvabilitas Perusahaan dan telah memenuhi ketentuan dana
cadangan yang ditentukan oleh Menteri Keuangan untuk suatu
Perusahaan Asuransi. RUPS masih akan menentukan besarnya
deviden bila telah terpenuhi hal diatas.
Dengan dernikian maka pasat 62 ayat (2) dari Undang-undang No.1/
tahun 1895 tentang "persercan terbatas”, masih belum dapat
diterapkan dalam kasus ini.
Disamping itu, masih ada sengketa antara PT. DHARMALA SAKTI
SEJAHTERA dengan perusahaan Roman Gold Asset - RGA
mengenai kepemilikan saham, karena RGA mengklaim bahwa
saham PT. Dharmala S.5 adalah milik RGA.
Dari permasalahan hukum diatas, ternvata pembuktian dalam
perkara ini adalah tidak sederhana, sehingga pemeriksaan perkara
ini harus dilakukan melalui "gugatan perdata” pada Pengadilan
Negeri bukan melalui permohonan kepailitan pada Pengadilan
Niaga.
Atas dasar pertimbangan hukum yang inti sarinya disebutkan
diatas, akhirnya Majelis Mahkamah Aguna memberi putusan vang
amarnya sebagai berikut :
Mengadili:
- fMengabulkan permchonan kasasi dari para pemohon | "PT.
Asuransi Jiwa Manulife indonesia dan II. Hilf & Associates...Cs.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.
10/Pailit/2002/PN.NIAGA.JKT.PST.

Mengadili Sendiri :
Menglak Permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon Paul
Sukran, SH, selaku kurator PT. Dharmala Sakii Sejahtera Thk.

- Dst.crineenerelStiinin e 8o
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CATATAN:

¢ Kaidah Hukum yang dapat diangkat dari putusan Mahkamah
Agung tersebut diatas sebagai berikut :

¢  Kurator dari Debitur Pailit, dalam melakukan pengurusan dan atau
pemberesan Harta Pailit atau ia melakukan suatu perbuatan hukum
atas nama si pailit untuk melakukan suatu gugatan/permohonan
kepailitan terhadap debitur lain di Badan Peradilan Niaga, maka
secara yuridis, Kurator tersebut harus memperoleh izin lebih duly
dari "hakim Pengawas®, ex pasal 67 ayat {5) Undang-undang
Kepailitan. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi oleh kurator, maka
tindakan hukum kurator tersebut adalah tidak sah, karena ia tidak
mempunyai kwalitas hukum sebagai Pemohon Pailit a’quc dan
permohonannya harus dinyatakan ditolak oleh Hakim.

e Dalam suatu perkara penagihan utang (yang telah jatuh tempo)
yang proses pemeriksaannya dan pembuktian faktanya rumit dan
tidak sederhana, sebagaimana yang dimaksudkan daiam pasal 6
ayat {3} Undang-undang Kepailitan No.4tahun 1998, maka perkara
utang tersebut tidak seharusnya diajukan dan diproses dalam
"Permohonan Pernyataan Pailit” di Pengadilan Niaga, metainkan
seharusnya diajukan melalui suatu "gugatan perdata® di
Pengadilan Negeri.

o Demikian catatan darj putusan diatas.

ali boediarto

s  Pengadilan Niega Jakarta Pusat :
No. 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 13 Juni 2002.

¢  Mahkamah Agung Rt :
No. 021.K/N/2002, tanggal & Juli 2002.

Majelis terdiri dari : Drs. H. Taufiq, SH.MH. Wakil Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Sidang dengan para Ketua Muda sebagai Hakim Anggota :
H. Toton Suprapto, SH dan H. Soehar‘to, SH serta Panitera Pengganti :
Rahmi Mulyati, SH.

]
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pihak yang berperkara ;

| PENGADILAN NIAGA |

PUTUSAN _
No. 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST

'DEMI{ KEADILAN BERDASARKAN KETUMANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan

mengadili perkara-perkara Permohonan Pernyataan Pailit pada tingkat pertama, di
gedungnya yang khusus disediakan untuk itu di JI. Gajah Mada No.17 Jakarta Pusat

" telah menjatubkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pernyataan
Pailit yang diajukan oleh :

PAUL SUKRAN, SH, beralamat di Jatan Raya Panjang No.8, Kebon Jeruk Jakarta
Barat, dalam hal ini diwakili cleh Kuasanya FEBRY IRMANSYAH, SH dan AND!
TENRIE P. MOEIS, SH, masing-masing dari Kantor Hukum IRMANSYAH &
PARTNER, berkedudukan di Jakarta, beralarmat di Jalan J No.26 Asem Baris Kebon
Baru Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2002
selanjutnya disabut sebagai : PEMOHON ;

Terhadap:

PT. ASURANS! JWA MANULIFE INDONESIA (d/h/ PT. ASURANSI JIWA
DHARMALA MANULIFE}, berkedudukan di Jakarts, beralamat di Jalan Pegangsaan
Timur Na. 1A Cikini Jakarta Pusgat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya HOTMA
SITOMPUL, SH., RIA HETHARIA, SH, MH, dan SHEILA A. SALOMO, 8H. Advokat
dari Kantor Hukum HOTMA SITOMPUL & ASSOCIATES, beralamat di Jalan
Martapura No.3 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24
Mei 2002 No. 054/SK/SA/NV/2002, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;

PENGADILAN NIAGA tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; ‘

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan oleh kedua belah

_ TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 15 Mei

2002 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 15
Mei 2002 dibawah Register Perkara No. 10!Pa|llt.-’2002lPN NIAGA.JKT.PST telah
menggugat Tergugat yaitu sebagai berikut ;

A,

TERMOHON MEMPUNYAI UTANG KEFADA PEMOHON YANG TELAH JATUH
TEMPO DAN DAPAT DITAGIH. .

1.  Bahwa FT. DHARMALA SAKTI SEJAHTERA, Tbk. {dalam pailit) (selanjutnya
disebut “PT, DSS") dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga
Jakarta Pusat No. 03/PKPU/2000PN.NIAGA.JKT.PST. Jo No. 10/PAILIT/2000/
PN.MIAGA JKT.PST, tanggal € Juni 2000, dimana sejak PT. Dharmata Sakti

Yuliarini éﬁj‘&mrmW%% 13 |
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Sejahtera dinyatakan pailit, maka segala sesuatu yang menyangkut mengenai
pengurusan harta kekaysen PT. DSS {debitor pailit} sepenuhnya dilakukan
oleh Kuratos;

Bahwa selaku Kurator yang diangkat berdasarkan Penetapan Fengadilan
Niaga Jakarta Pusat No.10/PAILIT/2000/PN.NIAGA JKT.PST Jo. No.03/PKPU/
2000/PN.NIAGA JKT.PST tanggal 21 Desember 2000, Pemohon bertugas
untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit serta
berusaha mengumpulkan semua harta kekayaan yang dimiliki oleh PT. DSS
selaku debitor pailit, termasuk juga dalam upays memaksimalkan budel pailit
tersebut, untuk selanjutnya dibagikan kepada para kreditornya, sehingga para
kreditor dapat memperoleh bagian yang maksimal dari pembagian budel
pailit sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Undang-undang No.4
Tahun 1998 Tentang Kepailitan, termasuk pembagian untuk Negara Republik
Indonesia selaku kreditor yang dalam hal ini diwakili oleh BPPN ;

Bahwa salah satu tuges Pemohon dalam upaya mengumpulkan dan
mempertahankan serta memaksimalkan budel paitit tersebut adalah dengan

" melakukan penagihan kepada Termohon, sehubungan dengan adanya
kewajiban Termohon {PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia} untuk
membayarkan dividen tahun buku 1999 berikut bunga-bunganya kepada PT,
DSS selaku pemilik/pemegang 40% saham pada Termohon yang tercatat
untuk tahun buku 1999, sejauh Termphon memperoleh laba dan telah
mendapatkan suatu surplus untuk dibagikan kepada pemegang saham untuk
tahun pembukuan yang berakhir 31 Desember 1999, sebagaimana yang telah
diatur dalam Akta Perjanjian Usaha Patungan tertanggal 10 Juni 1988, yang
dibuat di hadapan Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH., Notaris di Jakarta (Vide
Bukti P-1) Jo. Laporan.Kevangan Konsolidasi TERMOHON, untuk periode
yang berakhir 31 Desember 1989 dan 1998 yang telzsh diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Independen ERNST & YOUNG {Vide Bukti P-2} ;

Bahwa dalam psal X Akta Perjanjian Usaha Patungan telah disepakati bahwa:
“Sejauh perusahaan memparoieh taba dan telah mendapatkan suatu surplus
untuk dibagikan kepada para pemegang saham untuk tahun pembukuan
Perusahaan yang manadpun (sebagaimana dapat dilihat dari Laporan
Keuangan yang telah diaudit sehubungan dengan tahun pembukuan yang
bersangkutan}, sermua pihak akan mengatur agar Perusahaan {PT. ASURANSI
JIWA MANULIFE INDONESIA} membaeyar dividen sedikitnya sama dengan
30% (tiga puluh persen) dari jJumlah surpius yang melebibi Rp. 1006.000.000.-
{seratus juta Rupiah} secepat mungkin dianggap praktis setelah Laporan
demikian dibuat.” ‘
Bahwa selanjutnya di dalam pasal V| Akta Perjanjian Usaha Patungan,
mengenai Pemindal‘gan Saham ke Manulife, dinyatakan :

"Setelah tanggal perclehan, maka pemilikan .saham perusahaan (PT.
"ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA) akan menjadi sebagai berikut :

b, Manulife 51% atau 2.295 iembar saham;
b. PT.DSS 40% atau 1.800 jermbar saham;
c. IFC 9% atau 405 lembar sabam;

A

-

- —————— — — e e
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Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan TERMOHON untuk tahun buky 1959
dan 1998, yang dibuat oleh Ernst & Young selaku Auditor Independen, yaitu
“Consolidated Financial Statement December 31, 1999 and 1998, telah
ditentukan bahwa TERMOHCN vaitu PT. ASURANSI JIWA MANULIFE
INDONESIA telak mendapatkan surplus dari keuntungan sebesar
Rp.186.306.000.000,- (seratus delapan puluh enam milyar tiga ratus enam
juta Rupiah) sebagaimana disebutkan pada halaman 19:

“Dividends are declared at the discretion of the directors but cannot be paid
unless the company has an excess of admitted assets over liabilities in
accordance with the solvency requirement of the Ministery of Finance., The
excess of admitted assets over liabilities as at December 31, 1999 was
Rp. 186,306,000 {1998: Rp. 71.026.,826). For solvency purpose the reserva for
future policy benefits is estimated base on the Modified Net Premium Methoad
for all outstanding policies”.

Terjemabannya :

“Dividen diumumkan atas kebijakan Direksi tetapi tidak dapat dibayar kecuali
bila perusahaan memiliki kelebihan aktiva yang diakui terhadap pasiva sesua;
dengan persyaratan soivabilitas (kemampuan membayar) dari Menteri
Keuangan. Kelebihan aktive yang diakwui atas pasiva pér 30 Desember 1999
adalah Rp. 186.306.000 (1998: Rp. 71.026.826). Untuk tujuan solvabilitas
cadangan untuk manfaat polis masa depan diperkirakan berdasarkan Metode
Premi Bersih yang Dimadifikasi untuk seluruh polis yang belum lunas”,
Bahwa, berdasarkan Laporan Keuangan tersebut dan dengan mengacu
kepada pasal X Akta Perjanjian Usaha Patungan, maka dividen yang harus
dibagikan kepada para pemegang saham TERMOHON adatah sebesar
Rp.55.891,800.000,- {ima puiuh iima milyar delapan ratus sembilan puluh

* satu juta detapan ratus ribu Rupiah) vaitu sebesar 30% x Rp.186.306.000.000.;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dan dengan mengacu kepada pasal

VI butir (6.2} Akta Perjanjian Usaha Patungan tersebut, maka PT. DSS berhak

untuk mendapatkan pernbagien dividen beserta bunga-bunganya dengan

perincian sebagai berikut :

8.1, Utang dividen yang harus dibayarkan yaitu 40% X Rp. 55.891.800.000.-
yaitu sebasar Rp. 22.356.720.000,- {dua puluh dua milyar tiga ratus lima
puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah;

8.2. Bunga atas dividen yang belum dibayarkan, terhitung sejak tanggal 1
Januari 2000 sampai dengan tanggal 30 April 2002 {2 tahun 4 bulan}
dengan perhitungan bunga sebesar 20% (dua puluh persen) per tahun
yaitu sebesar Rp. 10.433.136.000,- (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh
tiga juta seratus tiga puluh enam ribu Rupiah);

Sehingga total kewajiban TERMOHON kepada PEMOHON berjumliah
Rp.32.789.856.000,- {tiga puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan
juta delapan ratus lima puluh enam ribu Rupiah} ;

Bahwa untuk mefakukan penagihan pembayaran dividen tahun buku 1889
berikut bunga yang merupakan UTANG TERMOHON kepada PEMOHON

vuliarini SKARATERAREAN I 29 - 15
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tersebiut, maks PEMOHON selaku Kurator telah berusaha semaksimal
rmungkin untuk menagih kepada TERMOHON, agar penerimaan dividen
berikut bunganya dapat dibagikan kepada para kreditor, termasuk pembagian
untuk Negara Republik indonesia selaku kreditor {(diwakili oleh BPPN}, akan
tetapi TERMOHOCN dengan berbagai atasan berusaha untuk menghindar dari
kewajibannya tersebut, bahkan sampai saat diajukannya PERMOHONAN pailit
ini ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, TERMOHON tidak juga melunasi
kewajibannya tersebut, meskipun telah ditegur berulangkali baik secara lisan
maupun secara tertulis, sebagaimana terbukti dalam :

9.1. Surat Teguran PEMOHON kepada TERMOHON {Somasi |} tertanggal 26
April 2002, berikut tanda terima (Vide Bukti P-3} ;

9.2. Surat Teguran PEMOHON kepada TERMOHON (Somasi Il tertanggal 2
Mei 2002, berikut tanda terima {Vide Bukti P-4} ;

Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban TERMOHON kepada PEMOHON
untuk rmelakukan pembayaran utang atas dividen dimaksud, maka sudah
terbukti secara sederhana (sumir} bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada
TERMOHON mempunyai UTANG kepada PEMOHON yang telah jatuh tempa
dan dapat ditagih, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang Nn. 4 Tzhun 1938, Tentang Kepailitan ;

B. TERMOHON MEMPUNYAI UTANG KEPADA KREDITOR LAIN

11.

12,

Bahwa sel{ain mempunyai utang kepada PEMOHON, ternyata TERMOHON

juga mempunyai utang kepada :

11.1 EDDY SALOMON, beralarmat di Jatan Mahkota 1/22, Kota Modern,
Tangerang 15117, yaite utang TERMOHON berupa nilai tunai pembataslan
polis yang helum dihayarkan oleh TERMOHON kepada EDDY SALOMON;

11.2 ALAYDRUS, beralamat di Kampung Karawang Wetan Rt. 04/Rw.02
Sukabumi-Jawa Baral. yaitu utang TERMOHON berupa pembayaran
uang pertanggungan sebesar Rp. 53.000.004.- {lima pulub juta Rupiahj
yvang belum dibayarkan kepada ALAYDRUS, selaku pihak yang berhak
menearima uvang pertanggungan atas polis yang diterbitkan oleh
TERMOHON atas nama Taufig M. Efendi {Alm};

11.3KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP Menteng}, beralamat di Jalan Sam
Ratulangi No. 17, Jakanta Pusat;

11.4 UTANG KLAIM, yaitu klaim yang telab diakui oleh TERMOHON untuk
dibayarkan kepada para nasabahnya, sebagaimana terbukti dalam
Laporan Kevangan TERMCHON;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yvang ada terbukti secara sederhana {sumir}
bahwa TERMOHON mempunysi Kreditor lain selain PEMOHON danternyata
pula bahwa TERMOHON mempunyai sedikitnya 1 (satu} utang yang telah
jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga permohanan pailitini secara yuridis
formit telah mempunyai dasar dan alasan hukum kuat sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 1 ayat {1} Undang-Undang Na. 4 Tahun 1998 Tentang
Kepailitan ;
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‘!( C.  SITA JAMINAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN TERMOHON (Conservatoir Beslag)
: 13,

Bahwa permohonan pailit PEMOHON adalah beralasan menurut hukum serta
didukung aleh bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, oleh
karena it untuk menghindari adanya upaya-upaya TERMOHON guna meng-
hindari kewajibannya yang timbul dari permohonan gailit ini, yang ‘mana
dapat herakibat merugikan kepentingan PEMOHON, maka sesugi dengan
Pasal 7 butir la) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, adalah
wajar dan beralasan jika Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berkenan
menetapkan dan meletakkan Sita Jaminan {Conservatoir Beslag) terhadap
harta-harta milik TERMOHON, baik berupa benda-benda bergerak maupun
vang tidak bergerak, baik yang sekarang ada maupun yang akan ada di
kemudgian hari dan yang akan ditentukan kernudian oleh PEMOHON, termasuk
tetapi tidak terbatas pada :

13.1. Tanah dan bangunan beserta isinya yang terletak di Jalan Pegangsaan
Timur No. 1 A, Jakarta Pusat ;

13.2.Seluruh rekening dan deposito atas nama PT. ASURANSI JIWA

MANULIFE INDONESIA {TERMDHQON} baik yang berbentuk Rupiah

maupun Dollar Amerika Serikat {(USD) yang terdapat pada :

Bank Central Asia, Jakana;

Bank Miaga, Jakarta;

Standard Chartered Bank, Jakarta;

American Express Bank, Jakarta;

Citibank, Jakarta;

ABN AMRQ, Jakarta;

e Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) Jakarta;

13.3. Sertifikat Bank Indonesia {SBi} atas nama PT. ASURANSI JIWA
MANULIFE INDONESIA (TERMOHOQON] yang tercatat pada Bank
Indonesia;

13.4. Seluruh Portofolio yang berbentuk saham, obligasi dan reksadana atas
narna PT. ASURANSI A'wWA MANULIFE INDONESIA (TERMOHON) yang
terdapat di PT. MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA;

Bahwa untuk melindungi kepentingan krediter pada umumnya dan
kepentingan PEMOHON pada khususnya selama proses parsidangan
kepailitan ini berjalan, maka sesuai dengan ketentuan Pasai 7 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, PEMOHON dengan
ini mohon dengan harmat kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
untuk menunjuk KURATOR SEMENTARA guna mengawasi pengelolaan
usaha TERMOHON dan mengawasi pembavaran kepada Kreditur atau pihak
ketiga lainpnya serta mengawasi pengalihan atau penggunaan kekayaan
TERMOHON; '

MAKA

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, dengan ini PEMOHON
memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agar
berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

1.

Menerima dan mengabulkan permghonan PEMOHON untuk seluruhnya |
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2. Menyatakan TERMOHON (PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA d/h
FT. ASURANSI JIWA DHARMALA MANULIFE}, suatu Perseroan Terbatas yang
berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Pegangsaan Timur Mo, 1A
Jakarta-10320 PAILIT dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telak diletakkan atas harta
kekayaan TERMOHON, atas :

3.1, Tanah dan bangunan beserta isinya yang terletak di Jalan Pegangsaan
Timur No. T A, Jakarta Pusat; -

3.2. Seluruh rekening dan deposito atas nama PT. ASURANSI JIWA
MANULIFE INDONESIA {(TERMOHON) baik yang berbentuk Ruptah
maupun Dollar Amerika Serikat (USD} yang terdapat pada

Bank Central Asia, Jakarta;

Bank Niaga, Jakarta;

Standard Charterad Bank, Jakarta:

American Express Bank, Jakarta;

Citibank, Jakarta;

ABN AMRO, Jakarta;

.« Hongkong and Shanghai Banking Corporation {HSBC) Jakarta;

3.3. Sertifikat.Bank Indonesia (SBI) atas narma PT. ASURANSI JIWA
MANULIFE INDONESIA {TERMOHON) yang tercatat pada Bank
Indonesia;

3.4, Seluruh Portofolio yang harbentuk saham, obligasi dan reksadana atas
nama PT, ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA (TERMOHON} yang
terdapat di PT. MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA;

4 Menunjuk dan mengangkat HAKIM PENGAWAS dari Hakim Penpadilan Niaga
Jakarta Pusat untuk mangawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit ;

5. Menunjuk dan mengangkat Sdr. KALI SUTAN, SH., beralamat di talzn
Anggrek Garuda IF No. 44 Slipi, Jakarta Barat, selaku KURATOR SEMENTARA
selama proges kepailitan ini berjalan dan selanjutnya selaku KURATOR dalam
kepailitan TERMOHON atau selakuv PENGURUS jika masuk dalam proses
PKPU;

6. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara;
Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
berpendapat fain, mohon putusan yang seadil-adiinya (Ex Aequo Et Bono).

* ¢ 9 s 00

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah diteniukan kedua beiah
pihak telat hadir, Pemohon datang diwakili oleh Kuasanya FEBRY IRMANSYAH, SH.,
dan ANDI TENRIE P, MOEIS, SH., masing-masing dari Kantor Hukum [RMANSYAH &
PARTNER berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2002, sedangkan Termohon
hadir Kuasanya yaitu: RIA HETHARIA, SH: MH., dan SHEILA A. SALOMO, SH.,
berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Mei 2002 Nomor 054/SK/PAN/2002 :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat permohonan yang mana
isinya terdapat perubahan pada halaman 3 dan 4 yaitu pada pasal ke 6 dimana, tertulis
angka Rp. 186.306.000 seharusnya Rp. 186.306.000 dalam ribuan :
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Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon teiah
mengajukan Tanggapannya tertanggal 27 Mei 2002, dengan mengemukakan hal-hai
sebagat beriku? -

Bahwa pertama-tama Termohon Pailit menolak seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti yang
diajukan Pemohon Pailit, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon
Pailit. '

EKSEPSt.

1.  BAHWA PERMOHONAN PAILIT PREMATUR KARENA BELUM MENDAPAT IZIN
DARI HAKIM PENGAWAS DAN PANITIA KREDITUR

1. Bahwa Pemohon Pailit selaku Kurator untuk mengajukan gugatan dalam hal
ini Permohanan Pernyataan Pailit "DIWAJIBKAN MEMINTA MASIHAT DARI
PANITIA KREDITUR”, hal ini dengan jelas diatur dalam pasal 75 ayat (1)
Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang berbunyi

“Balai diwajibkan meminta nasihat panitia, sebelurh memajukan suatu
gugatan atau meneruskan perkara yang sedang bergantung, maupun
memajukan pembelaan terhadap suatu gugatan yang dimajukan atau sedang
bergantung, maupun memajukan pembelaan terhadap suatu gugatan yang
dimajukan atau sedang bergantung, terkecuali mengenai sengketa-sengketa
pencocokan piutang; tentang meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan
pailit; begitupun dalam hal-hal termaksud dalam pasal-pasal 36, 38, 39, 57
ayat kedua, 97,98,170 ayat terakhir dan 172, dan pada umumnya tentang
cara pamberzssan dan penjualan harta pailit, dan tentang saat maupun jumlah
pembagian-pemizagian yang harus dilakukan®.

2. Bahwa baik daiam Rapat-rapat Kreditur dari PT. Dharmala Sakti Sejahtera
{Dalam Pgitit; maupun sampai Permohonan Faitit inf digjukan ke Pengadilan
Niaga, Pemobon Pailit selaku Kurator PT. Bharmata Sakti Sejahtera (Dailam
Pailit) tidak zg-mzn memohon lzin kepada Panitia Kreditur untuk mengajukan
Permohonasn Pziit ini.

3. Bahwa dengan demikian Permohonan Pailit ini masih Prematur karena belum
mendapat izin dari Panitia Kreditur sebagaimana yang disyaratkan oleh
Undang-undang, karenanya sudah seharusnyalah ditolak atau setidak-
tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa Parmohonan Pailit yang disampaikan oleh Pemohon Pailit inipun
sifatnya masib Prematur sebab belurm mendapat izin Hakim Pengawas.

5.  Bahwa Pamohan Pailit selaku Kurator untuk menghadap di muka Pengaditan

harus sterlebih dahulu mendapatkan izin dari Hakim Pengawas, hal ini secara
jelas diatur dalam pasal 67 ayat (5} Undang-Undang No. 4 Tahun 1988 tentang
Kepailitan yang berbunyi :
"Untuk menghadap di muka Pengadilan, Kurator harus terlehih dahulu
rmendapatkan izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa
pencocokan piutang atau dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dafam Pasal
36, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 67 ayat {2).”

6.  Bahwa berdasarkan hal tersebut jelaslah Permohonan Pailit yang diajukan
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oleh Pemohon Pailit selaku Kurator masib prematur dan karenya harus ditolak
atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

. PERMOHONAN PAILIT SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA) KARENA
TERMOHON PAILIT BUKANLAH PIHAK PADA PERJANJIAN USAHA PATUNGAN
TANGGAL 10 JUNI 1988.

7. Bahwa Permohonan Pailit yang diajukan oleh Pernchen Pailit salah alamat.
Sebab Perjanjian Usaha Patungan, tanggal 10 Juni 1988 {(Bukti T - 1 dan
Bukii T - ta) yang mendasari Permohonan Pailit ini sebagaimana yang
didalilkan oleh Pemohon Pailit pada butir 3, 4 dan 5 positanya adalah
perja}njian yang dibuat antara Pemohon Pailit dengan pihak lain yaitu masing-
masing :

s  The Manufactures Life Insurance Company, yakni suatu perseroan yang
telah didirikan dibawah undang-undang negara Kanada (selanjutnya
akan disebut sebagai “Manulife”)

e  PT.Dharmala Sakti Sejahtera, yakni suatu perseraan yang telah didirikan
dibawah undang- undang negara Republik Indonesia {selanjutnya akan
disebut sebagai “Dharmala”) dan

s International Finance Corporation, suatu organisasi internasional dengan
kantor pusat di Washington, D.C (selanjutnya akan disebut sebagai
“IFC”).

8. Bahwa The Manufactures Life Insurance Company, PT. Dharmala Sakti
Sejahtera, International Finance Corporation adalah pemegang saham awal
dari Termohon Pailit.

9.  Bahwadengan demikian Perjanjian Usaha Patungan tersebut tidak mengikat
Termohon Pailit, karenanya Pemobhon Pailit tidak dapat meminta Termaohon
Failit untuk melaksanakan apa yang dipetjsnjikan dalam Perjanjian Usaha
Patungan tanggal 10 Juni 1988.

10. Bahwaterhadap pelaksanaan Perjanjian Usaha Patungan tentanggal 10 Juni
1988 tersebut seharusnya Pemohon Pailit mengajukan gugatan perdata pada
para pihak yaitu The Manufactures Life Insurance Company dan International
Finance Corporation di Pengadilan Negeri.

11.  Bahwa dengan demikian Parmohonan Pailit yang diajukan kepada Termohon
Failit adalah salah alamat {(error in persona}, dan karenanya permohonan
pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit haruslah ditolak atau
setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

. BAHWA PERMOHONAN PAILIT PREMATUR KARENA MASIH ADA PIHAK YANG
MEMPERMASALAHKAN KEPEMILIKAN SAHAM TERSEBUT.

12. Sebagaimana diketahui, akhir-akhir ini ada sebuah perusahaan asing, Roman

Gold Asset ((RGA} yang menyatakan dirinya sebagai pemilik baru atas saham

PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk {Dalam Pailit) pada PT. Asuransi Jiwa

- Manulife Indonesia {Termohon Pailit). Bahkan Roman Gold Agset pun sudah

mengajukan pengaduan pidana, sehingga uang pembelian saham PT.

Dharmala Sakti Sejahtera Tbk (datam Paitit) yang disetorkan kepada Kurator
telah disita okeh pihak penyidik.

]
1
i
20- 1ARIA PERADILAN No. 205 Kedudukan K%ntor Pajak ...

QOleh karena itu, permohonan pailit dalam perkara ini merupatakan

permohonan yang prematur, karena harus ditentukan lebih dahuly fakta-

fakta ini :

a. Apakah benar PT. Dharmala Sakti Sejahtera Tbk {Dalam Pailit) sudah
menjual sahamnya kepada Roman Gold Asset?

b. Apakah deviden PT. Dharma Sakti Sejahtera Tbk {(dalam Pailit} termasuk
dalarm objek jual beli saham yang diserahkan juga haknya kepada Roman
Gold Asset?

PERMOHONAN PAILIT INI HAJUKAN OLEH PEMOHGON PAILIT BUKAN UNTUK
KEPENTINGAN PARA KREDITUR.

13,

14,

15.

16.

Bahwa Pemohon Pailit dalam perkara ini berkedudukan sebagai Kurator PT.
Dharmala Sakti Sejahtera (PT.DSS) dalam Pailit.

Bahwa didalam Permohonan Pailitnya Pemohon Pailit berkali-kali men-
dalilkan bahwa permohonan pailit ini ditujukan untuk kepentingan para
kreditur terhadap PT. DSS (dalam pailit), yaitu guna menambah boedel pailit
untuk kermudian dibagikan kepada Para Kreditur termaksud.

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Pailit termaksud adalah dalil
yang bohong, karena fakta menunjukkan bahwa Pemohan Pailit belum
melaksanakan pembayeran Deviden yang pernah dituntut oleh Pemohon
Pailit kepada Termohon Pailit dalam Perkara terdahulu yakni dafam perkara
yang terdaftar dengan 02/Pailit/2002/PN.NIAGA.JKT.PST kepada para Kreditur
PT. DSS {dalam Pailit), dimana jumlah Deviden tersebut adailah sebesar
Rp.3.600.000.000 {Tiga milyar enam ratus juta rupiahl yang telah ditarima

_ Pemohon Pailit dari Termohon Pailit se;ak tanggal & Februart 2002 malalut

Bank BCA Jakarta. {(Vide Bukti T-2)

8zhwa uraian diatas menunjukan bahwa Permohonan Pailit yang diajukan
oieh Pemohon Pailit didalam perkara, ini sama sekali tidak ditujukan untuk
kepentingan Para Kreditur terhadap PT. DSS (Dalam Pailit}), sehingga
permohenan pailit harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat
diterima.

FERKARA IN| MENUNTUIT PEMBUKTIAN YANG TIDAK SEDERHANA

17.

14.

Bahwa ketentuan pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No.4 tahun 1988
menentukan pembuktian didalam perkara kepailitan harus bersifat sederhana
{sumir}.

* Permohonan pernyataan Pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau

keadaan yang terbukti secara sedehana bahwa persyaratan untuk dinyatakan

pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) telah tarpenuhi®.

.Bahwa uraian terdahulu didalam eksepsi ini telah menuruukkan rummitnya

pembuktian didalam perkara ini karena:

- Terlebih dabulu harus ditentukan apakah PT. DSS. {dalam Pailit) yang
diwakilkan oleh Pemohon Pailit masih dapat dikualifikasikan sebagai
pemilik yang sah atas saham yang diklaim kepernilikannya oleh pihak
ketiga (Roman Gold Asset).
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- Jika saham tersebut masih berstatus sebagai Milik PT. DSS dalam Pailit
{yang diwakilkan oleh Pemohon Pailit) harus ditentukan herapa besarnya
keuntungan Termohon Pailit dalam tabun 1999,

- Sesudah dibuktikan adanya keuntungan Terrmohaon Pailit dalam tahun
tarsebut, harus dibuktikan juga apakah Termohon Pailit sebagai
perusahaan Asuransi Jiwa sudah memenuhi ketentuan tentang dana
cadangan yang ditetapkan oleh pemerintah Rl CQ Menteri Keuangan
dan memenuhi RBC atau tingkat Solvabilitas sebagaimana yang diatur
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4B81/KMK.017/1998, tanggal 7
Oktober 1999 dalarm Bab il Tingkat Solvabilitas Pasal 2 ayat {1) {Vide
Bukti -T3) yang bunyinya : ]
“Parusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi setiap saat wajib
memenihi tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya 120 % (seratus dua
puluh perseratus) dari risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai
akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban®”

- Sesudah dapat dibuktikan bahwa dana cadangan maupun tingkat
solvabilitas sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, harus juga
dibuktikan apakah ketentuan hukum yang berlaku mengenai pembagian
deviden {termasuk Ketentuan UL No. 1/1995 tentang Perseroan Terbatas
dan ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan Termohon Pailit)
sudah semuanya terpenuhi.

19. Uraian diatas menunjukkan bahwa pembuktian didalam perkara ini bukan
merupakan pembuktian yang bersifat sederhana seperti yang disyaratkan
dalam pasal § ayat {3} Undang-undang No. 4 tahun 1888, Oleh karena itu
Permohonan Pailit yang diajukan Pemohon Pailit harus dinyatakan tidak dapat
ditarima.

B.  JAWABAN

Tarlebih dahufu Termohon Pailit menyatakan bahwa segala sesuatu yang
dikemukakannya di datam eksepsi merupakan bagian yang tidak tarpisahkan dari
jawaban (atas pokok perkara inil

. TERMOHON PAILIT TIDAK MEMILIKI UTANG KEPADA PEMOHON PAELIT.

20. Termohon Pallit tidak memiliki Utang kepada Pemohon Pailit karena tidak
ada kewajiban Termohon Pailit untuk melaksanakan pembayaran
Deaviden tahun buku 1999 kepada seluruh pemegang saham,

a. Bahwa masafah pembagian Deviden bukanlah kewenangan dari
Termohon Pailit, melainkan harusleh diputuskan terlabih dahulu
dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan pasat 62 ayat
{1} Undang-undang No.1 tahun 1595 tentang Persercan Terbatas,
yang berbunyi
“Penggunadn laba bersih termasuk penentuan jumilah penyisihan
untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal §1 ayat (1)
diputuskan oleh RUPS”

b. Bahwa Anggaran Dasar Perseroan’pun dengan tegas telah mengatur
bahwa yang berhak menentukan tentang Deviden yang harus
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dibagikan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, bukan Terrnohon
Pailit. Hal ini jelas tertera dalam Keputusan Menteri Kehakiman
Repubtik Indonesia Nomor C-8264.HT.01 04.TH.98, Tambahan Berita
Negara R! tanggal 28/9-1999N0. 78, dalam pasa) 23 ayat {1) Anggaran
Dasar Perseroan Terbatas (Vide Bukti T-4) yang berbunyi

~Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum
dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang tetah disahkan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, dibagi menurut cara
penggunaaannnya yang ditentukan oleh Rapat tersebut” _

c. Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 17 Fehruari
2000 (Vide Bukti T - 5a dan Bukti T- 6bl dimana PT. Diharmala Sakti
Sejahtera juga diundang untuk menghadirinya, telah diputuskan
bahwa mengenai Deviden *... dituar lingkup permasalahan sampai
telah dicapai tingkat RBC yang memuaska n."”

d. Bahwa berdasarkan Kaputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang
menyatakan bahwa masalah Deviden menunggu sarppai tercapainya
tingkat RBC yang memuaskan maka Termaohon Pailit tidak berhak,
tidak berwenang, dan tentunya tidak berkewajiban membagikan/
rmembayar Deviden tahun buku 1999 kepada seluruh Pemegang
Saham termasuk Pamohon Pailit.

e, Bahwa dengan tidak adanya Kewajiban Termohon Pailit untuk
membayar Deviden tahun buku 1999, maka jelaslah Termohon Pailit
TIDAK MEMILIKI UTANG kepade Pemohon Pailit dan tentunya TIDAK
ADA PULA UTANG YANG SUDAH JATUH TEMPO.

f. Bahwa apabila Pemohon TIDAK SETUJU terhadap putusan Rapat
Umnum Pemegang Saham tersebut, maka Pemohon Pailit harus
mengajukan gugatan perdata kepada Para Pemegang Saham, bukan
kepada Pemohon Pailit.

TERMOHON PAILIT BUKAN PIMAK DALAM PERJANJIAN USAHA PATUNGAN
SEMINGGA TIDAK DAPAT DITUNTUT UNTUK MELAKSANAKANNYA,

21. Bahwa Pemohon FPailit mendalilkan adanya Deviden tahun buku 1999
yang harus dibagikan hanyalah berdasarkan Perjanjian Patungan tanggal
10 Juni 1988, : ;

22. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam Eksepsi maka Termohon
Pailit bukanlah pihak dalam Perjanjian Patungan tersebut, karenanya
tidak ada kewaijiban pada Termohon Pailit untuk melaksanakan Pasal X
Perjanjian Usaha Patungan tanggal 10 Juni 1988.

23. Bahwa baik Anggaran Dasar Persercan Pasal 23 ayat {1) maupun
Undang-Undang tertang Perseroan Terbatas No. 1 tahun 1996 pasal 62
ayat (1) secara jelas dan tegas mengatur hahwa Rapat Umum Pemegang
Saham lah yang berhak memutuskan adanya Deviden yang harus dibagi

- atau tidak.
TERMOHON PAILIT TIDAK MEMPUNYAI KREDITUR LAIN, t

24. Bahwa Eddy Salomon bukanlah Kreditur dari Termohon Pailit, sebap
terhadap Eddy Salomon yang berdasarkan surat {(Vide T-Ba’dan Bukti
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26.

27.

28.

29

T-6b) dengan cap pos tertanggal 2 Agustus 2001 (Vide Bukti T-7a dan
T-?l".!] telah dibayarkan Nilai Tunai Polis yang ada setelah pembatalan
dari yang bersangkutan yakni sebesar Rp, 2.432.900,- (dua juta empat
ratus tiga puluh dua ribu sermbilan ratus rupiah} (Vide Bukti 7-8) melalui
Waesselpos Dalam Negeri tanggal B Agustus 2001 dengan Nomor resi
103208-01/02/000266 yang ditujukan kepada Bapak Eddy Salomon (Vide
Bukti T-9a dan Bukti T-9b).

Bahwa berdasarkan hal tersebut jelaslah 5dr. Eddy Salomon bukan
Kreditur dari Termohon Pailit, ’

Bahwa Alaydrus bukanlah Kreditur dari Termohon Pailit sebab ternyata,
Sdr. Taufiq M. Efendi {alm) pemegang polis No. 421187098-7, pada waktu
mengisi Aplikasi Surat Permintaan Asuransi Jiwa yvang dibuat pada
tanggal 21 April 1999 Polis (Vide Bukti T-10a, Bukti T- 10b, Bukti T-10c,
Bukti T-10d, Bukti T-10e) tersebut pada halaman 5 angka 44 g dan juga
44m, telah memberikan keterangan yang tidak benar tentang
penyakitnya. Padahal berdasarkan keterangan dokter yang di keluarkan
Rpmah Sakit PGI Cikini Jakarta, Sdr. Taufig M. Efendi menderita
Hipertensi sejak tahun 1990 dan sejak 17 Mei 1999 gi diagnosa CAF (Bukti
T-11a, Bukti T-11b, Bukti T-11¢ dan Bukti T-12}.

Bahwa Pasal 251 KUHD mengatakan sebagai berikut ;

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak
!'r_lemberitahukan hal yang diketahui oleh si Tertanggung, betapapun
rt_:kad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga, seandainyé
;}-Penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian
ity tidak akan ditutup atau tidak di tutup dengan syarat-syarat yang sama,
mengakibatkan batainya Pertanggungan.”

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Sdr. Alaydrus bukaniah Kreditur
dari Termohon Paitit.

Bahwa perlu disampaikan kepada Maijelis Hakim, Sdr. Alaydrus ini telah
pernah mengajukan Permohonan Pailit terhadap Termohon Pailit,
sehqbungan dengan klaimnya tersebut, yang telah diputus masing-
masing dengan No. 33/PAILIT/200/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No. D33 K/N/
2091 jo. 028 PK/N/2001. Dimana terhadap masing-masing Permohanan
Pailit tersebut DITOLAK oleh Majelis Hakim baik di tingkat pertama,

1K.a13383i maupun Peninjauan Kembali (Vide bukti T-13a, Burkti T-13b, Bukti
-13¢).

Bahwa Kantor Palayanan Pajak {KPP Menteng! pun bukanlah Kreditur
dari Termohon Pailit sabab Termohon Pailit tidak memiliki Utang pada
Kantor Pelayanan Pajak {KPP} Manteng, karena sampai saat ini KPP
tersebut tidak pah mengirim tagihan pembayaran pajak kepada
Termohan Pailit (Bukti T-14a, Bukti T-14b, Bukti T-14c, Bukti T-14d, Bukti
T-14e, Bukti T-141, Bukti T14q, Bukti T-14h, Bukti T-14i, Bukti T-14j, Bukti
T-14k, Bukti T-141, Bukti T14m, Bukti T-14n, Bukti T-140}.

Bahv\..ra menurut Yurisprudensi di Negeri Belanda, Jawatan Pajak
sekalipun mempunyai piutang atau tagihan pajek, tidak boleh meminta
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Kepailitan {Nederlands handels-en Ffaillisementsreche-Mr. T.J,
Dorhoutmees, cudhoagleraar, Rijksuniversiteit Utrecht, 1988 No. §7)
{Vide T-15).

. 31. Bahwa seandainya Jawatan Pajak mempunyai piutang -quod non- dia

bukanlah Kreditur seperti yang disyaratkan pasal 1 ayat 1 UU Kepailitan.
Hal ini dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Negeri Belanda
tanggal 21 Agustus 1975 dalam N.J. 1976 No. 221 dan Putusan
Mahkamah Agung Negeri Belanda tanggal 13 September 1985 datam
N.J. 1986 No. 245 (Vide T-16).

32. Bahwa Utang Klaim yang tertulis dalam Laparan Keuangan Termaohan

failit per tanggal 31 Desember 2000 sebesar Rp. 3.695.000.000 (tiga
milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) adalah Kiaim yang
telah disetujui oleh PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, tetapi masin
dalam proses dan per tanggal 31 Desember 2000 tersebut belum
dibayarkan, namun saat ini Utang Klaim tersebut sudah tidak ada lagi
karena sudah dibayarkan semua. Bahwa perlu diketahui, Pencantuman
utang klaim tersebut adalah sebagairnana lazimnya yang terdapat dalam
laporan keuangan untuk kurun waktu tertentu, dalam hat ini per 31
Desember 2000.

33. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelaslah Kantor Pelayanan Pajak (KPP
Menteng) pun bukanlah Kreditur dari Termohon Pailit.

Bahwa bardasarkan uraian-uraian di atas jelaslah terbukti bahwa
Termohon Pailit tidak memiliki Kreditur lainnya.

SITA JAMINAN YANG DIMOHONKAN TIDAK BERALASAN SAMA SEKAL

34, Uraian diatas menunjukkan bahwa Permohonan Pailit yang diajukan oieh
Pemohon Pailit tidak berdasar sama sekali dan tidak didukung oigd
ketentuan-ketentuan hukurn yang berlaku, sehingga permohonan sita
jaminan yang diajukan pleh Pemohon Pailit harus ditolax .=tuw
seluruhnya.

35. Bahwa disamping itupun mengingst suatu perusahaan asuransi yang
mengumpulkan uang dari publik dan karenanya merupakan perusahaan
yang mengelola kepercayaan publik, jika disita-jaminan bisa menimbul-
kan akibat yang luar biasa, tidak hanya terhadap perusahaan yang
bersangkutan tetapi juga mempengaruhi kepercayaan publik terhadap
institusi asuransi. :

36. Bahwa Termohon Pailit juga dimiliki oleh International Finance
Corporation (LF.C) yang merupakan Lembaga Keuangan dari Bank Bunia
{World Bank), sehingga tindakan negatif terhadap Termohon Pailit-aken
menimbulkan dampak Internasional dan akan mengakibatkan ketidak-
percayaan investor asing untuk menjalanken usaha di Indonesia.

. 37. Bshwa dengan uraian diatas jelaslab dalil Pemchon Pailit pada butir 14

‘yang mohon untuk ditunjuk Kurator Sementara untuk melindungi
kepantingan kreditur pada umumnya dan kepentingan Pemohon pada
khususnya selama proses persidangan kepailitan ini barjalan tidak

VaRIA PERADILAN No. 205 - 25
Yuliarini Shinta Permata Putri, S.H.



ADLN - Perpustakaan U

niversitas Airlangga

PUTUSAN BADAN PERADILAN

bardasar sama sekali oleh karenanya sepatutnyalah tidak dapat diterima,

38. Bahwva dengan uraian diatas jelasliah dalil Pemohon Pailit pada butir 14

yang mohon untuk ditunjuk Kurator Sementara untuk melindungi

kepentingar kreditur pada urmumnya dan kepentingan Pemohan pada

khususnya selama proses persidangan kepailitan ini berjalan tidak

berdasar sama sckali cleh karenanya sepatutnyalah tidak dapat diterina.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim

Pengadilan Niaga Jakaria Pusat yang terhormat dapat memaeriksa dan mengadili perkara
ini serta mernberikan putusan sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :
Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Termohon Pailit ;
Menyatakan Permononan Pailit yang diajukan cleh Pemonon Pailit tidak dapat
diterima; :
Atau
Dalam Pokok Perkara :
1. Menolak Permohonan Pemohan Pailit untuk seluruhnya;
2. Menghukuermn Permohon Pailit untiuk membayar biaya perkara ini;
Atau
Memberikan Putusan sendiri yang seadil-adilnya {ex aggquo et bano).

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Termchon tersebut, Femohon telah
mengajukan tanggapannya tertanggal 31 Mei 2002 sedangkan Termaohon telah
mengajukan tanggapan atas tangyapan Permohon tertanggal 4 Juni 2002 ;

Menimbang, bahwa Kreditur lain yaitu Eddy Salomon telah mengajukan tanggapan
atas eksepsi dem jawaban Termohon Pailit tentanggal 4 Juni 2002 dan atas tanggapan
Kreditut iain tersebut Termohen telah mengajukan tanggapean tertanggal 7 Juni 2602

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Permanon telah
mengajukan alat-atat pukti tertulis hanya berupa surat-surat yang telah diberi materai
cukup dan dipersidangan tclah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-1 dan P - 2,
bukti-bukti mana berupa :

P -1 : Akte Perjanjian Usaha Patungan tertanggal 10 Juni 1988, yang dibuat dibhacapan
Ny. Rukmasanti Hardjasatya, SH., Notaris di Jakarta. {tidak ada asli).

P -2 : Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Asuransi Jiwa Manulife Indanesia untuk
periode yang berakhir 31 Desember 1999 dan 1998 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik independen ERNST & YOUNG. (tidak ada aslil.

P -3 : Surat Somasi atau Peringatan dari PEMOHON kepada TERMOHON Nomor 146
PS-DSSPAILITAV/QZ, tanggal 26 April 2002. (Tanda Terima sesuai dengan asii,
surat copy dari copyl;

P - 4 : Surat Somasi atau Peringatan dari PEMOHON kepada TERMOHON Nomor 147

’ PS-DSS/PAILITN/OZ, tanggal 02 Mei 2002. (Tanda Terima sesyai dengan asli, surat

copy dari copy);

serta hukti tambahan vang diberi tanda bukti tambahan:
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Kedudukan Kantior Pajak ...

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon telah mengajukan
alat-alat bukti tertul's herupa surat-surat yang telah diberi materai cukup dan
dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya bukti-bukti mana herepa :

1 BuktiT-1:
Perjanjian Usaha Patungan, tanggal 10 Jury 1988 yang dibuat antara pihak The
Manufactures Life Insurance Caompany, PT. Dharmala Sakt: Sejahtera, Internationgl
Finance Carporation, telah dilegalisasi oleh Nyonya Rukmasanti Hardjasatya,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dengan Nomear 4126/L2g/1988 {sesuai dengan
asli).

2. BuktiT-2:
Bukti Setoran BCA, atas perintah FT. AJ Manulife Indonesia kepada Rekening
Termnhon Pailit di BCA dengan Namor Rekening 301-300.5334 pada langgal 05
Februari 2002 sebesar Rp. 3.600.000.000 (Tiga milyar enam ratus juta Rupiah)
{sesuai dengan duplikat).

3. BuktiT-3:
Keputusan Menteri Keuangan Namor 481/KMK.017/1888, tanggal 7 Oktober 1389
dalam Bab Il Tingkat Solvabilitas Pasal 2 ayat (1] {sesuai denyan asli).

4, BuktiT-4:
Anggaran Dasar Termmohon Pailit yang termuat dalam Keputusan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia Nomor C-8264.HT.01.04.TH.99, Tambahan Berita
Negara Rl tanggal 28/3 1999 No. 78 {sesuai dengan asli).

5 BukiiT-5a:
Minutes of Meeting Extraordinary Shareholder Meeting - PT AJ Manulife Indonesia
17 th February 2000 {sesuai dengan asli

6. Bukti T - 5b
Terjemahan dari Minutes of Meeting Extraordinary Sharehalder Meeting - PT Al
Manulife Indonesia 17 th February 2000 oleh Pereriemah Bersumpah dengan judul
Berita Acara Rapat LuarBiasa Pernegang saham - PT AJ Manubife Indonesia Tanggal
17 Februari 2000 (sesuai dengan asli}

7. BuktiT-6a:
Foto Copy Surat tertanggal Tangerang 16 Juli 2001, kepada PT. Asuransi Jiwa
Manulife Indonesia, perihal Pembatalan Palis No. 4211476189 Atas nama Eddy
Salomen. {copy dari copy)

B. BuktiT 6b:
Surat tertanggal 27 Juli 2001, perihal Pembayaran Atas Pembatalan Palis No.
421147619-9 atas nama Eddy Salomon dari Kuasa Pemegang Polis DAKILA
PATTIPEILOHY, 5H { sesuai dengan aslil.

8. BuktiT-7a:
Amplop Surat kepada Yth. PT. Asuransi Jiwa Manutife Indonesia (d/h. Asuransi
Jiwa Dharmala Manulife) dengan cap pos tanggal 2 Agustus 2001 (sesuai dengan
asfi. 1

10 BuktiT-7b:
Surat kepada Yth. PT. Asuransi Jiws Manulife Indonesia {d/h. Asuransi Jiwa
Manulife} dengan cap pos tanggal 2 Agustus 2007 (sesuai dengan asiii.

L WA CFT2 N ! =27
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11. BuktiT-8: 22, BuktiT-12: )

Surat PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia No. MADM/SURR/08/20071, tertanggal Surat Nomar 616/MI/CLNVIH/2000, tertanggal 10 Maret 2000, dari Manulife
07 Agustus 2001, kepada Bapak EDDY SALOMON, perinal Pembatalan Polis No. Financial, perihal Kiaim meninggal Dunia Polis Nomor 421187098-7 a/n. TAUFIQ
421147619-9 atas nama Eddy Salomon {sesuai dengan asli). M EFENDI [sesuai dengan aslil.

12, BuktiT-%9a: 23. BuktiT-i13a3:

Aplikasi Pengiriman Weselpos Dalam Negeri yang dikirim oleh Manulife Indonesia, Putusan Pengadilan Niaga Nomor : 033/PAILIT/2001/PN.NIAGA. JKT.PST, tertanggal
ditujukan kepada Bpk. Eddy Salomon, jumlah yang dikirim Rp 2.432.900,- {dua 23 Agustus 2001 {sesuai dengan asli},

juta empat ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus Rupiah}, Nemor Resi 103208- 24, BuktiT.13b:

01/02/000266, tanggal kirim 8 Agustus 2001, berita Palis Surrender 4211476139 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Kasasi Niaga Nomor : 033K/
{sesuai dengan asli}. N/f2001, tertanggal 3 Oktober 2001. (sesuai dengan asli)

13. BuktiT-9b: . 25. Bukti T-13¢: -

Bukti Tanda Terima Kiriman (Tunai} Kilat Knhusus, dengan Nama Penerima £ddy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara, Peninjauan Kembali Niaga
Salemon (sesuai dengan asli}. Nomor; 028 PK/N/2001, tertanggal 12 Desember 2001. {sesuai dengan asli).

14, BuktiT-10a: ] 26. BuktiT-13d:

Surat Pennintaan Asuransi Jiwa atas nama calon Tertanggung/ Pemegang Polis Putusan Pengadilan Niaga Nomor; 02/PAILIT/2002/ PN.NIAGA! JKT.PST, tertangga!
dengan nama lengkap, Taufiq M. Efendi, ditandatangani 21 April 1998 (sesual 15 Febrruari 2002 {sesuai dengan asli),
dengan asli). 27. BuktiT 14a:

15, BuktiT-10b: Surat Ketetapan Pajak LEBIH BAYAR Pajak Penghasilan Badan, Nomor 00060/406/
Polis dengan Normor Polis 421187088-7, atas nama Tartanggung TAUFIQ M EFENDI, 99/021/01, tahun pajak 1999, atas nama PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
mulai berlaku 21 April 1888 {sesuai dengan asli}. sebesar RP 1,823,336,773.{Satu milyar delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ratus

16. BuktiT-10¢: tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujub puluh tiga Rupiah). isesuai dengan asli).
Surat Permintaan Untuk Perubahan Polis dengan Nomor Folis 421187088-7, nama 28. BukiT-14b:
lengkap Tertanggung TAUFIQ M EFFENDI, ditandatangani di Jakarta tanggal 12 Fato Copy Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 1-382-515-3-621, Nama WP PT. AJ.
Juli 1999 (sesuai dengan asiit. Manulife Indonesia, dengan urgian pembayaran PPH Ps!. 21 aras salary untuk bulan

17 BuktT-104d: Desember 2000, jumlah pembayaran Rp 1.298.185.843,- isatu miliar dua ratus
Surat Pernyataan yang ditulis tangan dan ditandatangan; diatas meterai cleh Taufig sembilan puluh delapan [uta seratus defapan puluh lima rib.; gelapan ratus empat
M. Efendi, tertanggal 12 Juli 1999 {sesuai dengan asli}. puiuh t_iga Rupiah), dite‘rima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos Dan Giro tanggal 10

18, BukiT-102: Januari 2001. (copy dari copy}

Lembar Perubahan dengan Normor Folis 4211870887, Nama Tertanggung TAUFIQ 29, BuktiT-14c:

M EFENDI, tertanggal 19 Juli 1995, diadakan perubahan pada bagian yang ditunjuk Bukti Penerimaan Surat Nomor § -2415 / WPJ. 05 / KP. 0506 / MSP21/ 2001, atas
menerima uang pertanggungan bila tertanggung meninggal dunia adalah nama PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, jenis pajak PPH Pasal 21, Jumlah
ALAYDRUS. (sesual dengan asli). setor Rp 1.298.185.843,- {satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta seratus

19 BukiiT-11a- derlapan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh tiga Rupiah) {sesuai dengan

Lembar Keterangan Pemeriksaan Mayat Mode! A, Namor urut kematian bulan ini asli}.

005, atas nama Taufik M Efendi, yang meninggal tanggal 24 Januari 2000, 30. BuktiT-14d:

ditandatangani dan diberi cap oleh pihak Rumah Sakit Medika Grlya (sesuai dengan Surat Setoran Pajak (S5F), NPWP 1-382-515-3-021, Name WP PT.AJ Manulife

asliy. Indonesia, jumiah pembayaran Rp 150.000.000,- [seratus lirma puluh juta Rupiah),

. diterina oleh Bank Persepsi/Kantor Pos Dan Giro tanggat 27 Maret 2001 {sesuai

20. BuktiT-11b: . L . dengan as!i)

Surat Keterangan Dokter yang diberikan oleh Rumah sakit PGLLikini Jakarta Eﬂen j¢] Hh-

DR INDRAWATI SUKADIS yang ditulis tangan. {copy dari copy). 31. Bukti T- 14‘;3 :
21 BuktiT-11c: . Bukti Penerimaan Surat Nomor § -09168/ VVTJ. 05 / KP. 0505 /2001, atas nama PT.

#BgiyARIA PERADILAN No. 205

Surat Keterangan Dokter yang diberikan oleh Rumah sakit PGI.Cikin! Jakarta oieh
DR INDRAWATI SUKAD!S yang diketik. {sesuai dengan asli.

Kedudukan Kant|

pr Pajak ...

Asuransi Jiwa Manutife Indonesia, untuk jenis pajak masa/angsuran.SSP Pst 25
Rp 150.000.000,- |seratus lima puluh juta Rupiah)} {(sesuai dengan asli).
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Bukti T -14f;

Surat Setoran Pajak {SSP} NPYWP 1-382.515-3-027, Nama WP PT.AJ.Manulife
indonesia uraian pgmbayaran SPT Tahunan PPH tahun pajak 2000 jumiah pem-
bayaran Rp 3.598.021.088,- (tiga miliar lima ratus sembilan putuh delapan juta
dua puluh satu ribu delapan puluh delapan Rupiah), diterima aleh Bank Persepsif
Kantor Pos Dan Giro tanggal 25 Mei 2001 (sesuai dengan asli).

BuktiT-14g:

Lembar Bukti PemindahBukuan No. Pbk 13/X/WPJ.05/KP.0509/ 01, dari Departemen
Keuangan Rl Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Menteng
{sesuai dengan aslil

Bukti T - 14h

Keuangan Rl Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pa;ak Jakarta Menteng
{sesuai dengan asli),

BuktiT-141:

Lembar Bukti Pem:ndahBukuan No. Pbk 15{MWPJ.05/KP.0509/ 01, dari Departemen
Kauangan Rl Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Menteng
{sesuai dengan asli}.

BuktiT-14J:

Lembar Bukti Pemindahbukuan No. Pbk 16/2/WPJ.05/ KF0509 /01, dari Departemen
Keuangan RI Direktorat Jenderal Pzjak Kantor Palayanan Pajak Jakarta Menteng
isesuai dengan asii).

Bukti T- 14K

Surat Setoran Pajak (SSP), NPWP 1-582-006-1-031, Nama WP PT.Asurans. .
Artha Mandiri Prima, uraian pembayaran SPT Tahunan PPH tahun paiak 20-
jumiah pembayaran Rp 3.401.605.900.- [tiga milyar empat ratus satu juiz enz
ratus fima riby sembilan ratus Rupiahi, diterima oieh Bank PersepsiKanior P
Dan Giro tanggal 25 Mei 2001 {sesuai dengan aslil.

BuktiT-14L:

Surat Setoran Pajak {SSP), NPWP 1-382-515-3-021, Nama WP PT. AJ Man.uis
Indanesia, Jumlah Pembayaran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diterima oieh
Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro 10 Juli 2001 {sesuai dengan aslil.

BuktiT-14M:

Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP 01-382-515.-3-021-000, Nama WP PT. Asuransi
Jiwa Manulife Indonesia, Jumlah Pernbayaran Rp.4.7561.486 (empat juta tujuh ratus
lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah), diterima cleh Kantor
Penerima Pembayaran 07 Agustus 2001, {sesuai dengan asli)

BuktiT-14N:

Surat Setoran Pajak {SSP} NPWP 01-582-006-1-031, Nama WP PT. Asurans: liwa
Manulife Indonesia, Jumlah Pembayaran Rp 203.147 849 {dua ratus tiga juta seratus
empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh sembilan Aupiahl, diterima
oleh Kantor Penerima Pembayaran 25 Juni 2001. {sesuai dengan asli)
BuktiT-15:

Halaman 26, angka 87 alinea 1,2 dan 3 dari Buku Nederlands handeis-en

‘ (-i II‘

oY

o
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Kedudukan Ka

42.

43..

faillissementsrecht, penulis Mr. T.J, Dorhout Mees, Terbitan tahun 1988, Penerbit
Gouda Quint bv - Arnherm. {sesuai dengan asli)

Bukti T-16:

Terjemahan Hataman 26, angka 67 alinea 1,2 dan 3 dari Buku Nederlands handels-
en faillissementsrecht, penulis Mr, T.J. Dorhout Mees, Terbitan tahun 1988, Penerbit
Gouda Quint bv - Arnhem. (sesuai dengan asli}

Bukti T-17: :

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indanesia Nomor 225}KMK 017/1993
tanggal 26 Februari 1993 tentang Penyelenggarakaan Usaha Perusahaan Asuransi
dan Perusahaan Reasuransi. [sesuai dengan aslil.

Menimbang, bahwa kreditur lain yaitu sdr, Eddy Salomon sebagal Kreditur telah

pula mengajukan alat-alat buktitertulis berupa surat-surat sebagai berikut :

Bukti KL- 1 Polis Asuransi No. 421476199 tertanggal 21 Februari 1997, atas nama
Eddy Salomon yang diterbitkan Termahan Pailit. Sesuai dengan asli);
Bukti KL-2 Surat kepada Termohon Pailit perihal Pembatalan Polis No.

Bukti KL-3 dan 4

42114761199 atas nama Eddy Salomon. {copy dari copy)

Kwitansi pembayaran Premi Asuransi No. § 100595 tertanggal 21
Februari 1999 sebesar Rp. 1.806.000,- {satu juta delapan ratus enam
ribu rupiahl dan Asli Kwitansi perbayaran Premi Asuransi No. B
111242 tertanggal 21 Februari 2001 sebesar Rp.1.806.000,- {satu juta
delapan ratus enam ribu rupiah} (sesuai dengan asiil ;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon tidak memberikan

tanggapan terhadap alat-alat bukti masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian perkara ini maka segala sesuatu

yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang dimuat dalam berita acara
persidangan secara lengkap dianggap tercaruum dajam putusan ini ;

iMenimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak mohon putusan ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permchonan Pamohon adalah seperti

tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dari permohonan Pemohon pada pokoknya

adalah :

htor Pajak ...

Bahwa Pemohon adatah kreditur dari PT Dharmala Sakti Sejahtara Thk. {dalam
pailit) yang bertugas untuk melakukan pengurusan / pemberesan harta pailit dan
berusaha untuk mengumpulkan semua harta kekayaan yang dimiliki oleh sipailit
tersebut, termasuk juga upaya untuk memaksimaikan budel pailit ;

Bahwa Termobhon tidak membayarkan deviden tahun buku 1999 berikut bunga

- bunganya kepada PT. Dharmala Sakti Sejghtera Tbk. (dalam pailit) sebagai

pemegang 40 % saham pada Termohon yaitu sebesar Rp.32.789.856.000,-;

Bahwa pembayaran deviden tersebut belum diiaksanakan oleh Termohgn sampai
saat ini walaupun telah ditegur oleh Permohon dan oleh karenanya Termohen
mempunyai utang vang sudab jatuh waktu dan dapat di tagih :
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- Bahwa selain dari.Pemohon, Termahon juga mempunyai utang kepada Eddy
- Salomon, Kantor Pelayanan Pajak (KPP Mentengl dan utang klien ;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas secara yuridis formil telah
memenuhi pasal 1 ayat 1 UU No.4 tahun 1998 tentang kepaiitan, oleh karenanya
Pemohon memohon agar Termohon dinyatakan pailit ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Femohon tersebut Termohon telah
mengajukan tanggapan tertulis yang pada pokoknya :

mengajukan surat-surat bukti bertanda P - 1 s/d P - 4 sedangkan Termohon untuk
menguatkan dalif sangkalannya juga telah mengajukan surat-surat bukti yang bertanda
T-1sMdT-17;

Menimbang, bahwa sebelurn Mejelis mempertimbangkan eksepsi Terrmohan, perlu
dipertimbangkan terlebih dahulu tanggapan Pemohon sepernti yang dimuat dalam
tanggapan Permohonan pailit atas eksepsi dan jawaban Termohon pailit tanggal 3t
Mei 2002 yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan mendlak penunjukan Kantor

A. Eksepsi
1.  Bahwa permohonan pailit prematur karana belum mendapat izin dari Hakim
Pengawas dan Panitia Kreditur ;

2. Permohonan pailit satah alamat (Error in persona} karena Termohon pailit
bukanlah pihak pada perjanjian usaha patungan tanggal 10 Juni 1988 ;

3. Bahwa permohonan pailit prernatur karena masih ada pihak yang memper-
masalabkan kepemilikan saham tersebut ;

4, Permohonan pailit ini diajukan oleh Pemohon pailit bukan untuk tujuan
kepantingan para kreditur ;

5.  Perkara ini menuntut pembuktian yang tidak sederhana.
B. Jawaban.

1. Termohon paitit tidak memiliki utang kepada Pemohan pailit dengan atasan

tidak ada kewajiban Termohon pailit untuk melaksanakan pembayaran

. deviden tahun buku 1999 kepada seluruh pemegang saham karena

pembagian deviden bukan wewenang dari Termohon pailit melainkan harus

diputus dalam RUPS sesual dengan pasal 62 {1} WU No. 1 Tahun 1895 tentang
Perseroan Terbatas.

2.  Termohon pailit bukan pihak dalam perjanjian usaha patungan sehingga tidak
dapat dituntut untuk melaksanakannya, sehingga tidak ada kewajiban untuk
melaksanakan pasal X Perjanjian Patungan tanggal 10 Juni 1988 dan RUPS
lah yang berhak memutuskan adanya deviden yang harus dibagi atau tidak;

3. Termohon pailit tidak mempunyai kreditur lain, karena :

a. Eddy Salomon bukan kreditur dari Termohon pailit karena telah di-
bayarkan nilai tunai polis setelah pembatalan ;
b. Alaydrus bukan kreditur dari Termohon pailit karena Permohonan
pailitnya telah ditolak oleh Pengadilan
¢.  Kantor Pelayanan Pajak (KPP Menteng!} bukanlah kreditur dari Termohon
pailit karena Termohon pailit tidak memiliki utang kepada Kantor
. Pelayanan Pajak {KPP Menteng).
4. Sita jaminan yangdimohonkan tidak beralasan sama sekalt,
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Termohon pallrt mohon agar
Eksepsi diterima dgngan menyatakan permohonan pailit tidak dapat diterima atau dalam
pokok perkara menolak permohonan pailit Pernohon untuk seturuhnya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah

3R MARIA PERADILAN No, 205

Kedudukan Kar}or Pajak ...

““Hukum "Hotma Sitompul & Associates, sebagai Ruasa hukum Termohon pailit karena

terdapat Conflict of Interest, disatu pihak Kuasa Termohon pailit dan dipihak lain menjadi
Kuasa PT.-Artha Mandiri Prima Kreditur PT. DSS (galam paitit) ;

Menimbang, bahwa keberatan tersebut beralasan untuk ditolak karena Kuasa
tersebut adalah pada badan hukum yang berbeda dan antara kedua badan hukum
tersebut bukan pihak yang bersangkutan satu sama iain ;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya Termohon telah mengajukan eksepsi
atas permohonan pailit tersebut dan oleh karenanya Majelis harus mempertimbangkan
teriebih dahulu tentang Eksepsi Termohon tersebut ; -

Menimbang, bahwa dalam eksepsi pertama Termohon menyatakan permohonan
pailit prematur karena belum mendapat izin dari Hakim Pengawas danPanitia Kreditur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut beralasan untuk ditolak dengan
pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : '

- Bahwa untuk menghadap dimuka pengaditan Kurator harus terlebih dahulu
mendapat ijin dari Hakim Pengawas (pasai §7 avat 5 UUK), akan tetapi berdasarkan
pasal 70 UUK, tidak adanya kuasa dari Hekim Pengawas dalam hal-hal dimana
kuasa itu diperlukan atau tidak diindahua~ xetentuan-ketentuan yang termuat
dalam pasai dan 76 tidak mempengaruhi sahnya perbuatan yang dilakukan aleh
kurator ;

- Bahwa demikian pula tentang kewajiban meminta nasihat dari Panitia Kreditur
berdasarkan pasal 70 UUK tersebut diatas tidak membatalkan sahnya perbuatan
yang dilakukan oleh Kreditur lagi pula berdasarkan pasal 76 UUK Kurator tidak
terikat oleh nasehat panitia |

Manimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan permohonan paiiit salah
alamat (Error inpersoant karena termohon pailit bukanlah pihak pada perjanjian usaha
patungan tanggal 10 Juni 1988 beralasan untuk ditoiak dengan pertimbangan sebagai
berikut :

- Bahwa yang mengadakan perjanfian usaha petungan tanggal 10 Juni 1998 itu
adatah terdiri dari The Manufacture Life Insurance Company, PT. Dharmala Sakti
Sejahtera dan International Finance Corporation untuk bekerjasama untuk
menjalankan suatu usaha asuransi jiwa di Negara Republik Indonesia melalui FT.
Aguransi Jiwa Dharmala Manulife Termohon pailit (Bukti P-1 sema dengan T-1;

- Bahwa PT. Asuransi Jiwa Dharmala Manulife tersebut berbentuk badan hukum
maka apabila organ-organ badan hukum tersebut berupa RUPS, Direksi dan
Komisaris tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya maka yang digugat adalah
sudah tepat badan hukumnysa dalam hal ini Termohon yaitu PT. Asuransi Jiwa
Manutife Indonasia ;
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Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan permohonan pailit
prermatur masih ada pihak yang mempermasalahkan kepemilikan saham tersebut
beralasan ditolak dengan partimbangan dalam perkara tersebut tidak terdapat bukti
maupun yang menyatakan lebih berhak dari permohanan yang diajukan oleh Pemahon
terhadap pembagian deviden tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan pefmohonan pailit ini
diajukan oleh Pemchoen pailit bukan untuk kepentingan para kreditur beralasan untuk

o

- Bahwa pembagian harta pailit berupa uang tunai kepada kreditur adalah atas
perintah Hakim Pengawas (Vide Pasal 174 UUK), dengan dermikian semestinya
para kreditur meminta pembagian tersebut melalui Hakim Pengawas dan untuk
_.permintaan itu tidak terdapat bukti telab dilakukan oleh para kraditur ;

- Bahwa berdasarkan surat bukti yang bertanda T - 2 terdapat fakta hukum bahwa
vang deviden sebesar Rp. 3.600.000.000,- vang dibayarkan oleh Termohon pailit
kepada Pemohon pailit masuk kedalarm rekening Dharmala Sakti sejahtera dengan
nomor rekening 3,8,1-300.5334 yang berarti tidak masuk kedalam rekaning pihak
lain ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan perkara ini menuntut
pembuktian yang tidak sederhana beralasan pula untuk ditolak dengan pertimbangan
eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara karena tugas Majefisiah yang akan
menilai dari bukti yang diajukan apakah pernhuktian utang Termohor dapat dibuktikan
dengan mudah melalui alat-alat bukti yang ada dipersidangan :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbancikan pokok perkara
apakah Termohon dapat dinyatakan pailit, atas dasar permohornem Femohon tersebut;

Memmbang, Bahwa untuk menyatakan seorang debitur pa:«1 maruslah dipenuhi
ketentuan pasal 1 ayat 1 UUK Na. 4 Tahun 1998 jo. PERPU No. 1 Tanun, 1888 tentang
Kepailitan yang berbunyi “debitur yang mempunyai dua atau lec'~ «-aditur dan tidak
membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dagst =agih, dinyatakan
pailit dengan Putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana ya~g 2imaksud dalam
pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih
krediturnya ;

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal 1 ayat 1 UUK tersebut maka dapat dibuktikan
adanya unsur-unsur pokok yang harus dibuktikan dalam setiap permohonan pailit dan
unsur-unsur yang dimaksud adalah ;

- Debitur mempunyai dua atau lebih Kreditur;
- Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat
ditagih ;-

Menimbang, bahwa sebelum majelis membukttkan unsur-umsur pasel 1 ayat 1
UUK yang berhubungan dengan permohonan Pemohen terlebih dahuiu Majelis akan
mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat diterima oleh Majelis
tanpa adanya suatu ijin dari Menteri Keuangan untuk mengaivkan permohonan
pernyataan pailit tersebut, atau dengan kata lain apekah untuk mengajukan permohonan
pemyataan pailit techadap perusahaan asuransi harus seizin dari Menteri Keuangan
walaupun hal tersebut tidak diajukan dalam eksepsi ;
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Menimbang, bahwa pasal 20 ayat 1 UU No. 2 tahun 1992 tentang usaha
perasuransian berbunyi “dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam
peraturan kepaititan dalam hal terdapat pencabutan ijin usaha sebagaimana dimaksud
dalam pasal 18, maka Menteri berdasarkan kepentingan umum dapat memintakan
kepada Pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dmyatakan pailit;

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal 20 ayat 1 UU No. 2 Tahun 1992 tersabut

tern\rata tidak ada perkecuallan untuk menerapkan Undang undang Kepallltan terhadap

- ¥
du::abut ijin usahanya dan umuk kepantmgan umum baru diperlukan mn dari Menten
Keuangan ;

Menimbang, bahwa hal tersebut barsesuaian pula dengan pasal 1 ayat 1 Perpu
No.1 Tahun 1998 yang dalam pasal 1 VUK tersebut tidak tercantum suatu Perusshaan
asuransi sebagai pengecualian seperti halnya dengan Bank mauvpun perusahaan efek ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka
permohonan pailit perusahaan tersebut adalah sah dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permehénan
Pemohon apakah memenuhi unsur-unsur dari pasal 1 ayat T UUK tersebut diatas seperti
yaitu tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut surat buk'li.yang hertanda P - * yang sama dengan
bukti T - 1 terdapat fakta hukum hahwa Pamohon adalah pemegang saham atas
Termohon sebesar 40 % ;

Menimbang, bahwa sebagai pemegang saham maka menurut pasal 46 dari UL
tentang Perseroan Terbatas berhak untuk menerima pernbagian deviden dan tentang
pembagian deviden dalam perkara aquo diatur dalam pasal 232 Anggaran Dasar
Parseroan Terbatas tersebut [T - 4) yang dalam ayat 2nya berbunyi, ¥ Dalam hal Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih
setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang Undang dan anggaran
dasar perseroan terbatas dibagi sebagai deviden” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 23 ayat 1 anggaran dasar (T - 4}
berbunyi “Laba barsih persercan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam
neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan dafam rapat ;

Menimbang, bahwa dari bukti T - 4 tarsebut untuk menentukan adanya laba bersth
perusahaan dalam satu tahun harus ada neraca dan perhitungan laba rugi yang disahian
oleh RUFS dan cara penggunaannya ditentukan juga oleh RUPS ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam tanggapannya tidak membantah adanya
laba yang didapat pada tahun 1999 dan semestinya menurut pasal X dan perjanjien
usaha patungan {P - 1/ T - 1} jika parusahaan rmemperoleh laba dan telah mendapat
suatu surplus untuk dibagikan'kepada pemegang saham untuk tahun pémbukuan
perusahaan, maka semua pihak akan mengatur agar perusahaan membayar deviden
sedikit-dikitnya sama denpgan 30 % dari jumlah surplus yang melebihi Rp. 100.000.000,-
secepatnya dianggap praktis setelah laporan tahunan demikian dibuat ;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terdapat
fakta hukum bahwa pembagian deviden disyaratkan / atas dasar :
- Laporan keuangan yang telah diaudit ;
- Adanya laba sekurang-kurangnya 30 % dari jumlah surplus yang melebihi
Rp.100.000.000,-;
- Dibayarkan secepatnya setelah laporan keuangan tersebut dibuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan keuangan gabungan dengan laporan

“Taudiror independent peT 3T Desember 7999 keberadaannya fidak dibantah alefl

Termohon terbukti bahwa PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terdapat kelebihan
aktiva per 30 Desember 1999 sebesar Rp. 186,306.000.000,- (Vide bukti P - } ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya telah terbukti bahwa memang ada deviden
yang seharusnya dibagikan secepatnya kepada pemegang saham pada tahun 1999
seteiah laporan tahunan dibuat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas
terdapat fakta bahwa Pemohon, sebagai pemegang saham sebesar 40 % belum
dibayarkan, maka terbukti bahwa Termohen mempunyai utang kepada Pemohaon ;

Menimbang, bahwa apakah utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih:

Menimbang. bahwa deviden tersebut seharusnya dibayarkan pada tahun 1999,
talsh dilakukan somasi glsh Pemohon {Vide bukti P - 3 dan P - 4}, maka majelis
berpandspat bahwa utang tersebut talah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah
Termohon mempunyai Kreditur lain selain Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana tidak dibantah oleh Termohon bahwa utang
klaim dan pajak adalah Kreditur lain Termohon {Vide bukti Termohon [} ;

Menimbang, bahwa disamping itu karena telah terbukti bahwa deviden yang
seharusnya dibagikan secepatnya setelah {aporan keuvangan dibuat yaitu pada tanggal
31 Desember 1939, kepada para pemegang saham, dan menurut surat bukti P - 1 yang
sama dengan T - 1 sebagai pemegang saham lainnya yaitu IFC (International Finance
Corporation) juga termasuk kreditur lain, ;

Menimbang. bahwa mengenai besarnya utang dari Kreditur l2in tersebut akan
diperhitungkan di datam rapat pencocokan utang (Verifikasi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas
dihubungkan satu sama lain bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan
pasal 1 UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan oleh karenanya permoheonan
Pemohon untuk menyatakan Termohon pailit haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 ayat 1 UU No. 4 Tahun T998 tentang
kepailitan, maka dalam pernyataan pailit harus diangkat searang Hakim Pegawas dan
seorang Kurator ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon telah memohon agar diangkat
" Sdv. Kali Sutan, SH Sehagai Kurator;
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Menimbang, bahwa sampai proses pemeriksaan perkara ini Majelis belum
mendapatkan adanya benturan kepentingan terhadap Kurator yang dimahonkan oleh
Pernohon dan Termohon tidak pernah mengajukan keberatan terhadap hal tersebut
maka Majelis dapat mengabulkan permohonan penunjukkan kurator tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya dan imbalan jasa Kurator sebagaimana
dirnaksud dalam pasal 87 D jo. 69 UU No. 4 Tahun 1998, akan ditetapkan kemudian
berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehaklman R | tanggal 22 September 1838 No. -

tor Pajak ...

09. HT. 05. 10 Tahun 1998 ; T

Menimbang, bahwa mengenai hakim pengawas akan diangkat seorang Hakim
dari Pengadilan Niaga Jakartz Pusat yang namanya akan disebutkan dalam amar
putusan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan Termchon
dinyatakan pailit maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Termohon tersebut.

Delam Pokok Perkara ;-

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

- menyatakan Termohon PT.Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang berkedudukan
di Jakarta, beralamat di Jalan Pegangsaan Timur Na. 1 A, Cikini takarta Pusat
pailit ;

- Mengangkat Sdr ERWIN MANGATAS MALALU, SH Hakim Pengadilan Niaga Jakarta
pusat sebagai Hakim Pengawas ;

- Mengangkat Sdr. KALI SUTAN, SH yang beralamat di JI. Anggrek Garuda Il Slipi
Jakarta Barat sebagai Kurator ;

- Menetapkan besarnya imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian ;

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada
Pemohon ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta
Pusat pada hari KAMIS, tanggal 13 JUNI 2002 dengan susunan Majelis Hakim, H. HASAN
BASR], SH., sebagai Ketua Majelis, CH. KRISTIPURNAMIWULAN, SH., dan
TJAHJONQO, 5H., masing-masing sebagai Hakim Anggata, putusan mana pada hari itu
juga dibacakan dengan Dissenling openions dari Ketua Majelis dalam persidangan yang
terbuka untuk umum dengan dihadiri cleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh
YANWITRA, SH. MH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Termohan
dan Kuasa Pemohon. .

HAKIM ANGGOTA
NY. CH. KRISTIPURNAMI WULAN, SH.
TJAHJONQ, SH.

HAKIM KETUA
H. HASAN BASRI, SH.

PANITERA PENGGANTI
YANWITRA, SH. MH.
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[ MAHKAMAH AGUNG R.L. |

PUTUSAN
Nomeor: 021 K/ N /2002,

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambif putusan sebagasi berikut
dalam perkara kepailitan dari :

I PT. ASURANSI JIWA MANUUFE INDONESIA {dahulu PT. ASURANSI JIWA
DHARMALA MANULIFE) diwaiili oleh PHILIP HAMPDEM SMITH dan ADI
PURNOMO WIDJAJA, masing-masing setaku Direksi, berkedudukan di Jalan
Pegangsaan Timur Nomar 1 A, Cikini, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi
kuasa kepada RIA HETHARIA, SH., MH, dan SHEILA A. SALOMO, SH,, para
Adveokat pada Kantor Hukum Hotma Sitompoel & Associates, beralamat di
Jalan Martapura Nomor 3 Jakarta Fusat, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 14 Juni 2002, sebagai Pemohon Kasasi | dahuly Termohon Pailit;

IL1. HILL & ASSOCIATES, beralamat di Plaza Kuningan, Annex Building, Jalan
H.R. Basuna Said Kaveling € 11 - 14, Jakana;

2. PT.INDO PACIFIC, beralamat di Haery Building, Lantai 1, Jalan Kemang Raya
157, Sakarta 12580 ; _

3. SOEMADIPRADJA & TAHER, beralamat di Wisma GKBI, Suite 905, Jalan
Jongeral Sudirman Nomor 28, Jakarta 10210,

£, NIRA'NAZARUDIN, beralamat di Komplek Migas 44 Nomor 4 A, Kemanggisan,
lzierz Barat; ’

5. s ARTARINI, beralamat di Jatan Perhubungan VII/D-9, Kelurshan Jati

- Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;

8. PT.INSIGHT CONSULTING, beralamat di Menara BCD, Level 4, Jalan Jendaral
Sudirman Kaveling 26, Jakarta 12920;

7. SUMENDRA TANUDJAJA, beralamat di Kebon Mangga Ill, Nomor 93 RT.
008 / 02, Kecamatan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;

8. HIDAYAT CHOLIL, beralamat di Jatibening 2 Blok F Nomor 92, RT.008/008,
Kelurahan Jatibening, Pandok Gede, Bekasi;

9. LUKITO ARIFIN, beralamat di jalan Kebon Kacang /73, RT.QQ1/005, Kelurahan
‘Yebon Kacang, Jakarta Pusat ;

10. LAMERE, WIDJAJA, beralamat di Tamansari VI, Nomor 13, Jakarta 11160;

11. WENADY HARTANTO, beralamat di Perum Sunrise Garden, Ratu Cempaka
Timur Nomor 8, RT.005/013, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

12. RUDDY SUHARTONO, beralamat di Puri indah, Blok 86 Nomor 10, RT.011/
006, Keluratran Kembangan, Jakarts Barat;

Kedudukan Ka
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13. VICTOR WIDJAJA, beraiamat di Green Ville D/4, RT. 007 / 009, Pun Kepa, -
Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
14. BASUKI SOEMARMGO, beralamat di Jalan Jati Indah 1IV/21, RT. 06/03,
Pangkalan Jati, Bogor;
15. EROONEY SABAM H., beralamat d| Taman Lebak Bulus VIl Nomar 8, RT.004
. { 004, Lebak Bulus, Kecarmatan Cilandak, Jakarta Selatan;
dalam hal ini memberi kuasa kepada HIDAYAT ACHYAR, SH., Advokat & Pengacara
" “pada Kantor Rukum WARFENS & ACHYAR, Beralarat di Jalan Pekalongan Nomor
2 A, Menteng, Jakarta 10310, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni
2002, sebagai para Pemchon Kesasi Il dahulu para Kreditur lain ;

malawan

PAUL SUKRAN, $.H., selaku KURATOR FT. DHARMALA SAKT| SEJAHTERA, Thk.
{ Dalam Pailit } beralamat di Jalan Raya Panjang Nomor 8, Kebon Jeruk, Jakarta
Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepadz FEBRY IRMANSYAH, 5H., Advokat.
pada Kantor Hukum IRMANSYAH & PARTNERS beralamat di Jalan J Nomor 26,
Asembaris, Kebon Baru, Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni
2002, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pernchon Pailit ;.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon
Kasasi sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permchaonan paitit dimuka persidangan
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalii-dalil:

A, TERMOHON MEMPUNYAL UTANG KEPADA PEMOHON YANG TELAH JATUH
TEMPO DAN DAPAT DITAGIH,

7. Bahwa PT. Dharmala Sakti Sejahtera, Tbk. (dalam pailit} selanjutnya disebut
“PT.DSS" dinyatakan peilit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 03/PKPU/2000/PN.NIAGA.
JKT.PST.jo.Nomor: 10/PAILIT/2000/PN.NIAGA. JKT.PST,, tanggal 6.Juni 2000,
dimana sejak PT. Dharmala Sakti Sejahtera dinyatakan pailit, maka segala
sesuatu yang menyangkut mengenai pengurusan harte kekayaan PT. DSS
{debitur pailit) sepenuhnya dilakukan oleh Kurator;

2. Bahwa selaku Kurator yang diangkat berdasarkan Penatapan Pengadilan
Niaga pada Pengadilan.Negeri Jakarta Pusat Nomor : 10/PAILIT/2000/
PN.NIAGA.JKT.PST., jo. Nomor: 03/PKPU/2000/PN . NIAGA.JKT.PST, tanggal
21 Desember 2000, Pemohoen bertugas untuk malakukan pengurusan dan /
atau pembaresan harta pailit serta berusaha mengumpulkan semua harta
kekayaan yang dimiliki oleh PT. DSS selaku debitur pailit, termasuk juga dalam
upaya memaksimalkan budel pailit tersebut, untuk selanjutnya dibagikan
kepada para krediturnya, sehingga para kreditur dapat memperoleh bagian
vang maksimal dari pembagian budel pailit sebagaimana diamanatkan dalam
ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, termasuk
pembagian untuk Negara Republik Indonesia selaku kreditur yang dalam hai
int diwakili oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).
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Bahwa salah satu tugas Pemohon dalam upaya mengumpulkan dan
mempertahankan serta memaksimalkan boedel pailit tersebut adalah dengan
melakukan penagihan kepada Termohon, sehubungan dengan adanya
kewajiban Termohon {PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia) untuk mem-
bayarkan deviden tahun buku 1599 berikut bunga-bunganya kepada PT. DS$
selaku pemilik / pernegang 40% saham pada Termohon yang tercatat untuk
tahun buku 1999, se]auh Termohon memperoleh laba dan teiah mendapatkan

pembukuan yang bernkhrr 31 Desember 1999 sebagalmana yang telah dlatur

dalam Akta Perjanjian Usaha Patungan tertanggal 10 Juni 1988, yang dibuat
dihadapan Ny. RUKMASANTI HARDJASATYA, S.H., Notaris di Jakarta {vide
Bukti P-1) jo. Laporan Keuangan Konsolidasi Termohon, untuk periode yang
berakhir 31 Desembaer 1999 dan 1998 yang telah diaudit cleh Kantor Akuntan
Publik Independen ERNST & YOUNG (vide Bukti P-2);

Bahwa dalam pasal X Akta Perjanjian Usaha Patungan telah disepakati bahwa
: “saejauh perusahaan memperoleh (aba dan telah mendapatkan suatu surplus
untuk dibagikan kepada para pemegang saham untuk tahun pembukuan
Perusahaan yang manapun {sebagaimana dapat dilihat dari Laporan
Keuangan yang telah diaudit sehubungan dengan tahun pembukuan yang
bersangkutan), semua pihak akan mengatur agar Perusahaan (PT. Asuransi
Jiwa Manulife Indonesial membayar deviden sedikitnya sama dengan 30%
{tiga puluh persen} dari jumiah surplus yang melebihi Rp.100.000.000.-
{seratus juta rupiah} secepat mungkin dianggap praktis setelah Laporan
demikian dibuat” ;

Bahwa selanjutnya di dalam pasal V1 Akta Perjanjian Usaha Patungan,
mengenai Psmindahan Saham ke Manulife, dinyatakan :

QR Setelah tanggal perotehan, maka pemilikan saham perusahean (PT.
Asuransi Jiwa Manulife Indonasia} akan menjadi sebagai berikut :

a. Manutife 519% atau 2.29% lembar sgham. ;
h. PT. bS8 40% atau 1.800 lembar saham;
c. IFC 9% atau 405 lembar seham;

Bahwa herdasarkan, Laporan Keuangan Termohan untuk tahun buku 1959
dan 1998, yang dibuat aleh ERNST 8 YOUNG selaku Auditor Independen,
vaitu : “Consolidated Financial Statement December 31, 1999 and 1998",
telah ditentukan bahwa Termohon vaitu PT. ASURANSI JIWA MANULIFE
INDOMNESIA telah meandapatkan surpius dari keuntungan sebesar
fip.186.306.000.000,- {seratus delapan puluh enam milyar tiga ratus enam,
juta rupiah} sebagaimana disebutkan pada halaman 19:

“Dividends are declared at the discretion of the directars but cannot be paid
unless the company has an excess of admittad assets over liabilities in
accaordance with the solvency requirement of the Ministery of Finance. The
excess of admitted assets over liabilities as at December 3%, 4899 was
Rp.186,306,000 {1998 : Rp.71,026,826). For solvency purpase the reserve for
future policy benefits is estimated base an the Modified Net Premium Method
far ali outstanding policies”.

—
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Terjemahannya :

*Deviden diumurnkan atas kebijakan Direksi tetapi tidak dapat dibayar kecuali
bila perusahaan memiliki kelebihan aktiva yang diakui terhadap pasiva sesuai
dengan persyaratan solvabilitas (kemampuan membayar) dari Menteri
Keuangan. Kelebihan aktiva, yang diakui atas pasiva per 30 Desember 1999
adalah Rp.186.306.000 {1998 : Rp. 71.026.826). Untuk tujuan solvabilitas
cadangan untuk manfaat polis masa depan diparkirakan berdasarkan Matode

._Premi Bersih yang dimedifikasi untuk seluruh polis yang belum lunas”;

Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan tersebut dan dengan mengacu
kepada pasal X Akta Perjanjian Usaha Patungan, maka deviden yang harus
dibagikan kepada para pemegang saham Termohon adalah sebesar
Rp.55.891.800.000,- {lima puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh
satu juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu sebesar 30 % x Rp.186.3 .000.000,;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dan dengan mengacu kepada pasal
X Akta Perjanjian Usaha Patungan, maka PT. DSS berhak untuk mendapatkan
pembagian deviden beserta bunga-bunganya dengan perincian sebagai
berikut ; '

8.1, Lhang deviden yang harus dibayarkan yaitu. 40 % x Rp.55.891.800.000.-
vaitu sebesar Rp.22.356.720.000,- {dua puluh dua juta milyar tiga ratus
fima puluh enam juta tujuh ratus dua pulub ribu rupiah};

8.2. Bunga atas deviden yang belumdibayarkan, terhitung sejak tanggal 1
Januari 2000 sampai dengan tanggal 30 April 2002 {2 tahun 4 bulan)
dengan perhitungan bunga sebesar 20% (dua puluh persen) per tahun
yaitu sebesar Rp.10.433.126.000,- {sepuluh mityar empat ratus tiga puluh
tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Sehingga total kewajiban Termohon kepada Pemohon berjumlah

Rp.32.789.856.000,- {tiga puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan

juta detapan ratus lima puluh enam ribu rupiah} ;

Bahwa untuk melakukan penagihan pembayaran deviden tahun buku 1999
berikut bunga yang merupakan utang Termchon kepada Pemohon tersebut,
maka Pemohon selaku Kurator telah berusaha semaksimal mungkin untuk
menagih kepada Termohon, agar penerimaan deviden berikut bunganya
dapat dibagikan kepada para kreditur, termasuk pembagian untuk Negara
Republik Indonesia selaku kreditur (diwakili oleh BPPN), akan tetapi Termohon
dengan berbagai alasan berusaha untuk menghindar dari kewajibannya
tersebut, bahkan sampai sasat diajukannya permohonan pailit ini ke
Pengadilan Niaga pada Pengadiian Negeri Jakarta Pusat, Termohon tidak-
juga melunasi kewajibannya tersebut, meskipun telah ditegur berulangkali
baik secara lisan maupun secara tertulis, sebagaimana terbukti dalam :

9.1. Surat Teguran Pemohon kepada Termohon (Somasi I}tenanggal 26 April
2002, berikut tanda terima {vide Bukti P-3);

9.2. Surat Teguran Pemohon kepada Termohon (Somasi Il) tertangga! 2 Mei
2002, berikut tanda terima {vide Bukti P-4} ;

Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban Termohon kepada Pemohan
untuk melakukan pembayaran utang atas dividen dimaksud, maka sudah
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Atau

3.3, Sertifikat Bank Indonesia { SB!} atas nama PT. ASURANSI JiwA MANULIFE
INDONESIA {Termohon} yang tercatat pada Bank Indonesia;

3.4. Seluruh Portofolio yang berbentuk saham, obligasi dan reksadana atas nama
PT. ASURANSI JWMVA MANULIFE INDONESIA (Termohon} yang terdapat di
PT. MANULIFE ASET MANAJEMEN INDONESIA;

Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasn pengurusan dan pemberesan

harta pailit; : :

Menunjuk dan mengangkat Sdr. KALI'SUTAN, S H., beralamat di Jalan Anggrek

Garuda ll Nomor: 44 Slipi, Jakarta Barat, selaku Kurator Sementara selama proses

persidangan kepailitan ini berjalan dan selanjutnya selaku Kurator dalam Kepailitan

Termahon atau salaku Pengurus jika masuk dalam proses PKPLU;

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niags pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya {ex aequo et bono) ;

bahwa terhadap permohanan pailit tersebut Termohan Pailit telah mengajukan

eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

% P WVARIA PERADILAN No. 205

‘BAHWA PERMOHONAN PAILIT PREMATUR KARENA BELUM MENDAPAT IZIN

DARI HAKIM PENGAWAS DAN PANITIA KREDITUR.

1.  Bahwa Pemohaon Pailit selaku Kurator untuk mengajukan gugatan dalam hal
ini permohonan pemyataan pailit “diwajibkan meminta nasihat dari Panitia
Kreditur™, hal ini déngan jelas diatur dalam Pasal 75 ayat {1} Undang-Undang
Normor 4 Tahun 1988 tentang Kepailitan yang berbunyi :

“Balai diwajibkan meminta nasihat panitia, sebelum memajukan suatu
gugatan atau meneruskan perkara yang sedang bergantung, maupun
memajukan pembetaan terhadap suatu gugatan yang dimajukan atau sedang
bergantung, maupun memajukan pembelaan terhadap suatu gugatan yang
dimajukan atau sedang bergantung, terkecuali mengenai sengketa-sengketa
pencocokan piutang; tentang meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan
pailit; begitupun dalam hal-hal termaksud dalam pasel-pasal 36, 38, 39, 57
" ayat kedua, 97, 98, 170 ayat terakhir dan 172, dan pada umumnya tentang
cara pemberesan dan penjualan harta pailit, dan tentang saat maupun jumiah
pembagian-pembagian yang harus dilakukan”; i
2. Bahwa baik dalam rapat-rapat Kraditur dari PT. Dharmala Sakti Sejahtera
(Dalam Pailit) maupun sampai permohanan paitit ini diajukan ke Pengadilan
Niaga, Pemohon Pailit selaku Kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera (Dalam
Pailit} tidak pernah mamohon izin kepada Panitia Kreditur untuk mengajukan
permohonan Pailit ini;

3. Bahwa dengan demikian permohonan pailit ini r;nasih Prematur karena belurn
méndapat izin dari Panitia Kreditur sebagaimana yang disyaratkan oleh
Undang-Undang, karenanya sudah seharusnyalah ditolak atau setidak-
tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
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4. Bahwa permohonan pailit yang disampaikan oleh Pemohon Pailit inipun
sifatnya masih Prematur sebab belum mendapat izin Hakim Fengawas;

5. Bahwa Pemohen Pailit selaku Kurator untuk menghadap dimuka Pengadilan

harus terlebih dahulu mandapatkan izin dari Hakim Pengawas, hal ini secara.
jelas diatur dalam Pasal 67 ayat (5} Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998
tentang Kepailitan yang berbunyi :
“Untuk menghadap di muka Pengadilan, Kurator harus terlehih dahuluy
mendapatkan izin dari. Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa
pencocokan piutang atau dalam hal-hal sebagatmana dimaksud dalam Pasal
36, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 57 ayat {2)” ;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelaslah permohonan Pailit yang diajukan
oleh Pemohon Pailit salaku Kurator masih prematur dan karananya harus
ditolek atau setidak-tidaknya dinvatekan tidak dapat diterima;

PERMOHONAN PAILIT SALAH ALAMAT {ERROR IN PERSONA} KARENA
TERMOHON PAILIT BUKANLAH PIHAK PADA PERJANJIAN USAHA PATUNGAN
TANGGAL 10 JUNI 1988.

7. Bahwa permohonan pailit yang diajukan oleh Pamohon Pailit salah alamat.
Sebab Perjanjian Usaha Patungan, tanggal 10 Juni 1988 (Bukti T-1 dan Bukti
T-1a) yang mendasari permohonan pailit ini sebagaimana yang didalilkan
oleh Pemohon Pailit pada butir 3, 4 dan 5 positanya adalah perjanjian yang
dibuat antara Pemohon Pailit dengan pihak lain yaitu masing-masing:

+  The Manufacturas Life Insurance Company, yakni suatu perseroan yang
telah didirikan dibawah Undang-Undang Negara Kanada (salamutnya
akan disebut sebagai “Manulife”) ;

+  PT. Dharmala Sakti Sejahtera, yakni suatu perseraan yang telah didirikan
dibawah Undang-Undang Negara Republik Indonesia {selanjutnya akan
disebut sabagai “Dharmala”) dan

. International Finance Corporation, suatu organisasi internasional dengan
kantor pusat di Washington, D.C [ selanjutnya akan disebut sebagai
“IFC") ;

8. Bahwa The Manufactures Life insurance Company, PT. Dharmala Sakti

Sejahtera, International Finance Corporation adalah pemegang saham awal

dari Termahon Pailit;

9. Bahwa dengan demikian Perjanjian Usaha Patungan tersebut tidak mangikat
Termohon Pailit, karenanya Pemohon Pailit tidak dapat meminta Termohon
Pailit untuk melaksanakan apa yang diperjanjikan dalam Perjanjian Usaha
Patungan tanggal 10 Juni 1988 ;

10. Bahwa terhadap pelaksanaan Perjanjian Usaha Patungan tertanggal 10 Juni
1988 tersebut seharusnya Pemohon Pailit mengajukan guggatan perdata pada
para pihak yaitu The Manufacturas Life Insurance Company dan International
Finance Corporation di Pengadilan Negeri; _

11. Bahwa dengan demikian permohonan pailit yang diajukan kepada Termohon

: Failit adalah salah alamat (error in personal, dan karenanya permohonan
pernyetaan pailit yang diajukan cleh Pemohon Pailit harusiah ditalak atau
setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat ditarima;
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- Mengangkat Sdr. KALI SUTAN, S.H., yang beralamat di Jalan Anggrek Garuda |l
Slipi, Jakarta Barat sebagai Kurator;

- Menetapkan besarnya imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian;

Membabankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah} kepada
Pemohon;

bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
tersebit diucapkan dafarm sidang terbuka untuk Dmiliv déngan ditadiri otéh Kiasa
Termohon dan kuasa Pemohon pada tanggal 13 Juni 2002 kemudian terhadapnya oleh
Termohon Pailit/Pemohen Kasasi | dan Kreditur Lain/Pemohon Kasasi Il dengan
perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2002 dan 19
Juni 2002 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Juni 2002 dan
tanggal 20 Juni 2002, sebagaimana tarnyata dari akte permohonan kasasi Nemar : 20/
KAS/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT. PST. jo. Nomaor : 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST.
dan Nomor : 21/KAS/PAILIT/2002/PN.NIAGA . JKT.PST. jo. , Nomor. 10/PAILIT/2002/
PN.NIAGA.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadiian Niaga pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disertai dengan memaori kasasi yang
memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri .Jakarta Pusat tanggal 19 Juni 2002 dan tanggal 20 Juni 2002 itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Termohon Pailit yang pada tanggal 19 Juni 2002 dan tanggal
20 Juni 2002 telah disampaikan permohonan kasasi dan salinan memori kesasi dari
Pemohon Kasasi | dan Pemohon Kasasi Il, diajukan kontra memari kasasi yang diterima
di Kepanitaraan Pangadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26
Juni 2002 dan tanggal 27 Juni 2002 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah
diberitahukan kepada pibak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu
dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang. maka oleh karena itu
permohoenan kasasi tarsebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi
datam memori kasasinya tersabut pada pokoknya adalah :

PEMOHON KASASI :

1.1. Bahwa dari permohenan-permohonan pailit yang diajukan oleh Kuratar maupun
pihak-pihak lain dengan Kuasa Hukurm yang sama, nampak jelas bahwa tujuan
dari permohonan pailit tersebut semata-mata untuk menjatuhkan dan menghancur-
kan pihak Termohon Pailit dalam persaingan bisnis yang tidak sehat; )
Bahwa sangat disayangkan, hal-hal ini sama sekali tidak menjadi perhatian. Majelis
Hakim bahkan dengan mengesampingkan peraturan-peraturan dalam Undang-
Undang Kepailitan, membenarkan tindak-tindakan Pemohon Pailit, dan dengan
demikian menggeser tujuan baik dari dibvatnya Undang-Undang Kepailitan
tersebut;

Pada kanyataannya Termchen Pailil adalah perusahzan yang sangat sehat hat
mana dapat terlihat dari Bukti P-1 berupa Laporan Keuangan Konsolidasi PT.
ASURANSI Jiwa MANULIFE INDONESIA untuk pericde yang berakhir 31
Desember 1999 dan 1998 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik lndependen
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ERNST & YOUNG, dimana seharusnya justru menjadi pertimbangan Majelis Hakim
bahwa Deviden yang ditunfut oleh Pemohon Pailit pastilah masih dipersengketa-
kan dan karenanya bukanlah suatu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih
serta masih memerlukan pembuktian yang tidak sederhang;

Bahwa putusan Nomor : 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA JKT.PST,, tertanggal 13 Juni
2002 adalsh putusan yang tidak cermat, mengada-ada dan tanpa menerapkan
hukumn pembuktian yang benar oleh Judex Facti ;

Bahwa ketidakcermatan sehagainiang kami sabat diatas adabaty ketidakcermatan
yang pada akhirnya menyehabkan kerancuan dan dapat mengakibatkan pengertian
yvang berbeda sehingga sangat merugikan Pemohon Kasesi dahulu Termohon
Pailit, sebagaimana dapat dibuktikan sebagai berikut : .

- Pada halaman 14 altnea 5 Putusan aquo, tertulis bahwa bukti P-1 adalah
Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia untuk
periode yang berakhir 3t Desember 1999 dan 1998 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Independen EBNST & YOUNG (tidak ada asli), namun
dalam putusan halaman 21 alinea 4 garis datar pertama serta pada halaman
24 alinea 4, tertulis bahwa perjanjian usaha patungan tanggal 10 Juni 1998
adalah sebagai bukti P-1;

Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan bukti P - 1 itu apa ? Hal ini
menimbulkan kerancuan pada masyarakat Juas dan sangai merugikan
Permohon Kasasi/Termohon Pailit;

‘. Selanjutnya Judex Facti juga dalam pertimbangan hukum pada balaman 24

putusan alinea 3 telah mengada-ada dengan menyatakan bahwa utang klaim
dan pajak adatah Kreditur lain karena Pemohon Kasasi f Termehon Pailit tidak
membantah utang klaim dan pajak adalah Kreditur lain Parmohon Kasasi/
Termohon Pailit;

Bahwa hal ini sangat mengada-ada karena terbukti meialui Eksepsi dan
Jawaban terhadap permohanan pailit pada halaman 7, angka Romawi 1l
pada nomor 24 hingga 33 dan pada tanggapan terhadap tanggapan atas
Eksepsi dan Jawaban dati Pemohon Kasasi/ Termohon Pgilit pada halaman
10 angka romawi lll, angka 36 hingga 59. Halmana juga termuat pada putusan
halaman 10 bagian B jawaban pada angka lll nomor 24 sampai dangan 33,
sehingga jelas Pemohon Kasasi f Termohon Pailit telah membantah dan’
menolak Kreditur lain tersebut, halmana didukurig pula oleh bukti-bukti T-6a
sampai dengan T-17, yang sama sekali tidak dipertimbangkan;

Terlebih-lebih lagi hal tersebut juga telah ditanggapi dalam tanggapan atas
eksepsi dan jawaban oleh Termohon Kasasi/ Pemchon Pailit sendiri pada
halaman 12, 13, 14 dibawah angka Bomawi lll;

Mengenai Kurator

Bahwa Saudara KALI SUTAN, §.H., yang ditetapkan selaku Kurator PT. ASURANSI
JIWA MANULIFE INDONESIA melalut putusan Pengaditan Niaga pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor : 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST.,
tanggal 13 Juni 2002, ternyata berdasarkan surat dari AKP) yang ditujukan kepada
Departemen Kehakiman Republik Indonesia Sdr. Kaiisutan, SH., sudah keluvar dari
Associasi Kurator dan Pengurus Indenesia. {selanjuinya disebut AXPI) ;
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Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomaor :
M.0B.-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Kurator
dan Pengurus dimana pada Pasal 7 dinyatakan surat tanda terdaftar sebagaimana
dalam Pasal 6 ayat (1) berlaku sepanjang Kuratar dan Pengurus masih terdaftar
sebagai anggota_ aktif sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar atau
Anggaran Rumah Tangga dari AKPI (foto copy - terlampir] ;

Bahwa dengan telah keluarnya Sdr. KALI SUTAN, S.H,, sebagai anggota AKPI maka,
ia, tidak lagi dapat bertindak selaku Kurator dan Pengurus ;

Berdasarkan hal tersebut dapat dibuktikan bahwa Penetapan Majelis hakim Perkara
Nornor ; 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST., yang mengangkat KALI SUTAN, S H,,
adalah keliru dan karenanya harus dibatalkan;

Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dengan tidek menerapkan
ketentuan Pasal 67 ayat {5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1988 tentang kepailitan
dan salah menerapkan Pasal 70 Undang-Undang tersebut;

- Bahwa Pasal 87 ayat {8) Undang-Undang Nomor 4 Tabun 1938 menentukan
*untuk menghadap dimuka Pengadilan, kurator harus terfebih dahuly
mandapatkan ifin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa
pancocokan piutang atau dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal

36, 38, 39 dan Pasal 57 ayat (2)"

- Bahwa di dalam perkara ini, Kurator yang mengajukan permohonan pailit
sebagai Pemahon Pailit {sekarang Termohon Kasasil sama sekali tidak
mendapat ijin dari Hakim Pengawas dan hal ini dibenarkan oleh Judex Facti;
{putusan a quo, halaman 21, alinea ke-3, garis datar ke-1}

- Bahwa selengkapnya ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Kepailitan berbunyi
sebgai berikut :

“Dengan tidak adanya kuasa dari Hakimn Pengawas yang seharusnya ada ate
dengan tidak mengindahkan ketentuan dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal
76, sepanjang mengenai pihak ketiga, hal itu tidak berpengaruh terhadap
sahnya perbuatan hukum Kurator yang hanya dipertanggung jawabkan
kepada Debitur Pailit dan para Kreditur” ;

- Bahwa dengan demikian, Judex Facti telah salah datam menerapken hukum,
karena:

i. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 70 Undang-Undang Kepailitan
adalah ketentuan vang limitatif Ketentuan tersebut banya berlaku
“sepanjang mengenai pihak ketiga”. Artinya, jika pihak ketiga melakukan
suatu perbuatan hukum dengan Kurator, padahal menurut hukum dalam

melakukan perbuatan hukum tersebut Kurator harus mendapat ijin /

kuasa dari Hakim Pengawas, maka “sepanjang mengenai pihak ketiga,
hal ity tidak berpengarub terhadap sahnya perbuatan hukum Kurator®;
Sebagai contoh, jika seorang pihak ketiga mendapat pekerjaan dari
Kurator serta menerima pembayaran dari Kurator tanpa ijin dari Hakim
Pengawas, padahal uniuk kepentingan tersebut Kuratar harus terlebih
dahulu mendapat ijin Hakim Pengawas, maka bagi pihak ketiga tindakan
Kurator yang tanpa ijin Hakim Pengawas itu adalah sah, sehingga pihak
ketiga tersebut tidak dapst dihukum untuk mengembalikan pembayaran
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vang telah diterimanya dari pihak Kurator;

ii. Dengan perkataan lain, berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang
Kepailitan, bagi pinak Kurator sendiri, bukan bagi pihak ketiga, tindakan
hukum yang diharuskan oleh hukum untuk mendapat ijin Hakim
Pengawas, harus dinyatakan sebagai tindakan tidak sah jika perbuatan
itu dilakukannya tanpa ijin dari Hakim Pengawas ;

iii. Bahwa harus diingat Pasal 70 Undang-Undang Kepailitan ini semata-
mata uatuk malindungi pihak ketiga dari perbustan Kurator yang
dilakukan 1anpa izin Hakim Pengawas atau tanpa izin Panitia Kreditur.
Bukan untuk melindungi Kurator dari tindakannya yang tidak rmematuhi
Pasa! 67 ayat (5] maupun Pasal 75 dan 76 Undang-Undang Kepailitan;

- Bahwa disamping itu, pertimbangan Judex Facti sebagaimana dinyatakan
di dalam halaman 21 putusan aquo {vide angka 3 diatas) adalah pertimbangan
vang tidak logis. Jika perbuatan Kurator yang seharusnya mendapat ijin dari
Hakim Pengawas tetap dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 70
Undang-Undang Kepailitan, lalu apa artinya ketentuan Pasal 67 ayet (5}
Undang-Undang Kepailitan yang menentukan bahwa untuk menghadap di
depan Pengadilan, Kurator harus mendapat ijin dari Hakim Pangawas? serta
artinya Pasal 75 yang mengharuskan Kurator memperoleh ijin Panitia Kreditur
untuk mengajukan gugatan ?

- Uraian diatas menunjukkan bahwa Judex Facti tafah salah dalam menerapkan

: hukum dengan tidak menerapkart ketentuan Pasal 67 ayat (5| Undang-Undang
Kepailitan dan salah menpartikan ketentuan Pasal 70 Undang-tUndang
Kepailitan {yang seharusnya diberlakukan terhadap pihak ketiga, tetapi oleh
Judex Facti diberiakukan terbadap Kurator). Oleh karena itu putusan Judex
Facti di dalam perkara ini harus dibatalkan ;

Judex Facti tefah salah menerapkan hukurn yang berhubungan dengan ketentuan

. mengenai organ badan hukum:

- Bahwa permohionan pailitini didasarkan pada perjanjian patungan tertanggal
10 Juni 1998 (Bukti P-1/Bukti T-1), dimana pibak Termghon Pailit / Pernohon
Kasasi sebenarnya sama sekali tidak menjadi p1hak di dalarm perjanjian
tersebut;

- Bahwa sekalipun demikian, Judex Facti menyatakan bahwa perjanjian
tersebut mengikat juga Termohon PailitPemohon Kasasi dengan memberikan
pertimbangan sebagaimana putusan a quo, halaman 21, alinea ke-4 garls
datar ke-1 dan ke-2 pada alinea tersebut ;

. Bahwa Termoheon Failit {sekarang Pemohon Kasasi) adalah sebuah badan
hukum yang barbentuk Perseroan Terbatas (PT};

- Bahwa organ dari sebuah badan hukum yang berbentuk PT adalah Rapat
Umum Pemegang Saham PT, Direksi PT dan Komisaris PT {vide Bab V dan
Bab VI Undang-Undang Nomar 1 Tahun 1995 tentang Persercan Terbatas),
Hal ini diakui juga oleh Judex Facti di dalam pertimbangan yang. menyatakan
“organ-organ badan hukum tersebut berupa RUPS, Direksi dan Komisaris”
{Putusan a quo, talaman 21, alinea ke-4, garis datar ke-2 pacta atinea tersebut);
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Bahwa “Perjanjian Usaha Patungan” (bukti P - 1/T - 1) bukan merupakan

perjanjian yang dibuat oleh organ badan hukum Termohon PaitittPemohon

Kasasi, karena perjanjian tersebut ;

. tidak dibuat oleh RUPS PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA
[Termohon PilitFemohon Kasasiy;

. tidak dibuat oleh Direksi PT. ASURANSI| JIWA MANULIFE INDDNESIA
{Termohon PailittPemohon Kasasi):

«  tidak dibuat oletr Komisaris PT ASURANSHIWA MANULIFE INDONESIA
{Termohon PailitPernohon Kasasi);

Bahwa perjanjian tarsebut memang dibuat oleh “The Manulife Insurance

Cempany, PT. Dharmala Sakti Sejahtera dan International Finance

Caorporation” yang menjadi pemegang saham PT, Asuransi Jiwa Manulife’

Indonesia {Termohon Pailiy Pemohon Kasasi). Tetapi, perjanjian tersebut
dibuat bukan dalam kedudukan mereka sebagai pemegang saham
PT.Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Tarmohon Pailit / Pernohon Kasasi).
Disamping itu, perianjian tersebut tidak dibuat di dalam forum Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Termohon
Pailit/Pemohon Kasasi);

Uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa Perjanjian Usaha Patungan {Bukti
P-1/T-1) tidak dibuat oleh Crgan Badan Hukum Termohaon Pailit / Pemohon
Kasasi. Dish karena itu, secara hukum isi perjanjian tersebut tidak mengikat
Termohon Pailit / Pemohon Kasasi. Dengan perkataan lain, semua tuntutan
yang diajukan kepada Termohon Pailit {sekarang Pemohon Kasasi) yang
didasarkan pada perjanjian tersebut harus ditolak untuk seluruhnya, karena
Termohon Pailit {sekarang Pemohon Kasasi) sama sekali tidak terikat terhadap
isi perjanjian (bukti P- 1/T - 1} termaksud;

Uraian diatas pun menunjukkan bahwa pertimbangan Judex facti yang
menyatakan Perjanjian Usaha Patungan tersebut (Bukti P-1/T-1) mengikat
Termohon Pailit (sekarang Permohon Kasasi) vide pertimbangan Judex Facti
sebagaimana dikutip pada angka 2 diatas merupakan pertimbangan yang
didasarkan pada penerapan hukum yang salah. Qleh karena itu, putusan
Judex Facti harus dibatalkan;

Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian;

Bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan bahwa utang yang dituntut
pembayarannya dalam perkara ini [deviden tahun 1993) bukan milik Pernchon
Pailit (sekarang Termohan Kasasi), Judex Facti memberikan pertimbangan
sebagaimana putusan a quo, halaman 21, alinea ke-5;

Bahwa pertimbangan Judex facti sebagaimana dikutip diatas bertentangan
dengan alat bukti yang berupa pengakuan yang disampaikan oleh pihak
Pemohon Pailit sendiri {sekarang Termohon Kasasil di dalam Tanggapan
Pemohon Pailit Atas Eksepsi dan Jawaban Termcohon Pailit yang berbunyi
sebagai berikut : : _ .

Bahwa selain dari pada itu perlu juga Pemohon Pailit tegaskan bahwa
pertimbangan Pemohon Pailit beium membagikan deviden tersebut kepada
para Kraditur adalah karena sampai sekarang uang deviden tersebut masth

Kedudukan Kg
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4.

tersangkut dengan perkara pidana yang melibatkan Termohon Pailit....

|vide Tanggapan Pemohon Pailit Atas Eksepsi dan JawabanTermohon Pailit
halaman 8, butir 17} ;

Bahwa perkara pidana tersebut terjadi karena ada pihak lain yang menyatakan
dirinya sebagai pemilik baru atas saham Pemohon Pailit {sekarang Tarmohon
Kasasi} dengan mendalilkan dirinya telah membeli saham milik Pernahaon
Pailit /Termohon Kasasi pada Termohon Pailit/ Pemohon Kasasi ;

Uraian diatas menunjukkan bahwa pertimbangan Judex Facti yang
menyatakan “tidak terdapat bukti maupun pihak yang menyatakan lebih
berhak dari permohonan yang diajukan aleh Pemohon Pailit terhadap deviden
tersebut” adalah pertimbangan yang tidak menerapkan hukum pembuktian,
karena :

s Terdapat alat bukti yang berupa pengakuan {sebagai yang dimaksud
dalam Pasal 1923 KUH Perdata) yang menyatakan bahwa deviden
terhadap Termohon Pailit/Pemohon Kasasi tersangkut didalam perkara
pidana. Pengakuan ini dinyatakan secara jelas di dalam Tanggapan
Pemohon Pailit atas Eksepsi dan Jawaban Termohon Pailit, halaman 8
angka 17 ;

» Berdasarkan pengakuan tersebut dapat diperoleh alat bukti yang barupa
persangkaan {sebagai yang dimaksud di dalam Pasal 1915 KUH Perdatal,
yaitu kesimpulan yang dapat ditarik dari pengakuan, bahwa perkara
pidana tersebutteriadi karena adanya pihak lain yang menyatakan dirinya
berhak atas daviden tersebut;

Uraian diatas pun menunjukkan bahwa Judex Facti telah salah dalam
menerapkan hukum pembuktian, karena tidak menerapkan ketentuan Pasal
1923 dan Pasal 1915 KUH Perdata. Dengan demikian, putusan Judex Facti
didaiam perkara ini harus dibatalkan ;

Judex Facti salah dalam menerapkan hukum dengan tidak menerapkan
yurisprudensi yang relevan di dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan Pemohon Pailit {sekarang
Termohon Kasasi) tidak berhak untuk mengajukan permohonan pailit di dalam
perkara ini, karena menurut hukum yang berlaku permohonan pailit terhadap
sebuah perusahaan asuransi harus dilakukan oleh Menteri Keuangan, Judex
Factimemberi pertimbangan sebagaimana putusan a quo, halaman 22, alinea
ke-3 dan ke-4 dari bawah ;

Bahwa isi pertimbangan sebagaimana dikutip di atas bertentangan dengan
isi yurisprudensi berupa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 33 K/N/1999 tanggal 1 November 1999 dan putusan Mahkamah
Agung Republik secara tegas menyatakan bahwa permchonan pernyataan

_ pailit terhadap perusahaan asuransi merupakan hak eksklusif Menteri

Keuangan;

Bahwa yurisprudensi berupa putusan Mahkamah Agung Republik Indonssia
sebagaimana diuraikan di atas sebenarnya merupakan penafsiran secara
sisternatik / logis terhadap isi katentuan Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan.
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Didalam Pasal ini dinyatakan bahwa permohonan pailit terhadap sebuah Bank
hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia dan permohonan Pailit terhadap
parusahaan efek hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Fasar Modal
{Bapepam}. Alasannya adalah karena Bank dan perusahaan efek adalah
perusahaan yang menyimpan dana masyarakat, sehingga permohonan pailit
terhadapnya harus dilakukan secara hati-hati, karena permonanan pailit
tersebut dapat mengaklbatkan ter;adlnya rush {penarikan dana secara besar-
besaran} ; : :

Perusahaan asuransi pun (termasuk Termohon PailitPemohon Kasasi dalarn
perkara ini) adalah perusahaan yang menyimpan dana masyarakat. Jumlah
anggota masyarakat yang menjadi nasabah Termohon Pailit/Pemohon Kasasi
mencapai lebih dari 400.000 orang. Permohanan pailit diajukan secara
membabibuta dapat mengakibatkan terjadinya penarikan dana secara besar-
besaran. l{u sebabnya di dalam yurisprudensi ditentukan bahwa permohonan
pailit terhadap perusahaan asuransi hanya boleh diajukan oleh Menteri
Keuangan ;

Uraian diatas menunjukkan bahwa Judex Facti di dalam perkara ini salah
dalam menerapkan hukum, dengan menerhitkan putusan yang bertentangan
dengan yurisprudensi yang berupa putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia. Oleh karena itu, putusan a quo harus dibatalkan;

5. Judex Facti tidak menerapkan ketentuan hukum yang tercantum di dalam Pasal §
ayat {3) Undang-Undang Kepailitan.

5AT.eghltA PERADILAN No. 205

Bahwa uraisn pada bagian lll Memori Kasasi di dalam perkara ini sudah
menunjukkan adanya sengketa mengenai kepemiiikan saham, sehubungan
dengan adanya pihak ketiga (yaitu perusahaan yang bernama ROMAN GOLD
ASSET) yang menyatakan dirinya sebagai pamilik saham baru atas saham
mitik Pemohon Failit Termohon Kasasi pada Termohan Pailit Pemohon Kasasi

Bahwa adanya sengketa tersebut sehenarnya menunjukkan bahwa
pembuktian di dalam perkara ini tidak sederhana, karena terlebih dahulu
harus ditentukan apakah Pemohon Pailit/ Termohon Kasasi benar-benar masin
berstatus sebagai pemegang saham pada Termohon Pailit/ Pemahon Kasasi,
sehingga Pemohon PailitTermohon Kasasi masih mempunyai hak untuk
menuntut deviden atas saham termaksud ;

Bahwa disamping itu, untuk menentukan dapat tidaknya deviden dibayar..

Judex Facti memberikan pertimbangan sebagaimana putusan a quo, halaman
23, alinea ke-4 ;

Bahwa sesuai dengan isi pertimbangan tersebut, pembuktian di dalam
perkara ini tidak sederhana, karena harus teriebih dahulu dibuktikan apakah
memang ada deviden tahdn 1989, apakah terhadap deviden tersebut RUPS
telah memerintahkan untuk dibagikan, apakah besarnya deviden yang
dituntut oleh Pemohon Pailit/Termahon Kasasi di dalam perkara ini benar-
benar sesuai dengan tata cara pernbagian yang ditentukan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham, sebagai yang ditentukan di dalam Pasal 23 ayat (1)
Anggaran Dasar {bukii T-4) ;

Dengan demikian hal tersebut harus diperiksa dan dibuktikan melalui gugatan

Kedudukan Kan|

f—

or Pajak ...

di Pengadilan Negeri, bukan di Pengadilan Niaga:

Bahwa hal inipun telah dikemukakan oleh Hakim Ketua Majelis Judex Facti
dalam dissenting opinionnya;

Bahwa jelaslah terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dilakukan
pemeriksaan dengan pembuktian yang tidak sederhana, apalagi ternyata
dalam pembuktian RUPS sudah menunda untuk membagikan deviden
tersebut sampai perusahaan mencapai tingkat RBC yang lebih baik;
Bahwa menganai sederhana - tidaknya perkara ini, Judex Facti membarikan
pertimbangan sebagaimana putusan a quo, halaman 22, alinea ke-1;
Bahwa akan tetapi, didalam partimbangan atas pokok perkara Judex Facti
sams sekall tidak membaerikan pertimbangan mengenai sederhana-tidaknya
pembuktian di dalam perkara ini;

- Liraian diatas menunjukkan bahwa Judex Facti tidak menerapkan ketentuan
Pasal 6 ayat {3) Undang-Undang Kepailitan dengan tidak mempertimbangkan
sederhana-tidanya pembuktian di dalam perkara ini. Oleh karena itu, putusan
a que harus dibatalkan;

Judex Facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 1 ayat {1) Undang-Undang Kepailitan
dan Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia;

- Bahwa Pasal 1 ayat{1) Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa utang
yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan pailit
adalah utang yang sudab jatuh tempo;

Bahwa untuk menentukan apakah deviden yang dituntut di dalam parkara
ini dapat dikualifikasikan sebagai utang yang sudah jatuh tempo, kétentuan
Pasat 23 ayat (1) Anggaran Dasar harus dipenuhi. Ketentuan ini menentukan
bahwa RUPS harus menentukan cara pembagian keuntungan perusahaan,
termasuk pembagiannya menjadi deviden bagi para pemegang saham.

- Prinsip ini diakui oleh Judex facti sebagai yang dirryatakannya di daiam
perfimbangannya sebagaimana putusan a quo, halaman 23, alinea ke-4 ;

- Bahwa mengenai pembagian keuntungan dalam tahun 199% {termasuk
pembagian deviden tahun 1999 sebagaimana dituntut oleh Pernahon Pailit/
Termehon Kasasi), Rapar Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan
pada tanggal 17 Februari 2000 {vide Berita Acara RUPS tanggal 17 Februari
2000 - Bukti T5a ; dalam bahasa Inggris, bukti T - 5b : terjemahannya dalam
bahasa Indonesia ;

- Uraian diatas menunjukkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat
{1} Anggaran Dasar (bukti T - 4}, RUPS telah memutuskan untuk tidak
membagikan daviden, karena RUPS akan mengusahakan agar perusahaan
(Termohon Pailit/Pemohon Kasasi} “harus mencapai 120 % RBC (Risk Based
Capital) dalam jangka pendek dan bahwa untuk jangka waktu yang lebih
panjang perusahaan harus berusaha untuk menjadi sebuah perusahaarn
teladan yang mencapai nilai 150%....."

- Uraian tersebut diatas pun menjukkan bahwa tuntutan pembayaran deviden
yang diajukan oleh Pemohon Pailit {Termohon Kasasi) di dalam perkara ini
bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar {buktiT- 4)
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dan bertentangan dengan keputusan RUPS tanggal 17 Februari 2000 ibukti
T-8a/5b). Oleh karena itu, pormohonan pailit di dalam perkara int seharusnya
ditclak untuk seluruhnya;

Bahwa karena menurut Pasal 23 ayat {1) Anggaran Dasar (bukti T - 4} ju.
keputusan RUPS tanggal 17 Februari 2000 {bukti T-5a / 5b} deviden di daiam
perkara im tidak dapat dibagikan sehubungan perusahaan merencanakan
untuk mencapai 1.20 % Risk Based Capital, maka hak untuk menuntut
dibayarnya deviden alek para pemegang saham {termasuk Pemohon Pailit/
Termohon Kasasi) tidak dapat dikategorikan sebagai utang yang sudah jatuh
tempo sebagai yang disyaratkan di dalam Pasat 1 ayat (1} Undang-Undang
Kepailitan;

Uraian diatas menunjukkan bahwa Judex Facti, yang putusannya mengabul-
kan permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit {sekarang
Termohon Kasasi) telah salah dalam menerapkan hukum, dengan tidak
menerapkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Oleh
karena itu, putusan a quo harus dibatalkan;

.

“Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum
Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama
tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga. Rapat dipimpin oleh seprang Direktur, dalam
hal Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak
perlu anggota komisaris dalam hal sermua anggota Komisars Direktur, tidak
hadir atau berhalangan karena sebab apapun hai mana tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari
antara mereka yang hadir dalam rapat”;

Pasal 62 ayat {1) Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas :

* Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk
cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat {1} diputuskan oleh
RUPS"

Bahwa sesuai dengan bukti Berita Acara Rapat Luar Biasa Pemegang Saham
PT. Asuransi Jiwa Manulife lndonesia tnggal 17 Februari 2000 (Vide bukti

[T, Judex Facti melanggar Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.
ASURANS! JIWA MANULIFE INDONESIA dan Pasa! 62 ayat (1] Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

T.5a / 5b), teiah dinyatakan bahwa terhadap deviden tahun 1999 tidak akan
dibagikan;
- Bahwa dalarn RUPS pada tanggal 17 Februari tahun 2000 dengan tegas telah

ShesigrlA PERAS.LAN No. 205

Bahwa pertimbangan Judex Facti dalam putusannya pada halaman 23 alirea
6 yang menyatakan :

...... Menimbang....... jika perusahaan-perusahaan mempercleh laba dantelah
mendapat suatu surplus unwk dibagikan kepada Pemegang Saham untuk
tahun pembukuan perusahaan, maka semua pihak akan mengatur agar
perusahaan membayar deviden sedikit-dikitnya sama dengan 30 % dari
jumiah surptus yang melebihi Rp.100.000.000,- secepatnya dianggap praktis
setelah lapeoran tahiunan demikian dibuat”

adalah tidak benar dan melanggar Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar PT.
Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan Pasal B2 ayat {1} Undarg-Undang
Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut sarna sekali tidak berdasar hukum
baik itu Anggaran. Dasar Perseroan maupun Undang-Undang tentang
Perseroan Terbatas;

Bahwa Judex Facti hanya mempertimbangkan bahwa dengan adanya laba
pada tahun 1999 otornatis ada deviden yang harus dibagikan kepada
pemggang saham;

Bahwa pertimbangan tersebut jelas salah dan melanggar Pasal 21 ayat {1}
Anggaran Dasar Perseroan maupun Pasal 62 ayat {1) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, karena kedua peraturan tersebuot
E:Iengan jelas menyatakan “penggunazan laba bersih diputuskan dan
ditentukan cteh Rapat Umum Pemegang Saham™;

Kedua pdsal tersebut sebagai berikut :

Pasal 21 ayat (1} Anggaran Dasar Perservan PT. Asuransi Jiwa Manuiife
Indonesia :

Kedudukan Kantofy Pajak ...

diputuskan bahwa terhadap deviden tahun 1999 tidak ak_an dibagikan sampai
tingkat RBC yang memuaskan dati perusahaan tercapal, Seiengkapn_ya, apa
yang diputuskan dalam RUPS PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia pada
tanggal 17 Februari 2000 adalah sebagai berikut

Ketika Risk Based Capital dibahas, ditunjukkan bahwa Manulife Indonesia
saat ini tidak mampu memenuhi persyaratan 120 % yang disebutkan oleh
M.O.F (~Menteri Keuangan Republik Indonesia). Sebelumnya diputuskan
melalui voting aleh para pemegang saham bahwa perusahaan harus
mencapai 120% RBC dalam jangka pandek dan batwa untuk jangka waktu
yang lebih panjang perusahaan harus berusaha untuk menjadi s_ebuah
perusahaan teladan yang mencapai nilai 150% ..... Mr. Apps selan]utnya_
mengusulkan bahwa pembayaran deviden di masa mendatang adalah oi
luar lingkup permasalahan hingga telah dicapai tingkat RBEC yang
memuaskan. Usulan tersebut diterima oleh semua anggota yang hadir.
{Vide Berita Acara RUPS tanggal 17 Februari 2000 Bukti T-6a : dalam bahasa
Inggris. bukti T-Bb : terjemahannya dalam bahasa {ndonesia) ;

Bahwa isi keputusan RUPS sebagaimana dikutip diatas menunjukkan bahwa
selama RBC (Risk Based Capital} masih belum mencapal 120% deviden tidak
dibagikan. Dengan demikian, Termohon Pailit {sekarang Pemochon chllsasﬂ
tidak mempunyai kewajiban untuk membayar deviden tahun 1993, sehmgg?
tagihan deviden tersebut oleh Pemohon Pailit {sekarang Termohon Kea_sas:]
secara hukum tidak dapat dikategorikan sebagai utang yang sudah ]at_uh
tempo atau utang yang sudah harus dibayar. Dengan perkataan lain,
permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit [sekarang Ter_rnohon
kasasi) didalam perkara ini tidak memenuhi syarat yang ditentukan di dalam
Pasal 1 ayat {1) Undang-tindang Kepailitan {Undang-Undang Nomeor 4 TJahun
1988}
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- Bahwa dengan demikian jelaslah Judex Facti telah nyata-nyata melanggar
hukurn yang berlaku yakni metanggar Pasal 23 ayat {1) Anggaran Dasar PT.
Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan Pasal 62 ayat {1} Undang-Undang
Nomaor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

Judex Facti melanggar Pasal 1 ayat {1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998
tentang Kepaiiitan;

- Bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Namor 4 Tahun 1998 tentang
Kapailitan dengan tegas telah mengatur bahwa syarat pailit adalah “adanya
utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih” ;

Bahwa dari uraian diatas sebefumnya telah dengan jelas dinyatakan bahwa
sesuai dengan Pasal 23 ayat (1} Anggaran Dasar PT. Asuransi Jiwa Manulife
Indonesia dan Pasal §2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas terhadap taba bersih persercan dibagi menurut cara
penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS;

- Bahwa terhadap laba tahun buku 1999 baik dalam RUPS tertanggal 17
Februari 2000 telah memutuskan untuk belum dibagikan ;

Bahwa dengan demikian andaikatapun ada deviden tahun 1993 yang menjadi
hak Pemchon Pailit - quod non - selama RUPS memutuskan belum dapat
dibagi karena pertimbangan tertentu, maka belum ada kewajiban dari
Termohon Pailit untuk membayar deviden tersebut, dan berarti andaikata
ada utang sekalipun - quod non - maka utang tersebut belum jatut tempo
~dan belum dapast ditagih;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelaslah Judex Facti telah
melanggar 1 ayat {1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang
Kepailitan; '

Judex Facti saiah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena telah dibuktikan

Eddy Salomon bukan Kreditur laih;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya halaman 24 alinea 3

adalah tidak benar sama sekali ;

- Bahwa Termohon Pailit dengan tegas dan didukung oleh bukti-bukti telah
membantah adanya Kreditur lain;

- Bahwa hal ini dapat dilihat dari Eksepsi dan Jawaban terhadap permohonan
pailit Nomor ; 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA JKT.PST,, tertanggal 27 Mei 2002,
angka lIl, dibawah judul Termohon Pailit tidak mempunyai Kreditur lain, angka
24 sampal 33 serta tanggapan atas tanggapan atas eksepsi dan jawaban
Pemochon Kasasi/Termohon Pailit pada Bagian Il! angka 36 sampai 59 ;

- Bahwa sesuai dengan hukum pembuktian yang ada maka apabila dalil
Penggugat dibantah oleh tergugat maka beban pembuktian ada pada
-Penggugat ;

- Bahwa terhadap kreditur lain yakni Eddy Salomon, baik Pemohaon Pailit
maupun Sdr. Eddy Salomon tidak dapat membuktikan bahwa adanya utang
Termohon Pailit sebesar Rp.37.665.995,- , sebagaimana didalilkan cleh Eddy
Salomon; -

=
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Bahwa sebaliknya Termohon Pailit telah membuktikan bahwa tidak memiliki
utang kepada Eddy Salomon, karena terhadap nilal tunai yang menjadi hak
dari Eddy Salomon sebesar Rp.2.422.800,- (dua juta empat ratus tiga puluh
dua ribu sembifan ratus rupiah} telah dibayarkan:;

Bahwa narnun kenyataannya Judex Facti sama sekali tidak membaca ataupun
mempertimbangkan baik Eksepsi dan Jawaban terhadap permohonan pailit,
tanggapan terhadap tanggapan atas Eksepsi dan Jawaban, maupun bukti-
bukii tersebut, dan langsung menyatakan bahwa Termohon Pailit tidak
membantah; '

Hal inipun telah diakui oleh Ketua Majelis Hakim Judex Facti dalam dissenting
opinion nya pada alinea 9 halaman 1;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut jelas Judex Facti telah satah dalam
menerapkan hukum pembuktian;

PEMOHON KASASI Il ;
1.

Putusan Kepailitan tersabut tidak memenuhi syarat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang
Kepailitan ;

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
sendiri yvang memeriksa dan memutuskan perkara ini, Bapak Hasan Basri, SH.,
mengakui secara tegas bahwa putusannya tidak memenuhi syarat yang tercantum
dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, Hal ini dinyatakan secara terbuka
dan gamblang dalam harian Kompas yang terbit pada hari Rabu tanggal 19 Juni
2002 di halaman 1;

Pasal 1 ayat {1} Undang-Undang Kepailitan menyatakan sebagai berikut ;
“Debitur yang mempunyai 2 (dua} atau lebih Kreditur dan tidak membayar
sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit
dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud datam pasal
2, atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan secrang atau lebih
krediturnya”;

Pasal ini adalah pasal yang paling prinsipil dalam Undang-Undang Kepailitan.
Jika syarat pasal ini tidak mencukupi seharusnya Tennchon Kasasi |l dahulu
Termohon tidak dinyatakan pailit, dengan perkataan lain Permohanan Pailit
Termohon Kasasi | dahulu Pemohon harus ditolak;

Termohon Kasasi | dahulu Termohan adalah Perugahaan Asuransi Jiwa yang
Solven dan Bonafid;

1. Bahwa, semangat dan jiwa dari peraturan kepailitan adalah memberi
kesempatan kepada Debitur sebagai dunia ussaha untuk mengatasi persoalan
utang piutang yang menjadi kewajibannya sehingga Kreditur tidak mengalami
dampak kerugian yang disebabkan oleh keadaan Debitur yang insclven
karena dilanda krisis moneter yang terjadi di Indonesia. Dengan begitu maka
perusahaan-perusahaan yang pantas untuk dinyatakan pailit adalah
perusahaan-perusahaan wang benar-benar insolven dan tidak mungkin fagi
membayar hutang-hutangnya kepada Kreditur dan menyelesaikan kewajiban-
kewajihan yan lainnya, seperti membayar pajak kepada negara, membayar
gaji karyawan atau membiayai engkes eperasional perusahaan dan lain-lain;
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Bahwa, putusan parnyataan pailit yang salah dan kefiru secara langsung atau
tidak langsung akan menimbulkan dampak yang sangat serius kepada
masyarakat dan negara terutama akan menimbulkan dampak pengangguran
dari ribuan karyawan dan keluarganya yang berakibat muncu!nya berbagai
tindak kriminal dari kejahatan yang dapat mengganggu jalannya per-
ekonomian nasional serta roda pembangunan, disamping itu akan berdampak
kepada kehilangan pendapatan negara dari sektor pajak dari perusahaan yang
masih solven dan bonafid. Khususnya dalam perkara ini telah dan akan terus
mempunyai dampak yang lebih Tuas lagi terutama terhadap kondisi
perekonomian nasional dan perusahaan negara, karena Termohon li Kasasi
dahulu Termohon adalah suatu perusahaan yang solven dan bonafid yang
sahamnya dimiliki oleh :

2.1. IFC yang merupakan anak perusahaan dari Bank Dunia yang banyak
sekali memberi bantuan kepada rakyat Indonesia tarutama disaat
Indonesia mengalami krisis yang parah;

2.2, Manulife Financial yang berkedudukan di Kanada yang merupakan
perusahaan terbuka yang saham-sahamnya sebagian besar dimiliki oleh
rakyat Kanada. Oleh karena itu tidaklah haran apabila perscalan initelah
dan akan terus mengganggu hubungan antara kedua negara, Indonesia
dan Kanada sehingga Perdana Menteri Kanada memprotes Putusan
Pengadilan Niaga tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia;

Bahwa tidak seyogyanya dan tidak pantas baik menurut hukum rnaupun
ditinjau dari segi lainnya bahwa Termohon Il Kasasi dahulu Termohen
dinyatakan pailit karena Termohon 1| Kasasi dahulv Termohon adalah suatu
perusabhaan yang sangat solven dan banafid yang merupakan salah satu
perusahaan asuransi yang terbesar di Indonesia yang telah memberikan jasa
pelayanan asuransi jiwa di febih dari 40 Kota yang terbesar di seluruh
indonesia dengan ratusan ribu nasabah atau tertanggung dan memiliki 4000
lebih orang karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia yang jika seorang
karyawan minimal memiliki tanggungan seorang suamifisteri dan dua orang
anak, maka putusan tersebut berdampak pada terlantarnya periuk nasi 16.000
jiwa, ribuan anak-anak yang masih sekolah dan kesulitan hidup yang tidak
dapat dibayangkan, padahal menurut pengumurnan_resmi dari Direktorat
Jenderal Lermbaga Keuangan, Departemen Keuangan Rl pada hari Jumat
tanggal 14 Juni 2002 yang diterbitkan diberbagai media masa membuktikan
bahwa angka laporan keuangan par 31 Maret 2002 yang dihitung berdasarkan
kepitugan Menteri Keuangan Nomor 481 Tahun 1929 tentang Kesehatan
Kevangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagai berikut:

Kekayaan yang diperkenankan :  Rp. 1.812 milyar
Kewajiban Rp. 1.596 milvar
Tingkat solvabilitas : Rp. 216 milyar
Batas tingkat solvabilitas minimun :  Rp.  ¥29 milyar
Kelebihan batas tingkat solvahllltas : Rp. 87 milyar
Rasio : 167,26%

‘Dengan demikian jelas bahwa secara hukurn dan ekonomi Termohon Kasasi
It dahulu Termohon tidaklah tepat untuk dinyatakan Paifit;

Kedudukan Kar
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3.

Termohon Kasasi | dshulu Pemohon {Paul Sukran, SH.} bukanizh Kredltur yang

berhak untuk mengajukan Parmohonan Pailit.

4. Bahwa, Termohon Kasasi | dahulu Pemohon dalam kapasitasnya sebagai
Kurator PT. Dharmala Sakti Sejahtera, Thk, telah menjual saham-saham milik
PT. Dharmala Sakti Sejahtera Thk yang ada pada Termohon Kasasi 1l dahulu
Termohon melaluiletang di depan umum yang diperintahkan oleh Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 26 Oktober 2000. Oleh karena itu Termohon
Kesesi i dahulu Pemohon sejak sast itu bukaalah lagi menjadi pernegang
saham dari Termohon Kasasi Il dahuiu Termohon dan karenanya Termohon
Kasasi | dahulu Pernchon tidak mempunyai hak atas deviden pada Termaohon
Kasasi Il dahuly Termohon. Untuk itu Termohon Kasasi | dahulu Pemohon
tidak mempunyai kapasitas dan wewenang untuk mengajukan permohonan
pernyataan pailit terhadap Termohon Kasasi 1! dahulu Termohon
{cHiskualifikasil;

5. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nemor 33/K/N/1999 tanggal 01
November 1999 jo. Nomor 33/K/N/2001 tanggal 30 Oktoher 2001 maka
permohonan pernyataan pailit atas Suatu parusahaan asuransi hanya dapat
dilakukan atau setelah mendapat izin Menteri Keuangan Republik Indonesia
maka permohonan parnyataan pailit adalah tidak sah, batal dan cacat hukum;

6. Bahwa, karena Termohon Kasasi | dahulu Pemohon tidak mendapatkan izin
tertulis dari Menteri Keuangan Republik Indonesia maka permohonan
Termohon Kasasi | dahuiu Femohon harus ditolak;

Permohon Kasasi Adalah Pihak Yang Mempunyal Hak Preferensi Terhadap Boadsl
Paiitt.

Bahwa, diatas telah ditegaskan bahwa Termohon Kasasi | dshulu Pemohon tidak
mempunyai hak atau wewsnang untuk mengajukan permohonan Pailit, sedangkan
Termohon Kasasi H dahulu Termohon menurut hukurn adalah suatu perusahaan
yang sangat solvable dan tidak sepatutnya dinyatakan pailit. Akan tetapi andaikata,
sekali lagi andaikata Termohon Kasasi Il dahuly Termohon dikemudian hari
dinyatakan Pailit secara resmi oleh Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap -quod aon-, maka Termohon Kasasi Il dahulu Termohon adalah pihak
yang menurut hukum harus diutamakan atau hak praferensi untuk mendapatkan
pembayaran dari boedel pailit;

Pasal 20 ayat (2} Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1952 Bab 10 tentang Kepailitan
dan likuidasi berbunyi sebagai berikut :

*Hak pemegang polis atas pembagian harta kekayaan Pefusahaan Asuransi
Kerugian atau Parusahaan Asuransi Jiwa yang dilikuidasi merupakan hak utama®;

Menimbang :

mengenai keberatan kasasi dari Pemohon Kasasil ad. il. 1

Bahwa kebaratan ini dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menerapkan

hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

bahwa dalam rangka melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta paitit,

untuk manghadap di muka Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin
dari Hakim Pengawas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat {5} Undang-Undang

tor Pajak ...
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Kepailitan, Oleh karena hal itu tidak dilakukan Kurator, dimana tidak ada izin dari
HakimPengawas, maka tindakar Kurator PT. Darmala Sakti Sejahtera, yang mengajukan
permohonan pernyataan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia adalah
tidak sah, Kurator dalam perkara ini tidak mempunyai kapasitas setaku Pemohon Pailit.
Sehingga dengan demikian permohonan pernyataan pailit yang diajukan cleh Pemohon
tersebut harus dinyatakan ditolak.

mengenai keberatan. kasasilad II.5;

Bahwa keberatan inipun dapat dibenarkan, karena judex facti telah salah
menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan secara sederhana
sebagaimana yang diraksud dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepaititan, sebab
harus dibuktikan terlebih dahulu apakah memang ada “Deviden tahun 18857, apakah
terhadap deviden tersebut RUPS telah memerintahkan untuk dibagikan?, apakah
pembagian tersebut telah sasuai menurut keputusan RUPS?, dan seterusnya .......... ;

Bahwa meskipun laba bersih perseroan tahun 1999 seperti yang tercantum datam
perhitungan Neraca Laba Rugi yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) tanggal 17 Februari 2000 {bukti T.5 a dan T.5 b), akan tetapi RUPS menegaskan,
bahwa pembayaran deviden dimasa mendatang adalah di luar lingkup permasalahan
sampai telah tercapai tingkat Risk Base Capital {RBC/tingkat Solvabilitas perusahaan}
dan telah memenuhi ketentuan dana cadangan yang ditentukan oleh Menteri Keuangan
untuk suatu perusahaan asuransi. Disimpulkan RUPS masih akan menentukan besarnya
deviden apabila telak terpenuhi keperluan diatas. Dengan demikian Pasal 62 ayat (2|
Undang-Undang nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, belum dapat
diterapkan dalam kasus ini; |

Bahwa lagipula masih ada sengketa antara PT. Dharmala Sakti Sejahtera dengan
Perusahaan Roman Gold Asset (RGA} mengenai kepemilikan saham, sebab RGA
mengklaim bahwa saham PT. Dharmala Sakti Sejahtera adalah milik RGA;

Bahwa dengan demikian, pembuktian dalam perkara ini tidak sederhana, sehingga
pemeriksaan terhadap perkara ini harus dilakukan melalui gugatan Perdata pada
Pengadilan Negeri, bukan meslalui permohonan kepailitan pada Pengadilan Niaga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan tidak perlu
mempertimbangkan keberatan-keberatan kasasi lainnya, Mahkamah Agung
berpendapat, bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi
dari Para Pemohon Kasasi 1. PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA {dahulu PT.
ASURANSI JIWA DHARMALA MANULIFE dan il. 1. HILL & ASSOCIATES, 2. PT. INDO
PACIFIC, 3. SOEMADIPRADJA & TAHER, 4. NIRA NAZARUDIN, 5. DINA ARTARINI, 6.PT.
INSIGHT CONSULTING, 7. SUHENDRA TANUDJAJA, 8. HIDAYAT CHOLIL, 9. LUKITO

_ARIFIN, 10. LANEKE WIDJAJA, 11. WENADI HARTANTO, 12. RUDDY SUHARTONO, 13.
VICTOR WIDJAJA, 14, BASUK| SOEMARMO dan 15 EROONEY SABAM H. Membatalkan
putusan Pengadiian Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 13 Juni 2002,
Nomor (10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PST., selanjutnya Mahkamah Agung akan
mengadili sendiri dengan amar seperti yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi dahuly Pemohon Pailit Kurator
dipihak vang kalah, maka harus membayar semua biaya perkara baix dalam tingkat
Pengadilan Niaga maupun dalam tingkat Kasasi:

TasivARIA PERADILAN No., 205
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Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1870, Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang -
Nomor 1 Talaun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1998 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI
Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi

[. PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESlA {dahulu PT. ASURANSI JIWA
CHARMALA MANULIFE);

il. 1 HILL & ASSOCIATES, 2. PT. INDO PACIFIC, 3. SOEMADIPRADJA & TAHER, 4.
NIRA NAZARUDIN, 5. DINA ARTARINL, 6. PT. INSIGHT CONSULTING, 7. SUHENDRA
TANUDJAJA, 8, HIDAYAT CHOLIL, 9. LUKITO ARIFIN, 10. LANEKE WIDJAJA, 11,
WENADY HARTANTO, 12. RUDDY SUHARTONO, 13. VICTOR WIDJAJA, 14.
BASUKI SOEMARMO, dan 15. EROONEY SABAM H. tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
tanggal 13 Juni 2002, Nomor 10/PAILIT/2002/PN.NIAGA JKT.P 5T;

MENGADILI SENDIRI

Menolak Permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon Pailit PAUL SUKRAN, SH.,
selaku Kurator PT. DHARMALA SAKTI SEJAHTERA, Thk. tersebut;

Menghukum Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit/Kurator dalam semua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditentukan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);

Cemikianiah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
hari JUMAT tanggal 5 JULI 2002, dengan DRS. TAUFIQ, SH. MH., Wakil Ketua Mahkamah
Agung yang ditunjuk ofeh Ketua Mahkamah Agung R.1. sebagaiKetua Sidang, H. TOTON
SQOEPRAFTQ, 5H., dan H, SOEHARTO, SH., para Ketua Muda Mahkamah Agung masing-
masing sebagal Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Kstus Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H. TOTON
SOEPRAPTD, S.H. dan H. SOEHARTD, S K., Hakim-Hakim Anggota dan RAHMI
MULYATY,S H., Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua helah pihak.

Hakim-Hakim Anggota : Ketua,
. ttd. ' ttd.
H. TOTON SOEPRAPTO, S.H. Drs. H. TAUFIQ, SH.MH.,

ttd. . Panitera-Pengganti,
H. SOEHARTO, S.H. . ttd.
RAHMI MULYATI, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai Rp. = 6.000,- Untuk Salinan

2, Redaksi Rp. 1.000.- Mahkamah Agung R.l,

3. Administrasi Kasasi Rp. 4.993,000.- 3 ris Jenderal
Jumiah Rp. 5.000.000.- I:erdata Niaga

WIGNJOSUMART(, SH
NIF . 040 018 142
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KEPALA K.P. PAJAK & KEPALA K.P. PBB
BUKAN KREDITUR DALAM KEPAILITAN

KASUS POSISI :

PT. UMAN INTERNATIONAL BANK membaerikan fasilitas kradit

kepada PT. WAHANA PANDUGRAHA, yang dituvangkan :

- PMK No. 88PMK/1996 tanggal 9 Septermber 1996 -~ Rp. 300 juta

- PMK. No. 89/PMK/1996 tanggal 9 Septernber 1996 = Rp. 4,2
milyar

- . Jumlah seluruh fasilitas kredit Rp. 4.500.000.000,-

- Waktu pembayaran kembalifjatuh tempo = tanggal 8

- September 1997

- Sebagai jaminankredit tersebut, memberikan | jamman berupa
beberapa bidang tanah.

Pada saat hutang jatuh tempo, pihak kredttur telah beberapa kali

memberi peringatan kepada Debitur untuk membayar hutangyang

telah jatuh tempo tersebut, sampai dengan tanggal 9 April 1999,

jumtah hutangnya debitur PT. WAHANA berjumlah :

- hutang pokok Rp. 4.500.000.000,-

- bunga dan denda keterlambatan Rp. 6.979.503.474,72

Debitur juga mempunyai hutang kepada kreditur lainnya yaitu :

1. Kantor Pelayanan Pajak {KPP) Jakarta Gambir

2.  Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Pandeglang

3. Sdr. Surya Widjaja

4. Sdr. Jonny Nainggolan

5. Sdr. Dominicus Alam

Karena pihak Debitur, PT. WAHANA PANDUGRAHA, belum

membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

dan ada kreditur lainnya, maka berdasar pasal 6 {3) UU No. 4/1998,

pihak Kreditur, PT. LIMAN INTERNATIONAL BANK mengajukan

permohonan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat dengan petitum sebagai berikut:

1. Mengabutkan permohonan Pemohon :

2. Menyatakan Termohon, PT. WAHANA PANDUGRAHA pailit.

3. Mengangkat Hakim Pangawas untuk mengawasi, pengurisan
dan pemberesan harta Termohon PT. WAHANA PANDUGRAHA

4. Mengangkat Sdr. William Eduard Daniel, SH SE, sebagai
Kurator Termohon.

5, DsteeeceecreeellS

Kedudukan'Kantor Pajak ...
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PENGADILAN NIAGA :

Adanya permohonan kepailitan yang diajukan oleh Kreditur
tersebut, pihak Termohon PT. WAHANA PANDUGRAHA, memberi-
kan tanggapan berupa penolaken permohonan tersebut, dengan
alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hutang pembayaran pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak dan
Kantor Pajak Bumi dan Bangunan, tidak dapat dimasukkan dalam
kepailitan, karena Kantor Pajak mempunyai wewsnang sendiri
untuk melakukan penyitaan den eksekusi terhadap wajib pajak
yang menunggak.

Kreditur Surya Widjaja dan Jony Nainggolan telah mengajukan
gugatan terhadap Termohon PT. WAHANA di Pengadilan Negeri
Pandeglang No. 12/Pdt.G/1998/PN.PDG, yang diberi putusan : Tidak
dapat diterima Termohon tidak punya hutang kepada Dominicus
Alam, Karena tidak ada duaflebih kreditur lainnya, sesuai pasai 1
dari UL} No. 4/1938, maka permohonan kepailitan tersebut, tidak
memenuhi persyaratan Ul Kepailitan.

Pemohon Kepailitan PT. Liman international Bank adalah "Kreditur
Separatis™, yang menurut pasal 66 UU Kepailitan dan putusan
Mahkamah Agung No, 07.K/N/1998, tanggal 4 Pebruari 1898,
ditentukan bahwa "Kreditur Separatis” dapat eksekusi haknya
seolah-olah tidak terjadi pailit.

Pemohon Kepailitan, PT. Liman International Bank, dengan mazeri
yang sama, telah mengajukan gugatan perdata terhadap Termohon
PT. Wahana Pandugraha, Reg. No. 62»'PdtG.r‘199afPN,Jkt.Pst, yang
dalam taraf pembuktian.

Atas dasar alasan diatas, permohgonan kepailitan tersebut
hendaknya ditolak oleh Hakim.

Dilain pihak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Gambir dan Kepala
KP PBB Pandeglang, yang disebut sebagai “Kreditur lain® dalam
permohonan Kepailitan tersebut, menyatakan bahwa Kantor
Pelayanan Pajak dan Kantor PB8 tidak memberi pinjaman kepada
wajib pajak. KPP dapat melakukan eksekusi langsung terhadap
utang wajib pajak yang jatuh tempo tanpa izin Pengadilan.
Berdasar pasal 41 {3) Perpu No. 1/1998 jo UU No. 4/1998 utang
pajak mempunyai "hak mendahulu®, diatas hak kreditur lainnya
Harta pailit harus digunakan lebih dulu untuk melunasi hutang pajak
Dengan demikian, KP. Pajak dan KP PBB, bukan merupakan
"Kreditur® dalam Kepailitan.

Kedua pihak, mengajukan bukti-buktinya kepersidangan
Pengadilan Niaga.
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Majelis Hakim yang mengadili permohonan kepailitan ini ber-
pendirian yang intinya demikian :
Dari bukti P21, ternyats PT. Wahana Pandugraha mempunyai hutang
kepada Pemohon PT. Liman Intemational Bank Rp. 4.500.000.000,-
yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. '
Pinjaman uang tersebut tidak ada bukti tentang adanya Akta Gadai/
Akta Hipotik/Akta Hak Tanggungan, yang dibust dihadapan PPAT
denganirah-irah : "Demi Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha
£sa" yang berkaitan dengan Perjanjian Kredit tersebut.
Termohon sudah diperingatkan untuk membayar hutangnya pada
hari jatuh tempo, tetspl belum membayar hutangnya.
Dari bukti K.lil.1, ada perjanjian antara Surya Widjaja dengan Jonny
Namggolan dengan Sugeng A.S. tanggal 23 Agustus 1996, disetu-
jui bahwa Sugeng AS akan membayar hutangnya Rp. 1.300.000,-
kepada Surya Widjaja dan Jonny Nainggolan, bila sertifikat tanah
telah selesaifditerbitkan oleh BPN Kab. Pandeglang. Karena itu,
Surya Widjaja termasuk kategori Kraditur bagi Termohon.
Hakim dapat menerima bahwa Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor
PBB, bukan Kreditur, karena ‘utang pajak timbulnya berdasar
ketentuan Undang-undang, bukan karena adanya “Perjanjian
Utang piutang” antara termohon dengan Kantor Pelayanan Pajak.
Atas dasar pertimbangan diatas, maka Pemohon telah berhasil
membuktikan dalit parmohonannya, sesuai dengan pasal 1{1)} UU
Kepailitan jo UU No. 4/ tahun 1998 vaitu Termohon PT. Wahana
Pandugraha mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak mem-
bayar satu hutang yang teiahjatuh tempo dan dapat ditagih:
Akhirnya Hakim Pengadilan Nlaga memberi putusan sebagai
berikut:
1. Mengabulkan permchonan pemohon.
2. Menyatakan, PT, Wahana Pandugraha, Jin. Bran!as 21 Jakarta
Pusat - PAILIT.
3. Menunjuk Ny. Nur. Aslam Bustaman, SH, Hakim Niaga Jakarta
Pusat sebagai Hakim Pengawas.
4. Mengangkat Sdr. Rizal Hasan Gewang, SH sebagai Kurator.
5. Dst dst..... dst...ean.

MAHKAMAH AGUNG Rl ;

PT. WAHANA PANDUGRAHA, Termohon Pailit, menyatakan
menolak putusan Majelis Hakim tersebut diatas dan mengajukan
pemeriksaan Kasasi dengan mengemukakan beberapa keberatan
kasasi dalam memori kasasinya. °

Kedudukan !.Kantor Pajak ...
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Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam
putusannya menilai bahwa putusan Judex facti Pengadilan Niaga
telah salah menerapkan hukum, sehingga putusan Judex facti
tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung
mengadili sendiri perkara ini.

Pendirian Majelis Mahkamah Agung tersebut didasari oleh
pertimbangan hukum yang intisarinya sebagai berikut :

Judex facti dalam memutus perkara ini telah melanggar asas
hukum yang telah digariskan ex pasal 1 {1} UU No. 4/ tahun 1958,
Menurut pasal 1 (1) UU No. 4/tahun 1998 salah satu syarat pokok
untuk mohon agar debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan,
debitur yang bersangkutan harus mempunyai sekurang-kurangnya
dua kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah
jatuh tempo dan dapat ditagih atau unable to pay debts as they
fall due. .

Timbul persoalan hukum, apakah disamping debitur PT, Wahana
Pandugraha, ada empat kreditur lainnya yang disebutkan dalam
permohonannya: 1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Gambir
2. Kantor Pelayanan Pajak Bumi & Bangunan Kab. Pandeglang 3.
Surya Widjaja 4. Jony Nainggolan dan 5. Dominicus Alam, apakah
merupakan kreditur dari debitur PT. Wahaha Pandugraha.

KP Pajak dan KP. Bumi dan Bangunan, tidak termasuk sebagai
kraditur dalam ruang lingkup pailit - U No. 6/1983 jo UU No. 9/
1994 tagihan utang pajak barada diluar jalur proses pailit, karena
mempunyai kedudukan hak istimewa penyelesziannya. KPP dan
KP.PBB, tidak terbukti sebagai kreditur konkuren dalam kepailitan.
Dari bukti K. {l-3-2 dan T3 tidak terbukti adanya hubungan hutang
piutang antara Termohon PT. Wahana Pandugraha dengan Surya
Widjaja dan Jonny Nainggolan. ]
Mengenai Kreditur Dominicus Alam, pihak Pemaohon tidak dapat
membuktikan adanya utang Termohon kepada Dominicus Alam.
Dzn hal ini, tidak disinggung Judex facti dalam pertimbangan
putusannya, seolah-olah Judex facti menerima begitu saja
kebenaran dalil ini tanpa dibarengi pembuktian. Sikap dan cara
mengadili Judex facti yang demikian itu, tidak dapat dibenarkan,
karena jelas bersifat spekulatif dan bukan berdasar fakta.
Berdasar atas pertimbangan diatas, maka Pemahon tidak berhasit
membuktikan bahwa pada saat perkara diajukan dan diperiksa,
Termohon benar-benar berhadapan dengan lebih dari dua kreditur,
tetapi yang terbukti hanya terdiri dari Pemohon sendiri, maka
permohonan pailit ini tidak memenuhi persyaratan pasal 1 {1} UU
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No. 4/1998. :

Putusan Judex facti yang bertentangan dengan hukum tersebut,

harus dibatalkan dan Majelis akan mengadili sendiri perkara ini

dehgan amar sebagai berikut :

Mengadili : .

- Mengabulkan permohonan kasasi ........cceee.- dst.

- ,Membatalkan putusan Pengadilan Niaga, No. 26/Pailit/1999/
PN. Niaga

Mengadili Sendiri ;

- Menolak permohonan pemohon PT. LIMAN INTERNATIONAL

BANK,
- Dst dst.......... dst

CATATAN :

Dari putusan Mahkamah Agung tersebut diatas dapat diangkat

"Abstrak Hukum"® sebagai berikut :

Hutang Pajak adalah tagihan yang lahir dari Undang-Undang (No.

B/tahun 1983 jo UU No. 8 tahun 1954} yang memberi kewenangan

khusus kepada Pejabat Pajak untuk melakukan eksekusi langsung
terhadap utang pajak tanpa intervensi Pengadilan. Terhadap

" tagihan utang pajak tersebut harus diterapkan ketentuan pasal 41

{3} U No. 4/tahun 1998, menempatkan penyelesaian utang pajak
berada diluar jalur proses kepailitan, karena mempunyai kedu-
dukan hak istimewa penyelesaiannya,

Utang pajak lahir karana Undang-undang, bukan karena hubungan
hutang piutang yang lahir dari perjanjian. Karena itu, menurut
hukum, Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi
dan Bangunan tidak termasuk kreditur dalam ruang lingkup
kepailitan.

Demikian catatan dari kasus ini. ‘

(Ali Boediarto}

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat

No. 26/Pailit/1993/PN.Niaga/Jkt.Pst, tanggal 31 Mei 1999
Mahkamah Agung R!

No. 015.K/N/1999, tanggal 14 Juli 1999

Majelis terdiri dari : M. YAHYA HARAHAP, SH Ketua Muda
Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis dengan anggota Hakim
Agung : S5.0. NAINGGOLAN, SH dan Ny. MARNIS KAHAR, SH serta
Panitera Pengganti SIRANDE PALAYUKAN, SH.
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[PENGADHAN NIAGA ]
PUTUSAN
Nomor : 26/PAILITH1999/PN.NIAGAKT.PST
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA *

Pangadilan Nisga pada Pengadiian Negeri Jakarta Pusat yang memerikse dan

memutuskan perkara dalam tingkat pertarna telah menjatuhkan Putusan sebagai terurai
" dibawabh ini dalam permohonan dari :

PT. LIMAN INTERNATIONAL BANK berkantor di Jalan ir. H. Juands No. 12,
Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. TOGAR SM SIJABAT, SH,

2. JOHANES WIRATNO, SH, .

Keduanya Pengacara pada Law Office TMT & Associates, berkantor di Jalan
Bungur Besar Raya No. 85 Blok B-3, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus No. 01B/SK/TMTAIGY, tanggal 15 Maret 1999, selanjutnya disebut
sebageiPEMOHON;

Terhadap:

PT. WAHANA PANDUGRAHA, dahulu berkantor di Jalan . H. Juanda Na.
12 Jakarta Pusat, sekarang berkantor di Jalan Brantas No. 21 Jakarta Pusat,

disebut sebagai TERMOHON;
Pengaditan Niaga tersebut

Tetah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkistan;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Mei

1999 yang didafiarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengaditan Negeri Jakarta
Pusat pada tanggal yang sama dibawah Nomor : 26/PAILIT/1999/PN.NIAGAPN.JKT.PST

telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1.

Bahwa Pemohon tefah menyerahkan uang sebagai utang kepada Termohan
sebasar Rp. 4,500.000.000,- {empat milyar fima ratus juta rupiah] masing-masing
berdasarkan Perjanjian Membuka Kredit {PMK} No. 088/PMK/PRK/KPAIB/X/96
tanggal 9 September 1996 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah} dan
Perjanjian Membuka Kredit (PMK} No. 089/PMK/PP/KP/LIB/IX/96 tanggal ¢
September 1996 sebesar Rp. 4.200.000.000,- {(empat milyar dua ratus juta rupiah)
Bukti P-1, P-2.

Bahwa uang seluruhnya'telah diterima oleh Termohon dan karenanya bukti-bukti
tersebut adalah bukti yang kuat bahwa Termohen telah memiliki utang kepada
Pemochon. Bukti P-3.

Bahwa berdasarkan pasa! 2 Perjanjian Membuka Kredit {PMK) yang diatur dalam
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qgg]m P-1 dan Bukti P-2, tanggal jatuh tempo utang tersebut adalah tanggal 9

September 1997,

Bahwa total seluruh utang Termohon kepada Pernohon sampai dengan tanggal 9

April 1999 adalah Rp. 11.479.503.474,72 {sebelas milyar empat ratus tujuh puluh

sembilan juta lima ratus tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah tujub

puluh dua sen} yang meliputi:

a. Utang pokok ’ = Rp. 4.500.000.000,

b.  Bungadan dendasampai dengan tangga! 9 April 1999 = Rp. 6.979. 503.474,72,
Bukti P-4. .

Bahwa ketika utang jatuh tempo, ternyata Termohon tidak dapat mengembalikan

utang tersebut'kepada Pemohon baik utang pokok, bunga maupun denda.

Pemohon telah menegur Termohon secara lisan maupun tertulis, namun tidak
mendapat tanggapan. Bukti P-5, P-6 dan P-7.

Bahwa ternyata selain kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998, Termohon juga memiliki utang kepada:

a.  Kantor Pelayanan Pajak [KPP) Jakarta Gambir I, berkantor di JI. Batu Tulis

* Raya No. 53-55 Jakarta Pusat;

b.  Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pandeglang.
berkantor di JI. A. Yani, Pandeglang, Kode Pos 42213,

€ Sdr. SURYAWIDJAYA, beralamat di JI. Cileduk Raya At. 05 Rw. 06 Kel. Cipulir,
Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. :

d.  Sdr. JONNY NAINGGOLAN, beralamat di JI. Kertanegara No. 21 Rt. 601/ Aw.
005, Kebaycran Baru, Jakarta Selatan.

€. Sdr. DOMINICUS ALAM, beralamat di Petojo Selatan 7 No. 9 Rt. 001 Rw. 004
Jakarta Pusat.

Bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomar 4

tahunr 1958 adalah patut dan adil apabila Termohon (PT. WAHANA PANDUGRAHA)

dinyatakan pailit.

Bahwa dikuatirkan pada masa permohonan pernyataan pailit Termohon akan

memindahkan aset-aset perusahaan, mohon agar Pengadiian Niaga menetapkan

kurator sementara untuk mengawasi aktifitas perusahan Termohon.

: Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dengan ini memohan agar Ketua
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan sebagai berikut:

Menerima dan mengabulkan pesmohonan Pemohon seluruhnya,

Menyatakan Termohon {(PT. WAHANA PANDUGRAHA) pailit

Mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan
harta Termohon (PT. WAHANA PANDUGRAHAL].

Mengangkat sdr. WILLIAM EDUARD DANIEL, SH,SE, sebagai Kurator Sementara
dan Kurator Termohon (PT. WAHANA PANDUGRAHA). '
Menghukum Termohaon (PT. WAHANA PANOUGRAHA) untuk membayar biaya
perkara.

Ex aequo et bono, apabila Pengaditan berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya. :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan kedua belah pihak telah

menghadap dimuka persidangan dimana Pemohon diwakili oleh kuasanya tersebut
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diatas, sedangkan Termohon diwakili oleh kuasanya yaitu : SABAR NABABAN, SH dan
RETNO SULASTRI, SH, keduanya Pengacara pada Kantor Pengacara SABAR NABABAN,
SH. MARTO. S & ASSOCIATES, beratamat di Jl. Melawan Dalam No. 9 Jakarta Pusat,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggat 10 Mei 1839, Kreditur lainnya yang hadir adalah -

Kepala Xantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir | dan Kepala Kantor Pelayanan PBB
Pandeglang yang diwakili oleh kuasanya: DJANGKU NG SUDJARWADI, SH,LLM,
Kasubdit Dokumentasi Peraturan Perpajakan dan Bantuan Hukum Direktorat Peraturan
Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak, beralamat di Direktorat Jenderal Pajak, Jalan
Gatot Subroto. No. 42 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-4258/
WP..05/KP.0111999 tanggal 14 Mei 1999 dan Surat Kuasa Khusus No, SKU-8316/WPJ.07/
KB.06/1999 tanggal 14 Mei 1959 serta Kreditur lain yang hadir; SURYA WIDJAYA,
beralamat di Jalan Cileduk Raya Rt. 05 Rw. 06, Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta

Selatan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat
permohonan dimana satelah Pemohon menyampaikan perobshan pada point 6 yaitu
penambahan tiga Keeditur lain yaitu: Surya Widjaya, Jonny Nainggolan serta Dominicus
Alam, lalu menyatakan bertetap pada permohonannsnya ; '

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohcn Enangaiukan tanggapannya secara
tertulis sebagai berikut : : : :

[ Permohonan pernyataan pailit yang diajukan Pemohon tidak memenuhi unsur-
unsur yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Kepailitan, yaitu tentang unsur-
unsur "Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur * o

1. Tentang utang kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP} Jakarta Garbir | dan
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pandeglang.

Hubungan hukum antara Termohan dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP}
Jakarta Gambir | dan Kantor Petayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten
Pandeglang bukanlah utang yang timbul dan hubungan utang piutang atau
pinjam meminjam uang melainkan hubungan antara Wajib pajak dengan
Kantor Pajak, jadi tidak seperti yang diatur dalam pasal 1 Undang-tindang
Kepaititan.

Bahwa kalaupun benar, Termchon mempunyai utang Pajak/Pajak Terutang
xepada Kantor Pajak, Kantor Pajak mempunyai mekanisme untiuk menagih
pajak dan para Wajib Pajak dan Kanter Pajak mempunyai wewenang untuk
menyita, mengeksekusi dan malelang tanal/bangunan milik wajib pajak yang
mempunyai utang kepada Kantor Pajak, wewenang tersebut diatas dalam
pasal 23 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1394 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan dan dalam pasal 7, 8, 12 dan pasal 25 Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihab Pajak dengan Surat Paksa
{Bukti T- 1 dan T-2). Hal ini sesuai dengan keterangan/penjelasan dan Kuasa
Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir | pada Sidang tanggal 11 Mei 1999,
yang mengatakan: Bahwa masalah pajak tidak cocok dimasukan dalam
permohonan kepailitan, karena Kantar Pajak mempunyal wewenang untuk
menyita dan mengeksekusi sendiri tanah/bangunan milik waijib Pajak, yang

1 mempunyai tunggakan pajak kepada Kantor Pajak,
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Dengan demikian terbukti bahwa Kantor Paj.
_ ; fak bukanlah merupaka i
sebagaimana yang ditantukan dalam pasai 1 Undarig-Undang Ka:aﬁlfi:::ur

2.  Tentang utang kepada Sdr. SURYA WIDJAYA dan Sdr. JONNY NAINGGOLAN

Bahwa Termohon tidak mempunyai utang kepada Sdr. Sy idj
kepada Sdr. Jonny Nainggolan. va Widjaye dan

Bahwa Sdr. Surya Widjaya dan Sdr. Jonny Nainggolan i

v . pada tanggal 12 Me
1998, telak mengajukan gupatan terhadap Termohon di Pangad?lg‘:u Neger;
Pandeglang Daftar Perkara No. 12/PDT.G/1398/PN.PDG.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Nesjeri Pandeglang telah

memutuskan perkara tersebut yang amarnya antaca lain menyatakan:

gugatan Peinggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Putusan Pengadiian Negeri Pandeglang tersebut telah mem i kal

; punyai kekuatan

::k:m vang tetap {Bukti T-3) dengan demikian terbukti bahw: Tarmohon

idak mampunyai utang kepada Sdr. Surya Widjaya dan k

Nalnggolan } ay: ; epada Sdr. Jonny
3. Tentang utang kepada Sdr. DOMINICUS ALAM.

:;ahwa Termohon sama sekali tidak mempunyai uténg i:epadé Sdr. Dominicus
am ’

1

Jadi dengan demikian unsur * Debitur yang mempunyai i itur”
: | yai dua atau lebih Kreditur

seperti yang ditentukan dalam pasal 1 Undang-Undang Kepailitan tidak terpenuhi
maka permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon harusiah ditolak.

Pemohon adalah Kreditur Saparatis ¢an oleh karenanya tidak berl i
permohonan kepailitan. Y akmengajokan

Bahwa berdasarkan Perjanjian Membuka Kredit {PMK) No . 088P;
. MEK/PRK/KPLBS
IX/96 tanggal 9 September 1996 dan Perjanjian Membuka Krediz (PMK} llf.lf:f. 089/
PMKJPPﬂ(P)LIB{IXfE!B tanggal 9 September 1996 serta bardasarkan Syrat Panegasan
Permohonan Kredit No. 133AM/PRK/XI/96 tanggal 5 September 1996 Tarmohon
memberikan jaminan : o
- 1 [satu] Sertifikat Induk sisa tanah Hak Guna Bangunan Ng. 30 seluas 38.173
m2 terletak di Propinsi: Jawa Barat, Kabupaten Pandeglang, Kecamatan
Labuan, Desa Carita afn PT. WAHANA PANDUGRAHA. '
- 29 {dua puluh sembilan] sertifikat pecahan tanah Hak Gun
yyelio una Bangunan seluas
- tanah seluas 53.835 m2 yang sedang diajukan permohonannya untuk
;nend:patk:r; surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunannya yang
emudian didaftarkan untuk memperoleh Sertifikat Hak
{Bukti T-4, T-5, dan T-6}. Guna Bangunan
Bahwa sesuai dengan pendapat dan Putusan Mahkamah Agung N
: 0. O7A/N199B
tanggal 4 Pebruari 1999 dalam perkara Bank Niaga,Cs, melawgan PT. Dhar:ﬂnla
Agrifood, Tbk yang berbunyi sebagai berikut: = Karena sesuai pagal 56 Undang-
L_Indang !(e;_)amtan_ !(reditur Separatis dapat mengeksekusi haknya seolah-olah
tidak t?rjadl Kepailitan, Sehingga dengan demikian kalau Kredjtur Separatis
menga_uukan permohonan kepailitan terhadap Debitur saharusnya melepaskan
terlebih dahulu sebagai Kreditur Separatis dan menjadi Kreditur Konkuren.
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Sehingga dengan demikian unsur Kreditur tidak terpenuhi® (Bukti T-7). Dengan
demikian terbukti pemohon setaku Kreditur Separatis tidak barhak mengajukan
permohonan Kepailitan. )
8ahwa terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan Niaga menetapkan
Kurator Sementara, haruslah ditolak sebab Termohon sudah membarikan jaminan
pada Pemohon, sehingga Termohon tidak mu ngkin untuk memindahkan aset-aset
Termohon/mengalibkan hartanya yang sudsh dijaminkan tersebut. ’
Rahwa sebelum permohonan pailit ini diajukan, Pemohon pada tanggal 15
Desember 1998 telah mengajukan gugatan kepada Termohon di Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat dengan materi gugatan yang sama dengan permohonan pernyataan
pailit yang diajukan oleh Pemohon Daftar No. 62/PDT.G/1998/PN_JKT.PST {Bukti
T-8}. Bahwa gugatan tersebut sampai dengan saat ini telah diperiksa dengan acara/
tahap Pambuktian.
Bahwa gugatan yang diajukan Pemohon tersebut telah sesuai dengan pasal 17
dari Perjanjian Membuka Kredit {PMK) No. 088/PMK/PREK/KP/LIB/X/SE dan
Perjanjian Membuka Kredit (PMK) No. 089/PMK/PP/KPALIBAX/6, yang mengatakan:
“Tentang Perjanjian ini serta semua hubungan dan akibat-akibatnya, pihak-pihak
memilih Domisili yang tetap dan seumnumnya, i Kanter Panitera Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat " {lihat Bukti T-4 dan T-5).
Bahwa berdasarkan pasal 17 dari perjanjian tersebut, maka permahonan
pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Niaga haruslah
ditolak karena antara Pemohon dan Termohon telah ditentukan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat sebagai tempat penyelesaian perselisihan/akibat-akibat dari
Perjanjian Membuka Kredit tersebut.
Berdasarkan aiasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Termohon memaohon kepada
Majelis Hakim yang terhormat untuk memutuskan:
- Menolak permphonan perayataan Pailit dan Pemohon atau setidak-tidaknya
permohonan tidak dapat diterima;

Menimbang, balwa Kreditur lain yaits Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir |

dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Pandeglang telah mengajukan
tanggapan sebagat berikut :

1.

Bahwa KPP Jakarta Gambir | dan KP PBB Pandeglang, selaku Pejabat Direktorat
Jenderal Pajak dilarang memberitahukan kepada pihak fain yang tidak berhak
segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak kepadanya
dalam rangka jabatan atau pekerjaan untuk melaksanakan peraturan perundang-
undangan perpajakan, kecuali dengan izin tertulis dan Menteri Keuangan {vide
pasa! 34 Undang-Undang Mo. 6 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang No. 9 tahun 1994 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUF)). Pejabat
DJP yang dengan sengaja tidak memanuhi kewajiban merahasiakan hal sebagai-

mana dimaksud dalam pasal 34 KUP tersebut diztas dikenakan pidana penjara

selamaJamanya 2 (dua} tahun atau denda setingginya-tingginya § {lima} juta rupiah
{vide pasal 41 KUHP}. _
Bahwa tindakan Pemohon menempatkan Kepala KPP Jakarta Gambir| ‘dan Kepala
KP PBB Pandeglang sebagai Kraditur-kreditur bersamaan dalam permohaonan
kepailitan adalah tidak tepat, keliru dan bertentangan dengan ketentuan hukum
vang berlaku dengan alasan: .
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a.  Hubungan antara Kepaia KPP Jakarta Gambir | dan K
Pandeglang_ dengan Termohon pailit bukanlah hubungan :npt:lr:z:a;?u?
dengan Dehitur, karena kantor Pajak tidak pernah memberikan pinjaman uan
kepada Termohon, dan utang pajak timbul bukan karena ketentu g
perundang-undangan perpajakan. : ;e

b. Ba_hwa Kepala KPP Jakarta Gambir | dan Kepala XP PEB Pandeglang selak

: Pejabat DJP dapat melakukan eksekusi langsung terhadap utang paia:
Tgrmoht_)n yang telah jatuh tempo pembayaran, tanpa memeriukan izin
eksekus_l dan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Niaga, dan dapat
menerbitkan Surat f’aksa yang mempunyai kekuatan yang sama dengan
greose putusan hakim yang telah berkekuatan hukum (vide pasal 7 ayat (1)
-UU No. 19 tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa)

c.  Berdasarkan ketentuan pasa) 41 ayat {3) Perpu No. 1 tahun 1998 cq U.U Mo
4_tahun 1998 tentang Kepailitan, utang pajak mempunyai hak ma'ndahulli
dla!tfas hak‘mendahulu yang dimiliki oleh Kreditur Preferen {selaku Pemohon
Ezltlllitt! sedhmg'?a tf.lrhadap harta pailit harus digunakan terlebih dahubu oleh
l-’en.‘bli:r‘”r afann p?}t:liur atag Kurat(.)rl'Bal:al Harta Penm_ggalan untuk melunasi

d. I?ahwa Kepala KPP Jakarta Gambir | dan Kepala KP PBB Pandeglang ﬁdalah
tidak termasuk Kreditur yang diatur dalam UU Kepailitan, yang tercermin
d?lam ketentuan pasal 1 Perpu No, 1 tahun 1998 ¢g. UU No. 4 tahun 1998
dimana permohonan pailit dapat diajukan oleh ; - i '
- Debitur atau Kreditur ’ : |
- Gubernur Bank Indonesia

- Ketua Bapepam
- Kejaksaan RI o
Tetapi t_ldak termasuk Menteri Keuangan selaku atasan Pejabat Pajak, karena
meka nisme pelt:masa n, penagihan dan aksekusi utang pajak dapat diteruskan
oleh Pejabat Pajak dengan prosedur tersendiri yang diatur menurut Ui No
13 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP). '
3. Bersama ini kami sampaikan bebrapa bukti terdiri dari ; ’
a. Fott copy pasal 23 UU KUP. '
b.  Foto copy pasal 34 UUKUP.
;: Eom copy pasal 41 LW KUP
‘Foto copy pasal 7 ayat {1 : i aj
donpan P Paksav{PP‘s;}t,JU No. .19 téljun 1997 tent.ianglPenaglhqn Pajak
Berdasarkan penjelasan, alasan hukum dan laporan terseb i i :

. kuasa h_ulfum dari Kepala KPP Jakarta Gambirpl dan Kepal:tK(!i’ﬁ;:;SB' ;::1‘;;;'!::0
dengan ini memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Jakaf'g ’
Pusat yang memutus dan mengadili perkara ini untuk berkenan memuytuskan: )

- Menyatakan bahwa Kepala KPP Jakarta Gambir | dan Kepala KP f;EB
Pandeglang secara hukum bukan sebagai Kreditur dalam perkara kepailitan

- Mengeluarkan Kepala KPP Jakarta Gambir | dan Kepala K PBB Pandeglaﬂg‘
dan perkara kepailitan Nomor 26/PAILIT/1999/PN.NIAGA/JKT.PST

. \ )
_ Menimbang, bahwa Kreditur lain yaitu Sdr. Surya Widjaya dalam tanggapan
singkatnya menvatak_an bahwa dirinya termasuk Kreditur dari Termohon, karena
Termohon mempunyai utang kepadanya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih;
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" Menimbang, batwa selanjutnva Pemohon telab mengajukan alat-alat bukti dalam

persidangan berupa bukti tertulis yang terdiri dari :

1..

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Fotocopy sesuai asli Perjanjian Membuka Kredit {(PMK) antara Pemohan
denganTermohon No. 088/PMK/PRK/KP/LIBNX/36 tanggat 3 September 1996 (Bukti

P8

Fotacopy 'sesuai asli Perjanjian Membuka K.redlt IPMK) antara Pamohan dengan

Termohon No, 089/PMK/PP/KP/LIBAN/96 tanggal 9 Segtember 1996 ¢

Fotocopy sesuai asli Surat dan Termohon kepada Pemohon No, 018MPN9? tanggal
2 Januari 1997 perihal Permohonan Pelunasan Pinjaman (Bukti P-3);

Fatacopy sesuai asli Princian utang Termohon kepada- Pemohon sampal tanggal
9 April 1993 (Bukti P- 4}, .

Fotocopy dati fotocopy surat dari Pernohon kepada Teemohon No.690/DIR/LIB/XI/
98 tanggal 4 Napember 1998 perihal Surat Peringatan | (Bukti P-5)

Fatocopy dari fotocopy surat dari Pemohon kepadaTermohon No.732/DIR/LIBAY/
88 tanggal 16 Nopember 1998 perihal Surat Peringatan Il (Bukti P- 6); .
Fotocopy dari fotocopy surat dari Pemohon kepada Termahon No. 7S0/DIR/AIB/XI
98 tanggal 24 Nopember 1998 perihal Surat Peringatan Terakhir (Bukti P-1);
Fotocopy dari fotocopy Akte Perseroan Terbatas PT. Wahana Pandugraha Na. 20
tanggal 8 Desembar 1992 (Bukti P - 8) ;

Fotacopy dari fatocopy Akte Pernyataan Keputusan Rapat No '7 tanggal 23
Desember 1994 {Bukti P- 9};

Fatocopy dari fotocopy Alkte Fhsalah Rapat No. 12 tanggal 29 Agustus 1996 (Bukti

- P-10);

Fotocopy dari Iotocopv Akte Fhsa!ah Rapat No. 1 tanggal 2 September 1996 tBuku
P-11);

Fotocopy dari fatocopv Akte Penglkatan Saham-saham No. 6 tanggal 18 September
1996 {Bukti P-12) ; .

Fotocopy dari fotocopy Akte Kuasa No. 7 tanggal 18 September 19396 tBuktl F-13);
Fotocopy dari fotocopy Akte Hibah No. 8 tanggal 18 September 1996 (Bukti P-14);
Fotacopy dari fotocopy Akte Hibah Neo. 9 tanggal 18 September 1998 (Bukti P-15);
Fotocopy dari fatocopy Kartu NPWP PT. Wahana Pandugraha darl Kantor Pelayanan
Pajak Jakarta Selatan Satu {Bukti P-16) ; )

Fotocopy dari fotocopy Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP} PT. Wahana
Pandugraha (Bukti P- 17} .

Fotocopy dari fotocopy Tanda Daftar Perusahaan {TDP) PT. Wahana Pandugraha
{Bukti P-18);

Daftar Utang Pajak Bank dan Bangunan (PBB) PT. Wahana Pandugraha berdasarkan

JInvestigasi Pemohon {Bukti P-19);

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan alat-alat bukti dalam

persidangan berupa bukti tertulis yang terdiri dari:

1.

Fotocopy dari buku tentang Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 1994
tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 tabun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Pérpajakan {Bukti T-1};

Fotocopy dari buku tentang Undang-Undang Republik Indonesia No.19tahun 1997
tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Bukti T-2); '

Fotocopv sesuai asli salinan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 12/PDT.G/
1998/PN.PDG tanggal 16 Desember 1998 (Bukti T-31
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10.

1.

Fotocopy dari fotacopy Perjanpan Membuka Kredit {PMK) No OBBIPMKJPRI((KPf
LIB/X/96 tanggal 9 September 1996 {Bukti T- 4} ;

Fatocopy dari fotocopy Perjanjian Membuka Kredit (PMK) No. OBQIPMK}PP;‘KPI
LiBAX/96 tanggal 9 Seplember 1996 (Bukb T- 5} ; -

Fotocopy dari fotocopy surat dari PT Liman International Bank kepacla PT. Wahana-
Pandugraha No. 133/LM/PRK/X|/96 tanggal 5 Septernber '1996 perihal Penegasan
Permohonan Kredit {Bukti T-6); .
Fotocopy dari fotocopy Putusan Mahkamah Agung No. 07/K/MN/1998 tanggal 4
Pebruari 1998 dalam perkara antara Bank Nlaga, Cs, lawan PT. Dharrnala
Agrifood, Tbk {Bukti T- 7);

Fotooopy dari fotocopy surat Gugatan Pemohon tanggal 15 Desember 1998 yang
terdaftar pada Pengaddan Negen Jakarta Pusat No.621/PDT, G!1998fPN JI(TPST

(Buki T- 83 ;

Fotocopy sesuai asli Akta Na. 13 tanggal 29 Agustus 1996 tentang Deruualan dan
pembelian saham (Bukti T-8);

.Fotocopy sesuai asli Akta No. 1 tanggai 2 Septernber 1995 tentang R:salah Rapat )

PT. Wahana Pandugraha {Bukti T~10}.

Fotocopy sesuai asli perjanjian antara Surya Wudjaya dkk dengan Sugeng AS .
tanggal 29 Aguslus 1996 {Bukti -1 1) ;

Memmbang, bahwa Kreditur lain iKapala KPP Jakarta Gamblr | dan Kepala KP

PBB Pandeglang) telah mengajukan suatu alat bukti dalam persldangan bérupa:

Fotocopy kutipan Undang-Undang No. 9 tahun 1994 tentang perobahan tentang
Undang-Undang No. & tahun 1983 tentang Kefentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan khususnya pasal 23, 34, 41, 1A, 418 (Bukti KIAI-W ;. - .
Fotocopy kutipan Undang-Undang No. 19 tahun 1997 tentang Penag:han Pajak
dengan Surat Paksa khususnya pasal 7 (Bukti K i/11-2} :

Menimbang, bahwa Kreditur lain (Sdr. Surya Widjaya) telah mengajukan alat alat

bukti dalam persidangan yang terdiri darl

Fotocopy sesuai asli dari surat per;anuan antaia Surya Widjaya dan Jonny
Nainggolan dengan Sugeng A.S tanggal 29 Agustus 1986 (Bukti Kili-1); -
Fotocopy sesuai asli Tanda Terima Jaminan dan Liman Internatlonal Bank tanggal
& Pebruari 1397 (Bukti K1I1-2) ;-

Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan dari Kantor Pertanahan Kab. Pandegiang
tanggal Juli 1996 (Bukti K1II-3} ;

‘Fotocopy dari fotocopy Daftar pengantar surat dari Kantor Pertanahan Kab.
Pandagliang kepada Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat
No. 550.2/767.a/KP/IU1996 tanggal 5 Januari 1996 perihal ; Perrnohonan Hak Guna
Bangunan a/n PT. Wahana Pandugraha, seluas 53.835 m2 terletak di desa Carita,
Kec. Labuan, Kab. Dati il Pandeglang {Bukti K II-4}; :

Folocopy sesuai asli surat dan Surya Widjaya kepada Direktur Utama 7. Wahana
fandugraha tanggal 27 April 1988 mengenai pengunddran diri dari |abatan Dlreklur
PT. Wahana Pandugraha (Bukti K lll-5} ;

Memmbang, bahwa surat-surat bukti tersebut ternyatatelah dituitihi materaiyang

cukup sehagaimana fayakmya surat bukti dalam persidangan ;
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Menimbang, bahwa selanjutnya telah teriadi tanya jawab dalam persidangan
sebagarmana dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara yang untuk selanjutnya
dianggap sudah masuk dalam Putusan ini ; . : .

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon dan Termohon mohon agar
Pengadifan menjatuhkan putusannya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : |

Memmbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan pemyataan pailit _

dan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Kreditur dan Termohon berdasarkan utang Termahon
" sebesar Rp. 4.500.000.000 - tempat milyar lima ratus juta rupiah) mela|u| 2 idua
Perjanjian Membuka Kredit antara Pemnohon dengan Termohon;
- Bahwa utang Termohcm tersebut telah latuh tempo pada tanggal 9 September
. 1997;
- Bahwatotal seluruh utang Termohon kepada | Pemohon sampai dengan tanggal 9
April 1999 adalah utang pokok sebesar Rp. 4.500.000.000 - ditambah bunga dan

denda sebesar Rp. 6979.603.474 72 yaitu sejumtah Rp. 11.479,503.474 72 (sebelas o

milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu empat ratus
tujuh puluh empat rupiab tujuh puluh dua senj ; :

- Bahwa sejak jatuh tempo tanggal 9 September 1997 ternyata Terrnohon tidak dapat

mengembalikan utang pokok bunga maupun denda kepada Pemohon;
- Bahwa selain Pemohon ternyata ada Kreditur lain dimana Termohon mempunyai
utang kepadanya yaitu :

1.+ Kantor Pelayanan Pajak (KPP} Jakarta Gambir |

2. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Xab. Pandeglang
3 Sdr. Surya Widjaja

4. Sdr. Jonny Nainggolan

&,  Sdr. Dominicus Alam ;

Bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 8 ayat 3 Undang Undang Nomor 4
tahun 1598 adalah patut dan adil bila Terrmohon dinyatakan pailit; :

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohoen telah
mengajukan alat-alat bukti dalam persidangan yaitu buktl P- 1 s/d bukti P-19 sebagaimana
telah terurai dimuka ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam tanggapannya tefah menolak permohonan
Jari Pemohon dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir | dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi
dan Bangunan Kab. Pandeglang tidak termasuk Kreditur biasa kareng mempunyai
kewenangan sendiri untuk mengeksekusi pelunasan utang pajak berdasarkan
ketentuan Undang-Undang Perpajakan ;

Bahwa Termohan tidak mempunyai utang kepada Sdr. Surya Widiaya Sdr. Jonny
Namggolan Sdr. Domiricus Alam;

Bahwa Pemohon termasuk Kreditur Separatls karena telah menerima jaminan
atas utang dart Termohon sehingga tidak berwenang meangajukan permohonan
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ini sebelum melepaskan haknya sebagai Keeditur Separatis ;
- Bahwa Pemohon juga mengajukan gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri
- Jakarta Pusat dengan materi yang sama ;

"Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil ta}\ggapénnya Termohon telah
mengajiikan alat-alat bukti dalam persidangan yang terdiri dari bukti T-1 s/d T-11
sehagaimana telab terurai dimuka; - - :

Menlmbang, bahwa Kreditur {ain (ke |, I} yaitu Kantor Pelavanan Pajak Jakarta
Gambir | dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kab. Pandeglang dalam
tanggapannya menyatakan penempatan mereka sebagai Kreditur dalam permohonan
pernyataan pailit ini tidak tepat dan bertentangan dengan hukum serta mohon di-
keluarkan dari perkara ini dengan alasan mereka mempunyai kewenangan sendiri untuk
mengeksekusi pelunasan utang pajak berdasarkan ketentuan Undang Undang -
Perpajakan ; :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tanggabannya, Kantor Pelayanan Pajak

" Jakarta Gambir | dan Kantar Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kab, Pandeglang

telah mengajukan alat-alat bukti berupa folocopy pasal pasal Undang -Undang
Parpajakan ; :

Menimbang, Eahwa Ki’editur yang lain (ke [Il}, yaitu Sdr. 'Sutya Widjaya secara-
lisan menyatakan dirinya sebagai Kreditur dan Termohon, karena Termchon mempunyai -
utang yang wajib dibayar;

Menimbang, bahwa Kreditur ke Il Sdr. Surya Widjaya untuk menguatkan dali'ln\'(a
telah mengajukan afat-alat bukti yang terdiri dari Bukti K -1 s/d K HI-5, sebagaimana

telah terural dlmuka ; .

Menlmbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan
jo Undang-Undang Nomar 4 tahun 1998, untuk menvyatakan seorang Debitur ity palit
Pemohon harus bisa membuktikan bahwa Debitur itu mempunyai dua atau lebih Kreditur
dan tidak membayar satu utang yang telah ;atuh ternpo dan dapat ditagih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Perjanjian Membuka Kredit
(RMK}~No. 088/PMK/PRK/KP/LIBAX/96 tanggal 9 September 1896 dan bukti P-2 yaitu

_ Perjanjian Membuka Kredit {PMK) No. 089/PMK/PP/KP/LIBAIX/96 tangal 9 September

1996 yang jatuh temponya tangga! 9 September 1897 yang tidak disangkal oleh
Termohon, maka telah terbukti bahwa Termahon mempunyai utang kepada Pemohon
yaitu sebesar Rp. 4.200.006.000,- dan Rp. 300.000.000,- sehingga berjumlah Rp.
4.500.000.080,- (empat milyar kma ratus juta rupiah) yang sudah jatuh tempo dan dapat
ditagih;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti bukti P-1 dan P-2 tersebut ternyata
tidak ada penyebutan tentang Akta Gadaifhipotik yang dlsangkut pautkan sehbagai
Jaminan kredit tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula dan bukti Termohon juga tidak ada bukti tentang
adanya Akta Gadai/Hipotik atau Akta Hak Tanggungan lain yang dibuat dimuka Pejabat
Pembuat Akta Tanah dengan irah-irah “Demi Keadilan Bergasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa * yang berhubungan dengan Perjanjian Membuka Kredit tersebut;
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Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon tidak termasuk kategori Kreditur
Separatis yang dapat mengeksekusi haknya atas harta si Debitur yang dijaminkan sesuai
pasal 56 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1938 ;. - :

. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 s/d bukti P-7 berupa surat Peringatan
dan Pemohon kepada Termohon tanggal 4 Nopember 1998, 16 Nopember 1996, 24
Nopember 1998 supaya membayar utangnya yang sudah jatuh tempo, tetah terbukti
bahwa Termohon tidak mem bayar utangnya pada Pemohor;

. Menimbartg, bahwa mmengenai Kantor Pelayanan Pajak Jakaria Gambir | dan Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kab. Pandeglang yang ditarik dalam permohonan
sebagai Kreditur 1ain oleh Pemahon, dan ditolak oleh yang bersangkutan, maka Majelis
dapat menerima alasan penolakan tersebut karena utang pajak timbul berdasarkan
ketentuan Undang-Undang bukan karena adanya perjanjian utang piutang antara
Termahon dengan Kantor Pelayanan Pajak ; : ' : :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti K 11l-1 berupa perjanjian antara Surya
Widiaja dan Jonny Nainggolan dengan Sugeng A.S tanggal 29 Agustus 1996 telah
disetujui bahwa Sugeng A.S akan membayar Rp. 1.300.000.000,- {satu milyar tiga ratus
juta rupiah)} kepada Surya Widjaya dan Jonny Nainggolan apabila sertifikat atas tanah
seluas + 55.000 m2 telah selesai/diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Kab. Pandeglang : ' ' o ;

- Menimbang, bahwa dengan demikian pembayaran uang sebesar Rp.
1.300.000,000, - {satu milyar tiga ratus juta rupiah) tersebut digantungkan pada selesai/
terbitnya sertifikat tanah yang bersangkutan ; S :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti K #1-2 yaitu Tanda Terima Jaminan dari
Liman Internasional Bank tanggal 6 Pebruari 1597 ternyata sertifikat tanah yang
dimaksud dalam bukti X WI-1 itu sudah selesai sebagai sertifikat Hak Guna Bangunan
No. 132/Carita a/n PT. Wahana Pandugraha tanggat 28 Januari 1997 juas 55.635 m2 dan
bisa dijadikan dasar oleh Sdr. Surya Widjaya uniuk menuntut pembayaran utang yang
diperjanjikan dengan Sdr. Sugeng A.S: : ’ , :

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Sdr. Surya Widjaya termasuk
kategori Kreditur bagi Termohon ; :

Menimbang, bahwa mengenai tanggapan Termohon bahwa permghonan
pernyataan pailit dari Pemohon ini harus ditolak karena berdasarkan pasai 17 Perjanjian
Membuka Kredit bila terjadi perselisihan diselesaikan pada Kantor Panitera Pengaditan
Negeri Jakarta Pusat dengan pertimbangan bahwa permohanan pernyataan pailit sesuai
pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan jo Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998/
diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga maka Majelis tidak bisa menarima alasan

dati Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan raian pertimbangan diatas maka Pemohon telah
berhasii membuktikan dalii permohonannya sesuai pasal 1-ayat 1 Undang-Undang
Kepailitan jo. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 yaitu Termohon (PT. Wahana
Pandugraha) mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu
utang yang telah jatuh tempo dan dapatditagih ; - '
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Menimbang, bahwa oleh karena permohanan pernyataan pailit dan Pemohon
sudah memenuhi persyaratan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan jo. Undang-
Undang Nomor 4 tahun 1998 maka permohonan ini dapat dikabulkan dan Termohc?n
harus dinyatakan pailit sebagaimana nanti akan disebutkan dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa den_g_an‘adanya pernyataan ﬁaiiit int maka sesuai‘pasa! 13

Zw_,ral 15; Undang-Undang Kepailitan jo. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 harus
langkat seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan Ni

Pusat dan seorang Kurator ; ‘ : .9 : Iag_f'i Jokarts

Menimbang, bahwa mengenai Kurator \.;'an i h Perr al

. . bat g diusulkan oleh Permaohon yaitu Sdr.
William Eduard Qamei, SH, SE, dengan pertimbangan bahwa oleh karena yang
bersan_-[gkutan masih menangani beberapa perkara kepailitan maka Majelis tidak dapat
menerima usulan Pemohon tersebut dan akan menunjuk Kurator yang lain ;

’Menimbar_\g, bah\.:va mengena_i im balan jasa bagi Kurator-akan ditet_apkan. kemudian
::tel:;h dapat diketahui mengenai jangka waktu dan volume pelaksanaan tugas Kurator
rsebut; ) : ’ :

Menimbang, bahwa mengenai biaya f " ini
) . yang timbu! dalam perm
dibebankan kepada Pernohon ;. : . P ohonan ini

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undan T _
i : 1ar g Kepailitan jo Undang-Undan
Nnmorld tahun 1998 serta Ur_\dang-Unda_ng dan Peraturan lain.yang bersangkutan. 8

MEMUTUSKAN :

- Mengabulkan permohonan dari Pemiohon ; :

- Menyatakan PT. WAHANA PANDUGRAHA yang berkedudukan di Jaf :
No. 2 1 Jakarta Pusat, Paitit ; ’ ) | Jelan Brantas

- Menunjuk Ny. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri

Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- Mengangkat Sdr. TAFRIZAL HASAN GEWANG, SH, yang berkantor Gedung Sentra

Salemba Mas Blok U, Jalan Salemba Raya 34-36, Jakarta 10430 sebagai Kurator ;.
- Menyatakan irnba[an jasa bagi Kurator akan ditetapkan kemudian;

} Membebankan biays perkara parmohonan ini ke bes:
_ pada Pernohon sebesar Rp.
5.000.000,- {lima juta rupiah} ; ' sre

Demikian diputuskan pada hari: SENIN, tanggal : 31 Mai 1999, dalam permusya-
waratan Majelis Hakim yang terdiri dari : UNTUNG HARYADI, SH. selaku Ketua
HARYONO, SH dan HIRMAN PURWANASUMA, SH, masing-masing selaku Anggota'
putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga ole{';
Ketua tersebut dengan didampingi para Anggota, CHRISTANTO PUDJIONO, SH, selaku
Panitera Pengganti_dengan hadirnya Pemohen, Termchon serta Kreditur Ia'inn;a. '
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[MAHKAMAH AGUNG R
- Nomor : 015 K/N/1999.
_ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
' MAHK'A'MAH“AGU_NG

mameriksa perkara Niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut
dalam perkara kepailitan dari : .
£T. WAHANA PANDUGRAHA, berkedudukan diJalan Brantas Na.21, Jakarta
Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : SABAR NABABAN, S H. dan

RETNO SULASTRI, S.H., Pengacara/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan
Melawai Dalam Nomor 9 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal 10 Mei 1999. . .
Pamohon kasasi, {dahuiu Termohon Pailit/Debitur }
 .melawan
PT. LIMAN INTERNAT]ONAL BANK. berkedudukan dilr. H. Juanda Na. 12
Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakiii oleh kuasanya : TOGAR SM. SLJABAT,

S.H. dan JOHANES WIRATNO, 5.H, Pengacara/Penasehat Hukum, beralamat
di Jatan Bungur Besar Raya No.85 Blok B.3, Jakarta Pusat, berdasarkan surat

kuasa tanggal 10 Junj 1999 ;
Termaohon kasasi, {dahulu Pemohon Paility Kreditur)

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termchan
kasasi sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan Pailit di muka persidangan
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan dalil-dalii yang pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa Terrrichon telah berhutang pada Pemohon sebesar Rp 11,479, 503.474,72
{sebelas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu empat ratus
tujuh pulth empat rapiah tujuh puluh dua sen) dengan peringian :

Rp 4.500.000.900,00
Rp 6.979.503.474,72

- utang pokok
- utang bunga dan denda

bahwa utang tersebut bersumber dari adanya Perjanjian Kredn Namor 088/PMK/
PRK/KP/LIBAX/96 tanggal 9 September 1996 dan Perjanjian Kredit Nomor O8Y/PMK/ PPf
KP/LIBAX/936 tanggal 9 September 1996 {(bukti P.1 dan P.2} yang telah jatuh tempo dan
dapat ditagih pada tanggal 9 September 1996 ;

bahwa selain berutang pada Pemohon, Termohon juga berutang pada:

Kantor Pelayanan Pajak (KPP} Jakarta Gambtr |, berkantor di Jalan Batu Tutis Haya‘r
No.53-55, Jakarta Pusat.

Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Fandegiang, berkantor
di Jalan A. Yani, Pandeglang, Kode Pos 42213,
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¢.  Sdr. SURYA WIDJAYA, beralamat dl Jatan Cileduk Raya R1.05 Rw.06, Kelurahan
Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,

d.  Sdr. JONNY NAINGGOLAN, beralarmat di Jalan Kerlanegara MNo. 21 Rt.001/Rw.005,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Sdr. DOMINICUS ALAM, berlamat di Petojo Selatan 7 No.8, Rt 001 Rw.004, Jakarta

. Pusat,

bahwa dengaﬁ demikian berdasarkan pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4
tabun 1998 adalah patut dan adif apabila Termohon (PT. Wahana Pandugraha) dinyata-
kan pailit ;

- bahwa dikhawatirkan pada masa permohonan pernyataan pailit Termohon akan
memindahkan aset-aset perusahaan, mahon agar Pengadilan Niaga menetapkan kurator
sementara untuk mengawam aktifitas perusahaan Termohon ; o

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadﬂsn
Niaga Jakarta Pusat memboﬂkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya

2. Menyatakan Termchon {PT. Wahana Pandugraha} pailit;
3. Mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan
harta Termohon (PT. Wahana Pandugraha) ;
4. Mengangkat sdr. William Eduard Daniel, 5.H.S.E., sebagal Kurator Sementara
dan Kurator Termohon (PT. Wahana Pandugraha} )
5.. Menghukum Termohon (PT. Wahana Pandugraha) untuk membayar biaya perkara;
6. Ex aequo et bano, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya ;

bahwa terhadap permaohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah
mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 31 Mei 1999 No. 26mehﬁ1999}PN Niaga/
Jk1.Pst, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan dari Pamohon ;

- Menyatakan PT. WAHANA PANDUGRAHA yang berkedudukan di Jalan Brantas
Nop.21, Jakarta Pusat, Pailit; )

- Menunjuk Ny. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., Hakim Niaga pada Pengadilan
Negeri/Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas ;

- Mengangkat Sdr. TAFRIZAL HASAN GEWANG, S.H., yang berkantor Gedung
Sentra Satemba Mas Blok U, Jalan Salermba Raya 34 - 36 Jakarta 10430 sebagat
Kurator ;

- Menyatakan imbalan jasa bagi Kurator akan di tetapkan kemudian ;

- Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp
5.000.000,00,- (lima juta rupiah} ;

bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut diputuskan pada
tanggal 31 Mei 1939, kemudian terhadapnya oleh Pernohon kasasi dengan perantarasn
kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 1999 diajukan permohonan
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kasasi secara tertulls pada tanggal 8 Juni 1949, sebagaimana ternyata dari akte
permohanan kasasi No. 16/KasfPailit/1999/PN. Niaga, yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan-Niapa Jakarta Pusat, permohanan mana kemudian disusul oleh memari
kasasi yang memuat alasan- alasan yang dutenma di Kepamteraan Fengadulan Niaga
Jakarta Pusat pada hari itu juga;

bshwa satelah itu oieh Termohon kasasi yang pada tanggal 9 Juni 19499 telah
disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon
kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengaditan Niaga
Jakarta Pusat tanggal 14 Juni 1999 ;

Menlmbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah
diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu
dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang- Undang, maka oleh karena itu
permoﬁonan kasasi tersebut formil dapat diterima ; .

Mammbang, bahwa keberatan keberatan yang d:a]ukan oleh Pemohcn kasasi

dalam memori kasasinya tersabut pada pokoknya inlah :

1. Judex fac:tn telah salah menerapkan fiukum tentang status Sun,ra Wld]aya sebagan
Kredr(ur . .
- bahwa yang dijadikan dasar pertimbangan oleh judex facti untuk menyatakan
bahwa Surya Wldjaya adalah Kredrtur Termohon adalah  bukti K. HI-1 s.d
K.Ii-5;

- bahwa dari buktn K -1 1elas Surya Wldjaya dan Johnny Nainggolan keduanya
bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Utama dan Direktur serta
keduanya sebagai Pemegang Saham PT WAHANA PANDUGRAHMA, deng an
Sugeng AS sebagai Pribadi ;

- bahwa isi perjanjian tersebut adalah bahwa Sugeng AS akan membayar Hp
1.300.000.000,00 {satu milyar tiga ratus juta rupiah), kepada Surya Widjaya
da Johnny Nainggolan {PT. Wahana Pandugraha) apabifa sertifikat tznah +
55.000 M2 telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan ;

- bahwa dari isi perjanjian tersebut jelas bahwa seandamya sertifikat terhuat
_teiah selesai dan uang Rp 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiahy,
- tidak dibayar oleh Sugeng AS, maka Surya Widjaya dan Johnny Nainggolan
{pemegang saham) dan PT. Wahans Pandugraha (kerena bertindak sehagai
Direktur Utama dan sebagai Direktur) adatah menjadi Kreditur dari Sugeng
AS., bukan Kreditur dari Termohon pailit ;
L Judex facti tidak memberikan pertimbangan yang sempurpa.

- bahwa judex facti tidak mempertimbangkan bukti-bukti serta tanggapan yang
disjukan oleh Termahon Pailit yang telah menolak dan menyangkal adanya
utang pada Surya Widjaya dan Johnny Nainggolan dengan alasan bahwa
gugatan Surya widjaya dan Johnrny Nainggolan terhadap PT. Wahana
‘Pandugraha {Termohon Pailit) tefah dinyatakan tidak da pat diterima, putusan
mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

- bahwa dengan demikian Termahon PailitPemohon kasasi tidak mempunyai
utang pada Surya Widjaya dan Johnny Nainggolan ;
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3. Judex facti telah salah menerapkan hukum tentang Kreditur Separatis,

- - bahwa judex facti dalamn pertimbangannya berpendapat bahwa Pemohon
Pailit/Termohon kasasi bukan sebagai Kreditur Separatis dengan dasar
pertimbangan bahwa dari bukt-bukti yang diajukan, baik oleh Pemahan
maupun Termohon tidak nyata adanya akte hipotik gadai atau akte hak
tanggungan yang di buat oleh PPAT; - :

.- - bahwa dalam Akte Perjanjian Membuka Kredit (PMK Nomor 088[PHKJKP;
LIBAX/96 tanggal 9 September 1886 dan Perjanjian Membuka Kredit Nomar
133/LMPRK/XI/96 tanggal § September 1996 tidak adanya jaminan dan hak
untuk menlual langsung di muka umum {lelang} berdasarkan lamman
tersebut ‘ . :

- bahwa dengan demikian Pemohan Pailit adalah Kreditur Separatls H

Menlmbang. bahwa atas keberatan—keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung

i

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karéna judex facti dalam -

- memutus perkara ini telah melanpgar asas yang d|gar|slmn pasal 1 [1} Undang-Undang-

'No.4/1998 ;

Menimbang, menurut pasal 1 (1) Unda_ng~Undang No.4}]998, saléh satu syarat
pokok untuk meminta agar seorang Debitur dinyatakan pailit oleh Pengaditan, Debitur
yang bersangkutan harus mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dual brang Kreditur, dan
tidak membayarsedlknnya satu utang yang telah jatuh fe tempo dan dapat dl‘laglh {unable
to pay dabts as they fall duel; — N

bahwa dalam permohonan palllt ini, yang dltafllt dan dltempatkan Pemohon {F’T

" Liman International Bank} sebagai Termohon adalah PT. Wahana Paridu Graha.

Selanjutnya untuk memenuhi asas atau syarat yang digariskan pasal 1 (1) Undang- -
Undang No.4/1998, Pemohan telash mendalitkan dan menempatkan Kredrtur Jain yang

terdiri dari :

a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP} Jakart:a Garnblr [, Jalan Batutulls Haya No.63-55
Jakarta Pusat,

b. Kantor pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pandaglang, Jalan A.
Yani, Pandeglang,

c.  Surya Widjaya, Jalan Cileduk Raya, Rt.05, Rw.06, Kelurahan C|pu||r Kecamatan
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,

‘d. Jonny Mainggolan, Jalan Ker‘tanegara No.21, Rt.001/Rw.005, Kebayoran Baru,

Kedudukan Kantor Pajak ...

Jakarta Selatan,
e. Domimicus Alam, Peh:uo Selatan 7 No.9, Rt.001/Rw.004, Jakarta Pusat,

Menimbang, apakah benar menurut hukum para Kreditur kuruf a, b, ¢, d dan e
‘yang didalilkan Pemohon terbukti sebagai Kreditur Termohon {PT. Wahana Pandugraha)
adalah merupakan permasalahan yang harus dlpemmbangkan dengan seksama dalam

perkara ini ;
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bahwa mengenai Kreditur huruf a dan b, telah di talak atau dibar"ut‘ah oleh Termohon
sebagai Kreditur yang memenuhi kreteria hukum da Igm bidang. paiiit atas alqsan :

Kantor Pelayanan Pajak maupun Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, tidak
termasuk Kreditur dalam ruang lingkup pailit. Bentuk utang Pajak adalah tagihan yang
lahir dari Undang-Undang No.6/1983 (sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang
No. 9/1994, Ketentuan Umum Perpajakan = KUP), Berdasarkan undang—undang tersebut,
memberi kewenangan khusus kepada Pejabat Pajak untuk melakukan eksekusi langsung
terhadap utang pajak dituar campur tangan kewenangan Peradilan. Dengan demikian
terhadap tagihan utang pajak harus diterapkan ketentuan pasal 41 (3_) Undang—Un‘dang
No.4/1998, yakni menempatkan penyelesatan penagihan utang pajak befada di luar
. jalur proses pailit, karena mempunyai kedudukan ‘hak istimewa penyelesaiannya ;

bahwa bantahan Termohan di atas diperkuat oleh Kreditur a dan b, dan terhadap
bantahan dimaksud Pangadian Niaga dapat menerima dan membenarkan seb_a_ganmana
yang dipertimbangkan dalam-putusannya yang mengatakan bahwa pe_nankan_dan
penempatan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta {Gambir !y dan pelayanan_Pa_:;al_: Bumi dan
Baﬁgunan Kabupaten Pandeglang sebagai Kreditur dalam perkara ini, tidak dapat
dibenaikan, karena utang pajak yang.timbul antara Termohon PT. Wahana Pandu Graha.
" dengan Kantor Pajak tersebut adalah karena undang-undang. buka_n karena ht_:b'ungan
-hutang-piutang yang lahir dari perjanjian, Dan terhadap pend§pat judex fa_ct’: ini dapat
dibenarkan oleh peradilan tingkat kasasi, oleh kareqa ity Kreditur a {Kantor Pelayanan
Pajak Jakarta, Gambir I} dan b {kantor Palayanan Pajak Bumi dan Bangunar{, _Kabupaten
Pandeglang), tidak tesbukti sebagai Kraditur Konkuren dalam bidang pailit terhadap
Termohon ;- o IR . i .
Menimbang, selanjutnya, mengenai kedudukan Kredituf (Surya Widjaya) dan d
{Jonny Neinggolan}, dapat dikemukakan fakta-fakia berikut :

{1) berdasar surat bukti K.I-1 {Perjanijian, 29 Agustus 1996) yang I?e:tindak sehagai
pihak adalah Surya Widjaya {dalam hal ini bertindak sebag_ai_Dmk;ur Utama FT:
Wahaha Pandugrsha) dan Jonny Nainggolen {dalam hal ini bertindak sebagai
Direktur PT. Wahana Pandupgraha sebagai pihak pertama berhadapan dengan
Sugeng AS sobagai pihak kedus. -, '_

Dalam pasal 1 Perjanjain KMNi-1 ini dijelaskan, pihak kedug {Sugeng AS) akan
- membayar sebesar Rp 1.300.000.000,00 {satu milyar tiga ratus juta rupiah} kEpadfa

pihak pertama apabila sertifikat untuk tanah seluas & 55.000 M2 tefah selesai/

diterbitkan oleh badan Pertanzhan Nasional Kabupaten Pandeglang :

{2} Kdl-2, hanya merupakan surat tanda terima jaminan oleh PT. Liman !ntama_tional
Bank (Pemohon} dari PT. Wahana Pandugraha, berupa satu Sertifikat Asli HGB
No. 132/Carita, atas nama PT. Wahana Pandugraha;

(3) T-3, Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nop.12/Pdt.G/1998, tanggal 16
Desember 1998 dengan amar : tuntutan Penggugat Surya Widjaya (Penggugat 1}
dan Jonny Nainggolan (Penggugat Il} atas pembayaran Ap 1.30{).000.00(_).00 (satu_
milyar tiga ratus juta rupiah) berdasar Perjanjian 29 Agustus 1996 (surat bukti
K.i1l- 1) terhadap 1), Sugeng AS (Tergugat i} 2) PT. Wahanu:l’andugraha {Tergugat
I} dan 3} Ny. Luki Nurhati (Tergugat Ill} :T&d&k dapat ditarima;
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bahwf'l berdasar fakta-fakta di atas, tidak terbukti adanya hubungan hutang piutang
antara Termohon PT. Wahana Pandugraha dengan Surys Widjaya dan Jonny
Nainggolan. Hubungan perfanjian utang yang ada berdasar K.Wl-1 adalah antara PT.
Wahana Pandugraha yang diwakili oleh Surya Widjaya dan Jonhy Nai‘nggolan vang.i
bertindak sebagai legal mandatory (wettelijk vertegen woordig) dengan Sugeng AS.
Dengan demikian Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Surya Widjayas dan Jonny
Nelnggolen berkedudukan sebagai Kreditur pada waktu yang bersamagan dengan

Pemohon terhadap Termohan PT. Wahana Pandugraha ;

_bahvya malahan jika diperhatikan bukti K.IH-1, terdapat kontraversi. Selain yang
menjadi pihak kedua yang dipikulkan untuk membayar Rp 1.300.000.000,00 (saty milyar
tiga fatus juta rupiah) adalah Sugeng AS, bukan PT. Wahena Pandugraha, malah Surya
V\fidjaya dan Jonny Nainggolan yang bertindak sebagai pthak kesatu adalah sebagai
Direktur Utama dan Direktur PT. Wahana Pandugraha. Jadi mereka ini bukan bertindak
sebagai person datam Perjanjian K.II-1, tetapi bertindak untuk dan stas nama PT.
Wahana Pandugraha. Kalau begity, tidak logis dan tidak masuk akal jika mereka ini
berkedl:.ldukan sebagai Kreditur terhadap PT. Wahana Pandugraha yang diwakilinya
sebagai Direktur Litama dan Direktur dari PT tersebut. Dengan demikian sangat keljru

- kenstruksi dan penafsiran judex facti yang menempatkan mereka itu sebagai Kreditur

dari Termahan PT. Wahana Pandugraha ;

. Men_irn bang lagi mengénai Kreditur e Dominicus Alam, Pemohon tidak dapat
membuktikan sangkaian Termahon tentang adanya utang Termohon kepada Dominicus
Alam. Dan ternyata mengenai hal ini tidak disinggung fudex facti dalam pertimbangan
putusan, seolah-olah judex facti menerima begitu sajakebenaran dali ini tanpa dibarenii
pembuktian. Sikap dan cara mengadili judex facti yang demikian tidak dapat dibenarkan
karena jelas-jelas hersifat spekulatif dan bukan berdasar fakta; ' ’

Menimbang berdasar pertimbangan-pertimbangan di atas, Pemahon tidak berhasil
membuktikan bahwa pada saat perkara diajukan dan diperiksa, Termohon benar-benar
berhadapan dengan lehih dari dua Kreditur, tetapi yang terbukti hanya terdiri dari
F_'emohon sendiri, maka permohonan pailit yvang diajukan Pemohon terhadap Termohon
tu}ak memenuhi persyaratan vang ditentukan pasal 1{1) Undané-Undang No.4/1998 ;

" bahwa sehubl‘mgan dengan itu, putusan judex facti nyata-nysta bertentangan
_clengan h!.uku m, sehingga cukup alasan, utuk membatalkannya dan berbarengan dengan
ftu peradilan tingkat kasasi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sepertj
tertera di bawah ini ; ' : '

n Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan Pemohon
pailit ditolak, maka Termohon kasasi/Pemohon pailit dihukurm untuk membayar biaya
dalam semua tingkat pengadilan ; . :

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 Tahun 1570, Undang-
Undang No.14 Tahun 1985 dan Undang-Undang No.4 Tahun 1998 jo Perpu No.1 Tahun
1998 serta Undang-Undang yang bersangkutan :
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PUTUSAN BADAN PEREDIAN )

ADEN—Perpustakagr-tniversitas Airlangga

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon kasas: PT. WAHANA
PANDUGRAHA, dalam hal ini diwakili oleh kuasanva SABAR NABABAN, S.H. dan
RETNO SULASTHI S.H. tersebut ; .

Membatallmn Putusan Pnngadrlan nga Jakarta Pusat tanggal 31 Mei 1999 No 26¢
Pailit/1999/PN. Nlagaf JktPst. ; .

MENGADILI SENDIRI :

- Menoiak Peimohonan Pemohon PT. UMAN INTERNATIONAL BANK tersebut;
- Menghukum Pamohon kasasi/Pemohon pailit untuk membayar semua biaya

perkara, baik yang timbul dalam Pengadilan Niaga sebesar Rp 5.000.000,0¢ (lima.

* juta rupiat) dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp 2. 000.000,00 {dua juta rupiah) ;

Demikiantah diputisskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :

Rabu, Tanggat 14 Juli 1999 dengan H. Yahya Harahap 5.H. Ketua Muda yang ditunjuk - '

aleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, 5.0. Nainggolan, 5.H. dan Ny.-

Marnis Khahar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari

itu juga diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
tersebut, dengan dihadiri oleh $.0. Nainggolan, S H. dan Ny. Marnis Khahar, 5.H. Hakim-

Hakim Anggota, Sirande Palayukan S H. Panitera Penggantl dengan ndak dikadiri oleh

kedua belah plhak o

b © - . . Untuk Salinan _
Mahkamah Agung R.L
a.n. PaniterafSekretaris Jenderal
Direktur Perdata Niaga

{1 GDE KETUT SUKARATA, SH -
NIP. 4G 012

YAYASAN DANA SOSIAL HAKIM

Rp. 4.530.000,-

1. Dari Pengurus Daerah/Pengurus Cabang melalui BRI
2._ Langsung diterima Pengurus Yayasan Dana Sosial Hakim
{Tidak melalui BRI dan Pengurus Daerahﬂ’engﬁ rus Cabang) = Rp. 2.049.000,-,
. Rp. 6.579. 000
{Enam Juta Lima Ratus Tujuh Pulub Sembilan Ribu Rupiah)

- Pengurus
YAYASAN DANA SOSIAL HAKIM
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